BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangadam#akan generasi
mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara lyaikgdan dapat berpartisipasi
dalam kehidupan masyarakat dan negaranya. Keingeraabut lebih tepat disebut
sebagai perhatian yang terus tumbuh, terutama dalasyarakat demokratis. Banyak
bukti yang menunjukkan bahwa tak satupun negammasik Indonesia, telah
mencapai tingkat pemahaman dan penerimaan terlmadapak dan tanggung jawab
di antara keseluruhan warganegara untuk mendukuelgidkpan demokrasi
konstitusional. Untuk kepentingan itu maka dikendgdam Citizenship Education
atau Pendidikan Kewarganegaraan.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang®iftendidikan Nasional
menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuRéndidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga matajaan wajib ini
mengisyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk ojeskan manusia Indonesia
yang religius, bangsa yang menghargai warganegaratan identitas kebangsaan
dengan bahasa nasionalnya. Pasal ini menempatkadidikan Kewarganegaraan
sebagai salah satu mata pelajaran yang pentingstdategis disamping Pendidikan
Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas ma&ngtkan dan mewajibkan
Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulursetlap jenjang dan jenis

pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruamiting



Pendidikan Kewarganegaraan buk@mya diberikan di Indonesia. Negara-
negara lain di seluruh dunia juga memberikannyakipan dikemas dalam berbagai
bentuk dan namaCivics atau Civics Educatioriberikan di Amerika Serikat.
Citizenship Educationliberikan di InggrisTa’limatul MuwwatanahatauTarbiyatul
Watoniyah di negara-negara Timur Tengalkducacion Civicasdi Mexico.
Sachunterrichtdi JermanCivics atau Social Studiedi Australia.Social Studiesli
New ZealandLife Orientation di Afrika SelatanPeople and Societgti Hongaria.
Civics and Moral Educatiori Singapura, da®bscesvovedinidi Rusia (Udin S.
Winataputra, 2006: 3).

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraanusertuntuk menyiapkan
generasi muda menjadi warga negara yang baik, wasggara yang memiliki
pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang digarl untuk berpartisipasi aktif
dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraaak tibleh semata-mata
menjadi alat kepentingan kekuasaan rezim, tetapshmendasarkan diri pada politik

negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional

Pendidikan Kewarganegaraan juga bertujuan agagawvaregara paham
terhadap politik dan ideologi negara, serta untmimangun sikap patriotik dari
warga negara bagi bangsanya. Dalam Encyclopediariéan@ dinyatakan bahwa
Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

“Citizenship Education consists of the formal erablto understand and
contribute to the effective working of their sogiefll nations are their
schools to promote effective citizenship. The dehattempt to develop young
persons who have the necessary knowledge and stateting and who hold
the values and ideals that will lead them to switngf and competent roles as
citizens of the state. Central to such educationthis furthering of the



nationalistic and patriotic goals of the societyhig is true in closed sicieties
as well as in democracies{Encyclopedia Americana, 1997: 745).

Anak adalah warganegara yang sedang dalam proaemak masih harus
dididik menjadi warganegara dewasa yang sadar hkl&rdan kewajibannya. Oleh
karena itu masyarakat sangat mendambakan geneuasinga dipersiapkan untuk
menjadi warganegara yang baik dan dapat berpaisialam kehidupan masyarakat

dan negaranya. Demokrasi tidak diwariskan, akapiéiarus diajarkan:

...each new generation is a new people that mugpiiee the knowledge,learn
the skills, and develop the dispositions or tradf private and public
character that undergird a constitutional democratfose dispositions must
be fostered  and nurtured by word and study anthbypower of example.
Democracy is not amachine that would go off fisélut must be
consciously reproduced, one generation after anmatffdexis de Toqueville,
dalam Branson, 1998: 2).

Setiap generasi adalah masyarakat baru yang heanomperoleh pengetahuan,
mempelajari keahlian, dan mengembangkan karakileagirdan publik yang sejalan
dengan demokrasi konstitusional. Sikap mentalhemus dipelihara dan dipupuk
melalui perkataan dan pengajaran serta kekuataiakienan. Demokrasi bukanlah
mesin yang akan berfungsi dengan sendirinya, té@pis secara sadar direproduksi
dari generasi ke generasi berikutnya. Tidak adastugang lebih penting dari
pengembangan warga negara yang baik serta bertzgjgg@b. Warga negara
berakhlak mulia, berkarakter, bertanggung jawabn demokratis. Karena itu
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi penting. Tadpaya komitmen yang benar
dari warga negara terhadap nilai-nilai demokrasikanmasyarakat yang demokratis

tidak akan terwujud.



Pembangunan nasional baik bidang ekonomi, potkjal, budaya, maupun
hankam tidak akan berhasil bila tidak didukung deluruh warga negaranya. Oleh
karena itu Pendidikan Kewarganegaraan harus dapaiangsang tumbuhnya
partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan deyba dan bernegara. Mengapa
partisipasi itu penting? Karena partisipasi warggana sangat menentukan kualitas
berbagai pembuatan keputusan politik dalam sisteemoétrasi konstitusional.
Dengan partisipasi masyarakat maka pembangunaonahsaikan didukung oleh
kekuatan masyarakat dan secara polittk memperkuasatdan nasional.
Pembangunan tanpa partisipasi masyarakat akan tedsken masyarakat sekedar
menjadi penonton kegiatan pembangunan yang dilakukeh para elit politik
dengan kebijakan yang bersifadp-down. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki
tujuan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ahami kebutuhan
pembangunan, permasalahan pembangunan, dan paaksapembangunan.
Pendidikan Kewarganegaraan juga memiliki tujuan penthekat jarak kekuasaan
pemerintah dan kekuasaan masyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan lewatdidikan formal
(persekolahan) dan pendidikan masyarakat lewat n@gsi sosial. Pendidikan
Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran wajib diS3@R, dan SMA sebagaimana
diamanatkan UU Sisdiknas. Perkembangan Pendidikawakganegaraan di
Indonesia sejak kemerdekaan telah mengalami safalgnan sejarah yang panjang
yang pada dasarnya diharapkan dapat menumbuhkankedmngsaan yang kuat.
Akan tetapi sejarah membuktikan Pendidikan Kewaggaraan di Indonesia maupun

di banyak negara sering mengalami penyimpangan \ilsiri misi dan tujuannya.



Pendidikan Kewarganegaraan sering dijadikan sebadai penguasa untuk
melanggengkan kekuasaan. Sosok Pendidikan Kewayga@n yang demikian
memang sering muncul di sejumlah negara, khususegara-negara berkembang.
Penelitian Cogan (Ace Suryadi dan Somantri, 200@dnyatakan:

“Citizenship education has often reflected thesiast of those in power in

particular society and thus has been a matter afootrination and the

establishment of ideological hegemony rather thia@dwcation”.

Pendidikan Kewarganegaraan sering merefleksikaerkengan mereka yang
berkuasa dalam masyarakat. Oleh karena itu serimgjaah alat indoktrinasi dan
hegemoni dari pada sebagai sarana pendidikan lmagawegara. Berdasar kenyataan
tersebut tidak aneh jika kemudian muncul penilailahwa Pendidikan
Kewarganegaraan sering bersifat politis dari pa#tademis, lemah landasan
keilmuannya, dan sering kurang tampak sosok kelilamaya.

Kepentingan politik penguasa terhadap Pendidikawdtganegaraan di
jenjang pendidikan dasar dan menengah (SD, SMP.S#é#) di Indonesia dapat
dirunut dalam sejarah perkembangan mata pelajariarséjak munculnya dalam
sistem pendidikan nasional. Mata pelajaran ini murpertama kali tahun 1957
dengan nama “Kewarganegaraan”, yang isinya sebataéang hak dan kewajiban
warga negara, serta cara-cara memperoleh dan keghilsstatus kewarganegaraan.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 X469, Menteri PP dan K
mengeluarkan Surat Keputusan No. 122274/S tandggaDdsember 1959 tentang
pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mengamajiban-kewajiban dan
hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yanggimeyafkan warga negara

tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusnésd. Panitia tersebut berhasil



menyusun bukidManusia dan Masyarakat Baru Indonesigbada tahun 1962 yang
menjadi acuan mata pelajar&ivics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku
tersebut berisi tentang Sejarah Pergerakan Rakganésia; Pancasila; UUD 1945;
Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin; Konferensi Asiaikd; Hak dan Kewajiban
Warga Negara; Manifesto Politik; dan lampiran-larapi Dekrit Presiden, Pidato
Lahirnya Pancasila, Panca Wardana, Baclaration of Human Rightserta pidato-
pidato Presiden lainnya yang dipaketkan dalam Tuigahan Pokok Indoktirinasi
populer dengan singkatan TUBAPI (Muchson AR, 2.

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isapelajararCivics versi
Orde Lama khususnya yang terkait dengan Manipol E¥Spang berisi kebijakan
politik Soekarno hampir seluruhnya dibuang, kardiaaggap sudah tidak sesuai lagi
dengan kebijakan politik Orde Baru. Pada Kurikuld®68, mata pelajaran ini
muncul dengan nama “Kewargaan Negara”, yang istysamping Pancasila dan
UUD 1945, adalah Ketetapan-ketetapan MPRS 19667,18é8n 1968, termasuk
GBHN, Hak Asasi Manusia, serta beberapa materi yangspek sejarah, geografi,
dan ekonomi. Sesuai dengan Ketetapan MPR No. IVINI®R3, tentang Garis-garis
Besar Haluan Negara (GBHN), mata pelajaran initenuinama menjadi Pendidikan
Moral Pancasila (PMP) pada Kurikulum 1975. Perubhahama ini terjadi karena
Orde Baru ingin melakukan koreksi terhadap Orde d aakni ingin melaksanakan
Pancasila secara murni dan konsekuen. Oleh katenaneral Pancasila harus
diajarkan secara intensif kepada siswa lewat péatidformal, dan PMP menjadi

sarananya (Muchson AR, 2004: 35).



Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/18t&ang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4), mgkailéd perkembangan yang
cukup substantif mengenai materi mata pelajaran ipakni sangat dominannya
materi P-4 dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan asglentang PMP oleh
Departemen P dan K (1982) dinyatakan bahwa hak#dP tidak lain adalah
pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formall idatetap berlangsung hingga
berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum 1994medna “Pendidikan Moral
Pancasila” (PMP) telah berubah nama menjadi “Pékahd Pancasila dan
Kewarganegaraan” (PPKn). Perubahan nama ini digabalarena materi PMP
didominasi P-4 yang indoktrinatif sehingga banyag&nmai kritik dari masyarakat
khususnya komunitas PKn. Sebagai jawabannya makgadelahirnya kurikulum
1984 PMP berubah nama menjadi PPKn. Selama Orde BRajadi tiga kali
perubahan nama yakni Kewargaan Negara, PendidikamalMPancasila, dan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Secéistastif isi memang ada
perubahan yang cukup signifikan, akan tetapi daii @juan, maupun metode
sebenarnya tidak banyak berubah. Dalam perkembagpgamng terakhir, materi P-4
secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum I8oen 1999, apalagi Ketetapan
MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4, telah dicabut dgend<etetapan MPR No.
XVIII/MPR/1998 (Muchson AR, 2004: 35).

Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara pad®eéramasi lebih bersifat
terbuka dan demokratis, oleh karena itu pada er®endidikan Kewarganegaraan
juga sedang dalam proses reformasi ke arah Peadidlewarganegaraan dengan

paradigma baru. Reformasi itu mulai dari aspek yaegdasar, yaitu reorientasi visi



dan misi, revitalisasi fungsi, hingga restruktusisasi kurikulum dan materi
pembelajaran. Pendidikan Kewarganegaraan paradifpawal, pada dasarnya
merupakan pendidikan politik yang sarat dengani-nilai demokrasi. Kita semua
menyadari bahwa pendidikan dapat menjadi salah sapaya strategis
pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan genarda.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut,ipanehi hendak mengkaiji,
"Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjaagdifikan Dasar dan
Menengah: Studi terhadap Politik Pendidikan, dankalum, pada era Orde Lama,
Orde Baru, dan era Reformasi”. Penelitian ini Watsdeskriptif-historis untuk
memahami dinamika Pendidikan Kewarganegaraan paddigikan dasar dan menengabh.
Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilkio, agar berkontribusi pada
pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indoné&biususnya, dan
pengembangan ilmu pendidikan pada umumnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ddipntifikasi masalah
penelitian sebagai berikut:

1. Pergantian rezim di Indonesia sering berdampak pasfabahan politik
pendidikannya.
2. Pergantian rezim di Indonesia juga berdampak paabphan kurikulum

Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah.

3. Pergantian rezim di Indonesia berdampak pada peambmakna Pendidikan

Kewarganegaraan di sekolah.



4. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bersifdokiminatif dan sering
diwarnai kepentingan pragmatis dari rezim yang sgdeerkuasa.
5. Pendidikan Kewarganegaraan yang tepat bagi Ind@nesidang dicari
formulasinya.
6. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia tidak nidrakkar keilmuan yang
jelas, sehingga bersifat kurang ilmiah.
7. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia seringslépa bingkai filosofi
Pancasila.
8. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia kurangrdavadentitas nasional,
budaya Indonesia, Bhineka Tunggal lka, NKRI.
9. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia sering seéauai dengan politik
negara dan bangsa yang ada dalam konstitusi.
10.Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia belum nmelbgegkan civic
knowledge, civic skill, dan civic dispotitisecara proporsional.
11.Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia kurang juidan untuk
memberdayakan warga negara, tapi lebih ditujukatukurmembentuk
kepatuhan tanpa daya kritis.
C. Pembatasan Masalah
Idealnya permasalahan yang teridentifikasi pentinguk diteliti, agar
diperoleh solusi serta untuk pengembangan ilmu gtahgan. Akan tetapi peneliti
menghadapi berbagai keterbatasan. Oleh karenaeitalipan ini agar lebih fokus,

maka dibatasi pada permasalahan, "Dinamika Perafidikewarganegaraan pada



Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Indoné&adi terhadap Politik
Pendidikan, dan Kurikulum, era Orde Lama, Orde Bdam era Reformasi”.
D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yany détemukakan di atas,
dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebaghiibe
1. Bagaimanakah dinamika politik pendidikan di Indoaesa Orde Lama, Orde
Baru, dan Reformasi?
2. Bagaimanakah dinamika kurikulum Pendidikan Kewaegmmnaan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah era Ordea,L@rde Baru, dan
Reformasi?
3. Bagaimanakah dinamika makna Pendidikan Kewargaaagapada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, era Orde Lama,Barde dan Reformasi?
E. Tujuan Pendlitian

Tujuan penelitian ini ialah menemukan dinamikatpopendidikan, dinamika
kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, dan dinamikeakna Pendidikan
Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar daengah di Indonesia, sejak
Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Sagacadapat diuraikan sebagai
berikut:

1. Mengetahui dinamika politik pendidikan di Indonesia Orde Lama, Orde
Baru, dan Reformasi.

2. Mengidentifikasi dinamika kurikulum Pendidikan Kenganegaraan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah era Ordea,L@rde Baru, dan

Reformasi.
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3. Menemukan dinamika makna Pendidikan Kewarganegapeata jenjang
pendidikan dasar dan menengah, era Orde Lama,Bame dan Reformasi.

F. Manfaat Pendlitian
Manfaat Teoritis:

1. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemgengan teori
pendidikan yang terkait dengan Pendidikan Kewargaraan yang tepat bagi
Indonesia, yang selama ini masih sangat dipengatehi kepentingan rezim

yang sedang berkuasa.

2. Penelitian ini memperkuat kajian tentang politikngelikan yang relatif

masih langka dan belum banyak diminati di Indonesia

3. Penelitian ini juga diharapkan dapat merangsangelpiam lain untuk
dilakukannya penelitian yang lebih mendalam dan yalemuh terhadap

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia.
Manfaat Praktis:

1. Memberi gambaran kepada pengambil kebijakan pédatididi berbagai
tingkatan baik pusat maupun daerah, dalam upaygandnil kebijakan yang

tepat terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Memberi gambaran kepada para guru di lapanganarngntdinamika
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia agar pama lgisa lebih kritis,
bersikap ilmiah, dan tidak terjebak pada kepentingezim dalam

mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan kepadaigaranya.

11



3. Memberi gambaran kepada para ahli dan pakar, uktiikerus memikirkan
dan mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan yapgt tbagi

Indonesia.

4. Memberi gambaran kepada masyarakat tentang dinarRikadidikan
Kewarganegaraan di Indonesia, yang selama ini téiajarkan di sekolah
sejak era Orde Lama, Orde Baru, maupun era Refarnsehingga
memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk dpalgilan dalam

mengevaluasi penyelenggaraan Pendidikan Kewargeaeegdi sekolah
G. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas damnate terhadap masalah

yang diteliti, perlu diberikan definisi operasiosabagai berikut:

1. Dinamika Pendidikan Kewarganegaaan dalam penelitism adalah
perkembangan, perubahan, dan pergeseran maknaliRandiewarganegaraan
yang dilakukan lewat pendidikan formal di jenjangngidikan dasar dan

menengah pada Orde Lama, Orde Baru, dan Era Refbrma

2. Pendidikan Kewarganegaraan dalam penelitian intikdzan sebagai keseluruhan
program kurikuler yang dilakukan dalam pendidika&nsgkolahan untuk jenjang
pendidikan dasar dan menengah sebagai upaya usetutiadik anak dan pemuda
peserta belajar menjadi warga negara yang baikbdaanggung jawab dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. PenyebutandRandKewarganegaraan

di dalam kurikulum pendidikan persekolahan mengala@nubahan dari waktu

12



ke waktu, sesuai dengan perkembangan atau dinakeik@lupan berpolitik

dalam membangun bangsa dan masyarakat.

. Orde Lama dalam penelitian ini dimaksudkan suatupamerintahan Presiden
Soekarno (1959-1966). Periode Orde Lama bermulakaketSoekarno

mengumumkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Jul® 3@Hhg memerintahkan:
(1) pembubaran konstituante; (2) berlakunya kemhdJD 1945; (3) tidak

berlakunya lagi UUDS 1950; dan (4) dibentuknya Msgj@ermusyawaratan
Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan PertimbangamgA§ementara (DPAS)
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. SelanjutByde Lama tamat ketika
Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresidenantalagan Soekarno pada

tahun 1966 (Denny Indrayana, 2007: 137).

. Orde Baru dalam penelitian ini dimaksudkan suatu pgmerintahan Presiden
Soeharto (1966-1998). Orde Baru adalah sebuah redinbawah pimpinan

Soeharto, yang tampil setelah keruntuhan DemoKagimpin. Pada umumnya
diterima kesepakatan bahwa, awal kelahiran Ordeu Batalah pada saat
diterimanya Supersemar dari Soekarno oleh Soelany kemudian si penerima
dalam waktu sangat cepat membubarkan PKI (BP-@&tP1890: 71).Orde Baru

berakhir ketika Soeharto mengundurkan diri darajabnya sebagai presiden 21

Mei 1998 dan digantikan oleh Habibie.

. Orde Reformasi: dalam penelitian ini dimaksudkaatisera sejak pemerintahan

Presiden Habibie sampai dengan sekarang (1998sseRar



6. Dinamika makna Pendidikan Kewarganegaraan padaapseéra, dikaji
perkembangan, perubahan, dan pergeserannya dapiobig pendidikan, dan

kurikulum.

7. Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penelitiamangacu kepada satuan
tingkat pendidikan mulai kelas | sampai kelas Xendidikan dasar berarti
satuan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (BRyifasah Ibtidaiyah (MI)
dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsataw(MTSs).
Pendidikan menengah berarti satuan pendidikan fagleat Sekolah Menengah

Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menahdejuruan (SMK).
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BAB 11
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Pendidikan Nasional

a. Pengertian Pendidikan

Emile Durkheim guru besar ilmu pendidikan di Sonben Paris
mendefinisikan pendidikan sebagai berikut:

Education is the influence exercised by adult gatiem on those that are not

yet ready for social life. Its object is to aroumed to develop in the child a

certain number of physical, intellectual and mostdtes which are demanded

of him by both political society as a whole and ¢pecial milieu for which he

is specifically distined(Jeanne H. Ballantine, 1983).
Pendidikan adalah pengaruh yang dilakukan olehrgendewasa pada generasi yang
belum siap kehidupan sosialnya, tujuannya adalatukunmengembangkan
kemampuan fisik, intelektual, dan moral sesuai danyintutan masyarakat politik
secara keseluruhan. Definisi ini menekankan saspeawlidikan adalah anak dan
pemuda yang dipandang belum siap untuk melakukdmdigean sosial. Tujuan
pendidikan adalah untuk menambahkan dalam diri auatu kemampuan moral,
intelektual, dan fisik yang dituntut oleh masyatagalitik secara keseluruhan dan
lingkungan khusus di mana anak diarahkan. Genelasiasa sebagai pemangku
jabatan kehidupan masyarakat memiliki tugas mekgiaganak dan pemuda untuk
kehidupan sosial melalui kegiatan pendidikan. Aspeéndidikan mencakup

pengembangan fisik, intelektual, dan moral anakr atgpat berkembang sesuai

tuntutan kehidupan masyarakat.



John Dewey (1963: 89-90) memandang pendidikan sébagbuah
rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman agarh ldbeérmakna, sehingga
pengalaman tersebut dapat mengarahkan pengalamgraian didapat berikutnya.
Menurut Dewey, pendidikan seharusnya didasarkaggt@man, suatu interaksi aktif
individu dengan lingkungannya, di mana pendidikaebagiai rekonstruksi
pengalaman. Pengalaman masa lalu digunakan untukah@mi peristiwa atau
pengalaman sekarang. Dan selanjutnya untuk mergargbengalaman yang akan
datang. Bagi Dewey tujuan pokok pendidikan adakatupnbuhan atau rekonstruksi
pengalaman yang menentukan arah dan pengontreteyalaman berikutnya.

John S Brubacher (1978: 371) berpendapat pendidikdalah proses
pengembangan potensi, kemampuan, dan kapasitasi@gang mudah dipengaruhi
oleh kebiasaan, kemudian disempurnakan dengan Seglriekebiasaan yang baik,
didukung dengan media yang disusun sedemikian mgiangga pendidikan dapat
digunakan untuk menolong orang lain atau dirinyadge dalam mencapai tujuan-
tujuan yang telah ditetapkan.

Carter V. Good (1985: 145) juga mengemukakan peatdgp: Pendidikan
adalah: pertama, keseluruhan proses dimana segaoemgembangkan kemampuan,
sikap dan bentuk-bentuk tingkah laku lainnya yaemitai positif dalam masyarakat
di tempat hidupnya. Kedua, proses sosial dimanagotshadapkan pada pengaruh
lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehinggang tersebut bisa mendapat atau
mengalami perkembangan kemampuan sosial maupumkeauaa individual secara

optimal.
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Menurut Driyarkara (1980:142), inti pendidikan adapemanusiaan manusia
muda. Pendidikan dalam pandangan Drijarkara adalatu perbuatan fundamental
dalam bentuk komunikasi antarpribadi, dan dalamkukasi tersebut terjadi proses
pemanusiaan manusia muda, dalam arti terjadi prem@misasi(proses menjadikan
seseorang sebagai manusia) damanisasi(proses pengembangan kemanusiaan
manusia). Dengan demikian, pendidikan harus merabaraing agar tahu dan mau
bertindak sebagai manusia. Pada dasarnya pendiddedah pengembangan manusia
muda ke taraf insani.

Sedangkan Ki Hajar Dewantara (1977: 20) menyatdia@mva pendidikan
merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak-anak. idfkesa menuntut segala
kekuatan kodrat yang ada pada diri anak-anak, agemeka sebagai manusia
sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat meriezgglamatan dan kebahagiaan
setinggi-tingginya. Menurut Ki Hadjar Dewantara gielikan harus didasarkan pada
penghargaan terhadap kemerdekaan jiwa anak. Aredk{aarus dapat tumbuh dan
berkembang menurut kodrat alami (bawaan alami) tdak seharusnya ada
pemaksaan terhadap bawaan yang merdeka dari agadidikan harus bersifat Tut
Wuri  Handayani, artinya membimbing dari belakangng/a menumbuhkan
kemandirian anak dan bukan menakut-nakuti, menghukgang mematikan
kemerdekaan jiwa anak. (Sodiq A. Kuntoro, 2007:)143

Ki Hadjar Dewantara menteorikan pendidikan Tamarsw&i sebagai
pendidikan Sistem Among, dengan tugas guru, Tuti\Mandayani, artinya untuk
mengasuh anak dengan jiwa merdeka maka guru menmigrdari belakang. Konsep

ngemong mempunyai arti bahwa anak memperoleh kexkead untuk bermain dan
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belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, gestang dewasa hanya bertugas
membantu dan membimbingnya ke arah perkembanganbaik. Penggunaan nilai-
nilai budaya bangsa (Jawa) untuk merumuskan kopsegidikan Taman Siswa ini
didasarkan pada pandangan Ki Hadjar Dewantara lgaragng senang dengan sistem
pendidikan kolonial yang bersifat menonjolkan pewagan, disiplin, dan perintah
yang mematikan jiwa merdeka anak-anak masyarallatmr. Pendidikan Taman
Siswa yang menggunakan rumus dengan basis budagaeanaka muncul konsep
pendidikan yang berjiwa kebangsaan yang dapatikigadinstrumen penting bagi
penumbuhan kesadaran kebangsaan dan jiwa merdathig (& Kuntoro, 2007: 141-
142).

Lebih lanjut menurut Ki Hadjar Dewantara, berilabmerdekaan kepada
anak-anak kita, bukan kemerdekaan yang leluatsgi tgang terbatas oleh tuntutan-
tuntutan kodrat alam yang nyata dan menuju ke kedtudayaan, yaitu keluhuran
dan kehalusan hidup manusia. Pendidikan bersif@#vutu handayani, agar
kebudayaan itu dapat menyelamatkan dan membahagraétap dan penghidupan
diri dan masyarakat, maka perlulah dipakai dashahkgsaan, tetapi jangan sekali-
kali dasar ini melanggar atau bertentangan dengaard/ang lebih luas, yaitu dasar
kemanusiaan (I Djumhur dan Danasaputra, 1976: ¥B%-10leh karenanya bila
mengamati beberapa hal penting yang disampaikah KieHadjar Dewantara
mengenai pembangunan pendidikan demi kemanusiagrbséagsa ini, maka sangat
beralasan apabila Indonesia harus mengedepankadidigam sebagai upaya

pencerdasan kehidupan bangsa.
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Ki Hadjar Dewantara menginginkan bahwa pendidikadohesia harus
mencerminkan nilai-nilai kebangsaan sendiri, janga@niru bangsa-bangsa lain
karena berbeda perspektifnya. Pendidikan harusirbpd penguatan nalar dalam
berpikir dan bermoral, beradab, dan memiliki kepgkayang tinggi terhadap
kepentingan bangsa di atas kepentingan kerdil éampi. Pendidikan menurut Ki
Hadjar adalah suatu hal yang mampu memberikan suygsliabesar bagi perubahan
bangsa ke depan, baik secara intelektual, sosialypon politik. Pendidikan
diupayakan dapat membentuk karakter bangsa yangimamak menjadi bangsa
yang cengeng, selalu merengek minta bantuan kdyzadgsa lain.

Di dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pekeald Nasional,
tercamtum pengertian pendidikan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana urgukjodkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta dgbkara aktif

mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki ukékn spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecandaakhlak mulia, serta

keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyataangsa, dan negara.
Setiap bangsa tentu akan menyatakan tujuan peaditja sesuai dengan nilai-nilai
kehidupan yang sedang diperjuangkan untuk kemajoangsanya. Walaupun
masing-masing bangsa memiliki tujuan hidup berbadejun secara garis besar, ada
beberapa kesamaan dalam berbagai aspeknya. Pamdib&kgi setiap individu
merupakan pengaruh dinamis dalam perkembangan nasima, rasa sosial, susila,
dan kecerdasan.

Walaupun kata pendidikan sudah sangat akrab daémdipan sehari-hari

masyarakat sekarang ini, tetapi hakikat atau malmamasih menimbulkan

perdebatan. Keragaman pemaknaan pendidikan tidakahgerjadi di kalangan



masyarakat umum, tetapi juga terjadi di kalangara @li pendidikan. Masing-

masing ahli memiliki definisi pendidikan yang bedbeantara satu dengan yang
lainnya. Keragaman definisi ini sebenarnya merupdia yang wajar, karena antara
satu orang ahli dengan ahli yang lainnya memiligrbagai perbedaan, terutama
perbedaan latar belakang baik latar belakang sogsa@ldidikan, budaya, agama,
maupun latar belakang lainnya.

Pengertiaan pendidikan erat kaitannya denganddauteation.Kataeducation
yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengadiddean merupakan kata
benda turunan dari kata kerja bahasa Ladincare Kataeducaredalam bahasa Latin
memiliki pengertian melatih, menyuburkan. Pendidikaerupakan sebuah proses
yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mend@amasaembuat yang
tidak tertata menjadi semakin tertata, semacamsegr@enciptaan sebuah kultur
dalam diri seseorang. Pendidikan juga berarti prpsmgembangan berbagai macam
potensi yang ada dalam diri manusia, seperti kegnam akademis, relasional,
bakat, talenta, kemampuan fisik, dan daya seni(Boasoema, 2007: 54).

Secara historis kata pendidikan banyak dipakdukumengacu pada berbagai
macam pengertian, misalnya pembangunan, pertumbpbatembangan, sosialisasi,
inkulturasi, pengajaran, pelatihan, pembaruan. Kagadidikan juga melibatkan
interaksi dengan berbagai macam lingkungan sekeltiarga, sekolah, pesantren,
gereja, yayasan dan sebagainya. Meskipun memigkbdgai makna, pendidikan
merupakan sebuah kegiatan manusiawi. Tindakan mi&ndiemang secara khas
hanya berlaku bagi sebuah kegiatan yang dilakokaim manusia. Inilah kekhasan

yang membedakan kita dengan binatang. Sebagaalsekegiatan manusiawi,
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pendidikan membuat manusia membuka diri terhadagadManusia berkembang
melalui kegiatan membudaya dalam memaknai sejasahdiydunia ini, memahami
kebebasannya yang selalu ada dalam situasi agaekanesemakin mampu
memberdayakan dirinya.

Dalam konteks modern, pendidikan senantiasa Hketa dalam kerangka
kegiatan dan tugas yang ditujukan bagi sebuakrgenyang sedang ada dalam
masa-masa pertumbuhan. Oleh karena itu pendidgkain mengarahkan dirinya pada
pembentukan kepribadian individu. Proses pembentdkaterus menerus ini terjadi
dalam kerangka ruang dan waktu. Pendidikan dengamkéan mengacu pada setiap
bentuk pengembangan diri yang bersifat persuasis tmenerus, tertata rapi, dan
terorganisasi, berupa kegiatan yang terarah untekmentuk kepribadian secara
personal, sosial.

Sementara itu, ahli antropologi Indonesia Koeatjargrat mendefinisikan
pendidikan sebagai usaha sadar untuk mengalihkat @tiadat dan seluruh
kebudayaan dari generasi lama ke generasi baru.iniflefyang dibuat
Koentjaraningrat ini sarat dengan nuansa budayaenka beliau adalah ahli
antropologi. Pendidikan dipandang sebagai aktiviielsidupan di mana, generasi
anak yang belum memahami nilai-nilai, sikap, p&tilaide-ide masyarakatnya
dibawa ke arah sesuai dengan keinginan budaya na&syaya.(Doni Koesoema,
2007: 55).

Definisi dengan nuansa filosofis terlihat pada wsan J. Sudarminta yang
memaknai pendidikan secara luas dan umum sebagha usadar yang dilakukan

pendidik melalui bimbingan pengajaran, dan latibeatuk membantu anak didik
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mengalami proses pemanusiaan diri kearah tercagpanlyadi yang dewasa susila.
Kata pendidikan sekurang-kurangnya mengandung epgejertian, yakni sebagai

bentuk kegiatan, proses, produk yang dihasilkam p@ses tersebut, dan sebagai
ilmu (Darmaningtyas, 1999: 3).

Jika dicermati satu persatu dari definisi-definendidikan di atas, terlihat
dimensi yang berbeda antar definisi. Namun demjkaari keragaman perbedaan
tersebut, ada titik kesamaan yang dapat diangdaamaetitik temu. Setidaknya titik
temu tersebut diwakili oleh aspek proses menujuek@daan dan memanusiakan
manusia. Di luar kedua dimensi ini, memang adarkesa dan juga perbedaan
antara satu pendapat dengan pendapat yang laik®agaman ini merupakan
kewajaran dan tidak perlu diperdebatkan, sebabraesabstansial sebenarnya
terdapat titik temu dari beragam definisi yang adandidikan merupakan sebuah
fenomena antropologis yang usianya hampir setugagtesejarah manusia itu sendiri.
Pendidikan adalah proses penyempurnaan diri masesia terus menerus, hal ini
terjadi karena secara kodrat manusia memiliki kakgan dan ketidaklengkapan.
Baginya, intervensi manusiawi melalui pendidikanrupakan salah satu cara bagi
manusia untuk melengkapi apa yang kurang dari komgh. Pendidikan dapat
melengkapi ketidaksempurnaan dalam kodrat alamiamusia. Jadi pendidikan
adalah pengaruh yang dilakukan oleh generasi depats generasi yang belum siap
kehidupan sosialnya, tujuannya adalah untuk mengegkan kemampuan fisik,

intelektual, dan moral sesuai dengan tuntutan nmakgpolitik secara keseluruhan.
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b. Landasan Pendidikan Nasional

Pada masa penjajahan, pemerintah Hindia Belandangumemperhatikan
kepentingan bagi pribumi. Pendidikan juga dibedakatara orang Belanda sebagai
penjajah dan pribumi sebagai masyarakat yang tij@)aantara pribumi pendidikan
juga dipisahkan antara pribumi kelas atas dan tdigaa. Sistem pendidikan diatur
oleh pemerintah kolonial dengan tujuan untuk dapamnpertahankan penjajahan.

Dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia adeyustus 1945 dan
berlakunya UUD 1945 satu hari setelah proklamasietedekaan maka resmi sistem
pemerintahan kolonial dihapuskan dan diganti dengjatem pemerintahan yang
ditentukan oleh bangsa sendiri. Ditetapkannya Palacsebagai dasar negara, berarti
semua ketentuan UU dan peraturan yang mengatsp@laan pemerintahan, rakyat,
dan wilayah harus dibuat atas dasar ideologi Pdacas

Setelah proklamasi, sistem pendidikan juga mendglamibahan. Perubahan
yang sangat mendasar yaitu pendidikan nasiondbkilan sejalan dengan dasar dan
cita-cita negara kebangsaan Indonesia. Pancasilgaedasar dan falsafah negara
juga dilaksanakan dalam bidang pendidikan. Penadidilhasional meletakkan
Pancasila sebagai landasan ideal pendidikan. Wahadplam periode 1945-1950
terjadi perubahan UUD, tetapi Pancasila sebagaarddan falsafah negara, tetap
berlaku sebagai landasan ideal pendidikan (DeparidPdan K 1986: 144-145).

Pada bulan Desember 1949, UUD 1945 diganti dengarstikusi Republik
Indonesia Serikat (RIS) dan kemudian UU PendidiMa¥ Tahun 1950 diumumkan
pada 5 April 1950 di mana landasan ideal pendidikéap mencantumkan Pancasila.

Bab Il pasal 4 UU tersebut menyatakan: Pendidikam pengajaran berdasarkan atas



asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, UUDanBgg@ublik Indonesia, dan atas
kebudayaan kebangsaan Indonesia. Dapat dikatalkardae negara kebangsaan
Indonesia berdiri maka satu kesatuan sistem petidiang seragam berlaku secara
nasional dilaksanakan dengan meletakkan Pancabitagai landasan idealnya (Sodiq
A. Kuntoro, 2007: 150).

Dalam UUD 1945 BAB XIlll pasal 31 ayat 1 dinyatakdmap warga negara
berhak mendapat pengajaran. Atas dasar hal iturigegan belajar harus diberikan
pada semua warga negara dari semua kelas sosidtettampok sosial. Undang-
undang Pendidikan tahun 1950 Bab XI pasal 17 maekgat Tiap warga negara
Republik Indonesia mempunyai hak yang sama untigtigia menjadi murid suatu
sekolah, jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkatuk pendidikan dan
pengajaran pada sekolah itu. Ini berarti bahwaagetvarga negara dengan tidak
membedakan kelompok sosial dan kelas sosial memapllegempatan yang seluas-
luasnya untuk memasuki sekolah. Pasal 22 UndangagnBendidikan No. 4 Tahun
1950 menyatakan: Di sekolah-sekolah rendah danlaekekolah luar biasa tidak
dipungut uang alat-alat pelajaran (Sodiq A. Kunt@@07: 152).

Selain diletakkannya Pancasila sebagai landasanh pe@adidikan nasional di
Indonesia, juga sangat penting ditetapkannya pereggubahasa Indonesia sebagai
bahasa pengantar pengajaran di sekolah. Secara penggunaan bahasa Indonesia
sebagai bahasa pengantar di sekolah didasarkanUiaidal945 Bab XV pasal 36
yang menyatakan: Bahasa negara ialah bahasa Imalodsh karena pendidikan
merupakan alat negara untuk membangun warganyasagaai dengan cita-cita dan

tujuan negara, maka pendidikan harus menggunalaashanegara bagi pengajaran
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murid-murid di sekolah. UU Pendidikan No. 4 TahuB@5Q pasal 5 ayat 1
menyatakan: Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatalah bahasa pengantar di
sekolah-sekolah seluruh Republik Indonesia. Ayatehyatakan: Di taman kanak-
kanak dan tiga kelas yang terendah di Sekolah Raky@hasa daerah boleh
digunakan sebagai bahasa pengantar.

Menurut Sodiq A. Kuntoro (2007: 157) terdapat tlgg penting mengenai
peran pendidikan pada awal kemerdekaan negara ¢domm yaitu: (1) diletakkannya
fondasi satu kesatuan sistem pendidikan yang seeaianal sama dengan ideologi
negara Pancasila sebagai landasan idealnya; (@afipa kesempatan belajar secara
luas bagi semua warga negara dengan tidak membe#eal@anpok sosial atau kelas
sosial sehingga semua warga negara memperoleh grgagh dan dapat
mengembangkan dirinya. (3) Pembangunan karaktegsbatyang merdeka dan
berdaulat sebagai basis untuk dapat membangun kemajkeamanan, dan
kemakmuran bagi warganya.

Indonesia adalah negara yang meletakkan misi "mdaskan kehidupan
bangsa” dalam deklarasi kemerdekaannya yaitu Plegabu UUD 1945 dan
menetapkan "hak warga negara memperoleh pendidikeeita “kewajiban
pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakansssieion pendidikan nasional”
dalam UUD-nya yakni UUD 1945. Demikian jelas UUD45 mengamanatkan
kepada penyelenggara negara untuk mencerdaskamugehi bangsa melalui
penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional.

UUD 1945 merupakan produk hukum tertinggi yang meénjandasan bagi

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal-pgang bertalian dengan



pendidikan dalam UUD 1945 tersebut adalah pasaleBfang pendidikan dan 32
tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat (1) berbunyitidfsevarga negara berhak
mendapatkan pendidikan”. Pasal 31 ayat (2) berbun$etiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib mayainya”.

Dua ayat pada pasal 31 UUD 1945 tersebut mendmtkirdan kewajiban
warga negara dalam mendapatkan pendidikan dan kuengiendidikan dasar.
Mendapatkan pendidikan adalah hak yang harus mieonleh warga negara dan
negara wajib memberikan hak tersebut berupa peagedayanan pendidikan secara
cuma-cuma atau gratis. Dalam hal ini layanan yasg diberikan secara cuma-cuma
baru pada level dasar yaitu sekolah dasar danatelanjutan pertama.

Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Pemerintabngusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasionaaly yneningkatkan keimanan
dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka méaskan kehidupan bangsa,
yang diatur dengan undang-undang”’. Pada pasaly&t (4) berbunyi: “Negara
memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kugaglua puluh persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara sertandgaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraatidgen nasional”. Ayat (5)
berbunyi: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuam deknologi dengan
menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuandsa untuk kemajuan peradaban
serta kesejahteraan umat manusia”.

Landasan pendidikan nasional selain bersumberdb juga diatur oleh
undang-undang. Undang-undang tentang Sistem PkadidiNasional juga

mengalami dinamika seiring dengan pergantian regamg berkuasa. Orde Lama,
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Orde Baru, dan Era Reformasi memiliki undang-undais¢em Pendidikan Nasional
masing-masing.
1) OrdeLama

Landasan pendidikan nasional era Orde Lama didasgyada UU Nomor 4
Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Reagadi sekolah, serta UU
Nomor 12 Tahun 1954 tentang Pemberlakuan UU NomdraBun 1950 untuk
seluruh Indonesia. Kedua UU ini mengatur bagaimseiolah diselenggarakan di
Indonesia. Salah satu pasal yang mengatur tujuardiggkan adalah bahwa
penyelenggaraan sekolah bertujuan untuk mewujudismsok manusia Indonesia
yang susila, cakap, demokratis, dan dapat bertangggwab.

Pada saat itu bangsa Indonesia belum lama kekmrjetatan penjajahan,
kemudian disusul konflik internal antar kelompalealogi politik juga menjadi
kendala pembangunan. Sosok manusia Indonesia yailg, £akap, demokratis, dan
dapat bertanggung jawab sangat dibutuhkan. Padeun t24961 muncul UU baru
yaitu UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan giingU ini di dalamnya
terdapat 10 bab dan 37 pasal yang mengatur keimrageran, tugas, pokok, dan
fungsi perguruan tinggi negeri maupun swasta. Rddier era pemerintahan Orde
Lama muncul UU Nomor 14 PRPS Tahun 1965 tentan@lddpendidikan Nasional,
dan UU Nomor 19 PRPS Tahun 1965 tentang Pokok-Pd&istem Pendidikan
Nasional Pancasila.

Pada masa pemerintahan Soekarno, upaya pembangpeadidikan
dilakukan dengan dukungan berbagai lembaga swamtg didirikan kelompok

masyarakat, partai politik, berbagai aliran idgoladan agama. Dukungan
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masyarakat sangat dibutuhkan pada saat itu, kaibal pemerintah belum mampu
menyediakan sarana pendukung untuk membangun pieardid

Lembaga pendidikan sekolah di awal tahun 1950paarahun 1960-an,
mengalami penurunan kualitas yang cukup signifilBanyak tenaga lulusan sekolah
yang potensial tidak lagi tertarik menjadi guru.ri¥la terjun ke politik dan birokrat
yang lebih menjanjikan masa depan. Animo untuk nseriasekolah guru mulai
surut. Sekolah guru hanya diminati keluarga-kelaadgri pedesaan. Jatuhnya nilai
mata uang pada saat itu, membuat banyak tenagaajpersering mengabaikan
pekerjaan utamanya untuk mencari hasil tambahawug/A&gnlim, 2007: 245). Arah
pendidikan nasional pada masa Orde Lama dibelokkaarah untuk mewujudkan
masyarakat sosialis.
2) OrdeBaru

Pada era pemerintahan Orde Baru landasan pendidédsaonal berdasar pada
UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikaniddat Pada era ini,
pendidikan mengalami perkembangan pesat. Pemaimt&@oeharto melakukan
pembangunan nasional, menempatkan pendidikan daleata prioritas utama.
Meskipun anggaran untuk sektor pendidikan masibatas, tetapi semangat untuk
melakukan pemerataan kesempatan pendidikan saetys ¢ilakukan. Banyak
proyek phisik dalam bentuk pembangunan gedung akkblaru lewat Inpres,
pengangkatan guru, pemberian fasilitas laboratgridam pemberlakuan kurikulum
baru memberikan nuansa dalam pembangunan penddiikanmah air.

Sekolah guru pada masa ini mendapat prioritasgrehgngan. Tetapi sekolah

pendidikan guru untuk tingkat dasar dan menengddik tmendapatkan input yang
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menggembirakan. Rerata murid SPG dan mahasiswa bi€iasal dari keluarga
menengah dan miskin pedesaan. Mereka hanya meitmiljkat kecerdasan rata-rata
dan bukan anak-anak terbaik di negeri ini. Anakkasexrdas dari keluarga menengah
atas lebih tertarik untuk bekerja di sektor ekonaan konstruksi yang memiliki
peluang dan masa depan yang sangat baik di babidiangereka menjadi guru.

Pemerintah Soeharto telah merepresi tumbuhnyalogie lain selain
Pancasila, terutama Islam Garis Keras dan Komunigerds pendidkan pesantren
diawasi secara ketat. Departemen agama mengamas tinguk sebanyak mungkin
mengajak pesantren menerima kurikulum sekuler délenmuk madrasah-madrasah
yang mereka kelola.

Selama pemerintahan Soeharto, kekuatan pendidikkeonal mengalami
pergeseran. Beberapa perubahan antara lain adanyerdsotan rasa pengabdian di
kalangan komunitas pendidikan sebagai akibat benkgk “proyek pembangunan”
yang mengutamakan target fisik. Masyarakat jugaagendikejutkan oleh masalah-
masalah pendidikan yang semakin luas dan membutulgexhatian intensif.
Masalah-masalah itu seperti, ijasah palsu, peikelgelajar, maraknya pecandu
narkoba di kalangan pelajar, komersialisasi bimémpelajar, perguruan tinggi liar,
pembajakan soal ujian, dan rendahnya mutu pendidikindonesia.

3) Era Reformasi

Landasan pendidikan nasional pada era Reformasiabarkan pada UU
Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan MakidMasa reformasi, masing-
masing pada era Habibie, Abdurrahman Wahid, Meg&Seaekarnoputri, dan Susilo

Bambang Yudhoyono, belum menampilkan kebijakan yalas dalam membangun



pendidikan di Indonesia. Dalam satu dasawarsa higrakanyak pemilik modal
mendirikan sekolah unggulan bagi kalangan meneageh Situasi ini memiliki arti
positif, tetapi sekaligus mengandung makna negal#lam perkembangan
pembangunan pendidikan di Indonesia. Mungkin padsanmendatang akan tercipta
satu lapis masyarakat terdidik, modern, dan profedi yang dapat merespon
perkembangan dunia yang semakin kompetitif. Tefapomena itu hanya berarti
bagi kelompok masyarakat tertentu, bagi masyargiag lebih luas pendidikan
masih menjadi barang mahal yang sulit dijangkat skbagian besar masyarakat di
Indonesia.

Pendidikan di era reformasi, diusahakan oleh Hapganerintah daerah untuk
meningkatkan APBD bagi anggaran pendidikan hinggacapai 20%. Pemerintah
pusat juga berusaha meningkatkan anggaran pendjdikaun 2009 pemerintah
menganggarkan 20% APBN untuk pendidikan. Masih akriebijakan pendidikan
yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Sebagabhamtsalah ujian nasional yang
masih merupakan indikator berkuasanya birokrasiareegsehingga meniadakan
sekolah sebagai kekuatan lokal (Agus Salim, 208@).2
c. Tujuan Pendidikan Nasional

Tidak dapat diragukan oleh siapapun tentang pangal sejarah yang
dimiliki bangsa Indonesia dalam menggunakan pekadisebagai alat penting
perjuangan mencapai kemerdekaan, integritas bangsapun pembangunan
nasional (Sodiq A. Kuntoro, 2007: 131). Pendidikeebagai alat perjuangan
integritas nasional dimulai sejak pergerakan kebaag melawan penjajah sekitar

dasawarsa pertama awal abad XX, dengan tujuan umehcapai kemerdekaan
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bangsa. Setelah tercapai kemerdekan Indonesialjaflgustus 1945, pembangunan
satu kesatuan sistem pendidikan dilaksanakan umgelwujudkan cita-cita negara
kebangsaan yang dapat melindungi kedaulatan, méenjpersatuan dan kesatuan,
kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi wargararg/a. Di era reformasi
seperti sekarang ini, pengembangan pendidikan masielah semakin maju dan
diharapkan lebih dapat memberikan kemakmuran baaiganya, di samping
persatuan dan kesatuan bangsa serta pembentukérakieggn dan budaya bangsa.

Menurut George R. Knight, tujuan pendidikan selaipengaruhi oleh
pandangan metaphisik (ideologi, agama), juga digerg oleh dinamika politik dan
kondisi ekonomi suatu negara. Setiap perkembangditikpdan ekonomi dapat
mempengaruhi tujuan pendidikan nasional. LebihjutarGeorge R. Knight
menyatakan:

...there is a definite relationship between philosvop beliefs and
educational practices. For example, a distinct mhisical and epistemological
viewpoint will point to a value orientation. Thialue orientation, in conjunction with
its corresponding view of reality and truth, wilet@rmine the goals that will be
deliberately aimed at in the educational processe Hoals, in turn, will suggest
preferred methods and curricular emphagé&eorge R. Knight, 1998: 32).

Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan bahljert pendidikan

sangat dipengaruhi olemetaphysical beliefsaxiological beliefs epistemological

beliefs juga dipengaruhi olepolitical dynamicsdaneconomic conditions.
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Gambar 1. The Relationship of Philosophy to Edocati Practice (Sumbeteorge R.
Knight, 1998, halaman 33).

Banyak perdebatan tentang tujuan pendidikan yalaggukan oleh para ahli.
Hal yang diperdebatkan berkaitan dengan titik pijgkian pendidikan itu sendiri.
Dalam sejarah pendidikan ada banyak pendekatank namtnentukan titik pijak bagi
pendidikan, seperti idealisme, realisme, naturaissnsialisme dan lain-lain. Hal lain

yang juga menjadi pokok perdebatan adalah tentaepdologi yang digunakan
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untuk mencapai tujuan tersebut, seperti positivistoris, materialis, dialektis, dan
sebagainya (Doni Koesoema, 2007: 63). Proses miemjadusia terjadi di dalam

habitus kemanusiaan, yaitu alam sekitarnya, keaaggaya di dalam keluarga yang
melahirkannya, di lingkungan masyarakat lokal ydmggbudaya, habitus sukunya
yang memiliki adat istiadat dan tata kehidupan serdhn akhirnya sebagai anggota
masyarakat yang lebih luas yaitu masyarakat negaratan masyarakat umat
manusia (Tilaar, 2005: 110).

Pendidikan adalah suatu lembaga dalam tiap-tiagyanakat yang beradab,
tetapi tujuan pendidikan tidaklah sama dalam setiagyarakat. Sistem pendidikan
suatu bangsa dan tujuan-tujuan pendidikannya dikksatas prinsip-prinsip, nilai-
nilai, cita-cita dan filsafat yang berlaku dalamatu bangsa. Definisi di atas
menekankan bahwa tujuan pendidikan bergantungmilkgidan filsafat yang berlaku
di suatu masyarakat. Hal tersebut berimplikasajpgda sejarah pendidikan yang
juga mengacu pada suatu filsafat yang berlaku dsyarakat pada saat sejarah
berlangsung. Sejarah pendidikan memberi sumbangan memperkaya ilmu
mendidik sistematis, karena atas dasar ilmu pekafidisistematis memberikan
pemikiran secara tersusun dan lengkap tentang amagmndidikan (Sutari Imam
Barnadib, 1982: 19).

Berikut ini dipaparkan beberapa tujuan pendidika@nunut para ahli: (1)
Crow and Crow, tujuan pendidikan mendorong anakkdiohtuk berfikir secara
efektif, jernih, dan objektif dalam suasana yangdimaanapun. (2) MJ. Langeveld,
tujuan pendidikan adalah terwujudnya manusia dewd&8a Socrates, tujuan

pendidikan adalah mengenali dirinya sendiri supdgat hidup dengan jiwa yang



sehat, susila, dan bahagia. Pernyataan Socratgsgagat terkenal adalah “kenalilah
dirimu”. (4) Plato, tujuan pendidikan adalah meraakeadilan di dalam negara
dengan pimpinan seorang raja bijaksana. (5) Kohmstaujuan pendidikan adalah
untuk menolong manusia yang sedang berkembangyaupadapat memperoleh
perdamaian batin yang sedalam-dalamnya, tanpa didighan orang lain. (6) Jonas
Cohn, tujuan pendidikan adalah membentuk anakk ddpaya menjadi anggota
masyarakat yang mandiri dalam masyarakat. (7) Pablerlin, tujuan pendidikan
adalah membentuk anak didik memiliki kecakapannbatigar bisa memenuhi
kewajiban, tugas hidupnya, dan tujuan hidupnyaJ@n Dewey, tujuan pendidikan
adalah untuk mencapai tujuan pendidikan lain ykeigh tinggi. (9) Ki Hadjar
Dewantara, tujuan pendidikan adalah untuk tercapikgsempurnaan hidup pada
anak didik. (10) Notonagoro, tujuan pendidikan abatercapainya kebahagiaan
sempurna, yakni dicapainya kepuasan yang tidak mimnkan keinginan lagi dan
bersifat kekal abadi (Arif Rohman, 2009: 92).

Dari berbagai definisi tersebut tujuan pendidikeenoakup tiga haPertama
pengembangan inividu, meliputi (1) berfikir efektifernih dan objektif, (2)
kedewasaan, (3) jiwa yang sehat dan susila, (4arkathn dan kecakapan batin, (5)
mandiri dan bertanggung jawab, serta (6) kesempurndidup. Kedua,
pengembangan masyarakat meliputi (1) terwujudnyadiken di dalam negara
dengan pemimpin yang bijaksana, (2) kebahagiaampwma yang kekal abadi.
Ketiga, tujuan lanjutan, yakni tercapainya sarana untukagapai tujuan yang lebih

tinggi di kemudian hari. Bangsa Indonesia telahebaa kali berusaha memperbaiki
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upaya penyelenggaraan pendidikannya melalui permmusijuan pendidikan
nasionalnya. Dinamika tujuan pendidikan nasiolglad dirunut sebagai berikut.

Pertama, UU Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Perahdi#tan
Pengajaran di Sekolah, UU Nomor 12 Tahun 1954 ngnRemberlakuan UU Nomor
4 Tahun 1950 untuk seluruh Indonesia. Dua UU inhgag¢ur bagaimana sekolah
diselenggarakan di Indonesia. Salah satu pasal yeerpatur tujuan pendidikan
adalah bahwa penyelenggaraan sekolah bertujuak orewujudkan sosok manusia
Indonesia yang susila, cakap, demokratis dan tggtang jawab.

Kedua, UU Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tingdiujuan
pendidikan di perguruan tinggi adalah (1) Membennanusia susila yang berjiwa
Pancasila dan bertanggung jawab akan terwujudnysyarekat sosialis Indonesia
yang adil dan makmur, materiil dan spiritual; (2eMiapkan tenaga yang cakap
untuk memangku jabatan yang memerlukan pendidikaggit dan yang cakap
berdiri sendiri dalam memelihara dan memajukan ipeaogetahuan; (3) Melakukan
penelitian dan usaha kemajuan dalam lapangan ikemggiahuan, kebudayaan dan
kehidupan kemasyarakatan.

Ketiga, Ketetapan MPRS Nomor XXVII/MPRS/1966. MenyatakaahWwa
tujuan pendidikan adalah membentuk manusia Paasaséjati.

Keempat Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973. Menyatakan baltwaan
pendidikan adalah membentuk manusia pembangunag Pampancasila, sehat
jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan katpian, mampu

mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, nbemian sikap demokrasi dan



penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecesgagatinggi, berbudi pekerti
yang luhur, serta selalu mencintai bangsanya dsanse manusia.

Kelima, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1978 Tentang P4. Meakan
bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatketadwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa, mempertinggi budi pekerti, mempdrkkapribadian, dan
mempertebal semangat kebangsaan agar dapat memldingendiri serta bersama-
sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

KeenamKetetapan MPR Nomor II/MPR/1983, Tentang GBHN. yeakan
bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatlkdadwaan kepada Tuhan Yang
Maha Esa, kecerdasan, dan keterampilan, mempartingtj pekerti, memperkuat
kepribadian, mempertebal semangat kebangsaan d#an tzinah air, agar dapat
menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapabangun dirinya
sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab etasgmgunan bangsa.

Ketujuh,Ketetapan MPR Nomor [I/MPR/1988, Tentang GBHN.ny&takan
bahwa tujuan pendidikan adalah mewujudkan manusianiesia yang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pdkéur, berkepribadian,
berdisiplin, suka bekerja keras, tangguh dan marim#rtanggung jawab, cerdas dan
terampil, sehat jasmani dan rohani, serta cintattair.

Kedelapan, Ketetapan MPR Nomor Il /MPR/1993, Tentang GBHN.
Menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah mewajudkanusia Indonesia yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esaudepekerti luhur,
berkepribadian mandiri, maju, tangguh, cerdas,tikrgaarampil, berdisiplin, beretos

kerja, profesional, bertanggung jawab, produkéfia sehat jasmani rohani.
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KesembilanUU Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikasid¥ial.
Menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adat@mcerdaskan kehidupan
bangsa dan membentuk manusia Indonesia seutuhmayta. rManusia yang beriman
dan bertagwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dandgwbkerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmaniratemi, kepribadian yang
mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kewssatan dan kebangsaan.

KesepuluhUU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikasidtal.
Menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi kuntmengembangkan
kemampuan dan membentuk watak serta peradabanabgagg bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannyahadatuk mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi manusia yangnber dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beritakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta beytenggawab.

Mencermati tujuan pendidikan nasional yang temuan dalam dokumen
peraturan perundang-undangan dapat diketahui bafiwa:Pada umumnya tujuan
pendidikan nasional dirumuskan secara idealis. iB#aeh selalu ingin diarahkan
untuk mencapai suatu keadaan ideal dan serba seanpkan tetapi belum pernah
dapat dicapai dan terwujud sampai sekarang. (2kdsdsosok yang susila atau
berbudi pekerti luhur, cakap dan terampil, sertaalbpggung jawab adalah ciri-ciri
sosok manusia Indonesia yang dicita-citakan yagm idiwujudkan dalam beberapa
kali rumusan tujuan pendidikan. (3) Rumusan tujypemdidikan disusun seiring
dengan hasil idealisasi kebutuhan masyarakat ketikeusan itu dibuat. Misalnya

rumusan yang dibuat tahun 1950 dan 1954 ideabsssik manusia Indonesia adalah
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sosok manusia Indonesia yang susila, cakap, detioki@dan bertanggung jawab.
Tentu saja itu mencerminkan kondisi Indonesia gaaBerbeda dengan UU Nomor
20 Tahun 2003, idealisasi manusia Indonesia adstsok yang beriman dan
bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlakajsdhat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yangaeatis serta bertanggung
jawab. Hal ini mengindikasikan bahwa sosok manysiag dibutuhkan bangsa
Indonesia di awal milenium ketiga ini lebih memilkemampuan lengkap.

Berdasar kenyataan tersebut, kebijakan pendidseata praksis pendidikan
harus selalu didasarkan pada landasan pendidikag tgdah disepakati. Dengan
demikian praksis pendidikan tidak akan kehilangamha serta tidak akan
menyimpang dari landasannya.

d. Pendidikan Dasar dan Menengah

Hampir seluruh negara di dunia melakukan penjejangendidikan ke
dalam tiga tingkatan yakni pendidikan dasar, pakdidmenengah, dan pendidikan
tinggi. Penjenjangan tersebut mengikuti pola pikiPlato empat abad sebelum
Masehi (Soedijarto, 2010: 1003). Sejak Plato yatgsa teoritik filosofis merancang
dan melaksanakan penjenjangan yang dilaksanak#&taidemia” yang menetapkan
pentahapan perkembangan manusia dan penjenjangdiigan dan didukung oleh
para psikolog perkembangan lainnya diabad berileythingga memasuki abad ke-21
belum ada yang berpendapat lain. Dalam kaitannpgatetugas-tugas dan peranan
setiap orang dalam masyarakat, nampaknya penjearangmasih relevan.

Indonesia sejak proklamasi, terutama sejak tah&® pada saat pemerintah

negara Republik Indonesia dapat mengatur pendidikatuk seluruh wilayah
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Indonesia, mengenal pendidikan dasar, pendidikarengah, dan pendidikan tinggi.
Sebelum 1989 yang dimaksud dengan pendidikan dedalah Sekolah Dasar 6
tahun, sedangkan pendidikan menengah meliputi 8ekdenengah Pertama (SMP),
dan berbagai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ($LKejuruan, Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Lanjutan TingkadsA(SLTA) Kejuruan, dan
pendidikan tinggi, yang meliputi universitas, ihgfj sekolah tinggi, dan akademi.
Dengan diundangkannya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentaistem Pendidikan
Nasional dan perencanaan pelaksanaan wajib bgbgjadidikan dasar 9 tahun,
pendidikan dasar, meliputi Sekolah Dasar 6 tahum 8ekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, sedangkan pendidikan menengah disebutaBekanjutan Tingkat Atas.
Ini berarti bahwa SLTP bukan lagi bagian dari pdik@din menengah, tetapi hanya
kelanjutan dari pendidikan pada Sekolah Dasar.ahgnhal ini UU Nomor 20 Tahun
2003 walaupun memiliki pengertian yang sama dengamgertian yang terdapat
dalam UU Nomor 2 Tahun 1989, tetapi menarik untipleidanyakan adalah mengapa
nama Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama kembali dis8bkolah Menengah Pertama
(SMP), padahal jenjang pendidikan ini bukan bagian pendidikan menengah,
melainkan bagian dari pendidikan dasar dan hanyaupakan kelanjutan dari
Sekolah Dasar.

Ditetapkannya wajib belajar 9 tahun pada tahun 3@9% diperkuat dengan
amandemen UUD 1945 yang melahirkan ayat baru &ajaitu ayat (2), yang
mewajibkan setiap warga negara mengikuti pendiddkasar dan diperkuat dengan
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikasiddal, anak lulusan SD

seharusnya secara otomatis diterima di SMP, tetalaim praktek tetap dilakukan



proses seleksi terhadap lulusan SD waktu memadul. $adahal sesuai dengan
ketentuan UUD maupun UU Sisdiknas pendidikan SMRiladd bagian dari
pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap anak Indsia.

1) Pendidikan Dasar

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentastei®i Pendidikan
Nasional dinyatakan bahwa jenjang pendidikan dasa&r menengah adalah jenis
pendidikan formal untuk peserta didik usia 7 sangig@igan 18 tahun dan merupakan
persyaratan dasar bagi pendidikan yang lebih tingggdangkan pendidikan
menengah merupakan awal dari penguatan dan penggarbgotensi dominan
peserta didik yang terpotret pada jenjang pendmddasar.

Untuk mendukung keberhasilan pendidikan dasama@amengah seperti yang
dikehendaki dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20&3tang Sistem
Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nob®irTahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan, maka penyelenggaegang pendidikan dasar dan
menengah harus memenuhi ketentuan tentang staadamal pendidikan, dalam
aspek-aspek: (1) isi kurikulum, (2) lulusan, (3pges, (4) pendidik dan tenaga
kependidikan, (5) sistem pengelolaan, (6) sarana glasarana pendidikan, (7)
pembiayaan pendidikan, dan (8) sistem penilaiaclipén.

Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui UNESCO telambmetuk sebuah
Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk AbZXI (The International
Commision on Education for the Twenty-First Cenfupang diketuai oleh Jacques
Delors. Komisi tersebut melihat bahwa pendidikasadt merupakan pendidikan

awal untuk setiap anak yang berlangsung dari usén3n sampai dengan 12 hingga
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15 tahun. Pendidikan dasar sangat diperlukan bagidu untuk hidup dan mampu
memilih apa yang mereka lakukan, mengambil bagiatand pembangunan
masyarakat masa depan secara kolektif, dan ternsrosebelajar (Delors, 1996: 45).
Pendidikan dasar sangat berkaitan dengan kesamaknuhtuk memperoleh
kesempatan pendidikan yang layak dan bermutu. dgnjpendidikan dasar di
Indonesia merupakan jenjang terbawah dari sisteamdigi&an nasional, seperti yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 28ng Sistem Pendidikan

Nasional, pasal 13 ayat (1) menyatakan:

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangki&ap dan

kemampuan serta memberikan pengetahuan dan ketEmangasar yang

diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mesigpkan peserta didik

yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidiikegkat menengabh.
Ini berarti bahwa tidak semua anak yang telah mesgé&an pendidikan SLTP dapat
melanjutkan ke pendidikan menengah. Dengan semgaggtsejajar dengan itu, UU
No. 20 Tahun 2003 menetapkan ketentuan pada p2sgfat (1):

“Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikermak mendapatkan

pelayanan pendidikan nasional sesuai bakat, ndaatkemampuannya”.
Pendidikan dasar adalah pendidikan umum yang lamasgmbilan tahun
diselenggarakan selama enam tahun di Sekolah Meshilsah Ibtidaiyah (SD/MI)
dan tiga tahun di Sekolah Menengah Pertama/Madrasahawiyah (SMP/MTS)

atau satuan pendidikan yang sederajat (Udin Sgtlaefa’'ud dan Mulyani Sumantri,

2010: 1113).
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Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun pskan perwujudan
pendidikan dasar untuk semua anak usia 6-15 taPelaksanaan program wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun dicanangkan alesiden Republik Indonesia pada
2 Mei 1994, dan pelaksanaannya dimulai tahun aja@8%/1995. Program wajib
belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia Hakawajib belajar dalam arti
compulsory educatioseperti dilaksanakan di negara-negara maju, deogadairi:
(1) ada unsur paksaan agar peserta didik bersek@gldiatur dengan UU tentang
wajib belajar, (3) tolok ukur keberhasilan wajibldjar adalah tidak ada orang tua
yang terkena sanksi, karena telah mendorong anakdsk bersekolah, (4) ada

sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya bdedekolah.

Menurut Udin Syaefudin Sa’'ud (2010: 1117), programajib belajar
pendidikan 9 tahun di Indonesia lebih merupakemversal educationdaripada
compulsory educatiorJniversal educatiorberusaha membuka kesempatan belajar
dengan menumbuhkan aspirasi pendidikan orang taa agpk yang telah cukup
umur mengikuti pendidikan. Dengan demikian, prograajib belajar pendidikan
dasar 9 tahun di Indonesia lebih mengutamakan:pér)dekatan persuasif, (2)
tanggung jawab moral orang tua dan peserta diddc agerasa terpanggil untuk
mengikuti pendidikan karena berbagai kemudahan yhsepiakan, (3) pengaturan
tidak dengan UU khusus, dan (4) penggunaan ukuedrerkasilan yang bersifat

makro, yaitu peningkatan angka partisipasi pendidittasar.

Upaya perluasan dan pemerataan kesempatan pemdikisar di Indonesia

telah dilaksanakan secara formal sejak tahun 1884kuingkat SD, dilanjutkan pada
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tahun 1994 untuk pendidikan dasar 9 tahun. Untuknyelamatkan generasi
mendatang dari ancaman kebodohan, peningkatamsipasi pendidikan dasar

merupakan agenda yang tidak dapat diabaikan daéambg@gngunan nasional.

Bentuk-bentuk satuan pendidikan untuk membantuumeskan program
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indone=idiri atas 10 wahana dan empat
rumpun, baik pada tingkat SD maupun SMP, yaitu:R@ijnpun SD dan SMP yang
terdiri atas SD dan SMP Biasa, SD dan SMP Kecih, 88 dan SMP Pamong. (2)
Rumpun SD dan SMP Luar Biasa yang terdiri atas & $MP Luar Biasa, SDLB
dan SMPLB, serta SD dan SMP Terpadu. (3) Rumpudifidan Luar Sekolah yang
terdiri atas Program Kelompok Belajar Paket A dafiKBjar Paket A untuk setingkat
SD dan Kejar Paket B untuk setingkat SMP), sertesfaiPersamaan SD dan SMP.
(4) Rumpun Sekolah Keagamaan yang terdiri atas aéathr Ibtidaiyah (MI),

Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Pondok Pesantren.

Bentuk satuan pendidikan dasar formal yang mengegrakan program
wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun tersebuatdielaskan sebagai berikut: (1)
SD/SMP Biasa, yaitu SD/SMP yang diselenggarakanh otemerintah atau
masyarakat dalam situasi normal. (2) SD/SMP Kealitu SD/SMP negeri yang
diselenggarakan di daerah yang berpenduduk seldikimemenuhi persyaratan yang
berlaku. (3) SD/SMP Pamong, yaitu SD/SMP negemgyalidirikan untuk
memberikan pelayanan pendidikan bagi anak putuS®B/dan atau anak lain yang
tidak dapat datang secara teratur untuk belajsekblah. (4) SD/SMP Terpadu, yaitu

SD/SMP negeri yang menyelenggarakan pendidikankuatak yang menyandang



kelainan fisik dan atau mental bersama anak nordealgan mempergunakan
kurikulum yang berlaku di sekolah. (5) Madrasahddayah/Madrasah Tsanawiyah,
yaitu SD/SMP yang berciri khas agama Islam yangleingygarakan oleh pemerintah

atau masyarakat, di bawah bimbingan Departemen Agam

Program belajar pendidikan dasar harus dikembangkgara terpadu dan
berlandaskan kepada pengembangan kemampuan pemetwsalah kehidupan
yang perlu dikuasai peserta didik. Secara konskpte&urang-kurangnya program
belajar pendidikan dasar masa depan perlu mengalasikan secara sistematis
dimensi-dimensi pengembangan peserta didik seldsgéiut: (1) Dimensi pribadi
meliputi: religi, fisik, emosi, etika, dan estetikg2) Dimensi kecerdasan meliputi:
penguasaan pengetahuan, komunikasi, penciptaanetaéoign, dan hasrat akan
pengetahuan. (3) Dimensi sosial meliputi: hubungarar manusia, hubungan
warganegara dengan negara, hubungan individu denigam, dan hubungan
individu dengan lingkungan hidupnya. (4) Dimensbduktif meliputi: pilihan

pekerjaan, membeli, menjual, investasi.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 3299 diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentartignothi Daerah, maka
pengelolaan teknis operasional penyelenggaraanidgikswl dasar di Indonesia
menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintdiupldéen/kota, kecuali
pengelolaan MI/MTs. Tanggung jawab pemerintah fpdsdéam penyelenggaraan
pendidikan dasar, antara lain mencakup: standakugkulum, standar lulusan,

standar pengelolaan, standar pendidik dan tenegenklidikan, standar sarana dan
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fasilitas belajar, standar pembiayaan, dan stapdailaian proses dan hasil belajar
peserta didik. Pembagian tugas dan kewenangan Ip&age pendidikan dasar ini
secara rinci ditetapkan dalam Peraturan Pemeridtahor 25 Tahun 2000 tentang
Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemefintsit dan Daerah

Otonom.

Pada tingkat pusat, pengelolaan dan pembinaandikend dasar dilakukan
oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan DdaarMenengah, dalam hal ini
Direktorat Pembinaan TK/SD untuk satuan pendidikdt dan SD. Direktorat
Pembinaan SMP untuk satuan pendidikan SMP. Sedangkabinaan program
Pendidikan Anak Usia Dini, Paket A, dan Paket Blakdanakan oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. Selain itu, pea#i satuan MI dan MTs
dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan MadrasatekRirat Jenderal Pendidikan

Agama Islam, Departemen Agama.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, pemhbinpandidikan dasar
dilaksanakan oleh Sub Dinas Pendidikan Dasar, ddn [Hnas Pendidikan Luar
Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi débupaten/Kota masing-
masing. Kantor Departemen Agama Tingkat Provinsi Habupaten/Kota melalui
Bidang Pembinaan Madrasah melaksanakan pembinaaanspendidikan MI dan

MTs (Udin Syaefudin Sa’'ud dan Mulyani Sumantri, @01119).



2) Pendidikan M enengah

Pendidikan menengah bertujuan sebagai berikut: Ti@jpan pendidikan
menengah umum adalah meningkatkan kecerdasan,tpkoge, kepribadian, akhlak
mulia, serta mengikuti pendidikan lebih lanjut. (Ryjuan pendidikan menengah
kejuruan adalah meningkatkan kecedasan, pengetakepnbadian, akhlak mulia,

serta keterampilan untuk hidup mandiri (BSNP, 2006)

Struktur kurikulum SMA/MA dibagi ke dalam dua kelpok yaitu kelas X
merupakan program umum yang diikuti oleh selurutepa didik sedangkan kelas
XI dan XII merupakan program penjurusan yang tem@ias empat program yaitu:

IPA, IPS, Bahasa, dan Keagamaan (khusus untuk MA).

Pendidikan kejuruan bertujuan untuk meningkatkacekdasan, pengetahuan,
kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan urttidup mandiri, dan mengikuti
pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruanAgmr dapat bekerja secara efektif
dan efisien serta dapat mengembangkan keahliarkel@nampilan, mereka harus
memiliki stamina yang tinggi, menguasai dasar-dag@u pengetahuan dan
teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, dan n@mberkomunikasi sesuai dengan
tuntutan pekerjaannya serta memiliki kemampuan embgngkan diri. Kurikulum
SMK/MAK berisi mata pelajaran wajib, mata pelajardasar kejuruan, muatan

lokal, dan pengembangan diri.

Struktur kurikulum dikembangkan untuk peserta Iditherkelainan fisik,

emosional, mental, intelektual, dan atau sosiatddsarkan standar kompetensi
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lulusan, standar kompetensi kelompok mata pelajatan standar kompetensi mata
pelajaran khusus. Kurikulum pendidikan khusus tertas delapan sampai dengan
sepuluh mata pelajaran, muatan lokal, program lhudan pengembangan diri.
Program khusus berisi kegiatan yang bervariasiasedengan jenis ketunaannya,
yaitu program orientasi dan mobilitas untuk peseitigk tuna netra, bina komunikasi
untuk peserta didik tuna rungu, bina diri untukgrées didik tuna grahita dan tuna
daksa, dan bina pribadi untuk peserta didik tumaslgUdin Syaefudin Sa’'ud dan

Mulyani Sumantri, 2010: 1126).

2. Pendidikan Kewar ganegaraan

a. Kewarganegar aan

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dyartplamat berkaitan.
John J. Cogan & Ray Derricott (Winarno, 2009: 38gmbuat definisi kedua hal
tersebut secara berkesinambungan babwveitizen as a constituent member of
society. Citizenship as a set of characteristics being a citizen. Citizenship
education was defined as the contribution of edooato the development of those
characteristics of being a citizen"'Warganegara adalah anggota syah dari suatu
masyakat, sedang kewarganegaraan adalah seperdw@ghkéteristik dari seorang
warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan adalah lspatribusi pendidikan untuk
membangun karakteristik agar menjadi seorang weaggaa. Dalam definisi yang
lain dikatakart‘Citizenship is membership in a political commun(tyiginally a city
or town but now usually a country) and carries with rights to political

participation; a person having such membership is aitizen”
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(http/www.wikipedia.org). Kerwarganegaraan merupak&eanggotaan dalam
komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangargiawali pada negara kota
namun sekarang ini telah berkembang pada keanggos#tau negara).
Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilta untuk berpartisipasi
dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memilkeanggotaan untuk
berpartisipasi politik disebut sebagd#izen(warganegara)

Roger M Smith ( Winarno, 2009: 34) mengidentifikadanya 4 makna dari
kewarganegaraan, sebagai berikut:

(1) A citizen is a person with plitical rights to paipate in the processes of

popular self-governance (rights to vote; to holdeative appointive

governmental offices; to serve on various sorfeieés; and to participate in
political debates as equal community members, €23). In modern world,
citizenship is a more purely legal status. Citizans people who are legally
recognized as members of a particular, afficiabpvereign political
community. (3) In the last century, citizens referthose who belong to
almost any human association, whether a politiahmunity or some other
groups (neighborhood, fitness club, university abdoader political
community). (4) Citizenship signifies not just mersbip in some groups but
certain standards of proper conducts Contributorgt free-riders, are
considered “true citizens” of those bodies.

Berdasar pendapat Roger M Smith di atas, kewaggaaan dipahami (1)
sebagai hak, yaitu hak politik untuk berpartisipdalam proses pemerintahan, (2)
sebagai status hukum, yang secara syah diakuagaelanggota dari komunitas
politik (negara) yang berdaulat, (3) keanggotaanri dauatu komunitas,
kewarganegaraan menunjuk pada keterikatan ordal tianya pada negara tetapi
juga komunitas lain (seperti keluarga, klub, ursitass, dan komunitas politik), (4)

seperangkat tindakan, artinya kewarganegaraan tidakya mengimplikasikan

adanya keanggotaan tetapi juga ketentuan-keted@aperilaku warganegara.

48



Handbook: Making Sense of Citizenshipenyatakan bahwa konsep
kewarganegaraan memiliki arti sebagai berikly: A legal and political status, (2)
Involvement in public life and affairs, (3) An edtional activity Kewarganegaraan
mencakup (1) keanggotaan yang dengannya terdapatdra kewajiban terhadap
komunitas, (2) tindakan dalam kehidupan, (3) kewaaegaraan mencakup pula
aktivitas membentuk manusia menjadi warganegarag yaktif, terbuka dan
bertanggungjawab.

Bryan S Turner (Winarno, 2009: 36) menyatakitizenship as that set of
practices (judicial, political, economic, and cuial) which as a consequence shape
the flow of resources to person and social grougéewarganegaraan merupakan
seperangkat praktik atau tindakan yang mencakupsiglid politik, ekonomi dan
budaya yang dapat menentukan seseorang sebagaotangtpsyarakat yang
kompeten, sebagai konsekuensinya membentuk ainenber daya kepada orang-
orang dan kelompok-kelompok sosial. Apa yang dikeakan oleh Turner ini bahwa
konsep kewarganegaraan sebenarnya bukan sematasegaangkat hak yang
bersifat pasif yang diberikan oleh negara pada ava/@ Tetapi menurutnya
kewarganegaraan merupakan seperangkat tindakan dmmiéra hukum, politik,
ekonomi, dan budaya, yang dapat dilakukan wargagselanggota dari komunitas.

Melalui penelusuran sejarah, Derek Heater (Wina2009: 40), sampai pada
kesimpulan bahwa kewarganegaraan adalah suatu kbeguatitas sosial politik
(citizenship is a form of socio-political identitygari seorang individu. Bentuk
identitas sosial politik itu berbeda-beda tergagtpada sistem sosial politik apa dia

berada. Heater menemukan adanya lima bentuk yalamdsistem feodgaffeudal)



monarki (monarchical) tirani (tyranical), nasional (national), dan sistem
kewarganegaraafctitizenship systemPalam sistem feodal, hubungan warganegara
dengan komunitas politiknya bersifat hirarkhi. Ay status hubungan itu ditentukan
berdasar keterikatan antara budak dengan sang Remdangan yang menjadi
pegangan warga ini terbentuk akibat dari sifat Imgian timbal balik yaitu pelayanan
dari bawah dan perlindungan dari atas dalam sw@éugramida yang sederhana.

Dalam sistem monarki, raja merupakan penguasa ggahn memiliki
kedudukan atas warganya. Warga diharapkan menwmug&mangat kesetiaan atau
loyalitas pada raja yang dianggap sebagai lambagara. Kesanggupan yang
diharapkan dari warga paling tidak adalah kepatwaay bersifat pasif karena pada
dasarnya hal inilah yang dibutuhkan. Sistem tirditunjukkan dengan bentuk
pemerintahan otoriter termasuk totaliter dan kedddan. Dalam sistem ini,
kedudukan warga jauh lebih rendah karena diakibpatkai tujuan yang kuat akan
dukungan terhadap rezim penguasa. Pandangan pwyéitidalah pendapat yang
dihidupkan oleh penguasa dan satu-satunya kemamypaage yang dibutuhkan
adalah kemampuan untuk terlibat dalam pengerah&ondan terhadap sang tiran
tersebut.

Ketika warga mengidentifikasikan dengan sisteation mereka mengakui
statusnya sebagai anggota dari suatu kelompok budmrasaan yang berhubungan
dengan bentuk identitas ini adalah kecintaan padgda dan kesadaran pada budaya.
Dengan demikian pengetahuan tentang apa yang tlamt dan yang masih
dijalankan agar negara menjadi besar adalah komgegang dibutuhkan. Identitas

warga diabadikan di dalam hak-hak yang diakui ofedgara dan kewajiban-
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kewajiban yang dijalankan oleh warganegara. Semaigamegara memiliki status
yang setara. Warganegara yang baik adalah merekgargarasakan kesetiaan pada
negara dan memiliki rasa tanggung jawab dalam reatakan tugas-tugasnya.
Sebagai konsekuensinya mereka butuh keterampilamg yaerkaitan dengan
partisipasinya selaku warganegara.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan Bahwarganegara adalah
anggota syah dari suatu masyakat, sedang kewayaaegadalah seperangkat
karakteristik dari seorang warganegara. Kewargaaagamerupakan keanggotaan
dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkamgiannya diawali pada negara
kota namun sekarang ini telah berkembang pada Ketamn sutau negara).
Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilli@ untuk berpartisipasi
dalam politik. Orang yang telah menjadi dan memik&anggotaan penuh disebut
sebagacitizen.

b. Pendidikan K ewar ganegaraan

Sebagaimana telah disebut di depan, Pendidikan igewagaraan adalah
suatu kontribusi pendidikan untuk pembangunan kereskik untuk menjadi seorang
warganegara. Pendidikan Kewarganegaraan pada gasasuatu upaya
pemerintah/negara untuk mendidik dan mengembangkaskter warganegaranya
agar sesuai dengan ideologi serta politik bangsaRgadidikan Kewarganegaraan
dapat dilakukan lewat pendidikan formal persekafabagi anak dan pemuda yang
dipersiapkan menjadi warganegara yang baik, tetapididikan Kewarganegaraan

juga dapat dilakukan lewat pendidikan masyarakaiatisistem persekolahan.
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Teori besar drand theory) yang membangun keilmuan Pendidikan
Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas ignpun keilmuan, yaitu ilmu
hukum, ilmu politik dan filsafat moral. Dengan dé&mn, pendidikan
kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian istglidier termasuk di dalamnya
aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kmawagaraan memiliki visi
sebagaination and character buildingAtau sering dikenal memiliki visi meng-
Indonesiakan orang Indonesia. Sebab meskipun sseeardis formal seseorang
sebagai warga negara Indonesia (WNI) tetapi biga lssrakternya bukan sebagai
bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan tatlik mendidik kebangsaan
warga negara dari areal politik, etnis yang besHeeda. Bahkan Pendidikan
Kewarganegaaan masuk ke dalam pendidikan kebangsaan sangat progresif,
sebab dalam Pendidikan Kewarganegaraan pengembkaigdter kebangsaan tidak
sebatas padeultural nationtetapi juga padaolitical nation Pada konsepultural
nation penanaman kebangsaan dengan cara mengembangkaari m@lekiif,
maupun menggambarkan tanah air yang subur, ind&kimoraternyata di rasa tidak
efektif lagi. Oleh karena itu dibutuhkan pengemizangolitical nation untuk
mengembangkan ideologi negara.

Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki tugasgemangkan peran
warga negara memiliki dasar yang tegas dan jeltl ynasalah pendidikan
kebangsaan harus digarap melalui pengembangan efaenphan hak-hak warga
negara secara berkeadilan. Dari perlakuan pemenyatag menjamin dan memenuhi
hak-hak warga negara secara adil maka bersamaakatutumbuh tanggung jawab

sebagai anak bangsa yang sangat kuat. Banyak cgarighbisa kita lihat di berbagai
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negara yang telah mengembangkpalitical nation maka nasionalisme akan
menguat. Dewasa ini fenomena separatisme lebih pakam akibat dari
diterlantarkannya hak-hak warga negara dalam kehmlibernegara, atau adanya
ketidak adilan dalam pemenuhan hak-hak warganegara.

Kesadaran hak dan kewajiban kewarganegaraan ydvangiin melalui
Pendidikan Kewarganegaraan memerlukan proses pajatagl yang relevan dengan
kerangka keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yategdisipliner itu. Kesadaran
dan partisipasi di bidang hukum dan politik sertarah kepribadian warga negara
yang utuh di masyarakat multikultur perlu dikembearg dalam Pendidikan
Kewarganegaraan. Secara universal diakui bahwa d&oemp kajian pokok
Pendidikan Kewarganegaraan mencakup aspek pengat&ewarganegaraaniyic
knowledgg kecakapan kewarganegaraaivi€ skilly dan karakter kewarganegaraan
(civic dispositions Ketiga komponen itu merupakan satu kesatuan \aargs
dicapai dalam pembelajaran.

Dalam teori sosialisasi politik Pendidikan Kewamggaraan sebagai
pendidikan politik formal memiliki tujuan bagaimemembina dan mengembangkan
warga negara yang baik, yakni warga negara yang pmaberpartisipasi serta
bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa daredmma. Dengan demikian
secara akademik bidang Politik merupakan akar keihm dari Pendidikan
Kewarganegaraan. Kemudian bidang Hukum dan Filsafisral merupakan
pendukung utamanya. Oleh karena itu Pendidikan Kgawveegaraan masuk bidang
interdispliner. Apabila suatu mata pelajaran tidadmiliki akar keilmuan yang jelas,

maka dapat dipastikan sangat rentan terhadap selmeka yang sedang berkuasa,



akan berubah nama, substansi sejalan dengan kegemtmereka. Sebagaimana
pengalaman Pendidikan Kewarganegaraan yang setatimlbang-ambing, ganti
nama, ganti substansi karena kurang jelasnya adiémuan. Saat ini Pendidikan
Kewarganegaraan telah memiliki visi, misi dan aigitmuan yang jelas, maka yang
perlu dilakukan adalah mengembangkan Pendidikan akgamegaraan sebagai
pendidikan yang memberdayakan warga negara. Waggemgang berdaya adalah
merupakan fondasi utama tegaknya Negara KesatugubRe Indonesia yang
demokratis, berdasar hukum dan sejahtera berdasBedecasila dan UUD 1945.

Center for Civic EducatioCCE) (Samsuri, 2010: 56), Calabasas, California,
Amerika Serikat sebelumnya telah membuat pembagf@mdar kajian Pendidikan
Kewarganegaraan dalam lalselics and governmetke dalam dua pengertian pokok,
yaitu standar isi qontent standard dan standar kinerjapérformance standajd
Standar isi memuat pernyataan apa saja yang h&aws etahui dan mampu
dilakukan secara spesifik dalam mata pelajaran alemgengembangkan kecakapan
intelektual (ntellectual skill3 dan kecakapan partisipagpafticipatory skillg di
dalam pengalaman hidup mereka. Standar kinerja illeria untuk menentukan
pada tahap mana siswa telah mencapai penguasadarst.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkahwha Pendidikan
Kewarganegaraan secara garis besar terdiri atas rmignpun keilmuan, yaitu ilmu
hukum, ilmu polittk dan filsafat moral. Dengan dé&man, pendidikan
kewarganegaraan sejak awal merupakan kajian istglidier termasuk di dalamnya
aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Kmamwagaraan memiliki visi

sebaganation and character building
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Secarahistoris-epistemologjsAmerika Serikat dapat dicatat sebagai negara
perintis kegiatan akademis dan kurikuler dalam pemgangan konsep dan
paradigmacCitizenship EducationUntuk pertama kalinya pada tahun 1880-an di
Amerika Serikat mulai diperkenalkan mata pelajatancs sebagai mata pelajaran di
sekolah yang berisikan materi mengenai Pemerintéhaam Suryadi, 2009: 300).

Menurut Chresore (Ace Suryadi, 2009: 300)vics dipandang sebagdine
science of citizenshigtau ilmu kewarganegaraan, yang isinya mempelajdrungan
antar individu dan antara individu dengan negagdarutnya pada tahun 1900-an,
berkembang mata pelajaradivics yang diisi dengan materi mengenai struktur
pemerintahan negara bagian dan federal. Berikufdyan (1915) mengembangkan
gagasamNew Civicsyang menitik beratkan padaimmunity livingatau kehidupan
masyarakat. Dengan demikian, sampai tahun 1978tiéathiyang lebih khusus, yakni
vocational civics, comunity civics dan economidosiatau kewarganegaraan yang
berkenaan dengan mata pencaharian, kemasyaralddanperekonomian mulai
dikembangkan. Diantara tujuan dari mata pelaj@arcs pada tahun 1900-an itu,
adalah untuk mengembangkaocial skills and civic competenegau keterampilan
sosial dan kompetensi warganegara, sétas of good characteatau ide-ide
tentang karakter atau watak yang baik.

Selain istilahCivics, pada tahun 1900-an juga mulai diperkenalkan Fstila
Citizenship Educatignyang digunakan untuk menunjukkan suatu beohdcacter
educationatau pendidikan watak, karakter daaching personal ethics and virtues
atau pendidikan etika dan kebajikan (Ace Surya@D92 300) Menurut Diamond

Citizenshipmempunyai dua makn&®ertama berkenaan dengan peran dan fungsi



warganegara dalam kegiatan politik. Yakeduaberkaitan dengan kualitas pribadi
yang didambakan dari warganegara, sebagaimanarméncelalam kegiatannya
sehari-hari. Menurut Gross dan Zeleny (Ace Surya@09: 301)Civics berkaitan
dengan pembahasan mengenai pemerintahan demolasn deori dan praktek,
sedangkanCitizenship Educationperkenaan dengan keterlibatan dan partisipasi
warganegara dalam masyarakat. Kedua aspek ininyashajarkan dalam satu mata
pelajaran. Di situ kita melihat istilaRivics dan Citizenship Educatiorsecara
bertukar pakai, untuk menunjukkan suatu studi meaiggemerintahan yang
diberikan di sekolah.

Pada tahun 1900-an muncul istilah babivic Education yang juga
digunakan secara bertukar pakai dengan istdlzenship Education. Menurut
Soemantri (1972: 8Civic Educationmerupakan suatu proses pendidikan yang
mencakup proses pembelajaran semua mata pelajkegiatan siswa, proses
administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembanpgérilaku warganegara
yang baik. Di lain pihak, Allen (Soemantri, 1973: &elihatCitizenship Education
lebih luas lagi, yakni sebagai produk dari kesdiaru program pendidikan
persekolahan, di mana mata pelaja@wics merupakan unsur yang paling utama
dalam upaya mengembangkan warga negara yang bg#das dengan pendapat
tersebut The National Council for The Social Studi@®CSS) menekankan bahwa
Citizenship Educationsesungguhnya mencakafl positive influence coming from
formal and informal educatiomtau segala macam dampak yang datang baik dari
pendidikan formal maupun informal. Dari uraian &mst tampak bahwa istilah-

istilah Civics,danCivic Educationternyata lebih cenderung digunakan dalam makna
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yang serupa untuk mata pelajaran di sekolah yangnilike tujuan utama
mengembangkan siswa sebagai warganegara yang cdestabaik (Somantri, 1972:
9). AdapunCitizenship Educatiomebih cenderung digunakan dalam visi yang lebih
luas untuk menunjukkamstructional effectdlannurturant effectdari keseluruhan
proses pendidikan terhadap pembentukan karaktevidodsebagai warganegara
yang cerdas dan baik (Somantri, 1972: 10).

Winataputra, merumuskan pengertia@ivics” dan “Civic Education”
sebagai berikut:

“Civics is the study of government taught in théads. It is an area of
learning dealing with how democratic government hagn and should be
carried out, and how the citizen should carry ous-thuties and rights
purposefully with full responsibility”.
“Citizenship Education can be defined in two wayk) In the first sense,
Civic Education is an area of learning, primarilyntended to develop
knowledge, attitudes, and skills so the studentsre “good” citizens, with
learning experiences carefully selected and orgashiground the basic
concepts of political science. (2) In another ser@gic Education is a by-
product of variety af areas of learning undertakemnd out-of formal school
settings as wellas a by-product of complex netvadrkuman interactions in
daily activities concerned with the development cofic responsibility”

(Winataputra, 1978: 74).

Winataputra memandan@ivics sebagai suatu studi tentang pemerintahan
yang dilaksanakan di sekolah, yang merupakan matgapan tentang bagaimana
pemerintahan demokrasi dilaksanakan dan dikembanglserta bagaimana
warganegara seyogianya melaksanakan hak dan kewayia secara sadar dan
penuh rasa tanggungjawab. AdapGivic Educationatau Citizenship Education

merupakan program pembelajaran yang memiliki tujusama mengembangkan

pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga smmagdi warganegara yang baik,
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melalui pengalaman belajar yang dipilih dan diorgasikan atas dasar konsep-
konsep ilmu politik. Dalam pengertian la@ivic Education juga dinilai sebagai
nurturant effects atau dampak pengiring dari berbagai mata pelajaiadalam
maupun di luar sekolah dan sebagai dampak pengiianiginteraksi antar manusia
dalam kehidupan sehari-hari, yang berkenaan depgagembangan tanggungjawab
warganegaraCivics dilihat sebagai kajian akademis yang bersifat irepeal,
sedangkanCivic Education dilihat sebagai program pendidikan yang bersifat
personal. Di dalam prakteKivics jelas merupakan konten utama d&lvic
Education.

c. Pendidikan Kewar ganegaraan pada Jenjang Pendidikan Dasar dan
M enengah

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikgaar dan menengah
adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upagmdidik peserta belajar
menjadi warga negara yang baik dan bertanggungojalaam kehidupan berbangsa
dan bernegara. Penyebutan Pendidikan Kewarganagaraagalami perubahan dari
waktu ke waktu.

Pendidikan dasar dan menengah adalah tingkat gikadi mulai kelas |
sampai kelas Xll. Pendidikan dasar berarti satuamdigikan pada tingkat Sekolah
Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolahnbtegah Pertama (SMP)
/Madrasah Tsanawiyah (MTs). Pendidikan menengadrtbosatuan pendidikan pada
tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliy@MA) dan Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK).
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Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang@®ifendidikan Nasional
menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memuRéndidikan Agama,
Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa. Tiga malajaan wajib ini
mengisyaratkan tujuan pendidikan nasional untuk opestkan manusia Indonesia
yang religius, bangsa yang menghargai warganegaratgn identitas kebangsaan
dengan bahasa nasionalnya. Pasal ini menempatkadidikan Kewarganegaraan
sebagai salah satu mata pelajaran yang pentingtdategis disamping Pendidikan
Agama dan Bahasa. Pasal tersebut dengan jelas mangtkan dan mewajibkan
Pendidikan Kewarganegaraan harus masuk kurikulursetlap jenjang dan jenis
pendidikan, termasuk jenjang pendidikan dasar damemgah.

Pendidikan Kewarganegaraan sebelum kemerdekaarpatigujaman Hindia
Belanda dikenal dengan namargerkundeLewat pengajaraBurgerkunddentunya
dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Belanda agayatajajahan lebih memahami
hak dan kewajibannya terhadap pemerintah Hindiarik, sehingga diharapkan
tidak menganggap pemerintah Belanda sebagai muetapi tjustru memberikan
dukungan dengan penuh kesadaran dalam jangka weahk¢upanjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran idikand
Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajarkala pendidikan formal.
Pendidikan Kewarganegaraan dititipkan pada Perahidik Moral, yakni lewat
Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, yahgrisi nilai-nilai
kemasyarakatan, adat, dan agama. Tidak ada pkawidnoral yang bersifat

eksplisit.



Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajéeavarganegaraan, yang
isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewasgmraan; (2) Hak dan
kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tatkuidu Ketiga hal tersebut
semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan €inplL989: 17).

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politikegiara Indonesia. UUDS
1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit PresiBeluli 1959, dan berlaku kembali
UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, ndmpmmlam bidang
pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahaannpiak dengan diperkenalkannya
mata pelajaranCivics pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran
Kewarganegaraan. Mata pelajat@nicsberisi:

" (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Rigaidato politik

kenegaraan yang terutama diarahkan umtakon and character building

bagi bangsa Indonesia”. (Muchson, 2001: 16).

Dalam kurikulum Civics di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah
nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; P@ncasila; (5) Pidato-pidato
kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan datu&a bangsa. Buku sumber
yang dipergunakan adalalCivics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan
Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan siatgkh TUBAPI. Metode
pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Bukuggegan untuk murid belum ada
(Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI ignmeliputi: (1) Lahirnya
Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakanapnd presiden tanggal 17
Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali ResroKita” yang intinya
ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 1Stumyd960 meliputi caturlogi,

yakni: semangat nasional, konsepsi nasional, keamamasional, dan perbuatan
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nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (B)ak presiden RI di depan Sidang
Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “MembanQunia Baru” dinilai
sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdifdgrakan Non Blok; (6) Manipol
USDEK; (7) Amanat presiden tentang PembangunaneSanBerencana di depan
DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1882hiCivics diganti dengan
istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahai@ib, yang pada waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahanidasdrkan atas tujuan yang
ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara Yk (Muchson, 2001:17).
Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah padaktigkulum yang
diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnyapgedompokan mata pelajaran
dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pghap. Setelah tahun 1960-an,
komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalamrkpbk dasar, khusus, penyerta,
prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguakarn@enjabarannya mengikuti
Instruksi Menteri menyangkut Kurukulum Pancawardaedagaimana yang berlaku
di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, periangan intelektual,
perkembangan emosional/ artistik, perkembanganidelpn, dan perkembangan
jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diasmahkepada pemurnian Pancasila,
maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkarejmengokan pembinaan jiwa
Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembikecakapan khusus.
Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran neasth therlanjut pada kurikulum
1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelompokkdalam tiga bagian:
pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidketerampilan, dan hal ini

berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/Mi 8P/MTs.
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Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968dsedalam kelompok
“Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasaupun sekolah menengah.
Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajaraliritdari Pendidikan Agama,
Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa DaaraDlala Raga. Sedangkan di
SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaratidikam Kewarganegaraan
menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampangde ditetapkannya
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975galennama “Pendidikan
Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studitukun Pendidikan
Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentufanegara Pancasilais yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esagdbe ditetapkannya
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Payagjan dan Pengamalan
Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikaral Pancasila dilengkapi atau
bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan R#mpR@k selanjutnya P4
cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk perahiddan pelatihan warganegara,
sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembkggslatif dan oleh lembaga
eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untdigunakan baik di lingkungan
sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakad(A#\zis Wahab, 2007: 699).

Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975ydaenpak sebagai
berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegarai@s dasar Keputusan MPR
1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengamlitikan Moral Pancasila
(PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan matajgsgan yang menyangkut
Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajarang bersangkut paut

diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, @l@nomi. Sedangkan gabungan
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mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi awknpidang studi Ilimu
Pengetahuan Sosial, dan saat ini diberi nama Fgadidimu Pengetahuan Sosial.
Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakyeaturikulum 1984 sebagai
penyesuaian Kurikulum 1975 (Abdul Azis Wahab, 20001).

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/IMPR/1®&8 pelajaran ini
berubah nama menjadi Pendidikan Moral PancasilaP(Ppada kurikulum 1975.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/19@&tang P-4, maka
terjadilah perkembangan yang cukup substantif mesig®ateri pelajaran ini, yakni
sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkamdadémjelasan ringkas tentang
PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: HakiRBMP tidak lain adalah
pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formall idatetap berlangsung hingga
berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum1994, dma PMP telah berubah
nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yanderakateri P-4 secara resmi
tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 199%alagi Ketetapan MPR
No.I/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan etéggtan MPR No.
XVII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKrkfum 1994 adalah
merupakan:

Wahana untuk mengembangkan dan melestarikan aflar [dan moral yang

berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharajd@at diwujudkan

dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-taswa, baik sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat, waggaae dan makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku ydmgaksud di atas
adalah perilaku seperti yang tercantum di dalametesan UU No. 2 Tahun
1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memekagaiman dan takwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakattgadig dari berbagai
golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusyaag adil dan beradab,



perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalamanssy yang beraneka
ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatyang
mengutamakan kepentingan bersama di atas kepemtpg@eorangan dan
golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapatipwat kepentingan
dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat,as@erilaku yang
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosigl baluruh rakyat

Indonesia (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan PancasitaKiewarganegaraan juga
dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswagadenbudi pekerti,
pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan denbanghn antara sesama
warganegara, antara warga negara dan negara, pggrdgdikan pendahuluan bela
negara (PPBN) agar menjadi warganegara yang dagadadkan oleh bangsa dan
negara, sesuai dengan UU No. 2 Tahun 1982 tentartighRnan dan Keamanan,
serta Surat Edaran Menteri Pertahanan dan Keans#/@91/M/111/88.

Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegapaga sedang dalam proses
reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan dempgaadigma baruNew
Indonesian Civic EducationReformasi itu mulai dari aspek yang mendasaruyait
reorientasi visi dan misi, revitalisasi fungsi agaeranan, hingga restrukturisasi isi
kurikulum dan materi pembelajaran. Pendidikan Kg@aaegaraan paradigma baru,
pada dasarnya merupakan pendidikan politik yanat seengan nilai-nilai demokrasi.
Kita semua menyadari bahwa pendidikan dapat mesjaldih satu upaya strategis
pendemokrasian bangsa, khususnya di kalangan genarda.

d. Pendidikan Kewar ganegaraan Sebagai Pendidikan Politik di Sekolah
Menurut Almond dan Verba (1984: 447), Pendidikatitix adalah upaya

agar warganegara mampu berpartisipasi secara ddtiin politik. Senada dengan

Almond Ramlan Surbakti menyatakan (1992:17), mBkan politik merupakan
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suatu proses dialogis diantara pemberi dan penguesan, melalui pesan ini para
anggota masyarakat mengenal dan mempelajari mtaina-norma, dan simbol-
simbol politik yang ideal dari berbagai pihak dalasistem politik, seperti
pemerintah, sekolah, dan partai politik. Lebih t&njAlfian berpendapat bahwa
(1990:245), pendidikan politik adalah usaha sadaiulku mengubah masyarakat
sehingga mereka memahami dan menghayati betwnligaiyang terkandung dalam
suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangu

Dalam bukunyaSchool and SocietyDewey (MIF Baihaqi, 2007: 48)
berpendapat bahwa, negara adalah sebagai bentuanalest tertinggi, untuk itu
pendidikan harus diarahkan kepada pembentukan neggsa yang baik. Dalam
mengembangkan pendidikan, harus diketahui apa yaleg pada si anak untuk
dikembangkan. Juga harus diketahui kemana potemsk &u harus disalurkan.
Semua harus diabdikan kepada kehidupan sosialadedgmikian pendidikan adalah
proses sosial

Menurut Dewey (Zamroni, 2007: 155), ada hubungangyarat antara
demokrasi dan pendidikan. Apabila kita menginginkaumatu masyarakat yang
demokratis, yang pertama-tama dilakukan adalah emolrasikan pendidikan. Hal
ini berarti pendidikan bukanlah sesuatu yang merkiefeserta didik dengan ilmu
pengetahuan, tetapi ilmu pengetahuan itu dimiléieka pengalaman peserta didik.
John Dewey, bapak pendidikan modern menyatakaamocracy has to be born
anew in each generation and education is its melwiSecara lebih umum, Plato dan
Aristoteles menyatakan: "Bagaimana keadaan nefegitulah keadaan sekolah”, ”

Apa yang kamu inginkan untuk negara, kamu hargm jmenyediakan untuk



sekolah”. Lebih lanjut Dewey (Zamroni, 2007: 158knyatakan bahwa, ide pokok
demokrasi adalah pandangan hidup yang dicerminkengah perlunya partisipasi
dari setiap warga yang sudah dewasa dalam membeiiaHnilai yang mengatur
kehidupan bersama. Lebih lanjut menurut Dewey, deasdo bukan hanya
menyangkut suatu bentuk pemerintahan, melainkag ytama adalah suatu bentuk
kehidupan bersama dalam kehidupan bermasyarakbgrigsa, dan bernegara.
Menurut Zamroni (2007: 160), tidak mengherankia jseluruh sistem
pendidikan di dunia senantiasa memiliki tugas untudnanamkan pada generasi
muda nilai-nilai politik serta kebijakan politik pguasa. Setiap rezim yang sedang
berkuasa secara langsung ataupun tidak langsunglikiekepentingan terhadap
PKn. PKn ibarat pedang bermata dua, di satu sipatddijadikan sarana untuk
memelihara dan mentransformasikan nilai-nilai golidari suatu sistem politik
melalui proses pendidikan di sekalakkan tetapi di sisi yang lain PKn juga dapat
dipergunakan sebagai alat untuk memelihara kepgartirkekuasaan rezim dalam
bentuk indoktrinasi serta hegemoni melalui pendidikSisi yang pertama tadi harus
diupayakan, sedang sisi yang kedua sebaiknya dihin®@leh karena itu PKn di
Indonesia harus dikembangkan dengan mengacu pditik pegara yang terdapat
dalam Pancasila dan UUD 1945, tidak boleh mengama kepentingan jangka
pendek dari penguasa. Indoktrinasi dalam PKn memargpakan sesuatu yang tak
terhindarkan, khususnya yang menyangkut tataraalisiee. Sedangkan yang terkait
instrumentasi dan praksis kehidupan berbangsabdaregara metode indoktrinasi

harus dihindarkan, metode dialogis harus dikedegank
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Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapaimpulkan, bahwa
pendidikan politik adalah penanaman nilai-nilai iffol yang dilakukan secara
sengaja, serta direncanakan, dilakukan terus memzm satu generasi ke generasi
berikutnya sehingga warganegara mampu melaksanbk@ndan kewajibannya
secara bertanggungjawab.

Sarana pendidikan politik menurut Almond (MochMas'oed, 1997: 37),
meliputi: keluarga, sekolah, kelompok pergaulankep@an, media massa, dan
kontak-kontak politik langsung. Di sekolah anak rakaenerima sosialisasi politik
secara sistematis dan terencana. Di sekolah anaklapat pengetahuan tentang
dunia politik dan peran mereka di dalamnya. Sekekdlagai agen sosialisasi politik
memegang peranan penting. Meskipun tidak dapatndkti bahwa keberhasilan
sosialisasi politik lewat sekolah dipengaruhi aggen yang lain, namun sosialisasi
politik lewat sekolah sering dinyatakan lebih bekmea dibandingkan melalui agen-
agen yang lain. Karena sekolah memiliki karaktiriahtara lain, terprogram, dan
sistematis lewat kurikulum.

Menurut para ahli ada beberapa teori yang tedeigan pendidikan politik,
(Cholisin, 2000: 6.3-6.5), beberapa teori tersehuotara lain: teori sistem, teori
hegemonik, teori psikodinamik, teori belajar shsian teori perkembangan kognitif.
Pertama,teori sistem. Menurut teori ini sosialisasi péliiianggap memainkan peran
utama dalam menjaga kestabilan politik. Oleh kanémasosialisasi politik harus
diarahkan untuk memelihara dan mengembangkan sigtéitik ideal yang ingin

dibangun oleh suatu negara.
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Kedua, teori hegemonik. Menurut teori ini sosialisasi pklipada suatu
negara dikendalikan oleh kelompok dominan (elign dlitujukan untuk kelompok
yang didominasi (rakyat). Kelompok dominan akan ghagemoni kelompok yang
lemah agar tunduk dan patuh pada penguasa. Pemdigidditik diarahkan untuk
kekuatan politik tertentu (penguasa), bukan unt@adukung politik nasional yang
berdasar konstitusi.

Ketiga, teori psikodinamik. Menurut teori ini, pengalamaeda masa kanak-
kanak akan meninggalkan kesan yang sangat mendadradap pembentukan
kepribadian seseorang setelah mereka dewasa. Beragalpribadi yang terbentuk
pada masa kanak-kanak akan menentukan orientaisk geseorang setelah dewasa.
Faktor internal sangat besar pengaruhnya dalam ¢motkan orientasi politik
seseorang.

Keempat,teori belajar sosial. Menurut teori ini pesangmeyang diterima
seseorang dari lingkungan seperti keluarga, sekateasyarakat, dan media, akan
sangat menentukan orientasi dan pandangan pokltdeocsang. Faktor eksternal
sangat besar pengaruhnya dalam pembentukan oripaliéi& seseorang.

Kelima, teori perkembangan kognitif. Menurut teori ini p@maman serta
respon seseorang terhadap sesuatu termasuk pandpofgknya, akan sangat
ditentukan oleh kapasitas serta kemampuan pemikiean

PKn sebagai pendidikan politik menurut Almond (Mtax Mas’oed, 1997:
38), miliki peran sebagaystem maintenancgakni kemampuan dari sistem politik
untuk memelihara dan mempertahankan dirinya setamas menerus. Dalam

pandangan Easton dan Dennis PKn sebagai pendigiéitik berperan sebagai
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system persistenceyaitu kemampuan sistem politik untuk bertahanasederus
menerus meskipun sambil mengalami perubahan-pesab&engan demikian PKn
sebagai pendidikan politik arah pengembangannyh tepat menganut teori sistem,
sedangkan pola pembelajarannya lebih tepat mengguartaori belajar sosial. PKn
sebagai pendidikan politik harus mampu mengindakesi orang Indonesia.

PKn Orde Lama dan Orde Baru lebih menggunakan et teori
hegemonik, hal itu tentu saja sesuai dengan sifpal#ik pada saat itu. PKn era
Reformasi sebaiknya dikembangkan dengan mengaca fead belajar sosial dan
teori sistem. Sedangkan teori psikodinamik dani teerkembangan kognitif dapat
digunakan untuk melengkapinya.

3. Politik Pendidikan
a. Pengertian Politik Pendidikan

Ada empat definisi mengenai politik pendidikani(Mahmudi Amnur, 2007:
5). Pertama, politik pendidikan adalah metode mempengaruhi kpite&in untuk
mencapai tujuan pendidikarKedua, politik pendidikan lebih berorientasi pada
bagaimana tujuan pendidikan dapat dicapatiga, politik pendidikan berbicara
mengenai metode untuk mencapai tujuan pendidikéglnya anggaran pendidikan,
kebijakan pemerintah, partisipasi msyarakat, dabag&inya. Keempat, politik
pendidikan berbicara mengenai sejauh mana pencappéndidikan sebagai
pembentuk manusia Indonesia yang berkualitas, peggga ekonomi nasional,

pembentuk bangsa yang berkarakter.



Politik pendidikan dimaknai sebagai sebuah endapatitik negara,
penjabaran dari tradisi bangsa dan nilai-nilaifessistem konsepsi rakyat mengenai
bentuk negara dalam sistem pendidikan (Kartini ét@ot 1977: 28).

Antara tatanan politik suatu bangsa dan sistendigiéan terjadimutually
reinforcing. Politik pendidikan bertujuan untuk memperjelasaha kemajuan
pendidikan demi pembangunan bangsa yang lebihkeadepan (George F. Kneller,
1977: 128).

Politik pendidikan menjadi panduan utama perjaigmendidikan kebangsaan.
Dengan adanya politik pendidikan yang jelas, matask&p pendidikan yang akan
dibentuk dan dicapai akan berada dalam bangunasegogang tepat, kuat, dan
kokoh. Semua itu akan melahirkan sebuah tatanadigikan yang mencerahkan.
Dapat menghasilkan produk-produk pendidikan yangkuaditas dan dapat
dipertanggungjawabkan, baik secara intelektual, puawsosial. Bagi pemerintah,
selaku pemegang kebijakan pendidikan, politik pgikdh akan membuat kebijakan
pendidikan lebih beradab dan mencerahkan.

b. Keterkaitan Politik dan Pendidikan

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penteldgrd sistem sosial politik
di setiap negara, baik negara maju maupun negakerbbang. Keduanya sering
dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah, yaatg sama lain tidak memiliki
hubungan apa-apa. Padahal, keduanya bahu membkim geoses pembentukan
karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih day keduanya satu sama lain
saling menunjang dan saling mengisi. Lembaga-lembadgn proses pendidikan

berperan penting dalam membentuk perilaku politdsyarakat di negara tersebut.
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Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga politik desses politik, di suatu negara
membawa dampak besar pada karakteristik pendidikanegara tersebut. Ada
hubungan erat dan dinamis antara pendidikan datikpdisetiap negara. Hubungan
tersebut adalah realitas empiris yang telah terjgelak awal perkembangan
peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilm@vaSirozi, 2001: 3).

Di Barat, kajian tentang hubungan antara pendmddan politik dimulai oleh
Plato dalam bukunyaRepublic Menurut Plato, “Para filsuf memiliki otoritas
tertinggi, para warga berpendidikan menengah akisebagai kekuatan militer dan
polisi, dan mereka yang memasok kebutuhan ekonagam menempati status
terendah di antara semuanya. Pendidikan harusudiges secara cermat dengan
reproduksi sistem. Kelas yang lebih rendah dididikuk patuh dan diyakinkan
dengan mitos-mitos politik bahwa status mereka tétbentuk oleh sebab-sebab
alamiah (M Sirozi, 2001: 1)Walaupun utamanya membahas berbagai persoalan
kenegaraan, buku tersebut juga membahas hubungara adeologi dan institusi
negara dengan tujuan dan metode pendidikan. MeRlato (Allan Bloom, 1987:
380) sekolah adalah salah satu aspek kehidupan teakgit dengan lembaga-
lembaga politik. la menjelaskan bahwa setiap budageapertahankan kontrol atas
pendidikan di tangan kelompok-kelompok elite yangcasa terus menerus
menguasai kekuasaan politik, ekonomi, agama, damdigikan. Plato
menggambarkan adanya hubungan dinamis antara taktiKependidikan dan
aktivitas politik. Keduanya seakan-akan dua sigii datu koin, tidak mungkin

terpisahkan. Walaupun sangat umum dan singkat,isandPlato tersebut telah
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meletakkan fondasi bagi kajian hubungan politik daendidikan di kalangan
iimuwan generasi berikutnya.

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujudddam berbagai bentuk
yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setingalspsiitik di mana hubungan itu
terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-bedasd#ui masyarakat ke masyarakat
lain. Dalam suatu masyarakat hubungan tersebutdaigasangat kuat dan riil, dan
dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisaleaah dan tidak nyata. Pada
hubungan antara pendidikan dan politik di negagaree berkembang berbeda-beda
dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Datasyarakat yang lebih primitif,
yang berdasarkan pada basis kesukuan misalnyaghat¥dim bagi orang tua dari
satu suku memainkan dua peran, sebagai pemimpitikpdédn sebagai pendidik
Mereka membuat keputusan-keputusan penting dan stiéarabahwa keputusan itu
diimplementasikan dan diterapkan. Mereka juga mesmggekan generasi muda
untuk memasuki kehidupan dewasa dengan mengajam@meka teknik-teknik
berburu, dan mencari ikan, metode berperang damagagilya. Mereka juga
menanamkan pada generasi muda mereka kepercaykmilai dan tradisi, dan
mempersiapkan mereka untuk berperan secara p@fitirozi, 2001: 5).

Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikiatala komoditi
politik yang sangat penting. Proses dan lembag&dgm pendidikan memiliki aspek
dan wajah politik yang banyak, serta memiliki belpar fungsi penting yang
berdampak pada sistem politik, stabilitas dan kalgehari-harinya. Dalam
masyarakat modern pendidikan merupakan wilayahgtamg jawab pemerintah.

Pendidikan publik bersifat politis karena dikontradleh pemerintah dan
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mempengaruhi kridibilitas pemerintah. Karena begarmuansa politik dari
kebijakan-kebijakan pendidikan, maka berbagai fakpolitis yang tidak ada
hubungannya dengan pendidikan turut mempengarujaitoana kontrol terhadap
pendidikan dan bagaimana kebijakan-kebijakan pémhddibuat. Sebagai wilayah
tanggung jawab pemerintah, pendidikan sering dgakenyesuaikan diri dengan
pola-pola administrasi umum dan norma-norma yamtake Akibatnya pendidikan
publik dibiayai dan dikontrol oleh pemerintah. Sgppemerintah membiayai dan
mengontrol bidang-bidang lainnya, seperti pertagrkasehatan, atau pelayanan sosial
(M Sirozi, 2001: 7).

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan paditik serta aspek-
aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintahbidiang pendidikan pada
umumnya merefleksikan pandangannya  tentang mdsfardan keyakinan
politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkaroripgs pendidikan yang
berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yaegefleksikan pandangan
dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari uvékt waktu pemerintah
membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasatinfbangan-pertimbangan
politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikanngedipengaruhi oleh faktor-
faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. I8bkeekolah, universitas, dan
lembaga-lembaga pendidikan negeri merupakan sekiuablik yang paling
terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Iniktidararti bahwa lembaga-lembaga
pendidikan nonpemerintah tidak terpengaruh oletukegan-keputusan dan kontrol
pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolahpenwgrintah sangat

tergantung pada subsidi negara, maka untuk meridapatubsidi pemerintah,



sekolah-sekolah nonpemerintah tersebut sering ##laruskan oleh pemegang
otoritas pendidikan untuk memenuhi beberapa peatyaryang ditetapkan oleh
pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organsek®lah, merombak kurikulum,
kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolsama,dformat akreditasi, tidak
memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggundkaku pelajaran tertentu,
menggunakan seragam sekolah, melaksanakan upadam@u dan sebagainya. (M

Sirozi, 2001: 7).

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (Nezar dan A@8B9: 50) dikemukakan
selama negara dengan kekuatan represif, negaraggesunya juga menjalankan
kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu nggangkan kekuasaannya.
Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikambhga ini dianggap sangat
strategis karena memiliki fungsi utama dalam mesf@masikan segenap
pengetahuan kognitifcognitive knowledge nilai-nilai (valueg, dan keterampilan
(skill), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kdgd#n nilai-nilai inilah
sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan igeololeh kelompok dominan
(penguasa negara) yang selanjutnya lembaga peadigidrsekolahan dipaksa untuk
bersedia menanamkan muatan ideologi dan kepentimggara.

Hegemoni negara menunjukkan pada sebuah kepemimpdzi suatu
penguasa negara yang mendominasi. Supremasi kefompomewujudkan diri
dalam dua cara sebagai “dominasi” dan sebagai keg@nan intelektual dan moral.
Di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominatonkpok-kelompok oposisi

untuk menundukkan mereka, bahkan dengan mengguiédkiaalat kekuatan, di lain
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pihak, kelompok sosial memimpin kelompok kerabat dekutu mereka (Nezar dan
Andi, 1999: 54). Kelompok sosial tersebut kemudmenjadi dominan ketika dia
mempraktekkan kekuasaan, bahkan ketika dia memedgakgasaan. Hal ini
menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh tkesa dua konsep:
Kepemimpinandirection) dan dominasidominancg Pertama dominasi dijalankan
atas seluruh lawan (oposisi/musuh), dan kepemimptiakukan kepada segenap
sekutu-sekutuKedug kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk merkikh
aparatur negara, atau dalam pengertian sempit &aingpemerintahaan. D&etiga
sekalipun kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspgkemasi, Yyaitu
kepemimpinan/pengarahan dan dominasi, terus betlan;
Gramsci (Nezar dan Andi, 1999: 34) mengakui bahward masyarakat
memang selalu ada yang memerintah dan yang digbkriBertolak dari kondisi
ini, beliau melihat, jika pemimpin akan memerintidngan efektif, maka jalan
yang dipilih adalah meminimalisasi resistensi ralden bersamaan dengan itu
pemimpin harus menciptakan ketaatan yang spontainydag diperintah.

Secara ringkas Gramsci memformulasikan sebuah &glilmagaimana caranya
menciptakan hegemoni.

Hegemoni adalah sebuah rantai kemenangan yangatlidagalui mekanisme
konsensus ketimpangan melalui penindasan terhaé#ss ksosial lainnya. Ada
berbagai cara yang dipakai misalnya melalui instigang ada di masyarakat yang
menentukan secara langsung atau tidak langsungtststruktur kognitif dari
masyarakat. Karena itu hegemoni pada hakekatnyahad@aya menggiring orang
menilai dan memandang problematika sosial dalamnga yang ditentukan (Farida
Hanum, 2004: 5). Dalam konteks ini Gramsci meruranskonsepnya yang merujuk

pada pengertian tentang situasi sosial politikamakerminologinya “momen” di



mana filsafat dan praktek sosial masyarakat mengafam keadaan seimbang.
Dominasi merupakan konsep dan realitas yang menyebklui masyarakat dalam
sebuah lembaga dan manifestasi perseorangan, pandar “roh” ini membentuk
moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politikad hal-hal yang menunjukkan pada
moral. Hegemoni selalu berhubungan dengan penynskeluatan negara sebagai
kelas diktator.

Hegemoni juga menunjuk pada kedudukan ideologis at#u lebih kelompok
atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih timggi lainnya (Bellamy, 1990: 23).
Sebagai contoh kapitalisme masih bertahan karenzhbmenerima keadaan umum
tersebut, dominasi budaya borjuis membuat penggukakuatan politik tak perlu
untuk mempertahankan kekuasaan. Sebab para angguogadipimpin (kelompok
yang terhegemoni) mengikuti kemauan penguasa @enzakritis.

Hegemoni kelas yang berkuasa terhadap kelas yda@gdi, sesungguhnya
dibangun oleh mekanisme konsensus. Ketika Granesbidara tentang konsensus, ia
selalu mengkaitkan dengan spontanitas bersifabjogjls yang mencakup berbagai
penerimaan aturan sosio politis ataupun aspek-agpetan yang lain. Tataran
hegemonis, tidak perlu masuk ke dalam institusnflaga) ataupun praktek liberal
sebab hegemoni pada dasarnya merupakan suatdatedalsme dalam arti ketat.
Terdapat tiga kategori penyesuaian yang berbedg gi&emukakan Gramsci, yaitu
karena rasa takut, karena terbiasa, dan karenatpean. Tipe yang terakhir inilah
yang kemudian disebutnya sebagai Hegemoni. Adaptigakkategori itu meliputi:
(1) Orang menyesuaikan diri mungkin karena takuwnakonsekuensi-konsekuensi

bila tidak menyesesuaikannya. Di sini konformitéerdpuh melalui penekanan dan
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sanksi-sanksi yang menakutkan; (2) Orang menyesnatiri mungkin karena
terbiasa mengikuti tujuan-tujuan dengan cara-eataritu. Konformitas dalam hal ini
merupakan soal partisipasi yang tidak tereflekdardahal bentuk aktivitas yang
tetap, sebab orang menganut pola-pola tingkah laéttentu dan jarang
dimungkinkan untuk menolak; (3) Konformitas yang nowl dari tingkah laku
mempunyai tingkat-tingkat kesadaran dan persetuglealgan unsur tertentu dalam

masyarakat (Farida Hanum, 2004: 7).

Pendidikan di Indonesia telah begitu lama terhegemleh negara, hampir
seluruh perangkat yang berkaitan dengan prosesrandgaus dikontrol negara.
Waidl (2000: 43) dalam tulisannya mengungkapkaa lbeberapa bentuk kontrol

negara yang paling jelas dapat dilihat.

Pertama sebagai konsekuensi, ketetapan sentralisasi tunk materi, dan
referensi proses pendidikan dirumuskan oleh neddssyarakat tidak berhak usul
untuk pemberdayaan pendidikan, karena yang palhg tkebutuhan masyarakat
adalah negara. Tidak penting apakah isi kurikulurangmgkari individualitas,
karena yang dipentingkan adalah komunalisme berasdantuk mengokohkan
kontrol atas materi, negara menciptakan mata patajgang bersifat ideologis yang
sesuai dengan yang diinginkan negara, seperti {manga panjang di materi PMP.
Sejarah Nasional, Pendidikan Sejarah PerjuangargdBafPSPB). Cara berpikir
tentang kehidupan politik tidak boleh merupakan amac alternatif di luar yang
ditetapkan negara. Sehingga peserta didik diajakakie dan meresapi materi yang

berisi ideologi yang diarahkan negara. Dalam kduikuyang sudah tersentralisir ini,
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metode yang digunakan dalam pendidikan tidak bdlefpotensi menjadi embrio
perlawanan terhadap negara. Semua harus diarabkankptundukan kepada negara
secara total. Walaupun metode belajar mengajaabasy namun cara berpikir sudah
terkooptasi dalam ideologi integralistik negara.rdf@ pendidikan ditujukan bagi
suksesnya kehendak negara, dengan sendirinya pgendidukan merupakan upaya
pemberdayaan yang ditujukan kepada peserta. Siswanbmerupakan subyek
pendidikan yang dikembangkan kemampuannya, melaiskdagai obyek program
negara yang bernama pendidikan, yang penting adafatuhan dan loyalitas.
Kedua, guru bukanlah manusia yang bebas mengajarkan tsestang
diyakininya, melainkan ia harus merupakan agen yaegyampaikan keinginan-
keinginan negara melalui bahan ajar yang diberileaatama mata pelajaran yang
sarat dengan ideologi negara. Untuk mencapai makstsgbut, sejak awal guru
harus “dibina” dan “didisiplinkan” dengan peratweraturan. Loyalitasnya pada
negara dituntut tanpaeserve sehingga guru sangat takut pada atasannya yang
mengurus nasib mereka (dalam hal ini, Kanwil Deggaein Pendidikan). Cara seperti
ini memang efektif untuk mensosialisasikan pandangagara. Akibatnya, guru lebih
banyak menekan kebebasan ekspresi siswa, sebab sgudiri ditekan untuk
berekspresi. Guru merupakan wakil negara dan apagdra di dalam kelas. Jika
sudah demikian, pendidikan bukan merupakan wahaimdelajar antara guru dan
siswa sebagai civitas pengetahuan untuk mencapaikan masa depan, melainkan
wahana penindasan dari kelompok dominan. Harapawdigikan sebagai latihan
kebebasan dan keadilan nampaknya menjadi muskahnitte Hanum, 2004: 8).

Pendidikan dalam hal ini lembaga pendidikan dalag@arahnya selalu
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berhubungan dengan kekuatan negara. Meskipun kgaluaengalami perubahan
dalam periode sejarah, namun keduanya selalu raenjgersinggungan, baik
mengarah kepada bentuk persinggungan yang bessifatgis ataupun berbentuk
eksploitatif. Persinggungan antar keduanya bersundaei suatu cita-cita ideal
masyarakat dan pendidikan yang hendak dibanguahitebabnya pendidikan yang
dilaksanakan banyak diwarnai oleh corak ideologatsunegara (Farida Hanum,
2004: 10).

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lamaasakan hegemoni
negara tersebut, terutama pada masa Orde BaruaBaaya dilakukan negara mulai
dari undang-undang, kurikulum yang tersentraliséen dibuat ahli yang dipilih
negara, membina dan mendisiplinkan guru agar Ipgala negara sampai peran
negara menginteli kegiatan dan aktivitas di lembagadidikan walaupun reformasi
telah muncul ternyata sulit untuk merubahnya derggrat (Farida Hanum, 2004:
11).

4. Kurikulum
a. Pengertian Kurikulum

Menurut para ahli pendidikan, kurikulum lebih dasekadartext-book lebih
dari subject-matterlebih dari rangkaian pelajaran. Menurut Brownr{Bg Susetyo,
2005, 23), kurikulum merupakan situasi kelompok gydarsedia bagi guru dan
pengurus sekolah untuk membuat tingkah laku yamgblaéa dalam arus yang tidak
putus-putusnya dari anak-anak dan pemuda melaitu gekolah. Kurikulum berarti
situasi dan kondisi yang ada dalam proses belajkunengubah sikap anak. Dari

definisi ini berarti bahwa situasi itu diarahkandpapencapaian tujuan yang telah



ditentukan. Termasuk di dalam kurikulum adatafoject-mattermetode, organisasi
sekolah, dan organisasi kelas, serta pengukucsepbelajar.

Lebih lanjut menurut Brown (Benny Susatyo, 2008),2ada tiga prinsip
sosiologis dalam memandang kurikulum secara kegshm; yakni: (1) Perubahan
kurikulum bersifat gradual, mencerminkan nilai-nildasar kultural dari sebuah
masyarakat, dan pada saat yang sama menunjukkamjgaek yang efektif dalam
pengarahan nilai-nilai yang paling tinggi. (2) Karum di sekolah berfungsi dalam
hubungan dengan orang dewasa, dan serempak dengadisesuaikan dengan
tingkat perkembangan siswa. (3) Kurikulum pastusemenerus berubah menuju
suatu bentuk yang efektif dari tujuan sosial yasagtt ditentukan.

Secara etimologis, kurikulum merupakan terjematan kata curriculum
dalam bahasa Inggris, yang berarti rencana pefaj@ariculum berasal dari bahasa
latin currere yang berarti berlari cepat, maju dengan cepatambeat, tergesa-gesa,
menjelajahi, menjalani, dan berusaha un@iltrere sendiri berasal dari katairsus
yang lazim dilndonesiakan menjadi “kursus”. Jik&aitkan dengan kata lain,
misalnyavitae bisa berarti riwayat atau perjalanan. Dengan Eiamicurriculum
vitae berarti riwayat hidup

Kurikulum harus bersifat fleksibel dan elastishisgga terbuka kesempatan
untuk memberikan bahan pelajaran yang penting ddo pagi anak didik di tempat
tertentu. Elastisitas kurikulum ini tentu saja disgkan dengan perubahan sosial
yang terjadi. Tujuan spesifik dari kurikulum adalafenumbuhkan rasa toleransi,
kesanggupan untuk berpikir sederhana, dan mengiksangka dalam memberikan

pertimbangan nilai. Juga untuk membantu mencapaiat@ngan pribadi anak,
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membantu siswa agar berhasil menyesuaikan diri afemgasyarakat sekolahnya,
membantu anak didik agar menyadari kepentingan amakst dan menghayati
masyarakatnya, mengembangkan kemampuan intelektazdd didik sehingga bisa
memahami kompleksitas lingkungan sosial dan peata@, serta menanamkan
nilai, sikap, dan kemampuan untuk belajar.

Kurikulum diartikan oleh para pengembangnya sedaagan sudut pandang
mereka masing-masing. Misalnya, Hilda Taba (1962: mhengartikan kurikulum
sebagafi‘a plan for learning; therefore, what is known alioilne learning process
and development of the individual has bearing oe $inaping of curriculum”
Orlosky and Smith mengartikan kurikulum sebaffhe substance of the school
program. It is the content pupils are axpected ¢arh”’. Caswell and Campbell
mendefinisikan kurikulum sebagé&ll of the experiences children have under the
guidance of teachers” Sementara itu, menurut PP 19 tahun 2005 kumkulu
merupakan seperangkat rencana dan pengaturan naertggran, isi, dan bahan
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai ped@mayelenggaraan kegiatan
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nertgPeraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005).

Berdasarkan pengertian-pengertian kurikulum di degsat dikatakan bahwa
kurikulum dapat berarti rencana pembelajaran, pmogsekolah, dan pengalaman
belajar. Pengertian kurikulum sangat tergantungldgrentingan para penggunanya.
Depdiknas menggunakan terminologi kurikulum, sebagperangkat rencana dan
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan petajsesta cara yang digunakan

sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pemhbalajatuk mencapai tujuan
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pendidikan tertentu. Pengertian tersebut munculyeda pihak Depdiknas
memposisikan kurikulum sebagai pedoman pembelagaarberlaku di sekolah.

Pengertian kurikulum yang dianut ahli dan pengergblamrikulum sangat
berpengaruh terhadap aspek-aspek kurikulum yargrihkngkan. Jika kita sepakat
dengan pernyataan tersebut, ada kemungkinan susttusi pendidikan yang sama
mengembangkan aspek-aspek kurikulum yang berbeden&abeda pengertian
kurikulum yang digunakan. Demikian pula, kita muimgkkan menemukan variasi-
variasi model pengembangan kurikulum yang berlakdapsuatu sekolah yang
disebabkan oleh adanya perbedaan cara pandangppagembangnya terhadap
konsep kurikulum.

Pada hakekatnya pendidikdrerintikan interaksi edukatif antara pendidik
dengan peserta didik. Interaksi edukatif terseleutujuan untuk mewujudkan aspek-
aspek kurikulum yang berlaku menuju pada tercapainjan pendidikan yang telah
dirumuskan. Interaksi edukatif tersebut juga samig@tngaruhi oleh lingkungan, di
mana kegiatan pendidikan terjadi. Kurikulum dapgdathkan sebagai jantungnya
kegiatan pendidikan. Artinya, aktivitas edukasiaaatpendidik dengan peserta didik
sangat dipengaruhi oleh muatan-muatan yang adandklaikulum. Tanpa ada
kurikulum, kiranya kegiatan pendidikan mustahijadr (Nana Syaodih S., 1988: 24).

Kurikulum yang berlaku di suatu sekolah tentu sgagat dipengaruhi oleh
teori-teori pendidikan yang dipakai. Teori pendatikyang dipakai tentu tak lepas
dari aliran filsafat pendidikan yang dianutny@he function of philoshophy can be
conceived as either (1) the base or starting pmirdurriculum development or (2) an

interdependent function with other functions inraulum development”Artinya,
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ketika seseorang hendak mengembangkan kurikulurarsshya terlebih dahulu
menetapkan aliran filsafat pendidikan mana yangdakndijadikan landasannya.
Setelah itu, kemudian mengembangkan berbagai dspédulum dengan mengacu
pada butir-butir filsafat pendidikan yang dianutrf@anstein dan Hunkins, 2004: 32).

Kita mengenal empat aliran filsafat, yaitu idealigealism, pragmatism, dan
eksistensialism. Dalam konteks pendidikan, menyebat empat filsafat pendidikan
yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaituenp@ism, esensialism,
progresivism, dan rekonstruksionism. Setiap alifdsafat pendidikan tersebut
memiliki akar filsafat tertentu, namun ada kaladydukung oleh lebih dari satu akar
filsafat. Contohperenialismberakar pada filsafatalism esensialisnberakar pada
idealismdanrealism danprogresivismdan rekonstruksionisnberakar pada filsafat
pragmatism(Ornstein dan Hunkins, 2004: 33).

Perenialism merupakan aliran filsafat pendidikan tertua danlinga
konservatif, memiliki akar filsafat realism. Peryaan yang diajukan dalam konteks
pengembangan kurikulum adalalwhHat is human natuf® Manusia diyakini
memiliki kemampuan memahami kebenaran universaéhlarena itu, tujuan
pendidikan adalah mengembangkan kemampuan pikiusnarmdan membuka tabir
kebenaran universal melalui pelatihan intelektual.

Materi kurikulum terorganisir sebagaimana suatuiptirs ilmu (body of
knowledge) Guru berperanan sebagai ahli bidang studi, yaeggomasai keilmuan
sehingga mereka memiliki otorita di bidang ilmunyola pembelajar dilakukan
dengan metode ceramah. Siswa lebih diposisikan gaebaihak penerima

pengetahuan, sehingga ia lebih pasif dalam penaataj



Esensialismmemiliki akar filsafat idealism dan realism. Kurikmn sekolah
harus dikembangkan dengan mengacu pada hal-hal ymsegsial, misalnya
membaca, menulis, dan berhitung. Penganut aliteafdt esensialism menekankan
penguasaan ketrampilan, pengetahuan, dan konsepgkoyang esensial untuk
penguasaan materi pembelajaran. Guru harus mendudaag studinya, sehingga ia
diharapkan memiliki otorita di bidang ilmunya.

Progresivismmerupakan aliran filsafat yang berseberangan deradjaan
filsafat perenialism. Progresivism merupakan aliitsafat yang dikembangkan oleh
sekelompok pemikir dan politisi yang berkembang aal abad 20, yang
menghendaki adanya perubahan dalam cara-cara pgarhal yang menekankan
siswa aktif dalam belajar. Cara-cara pembelajagngydikembangkan, antara lain;
pemecahan masalah, penemuan, kooperatif. Kegiagiatkn belajar yang dilakukan
dengan metode tersebut diharapkan siswa dapat Mm&mgdunia ke tatanan
kehidupan yang lebih baik.

Penganut aliran filsafat ini, misalnya Dewey damw&a-kawan menekankan
pada”’how to think” dan bukan pad&what to think”. Oleh karena itu, mereka
menghendaki pengembangan materi kurikulum yangifaeisterdisipliner. Mata
pelajaran lebih dipandang sebagai instrumen kege¢abelajaran daripada sebagai
sumber belajar. Peran guru sebagai fasilitatompddda sebagai satu-satunya sumber
belajar.

Reconstructionisndidasarkan atas ide-ide kehidupan masyarakat leod®,
yang berwawasan pada tata kehidupan lebih majunazaern. Aliran filsafat ini

menghendaki isi kurikulum dikembangkan atas dasafisu sosial kemasyarakatan
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yang memuat pluralisme budaya, kesamaan, dan bawseawke depan. Siswa
dipersiapkan untuk dapat hidup di era kehidupangypenuh keragamarm@ny
nationg. Peran guru dan siswa dalam pembelajaran bisdbalerubah sesuai dengan
fungsinya sesuai konteksnya.

Berdasarkan paparan di atas, aliran filsafat peketidmana yang dipakai
dalam pengembangan kurikulum di Indonesia? Kita litsda mengatakan bahwa
dalam pengembangan kurikulum yang berlaku menggaléih satu dari aliran-aliran
filsafat pendidikan tersebut. Kita telah memilH@ncasila sebagai dasar negara yang
diyakini dipakai sebagai landasan ideal dalam memgagkan pendidikan. Aliran-
aliran filsafat pendidikan di atas merupakan refsrebagi kita, ketika hendak
mengembangkan aspek-aspek kurikulum dengan tetamposgsikan Pancasila
sebagai landasan filosofi dalam mengembangkan #&mtgingkah dan aspek-spek
kurikulum.

Berkaitan dengan pengembangan kurikulum di sekolaenurut teori
rekonstruksi sosial, terdapat dua konsep pentiagu:y(1) kurikulum tersembunyi
(hidden curriculum) dan (2) kotak hitam(black box).Hakekat kurikulum tidak
terbatas pada rencana program yang tertulis sdoamsal (written curriculum),
melainkan meliputi segala pengalaman belajar yatajud peserta didik. Dalam
pandangan teori Rekonstruksi Sosial dibedakan arkarikulum dalam teori dan
kurikulum dalam praktek. Kurikulum dalam teori hamisusun untuk mengatasi apa
yang disebut hegemoni budaya. Di sisi lain, pemkdididapat menimbulkan akibat-
akibat tertentu yang merupak&imdden curriculum Dalam pandangan Henry A.

Giroux (Tasman Hamami: 2008: 4(0)idden curriculumdapat difungsikan untuk



meninjau secara kritis muatan hegemoni budaya d&lamkulum formal. Konsep
kotak hitam yang dimaksud dalam teori Rekonstr@asial ialah bahwa pendidikan
di sekolah atau di kelas sering kali terlepas dapek sosiologis, terutama berkaitan
dengan kebutuhan anak. Michael W Apple dan LoissW&asman Hamami: 2008:
40), mengkritik kurikulum pendidikan yang tidak necenminkan kepentingan siswa,
melainkan justru berorientasi pada kepentinganmplik pemegang peran dalam
pengembangan masyarakat. Kurikulum yang tidak asledengan kebutuhan siswa
dan upaya merekonstruksi masyarakat, akan menimbWk&senjangan-kesenjangan
dalam masyarakat yang merupakan “kotak hitam”. kuam harus dapat
mengembangkan berpikir kritis, kemampuan memecahkasalah dan berbuat
secara realistik. Konsep ini, sesuai dengan tesdjdr dari Gagne yang menyatakan
bahwa puncak dari kemampuan belajar yang diharapk@d@ah kemampuan
memecahkan masalafproblem solving). Pengetahuan dan keterampilan dalam
kurikulum bukan hanya “ditransferkan” melainkan tfdhsformasikan”, sehingga
dikuasai siswa serta membangkitkan sikap kritislkdaatif.

Pembaharuan kurikulum merupakan keharusan dalata sistem pendidikan
agar pendidikan tetap relevan dengan tuntuan zarBademikian pentingnya
pembaharuan kurikulum, sehingga ada pemeo mengatadava suatu kurikulum
disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Halgyagan demikian, maka
kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkangan zaman.

Di Indonesia, dalam hampir 30 tahun terakhir tedldakukan beberapa kali
pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu tahun 1978419994, dan terakhir tahun

2004 untuk pemberlakuan Kurikulum Berbasis Komps&itéBK). Dalam sejarah
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penerapan kurikulum pendidikan di Indonesia, mgulibahan atau pembaharuan
kurikulum yang terjadi lebih banyak bersifat kontpeasif dan berskala luas.
Pengalaman selama 30 tahun terakhir menunjukkawad&emerintah dan sistem
pendidikan secara keseluruhan amat mudah tergodak umengubah dan
memperbaharui kurikulum dalam skala luas, dengaangi memperhitungkan apa
akibat dan dampaknya bagi peserta didik, sekolah,ndasyarakat. Dari pengalaman
selama ini yang terungkap bahwa letak kelemahaikiltum di Indonesia terutama
pada bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikaoara sungguh-sungguh
sehingga memberikan nilai tambah yang nyata bagingkatan mutu pendidikan.
Hal ini berlaku pada semua tingkatan mulai SD ga&LTA, baik umum maupun
kejuruan (Dedi Supriadi, 2005: 176).

Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknisseka dalam kurikulum
selalu tersembunyi ide serta nilai-nilai yang seleya dipaksakan oleh penguasa.
Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tidd&pas dari keinginan
penguasa dan juga ditentukan hegemoni yang adandadasyarakat pada saat
kurikulum itu lahir. Hal ini juga disebutidden curriculumdi mana kurikulum yang
berlaku ditentukan oleh birokrasi pemerintahan yalilgiasai oleh golongan elit

(Tilaar, 2003: 232). Berikut ini adalah tabel kwrfim dalam perspektif teori:
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Ta

bel 1

Kurikulum dalam Perspektif Teori

Teori Ide Sentral Pendidiki Kurikulum Proses Belaji
Sumber Daya Didasarkan pada konsep Pemberian materi menurut | Guru berperan untuk
Manusia rasionalitas, kebebasan, dan | kemampuan dan bakat mencapai kemandirian

kesamaan. Pendidikan harus
demokratis dan rasional,
dengan perlakuan yang
berimbang antara kebebasan
dan kesamaan pada subyek
didik. Berimbang yang
dimaksud adalah antara hak
dan kewajiban.

subyek didik. Ruang lingkup
membaca, menulis, dan
aritmatika. Cirinya: luwes,
eksperimental, ada
keterkaitan aspek-aspek
akademik dan vokasional.

anak dengan cara yang
demokratis. Proses
pembelajaran berpusat
pada siswa.

Revitalisasi Budaya|

Didasarkan pada dua aliran
yakni esensialisme yang
menghendaki agar pendidikar)
bersendikan atas norma dan
nilai yang telah teruji oleh
waktu. Sedangkan parinialism
menghendaki pendidikan
kembali pada pandangan
kefilsafatan pada abad
pertengahan.

Wahana perkembangan
subyek didik yang meterinya
ditentukan lebih dahulu.
Cirinya: ada kelompok
penting dan kurang penting.

eMemberikan pengetahuan
dasar seperti halnya:
matematika, pengetahuan
alam, pengetahuan sosial,
bahasa, sastra, logika, seni
dan musik yang secara
fungsional untuk
meningkatkan kecakapan
membaca, menulis, berpikir,
dan berimajinasi.

Siswa diarahkan untuk
penguasaan terhadap
pengetahuan, ilmu dan
kecakapan yang sangg
diperlukan. Guru
sangat dominan dalam
proses pembelajaran.

—

Rekonstruksianismé

h

Didasarkan pada pemikiran
bahwa nilai tertinggi yang
dimiliki manusia adalah

Wahana pengembangan

Kurikulum didesain untuk

memperoleh kesempatan untikdapat menghindari budaya

mengembangkan potensi
secara alami dan secara peny
Pendidikan sebagai
transformasi nilai-nilai budaya
mengantarkan subyek
memahami sebagian segmen
kehidupan kebudayaan dan
kemasyarakatan. Pendidikan
perlu mengeliminasi pengarut
dari kurikulum semu dan
menaruh perhatian adanya
kotak hitam. Ide-ide asasi aga
siswa dapat mengembangkan
potensinya secara penuh dap
direalisasikan

hegemoni. Pengetahuan yal
hdiberikan tidak hanya
ditransferkan, tetapi
ditransformasikan.
Kurikulum yang diberikan
meliputi pengetahuan dasar,
fisika, kimia, sosiologi, dan
juga tentang industrialisasi,
media massa, teknologi, dar
ekologi. Cirinya: perlu
dicegah budaya hegemoni

r bercorak teknologi dan
industri.

at

kepribadian dan percaya diri,

Guru perlu memiliki
kemampuan yang
transformatif yakni
dengan cara dapat
gnenjalankan materi
kurikulum yang relevan
dengan kebutuhan
masyarakat. Siswa
dengan bekal
pengetahuan dasar dal
kemampuannya
menjadi individu yang
aktif dan kreatif.

Sumber: Imam Barnadib (dalam Siti Irine Astuti, 2088).

b. Komponen Kurikulum

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2010: 102), kiluik terdiri dari enam

komponen, yaitu: (1) Tujuan, (2) Bahan ajar, (3jateigi mengajar, (4) Media
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mengajar, (5) Evaluasi, dan (6) Penyempurnaan fenaga Senada dengan pendapat
Nana Syaodih, menurut Soetopo & Soemanto (1993: &) lima komponen
kurikulum, yaitu: (1) Tujuan, (2) Isi dan strukgorogram, (3) Organisasi dan strategi,
(4) Sarana, dan (5) Evaluasi. Selanjutnya Nasytl®®3: 4) membagi komponen
kurikulum menjadi empat, yaitu: (1) Tujuan, (2) Bahpelajaran, (3) Proses belajar
mengajar, dan (4) Penilaian. Sedangkan menurutndijbh (1993: 4) komponen
kurikulum ada lima, terdiri dari: (1) Tujuan, (ilatau materi, (3) Organisasi atau
strategi, (4) Media dan (5) Proses belajar mengajar

1) Komponen tujuan

Dalam kurikulum tujuan memegang peranan pentingrera akan
mengarahkan semua kegiatan pengajaran dan mew&omponen-komponen
kurikulum lainnya. Tujuan kurikulum dirumuskan basdrkan dua halPertama
perkembangan tuntutan, kebutuhan, dan kondisi malsytaKedug didasari oleh
pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaiaai-miki filosofis, terutama
falsafah negara. Ada beberapa kategori tujuan g, yaitu tujuan umum, tujuan
khusus, serta tujuan jangka panjang, menengaljadgka pendek.

Tujuan-tujuan mengajar dibedakan atas beberapagdat sesuai dengan
perilaku yang menjadi sasarannya. Gagne dan Briggsgemukakan lima kategori
tujuan, yaituintellectual skills cognitive strategiesverbal information motor skills
and attitudes(Gagne and Briggs, 1974: 23). Bloom mengemukakgm kategori
tujuan mengajar sesuai dengan domain-domain perilallividu, yaitu domain
kognitif, afektif dan psikomotor Domain kognitif berkenaan dengan penguasaan

kemampuan-kemampuan intelektual atau berpixamain afektifoerkenaan dengan



penguasaan dan pengembangan perasaan, sikap, womatnilai-nilai. Domain
psikomotormenyangkut penguasaan dan pengembangan ketenaskgitzampilan
motorik.

Tujuan-tujuan khusus mengajar juga memiliki tingkeesukaran yang
berbeda-beda. Bloom membalgimain kognitifatas enam tingkatan dari yang paling
rendah, yaitu: pengetahuan, pemahaman, aplikaalisen sintesis, dan evaluasi.
Untuk domain afektifkrathwohl dan kawan-kawan membaginya atas limgkatan
yang juga berjenjang, yaitu: menerima, merespomsjlei, mengorganisasi nilai, dan
karakterisasi nilai-nilai. Untuklomain psikomotoAnita Harrow membaginya atas
enam jenjang, yaitu: gerakan refleks, gerakan-geralasar, kecakapan mengamati,
kecakapan jasmaniah, gerakan-gerakan keterampitkem komunikasi yang
berkesinambungan (Nana Syaodih Sukmadinata, 204): 1

Tujuan pendidikan nasional menghendaki pencapatigekdomain yang ada
secara integral dalam rangka memperoleh lulusadigi&an yang relevan dengan
tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan yaegkaitan dengan perwujudan
domain-domain anak didik diupayakan melalui suats@s pendidikan, yang kalau
dibuat secara berurutan, tujuan pendidikan itu addaebagai berikut: (1) Tujuan
pendidikan nasional, (2) Tujuan institusional, (Byjuan kurikuler, (4) Tujuan
instruksional umum dan khusus.

2) Komponen bahan ajar

Untuk mencapai tiap tujuan mengajar yang telagntlilkan diperlukan bahan

ajar. Bahan ajar tersusun atas topik-topik dantsplk tertentu. Tiap topik atau sub

topik mengandung ide-ide pokok yang relevan dengpran yang telah ditetapkan.
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Topik-topik atau sub topik tersebut tersusun dadakuens tertentu yang membentuk
suatu sekuens bahan ajar.

Komponen bahan ajar merupakan komponen yang dgmd@gn untuk
mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkaaha® ajar yang dimaksud
biasanya berupa materi bidang studi, misalnya: Matiéa, Bahasa Indonesia, IPA,
IPS, dan sebagainya. Bidang studi tersebut didesuadengan jenis, jenjang dan
jalur pendidikan yang ada, dan bidang studi ternsémsanya dicantumkan dalam
struktur program kurikulum sekolah.

3) Komponen strategi mengajar

Ada beberapa strategi yang dapat digunakan dalamgajar. Rowntree
(1974: 93-97) membagi strategi mengajar menjadi yhitu, sebagaexposition-
discovery learninglanrole learning-meaningful learning.

Exposition-discovery learningadalah strategi mengajar yang dilakukan
dengan cara menyampaikan keseluruhan bahan ajargissa dalam bentuk jadi,
baik secara lisan maupun tertulis. Siswa tidak nditu untuk mengolah, atau
melakukan aktivitas lain kecuali menguasainya. 8gddalamdiscovery learning
bahan ajar tidak disajikan dalam bentuk jadi, sissvantut untuk melakukan
berbagai kegiatan menghimpun informasi, membandingkmengkategorikan,
menganalisis, mengintegrasikan, mengorganisasikahar) serta membuat
kesimpulan-kesimpulan. Melalui kegiatan tersebuswai akan menguasainya,
menerapkan, serta menemukan hal-hal yang bermdrdgatlirinya.

Rote learning-meaningful learningDalam rote learning bahan ajar

disampaikan kepada siswa tanpa memperhatikan t@di @aknanya bagi siswa.
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Siswa menguasai bahan ajar dengan menghafalkabBayam meaningful learning
penyampaian bahan mengutamakan maknanya bagi sMerurut Ausabel and
Robinson (1970: 52) sesuatu bahan ajar bermakaalthilbungkan dengan struktur
kognitif yang ada pada siswa. Struktur kognitrtite atas fakta-fakta, data, konsep,
proposisi, dalil, hukum, dan teori-teori yang teldikuasai siswa sebelumnya, yang
tersusun membentuk suatu struktur dalam pikirak.ana

4) Komponen media

Media merupakan alat bantu untuk memudahkan datemgaplikasikan isi
kurikulum agar lebih mudah dimengerti oleh anakildidalam proses belajar
mengajar. Ketepatan memilih media merupakan suetyamg dituntut bagi seorang
pendidik, agar proses belajar mengajar bisa tercigmgan baik.

Media mengajar merupakan segala macam bentuk gsznag dan alat yang
disediakan guru untuk mendorong siswa belajar. &8ag di atas mencakup
berbagai bentuk perangsang belajar yang seringutisebagaaudio visua) alat-alat
elektronika seperti mesin pengajaran, filaudio cassettevideo cassattetelevisi,
dan komputer.

5) Komponen evaluasi

Untuk melihat sejauh mana keberhasilan dalam pat@dan kurikulum,
diperlukan evaluasi. Mengingat komponen evaluasihdlmingan erat dengan
komponen lain, maka cara penilaian ini akan memamuujuan kurikulum, materi
atau bahan, serta proses belajar mengajar. Evadaagjat penting, karena hasil

evaluasi menjadi ukuran atas keberhasilan prodambenengajar pada suatu sekolah

92



dan berkaitan erat dengan masa depan anak did&ludsi juga sangat penting untuk
upaya perbaikan dan pembaharuan suatu kurikulum.

Evaluasi ditujukan untuk menilai pencapaian tujtignan yang telah
ditentukan serta menilai proses pelaksanaan mengajeara keseluruhan. Tiap
kegiatan akan memberikan umpan balik, demikian jdgiam pencapaian tujuan-
tujuan belajar dan proses pelaksanaan mengajar.abroplik tersebut digunakan
untuk mengadakan berbagai usaha penyempurnaan d@gk penentuan dan
perumusan tujuan mengajar, penentuan sekuen bghanstategi, dan media
mengajar.

6) Komponen penyempurnaan pengajaran

Hasil evaluasi baik evaluasi hasil belajar, maumwualuasi pelaksanaan
mengajar secara keseluruhan, merupakan umpan ladjk penyempurnaan lebih
lanjut, komponen apa yang disempurnakan, dan bagarpenyempurnaan tersebut
dilaksanakan. Pada dasarnya semua komponen memgafapunyai kemungkinan
untuk disempurnakan. Suatu komponen mendapatkemitgs lebih dulu atau
mendapatkan penyempurnaan lebih banyak, dilihat pranannya dan tingkat
kelemahannya. Penyempurnaan juga dapat dilakukaarasselangsung begitu
didapatkan sesuatu informasi umpan balik, ataunnggahkan sampai jangka waktu
tertentu bergantung pada urgensinya dan kemungkyaan mengadakan
penyempurnaan (Nana Syaodih Sukmadinata, 2010: 113)

Kurikulum dapat mencakup lingkup yang sangat lyagu sebagai program
pengajaran pada suatu jenjang pendidikan, dan gagpmtmenyangkut lingkup yang

sangat sempit, seperti program pengajaran suata peddjaran untuk beberapa jam



pelajaran. Apakah dalam lingkup luas ataupun serkpitkulum membentuk desain
yang menggambarkan pola organisasi dari komponemp&oen kurikulum dengan
perlengkapan penunjangnya.

Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian atau veeisi, kesesuaian
tersebut meliputi dua hal. Pertama kesesuaian aaiarkulum dengan tuntutan,
kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakatlud&ekesesuaian antar
komponen dalam kurikulum, yaitu isi sesuai denggant proses sesuai dengan isi
dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengasepr isi dan tujuan kurikulum.

B. Kgjian Pendlitian yang Relevan

Untuk mengetahui peta penelitian yang terkait dengPendidikan
Kewarganegaraan, serta untuk menunjukkan keashanpénelitian ini, berikut ini
disampaikan kajian penelitian yang relevan.

Pertama Penelitian yang berjudul “Transformasi Gagasan sydeakat
Kewargaan (Civil Society) Melalui Reformasi Pendidikan Kewarganegaraan”,
dilakukan oleh Samsuri, tahun 2010. Penelitiandifkukan di Indonesia, untuk
menggali dan melacak seluruh proses dan produk epgvengan kurikulum
Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan penelitianaiah untuk menemukan upaya
kebijakan pendidikan nasional di Indonesia mentianésikan gagasan masyarakat
kewargaan melalui pengembangan dan implementagiidilean Kewarganegaraan
pada pendidikan dasar dan menengah era reformasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: (1) Gerakaformasi telah
mempengaruhi gagasan konstruksi masyarakat kewar{@aKebijakan pendidikan

sama sekali tidak bisa dipisahkan dari lingkungalitip yang melatarinya, sehingga
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kebijakan pendidikan kewarganegaraan di Indonesigeat kuat dipengaruhi oleh

nilai-nilai dari sistem politik yang tengah berlangg; (3) Transformasi gagasan
masyarakat kewargaan demokratis yang dijabarkaandaieformasi Pendidikan

Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar daengah menekankan kepada
pembentukan kompetensi kewarganegaraan demok$atmssiri, 2010: v).

Kedua Penelitian yang berjudul “Melucuti Serdadu SipKajian tentang
Militerisasi Pendidikan di Indonesia, dilakukan lolem peneliti dari Fisipol UGM
yang diketuai Purwo Santoso, tahun 20@@sil penelitian menemukan, militerisasi
pendidikan mengejawantah dalam berbagai tatargekasspek institusional, sistem
nilai, dan metode. Penelitian ini memfokuskan doada persoalan Resimen
Mahasiswa (Menwa), upacara bendera dan perpelonSedlang pada tataran sistem
nilai diteliti persoalan seputar mata kuliah Keagin (bagi mahasiswa) dan
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau P&Krsiswa sekolah dasar dan
menengah (Purwo Santoso, 2000: 14).

Penelitian menemukan bahwa, dunia pendidikan m&amparena strategis
untuk mereproduksi militerisme. Pendidikan, dalaajigh ini dimaknai sebagai
reproduksi nilai-nilai yang diharapkan menjadi pifzenyangga tegaknya institusi-
institusi sosial. Dengan disisipkannya militerismi@am proses pendidikan, maka
kesadaran akan adanya militerisme justru tidakhtgrl Dengan demikian maka
sesungguhnya masyarakat telah sampai pada tahapkukeeh praktek-praktek
militerisme tanpa menyadarinya.

Hasil penelitian merekomendasikan bahwa, upaya gmbgngan wacana

demiliterisme di dunia pendidikan mempunyai mak@aagy penting dan strategis.



Langkah pertama yang dapat dilakukan tentu sajdaladmemetakan wacana
demiliterisme yang berkembang di dunia pendidik8alah satu cara yang bisa
dilakukan adalah melakukan monitoring secara kohewsif terhadap isu meliterime
tersebut. Monitoring dalam rangka itu dilakukan giem memfokuskan pada lima
item, yaitu Resimen Mahasiswa atau Menwa (aspekniehgaan), mata kuliah
Kewiraan untuk kalangan mahasiswa serta PendidikBancasila dan

Kewarganegaraan untuk kalangan siswa sekolah mehe(aspek materi) serta
upacara bendera dan perploncoan (aspek metode).

Ketiga. Penelitian tentang Pembelajaran Pendidikan Kewagmaan
Dengan ModelProject Citizen dilakukan oleh Nancy Haas tahun 2001. Dalam
Model Project Citizen program pengajaran Pendidikan Kewarganegaraanading
untuk siswa-siswa di sekolah menengah dari kelamehingga kelas sembilan yang
memperkenalkan siswa dengan lapangan kebijakan ikpubModel ini
memperkenalkan siswa dengan persoalan peran ipgghedalam kebijakan publik.
Selain itu, Pendidikan Kewarganegaraan sebagaiigi@ad demokrasi membuat
siswa belajar peran dan tanggung jawab mereka aebagga negara dalam proses
pembuatan dan implementasi kebijakan publik tertsgtaas, 2001: 168).

Melalui model ini para siswa bukan hanya diajakuintnemahami konsep
dan prinsip keilmuan, namun dikembangkan kemampuamumtuk bekerja secara
kooperatif menyelesaikan masalah melalui kegiatlajdér praktik-empirik. Model
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan demyaject Citizen pertama kali
digunakan di California pada tahun 1992 dan kenmudigembangkan menjadi satu

program nasional ole@enter for Civic EducatiofCCE) dan Konferensi Nasional
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Badan Pembuat Undang-Undang Negara pada tahun P8§ject Citizenadalah
satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan
pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraamokihtis yang
memungkinkan dan mendorong keikutsertaan dalam matadean dan masyarakat
sipil. Program ini mendorong para siswa untukiliatl secara aktif dengan
organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakalt sigfuk memecahkan satu
persoalan di sekolah atau di masyarakat guna mahgkscerdasan sosial dan
intelektual yang penting bagi kewarganegaraan destiskyang bertanggung jawab.
Model ini telah diadopsi di berbagai negara sepdibania, Argentina, Brazil,
Cina, Kolumbia, Kroasia, Republik Ceko, Republiknika, Hongaria, Irlandia,
Israel, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Latvia, Lian Macedonia, Meksiko,
Mongolia, Nikaragua, Nigeria, Oman, Palestina, Rdia Rumania, Rusia, Uruguay
dan Indonesia. Di masing-masing negara yang mepgadpaket belajar yang
dikembangkan oleh CCE ini diterjemahkan ke dalamaba nasionalnya masing-
masing dengan adaptasi sebagian dari isinya sdsangan konteks masing-masing
negara tersebut. Seperti dilaporkan oleh masingagaanggota delegasi negara
tersebut dalam”Summer Seminar International Civic Education Pragr di
Palermo, Italia, 17-22 Juni 1999. Paket tersebutys#a bisa diterapkan dan
mendapat sambutan yang luas baik dari dunia pdedeko maupun pemerintah
masing-masing negara, dan pada masing-masing negaedut kini siap memasuki
tahap desiminasi yang lebih luas lagi. Fenomensebert dapat dipahami karena
memang sifat generik dari pak#troject Citizen” yang dikembangkan dari model

pendekatan berpikir kritis atau reflektif sebagaimadirintis oleh John Dewey
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dengan paradigmd@How We Think” atau model Reflective Inquiry(Dasim
Budimansyah, 2009: 10).

Untuk Indonesia, model ini telah diadaptasi menjaddel "Praktik Belajar
Kewarganegaraan, Kami Bangsa Indonesia” (PKKBIgydiujicobakan olelCenter
for Indonesian Civic EducatiofCICED) bekerjasama denga@enter for Civic
Education (CCE), Calabasas, USA dan Kanwil Depdikbud JaweatBpada bulan
Juli 2000-Januari 2001 di enam SMP Negeri di seBandung. Kemudian PKKBI
juga secara nasional dirintis penerapannya olebkizirat Jenderal Pendidikan Dasar
dan menengah melalui Proyek Pendidikan Kewarganagadan Budi Pekerti di 70
SMP dan SMA yang tersebar di 15 propinsi tahun 28002, dan melalui program
kerjasama Depdiknas denga@enter for Civic Education IndonesidCCEl)
diujicobakan pada 250 SMP yang tersebar di 12 pspgada tahun 2002. Dalam
kurun waktu 4 tahun berikutnya (2003-2006) kegiatartisan menjangkau 64
kabupaten/kota dengan cakupan 512 SD, 512 SMP5H2ai5MA. Dengan demikian
dalam kurun waktu 6 tahun, (2001-2006) rintisamhemenjangkau 1.786 sekolah
(SD, SMP, dan SMA). Yang masih perlu digali adakdberapa tinggi tingkat
keberlanjutan dan rintisan tersebut. (Dasim Budsyah, 2009: 12).

KeempatPenelitian yang terkait dengan pendidikan morahalerdilakukan
oleh Wolfgang Althof, Berkowitz dan Marvin di Am&a tahun 2006. Penelitian
mereka berjudulMoral Education and Character Education: Their Re&aship
and Roles in Citizenship EducatiolalamJournal of Moral Educationvolume 35,

Desember 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahvwesaarp sekolah dalam
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membantu perkembangan moral warga negara perlkugitan pada pengembangan
moral yang lebih luas.

Kelima. Masih terkait dengan pendidikan moral adalah pigel yang
dilakukan oleh suatu lembaga di Amerika Serikae What Works Clearinghouse
(WWC) yang mengidentifikasi program-program peiidid untuk mengembangkan
karakter siswa dengan mengajarkan nilai-nilai(core values)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat buldingy meyakinkan
mengenai pengaruh intervensi pendidikan karaktatap perilaku, pengetahuan,
sikap dan nilai, serta prestasi akademienurut Tom Lickona, Eric Schaps dan
Catherine Lewis, ada 11 prinsip pendidikan moralrgkter) yang efektif. Prinsip-
prinsip tersebut, yaitu:

(1) Promotes core ethical values as the basis aidgcharacter. (2) Defines
“character” comprehensively to include thinking,efeng, and behavior. (3)

Uses a comprehensive, intentional, proactive, arfigéctve approach to

character development. (4) Create a caring schamhmunity. (5) Provides

students with opportunities for moral action. ()cludes a meaningful and
challenging academic curriculum that respects aarhers, develops their
character, and help them to succeed. (7) Strivedosier students’ self-

motivation; (8) Engages the school staff as a leayrand moral community

that shares responsibility for character educatand attempts to adhere to the
some core values that guide the education of stadéd) Fosters shared moral
leadership and long-range support of the charaaducation initiative. (10)

Engages families and community members as parinéne character-building

effort. (11) Evaluates the character of the schtw, school staff's functioning
as character educators, and the extent to whichdesits manifest good
character(Lickona, 2003: 2-5).

Sejauh ini penelitian yang terkait Pendidikan Keyasegaraan lebih banyak
bersifat evaluasi praktis, serta kajiannya lebih desi proses belajar mengajar, dan

sistem evaluasinya. Kajian dari sudut politik peliidin belum banyak dilakukan.



Bahkan kajian politik pendidikan merupakan sesyang masih langka di Indonesia.
Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk margtangkaan tersebut.

Penelitian ini hendak mengkaji, "Dinamika Pendidik&ewarganegaraan
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Strdiadap Politik Pendidikan
dan Kurikulum, pada era Orde Lama, Orde Baru,atanReformasi”. Penelitian ini
bersifat deskriptif-historis untuk memahami dinamika Perkhdi Kewarganegaraan pada
pendidikan dasar dan meneng@hieh karena itu penelitian ini penting untuk dillaéua,
agar berkontribusi pada pengembangan Pendidikanat{mmnegaraan di Indonesia
khususnya, dan pengembangan ilmu pendidikan padamoga. Penelitian
Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup tiga rgakni Orde Lama, Orde
Baru, dan Era Reformasi sepengetahuan penelitimbelda yang melakukan oleh
karena itu penelitian ini akan mengisi kekosongasdbut.

Penelitian ini berusaha: (1) Memberikan kontribigshadap pengembangan
teori pendidikan yang terkait dengan Pendidikan &ganegaraan yang tepat bagi
Indonesia, yang selama ini masih sangat dipengarehi kepentingan rezim yang
sedang berkuasa; (2) Memperkuat kajian tentangilpglendidikan yang relatif
masih langka dan belum banyak diminati di Indone¢® Penelitian ini juga
diharapkan dapat merangsang penelitian lain unilakukannya penelitian yang
lebih mendalam dan menyeluruh terhadap Pendidikeewakganegaraan di

Indonesia.
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C. Kerangka Pikir Penelitian

Pendidikan Kewarganegaraan, dalam penelitian imartidan sebagai
keseluruhan program kurikuler untuk jenjang per@idi dasar dan menengah
sebagai upaya mendidik peserta belajar menjadi avarggara yang baik dan
bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa danedmra. Penyebutan

Pendidikan Kewarganegaraan mengalami perubahawdktii ke waktu.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaaan, adalah perkaegalba perubahan,
dan pergeseran Pendidikan Kewarganegaraan di Isdodk@ri waktu ke waktu.
Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan akan dikaprdaiiga kurun waktu, yakni

Orde Lama, Orde Baru, dan era Reformasi.

Orde Lama, adalah suatu era pemerintahan Presideka®o, khususnya
sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnyaek@rno (1959-1966).
Pemerintahan Soekarno berlangsung sejak 1945 saiepgan 1966. Orde Baru,
adalah suatu era pemerintahan Presiden Soehar@6-(B®8). Sedangkan era
Reformasi, meliputi suatu era sejak pemerintahasieen Habibie sampai dengan

saat dilakukannya penelitian ini (1998-2011).

Dinamika Pendidikan Kewarganegaaan di Indoneskmtdsi Pendidikan
Kewarganegaaan pada jenjang Pendidikan Dasar danemdah. Konsep
Pendidikan Dasar dan Menengah, mengacu kepadahdatgéat pendidikan mulai
kelas | sampai kelas Xll. "Pendidikan Dasar” bersatuan pendidikan pada tingkat
Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan di#k Menengah Pertama

(SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs). "Pendidikan Meadri berarti satuan
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pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMAJrasah Aliyah (MA) dan
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Dinamika Pendidik&ewarganegaraan pada

setiap era, akan dikaji dari politik pendidikanndarrikulumnya.

Kurikulum pada era Orde Lama berupa: Rencana Pataj@ekolah Rakyat
(SR) 1947, Kurikulum 1964 dan Kurikulum 1968. Unt&MP, Kurikulum SMP
1962, dan Kurikulum SMP 1967. Sedangkan untuk S#kdenengah Atas (SMA),
mengalami empat kali perubahan yaitu Kurikulum 198261, 1964 dan Kurikulum

1968.

Kurikulum era Orde Baru meliputi: Kurikulum SD d&WP 1968. Kurikulum
SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA 1975. Kurikulum SD/MI, NP/MTs dan
SMA/MA 1984. Serta Kurikulum SD/MI, SMP/MTs, dan $MA 1994.

Kurikulum era Reformasi meliputi: Kurikulum Suplem&D/MI, SMP/MTs
dan SMA/MA 1999. Kurikulum Berbasis Kompetensi (KB&D/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA 2004. Kurikulum Tingkat Satuan PendidikanT{8P) 2006.

Konsep tentang "warganegara yang baik” diperkirdkameser dari waktu ke
waktu. Warga negara yang baik menurut era Orde |Laautikit berbeda dengan era
Orde Baru, begitu juga pada era Reformasi. Iniatktrkarena dikaitkan dengan
kepentingan rezim yang sedang berkuasa. Pendid{lamarganegaraan idealnya
harus mengacu pada kepentingan bangsa dan negawammgmbentuk warga negara
yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila daibW945 dan cita-cita nasional
serta tujuan nasional Indonesia. Kerangka pikirepgan ini dapat disajikan dalam

bagan berikut ini:
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Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan
pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

| T

Orde Lama

A 4

Politik Pendidikan
Orde Lama

A 4

Kurikulum PKn
Orde Lama

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, tapajukan pertanyaan

Orde Baru

A 4

Era Reformasi

A 4

Politik Pendidikan
Orde Baru

Politik Pendidikan
Era Reformasi

A 4

A 4

Kurikulum PKn
Orde Baru

Kurikulum PKn
Era Reformasi

A 4

Warga Negara yang BaiK
Sesuai dengan Zamanny

Gambar 2

Kerangka Pikir Penelitian

penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dinamika politik pendidikan di Indoaetari Orde Lama,

Orde Baru, sampai era Reformasi?
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2. Bagaimanakah dinamika kurikulum Pendidikan Kewaegmmaan pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah sejak Caae Orde Baru, hingga
era Reformasi?

3. Bagaimanakah dinamika makna Pendidikan Kewargaaagarada jenjang

pendidikan dasar dan menengah, dari era Orde L@nda, Baru, hingga era

Reformasi?

104



BAB I11
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Pendlitian

Sebagian besar penelitian ini dilakukan di pemduesdn. Studi pustaka sebagai
metode utama dilakukan di berbagai PerpustakaasatRturikulum, serta Arsip
Nasional. Dokumentasi digunakan untuk memperoldiornmasi tentang politik
pendidikan, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraataganjang pendidikan dasar
dan menengah, serta makna Pendidikan Kewarganegaada era Orde Lama, Orde
Baru, serta era Reformasi. Wawancara sebagai mptidegkap dilakukan terhadap
pakar Pendidikan Kewarganegaraan. Metode wawanaditakukan untuk
mengumpulkan informasi tentang politik pendidikakurikulum Pendidikan
Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar damengah, serta makna

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama,Bawde serta era Reformasi.

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Maret 28d®@pai dengan Agustus
2011, namun berbagai dokumen, dan referensi yangitedengan dinamika
Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia telah ndilkaimpulkan oleh peneliti

jauh sebelum penelitian dimulai.

B. Jenisdan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskripiftoris menggunakan
pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dalapenelitian ini bermaksud
menggambarkan dinamika Pendidikan Kewarganegarada penjang pendidikan

dasar dan menengah di Indonesia sejak Orde Lam@e Baru, hingga era
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Reformasi. Sanapiah Faisal (2001: 20) menyatakahwa penelitian deskriptif
dimaksudkan untuk eksplorasi dan Kklarifikasi mergesuatu fenomena atau
kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan tsjunariabel berkenaan dengan

masalah dan unit yang diteliti.

Penelitian deskriptif-historis, bertujuan merekomissi dinamika Pendidikan
Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan dasar @éaengah di Indonesia sejak
Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Adaagrigngkah yang ditempuh
dalam metode ini, yaitu: (I)euristik, (2) kritik ekstern dan intern, (3) interpretasi,
(4) perumusan fakta dan penyajian pemikiran batanddentuk diskripsi dinamika
Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendiddasar dan menengah di
Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reformasi @i@arey Hockett, 1967: 9).

Berbagai sumber yang dikumpulkan kemudian dikriti&ik ekstern maupun
intern, dan diinterpretasikan, sehingga menghasife&ta sejarahHeuristik adalah
suatu metode untuk menemukan dan mengembangkadertetou dalam suatu ilmu
pengetahuan. lImu harus senantiasa dikoreksi daitikli sehingga dalam berbagai
penelitian harus mampu mengembangkan pemikirankd@mi secara dinamis,
bahkan dapat menemukan kritik atau teori-teori baru

Kritik ekstern adalah kritik yang berkaitan dend@ik sumber, misalnya:
pengarang, bahasa yang digunakan, tulisan, damsébagainya. Kritik intern adalah
kritik isi sumber, misalnya pernyataan dari oramghrg yang mengalami peristiwa
itu, atau pernyataan dari pelaku sejarah. Intespreddalah penafsian terhadap

berbagai hubungan antara sumber yang satu dengdresyang lain, sehingga dapat
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dihasilkan fakta sejarah. Eksplanasi adalah mesialafakta-fakta sejarah yang telah
ditemukan, baik dari segi hubungan sebab-akibdings&eterkaitannya, maupun

segi-segi lainnya yang dimungkinkan dapat menjelatkta-fakta yang telah

terkumpul.

Pendekatan kualitatif menurut Bogdan (1982:dglah suatu pendekatan
penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaegupa kata-kata, catatan yang
berhubungan dengan makna, nilai serta pengertenhlanjut Bogdan menyatakan
(1982: 27), pendekatan kualitatif didasarkan padg: peneliti sendiri sebagai
instrumen kunci; (2) data yang dikumpulkan biasahgaupa kata-kata dan bukan
angka; (3) lebih mementingkan segi proses daripadd; (4) menggunakan analisis
data secara induktif; (5) lebih mementingkan siifdt dasar dari data yang
berhubungan dengan makna. Penelitian ini juga mera@n pendekatan emik,
yakni suatu interpretasi kebermaknaan oleh sulseita pemahaman tentang realita
kehidupan sesuai dengan pemahaman dari subjekditeidi sebagai pelaku aktif

dari kehidupan sosial budayanya.
C. Subjek Pendlitian

Penentuan subjek penelitian dilakukan denganmamgosive yaitu pemilihan
subjek secara sengaja oleh peneliti berdasarkagrikriatau pertimbangan tertentu
(Sanapiah Faisal, 2001: 67). Adapun kriteria yarigntlkan oleh peneliti bahwa
subjek yang dipilih adalah mereka yang memiliki lKEan dan spesialisasi
Pendidikan Kewarganegaraan serta memahami betdid#ean Kewarganegaraan di

jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dengan @emiilasil wawancara akan
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dapat digunakan sebagai bahan validasi serta mekdedik data dari dokumen.

Berikut ini adalah para narasumber yang diwawaicara

1. Prof. Dr. Udin S. Winataputra, wawancara 6 Agu&0s1 di Hotel Inna Garuda
Yogyakarta. Beliau adalah guru besar PKn Univessifarbuka, Jakarta dan
Universitas Pendidikan Bandung.

2. Dr. Armaidy Armawi, wawancara 8 Juli 2011 di Pasecmsia UGM. Beliau
adalah dosen Fakultas Filsafat dan Pascasarjana. W@ptodi S2 Ketahanan
Nasional UGM. Tim pengembang PKn Dikti. Penatar PKkti.

3. Prof. Dr. Husain Haikal, wawancara 7 Juli 2011 utudan Sejarah, FISE, UNY.
Beliau adalah guru besar sejarah, di Prodi limaraéj UNY.

4. Dr. Samsuri, wawancara 11 Desember 2010 di Kampnowweksitas Negeri
Yogyakarta. Beliau adalah doktor dengan spesialisdendidikan
Kewarganegaraan dari UPl Bandung. Tim pengembamgligikan Karakter
UNY. Disertasi dan karya ilmiahnya banyak terka@hdan PKn.

5. Muchson AR, M.Pd. Wawancara 15 Desember 2010 dakesh pribadi. Beliau
adalah dosen senior di Jurusan PKn, FISE, UNY. peangembang kurikulum
PKn di Pusat Kurikulum Balitbang dan Direktorat deral Pendidikan Dasar dan
Menegah. Tim pengembang silabus PKn Dikmenum daR.SIMn pengembang
instrumen penilaian buku PKn BSNP. Supervisor lpemiuku PKn di BSNP.
Trainer dalam TOT PKn nasional. Mantan guru PKn S8éfak era Orde Baru.
Tim penilai buku PKn di Pusat Perbukuan Diknas.efss sertifikasi guru PKn
DIY dan Jateng. Instruktur PLPG guru PKn DIY datedg.

6. Ekram Pawiroputro, M.Pd. Wawancara 20 DesembelO 26i1 hotel Istana
Bungur Jakarta. Beliau adalah dosen senior di darB&n, FISE, UNY. Pengajar
mata kuliah "Kajian Buku Teks dan Kurikulum PKndirusan PKn UNY. Tim
pengembang kurikulum PKn di Pusat Kurikulum Balithadan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah. Trainemd&@T PKn nasional. Tim
pengembang Pendidikan Anti Korupsi Dikdasmen. Bmaidalam TOT PKn
nasional. Tim penilai buku PKn di Pusat Perbukuakn&s. Assesor sertifikasi
guru PKn DIY dan Jateng. Instruktur PLPG guru PKN Ban Jateng.

7. Cholisin, M.Si. Wawancara 1 Desember 2010 di kampuasversitas Negeri
Yogyakarta. Beliau adalah dosen senior di Jurd®an, FISE, UNY.Pengajar
mata kuliah Ilmu Kewarganegaraan di Jurusan PKn UNt dalam tim
pengembangan kurikulum PKn di Pusat Kurikulum Balitg dan Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar dan Menegah. Trainemd&@T PKn nasional. Tim
pengembang Pendidikan Karakter di UNY. Aktif mesutlan meneliti yang
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terkait dengan PKn pada jenjang pendidikan dasar mianengah. Assesor
sertifikasi guru PKn DIY dan Jateng. Instruktur FL.Buru PKn DIY dan Jateng.

D. Pengumpulan Data Dokumentasi

Penelitian ini memakai studi pustaka sebagai metad@ma. Studi
kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan denganrginventarisir, meneliti atau
menguji bahan-bahan tertulis baik berupa buku-bekerensi, peraturan perundang-
undangan yang terkait, jurnal, majalah, surat kedenta bahan tertulis lainnya yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dahurgang diteliti berupa: (1)
Dokumen kebijakan pendidikan di Indonesia yang airkdengan Pendidikan
Kewarganegaraan, era Orde Lama, Orde Baru, daRefcamasi. Dokumen tersebut
berupa: UUD, Ketetapan MPR, Undang-undang, Pemat®emerintah, Keputusan
Presiden, Keputusan Menteri dan lain-lain, yang saeninkan politik pendidikan
dari rezim yang sedang berkuasa. (2) Dokumen Kkumku Pendidikan
Kewarganegaraan untuk sekolah dasar, sekolah dmnjpertama, dan sekolah
lanjutan atas sejak Orde Lama, Orde Baru, hinggakidum terbaru di era
Reformasi. (3) Berbagai buku referensi yang ditdleh para ahli yang terkait
dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesik $@jde Lama hingga era
Reformasi. (4) Berbagai jurnal, majalah, surat kabaku ajar, bahan penataran yang

terkait Pendidikan Kewarganegaraan sejak Orde Llangga era Reformasi.

Berikut ini disampaikan daftar buku yang menjadukan penelitian yang
terkait dengan Politik pendidikan di Indonesia. lalmbuku ada 26 buah, ditulis oleh

para ahli, adapun rinciannya sebagai berikut:
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Tabel 2

Daftar Buku yang Menjadi Rujukan Penelitian
“Politik Pendidikan”

Judul Buku

Penulis

Penerbit

Politik Pendidikan Nasional
(Pergeseran Kebijakan Pendidikan
Agama Islam dari Praproklamasi ke
Reformasi).

Abdul Rachman
Assegaf (2005).

Yogyakarta:Pernerbit Kurnia
Kalam.

2 Paradigma Pembangunan Pendidika#\ce Suryadi (2009). | Bandung: Widya Aksara
Nasional. Press.
3 Pendidikan dari Masa ke Masa. Ahmadi. A (1987).| Bandung: Penerbit
CV Armico.
4 Konfigurasi Politik Pendidikan Ali Mahmudi Amnur | Yogyakarta: Pustaka Fahimg.
Nasional. (2007).
5 Memahami Pendidikan dan limu Arif Rohman (2009). | Yogyakarta: Laksbang
Pendidikan. Mediatama.
6 Kebijakan-kebijakan Pendidikan di | Ary H. Gunawan Jakarta:Bina Aksara.
Indonesia. (1986).
7 Paradigma Pendidikan Nasional: Azyumardi Azra Jakarta:Penerbit Buku
Rekonstruksi dan Demokratisasi. (2006). Kompas.
8 Politik Pendidikan Penguasa. Benny Susetyo Yogyakarta: Penerbit LkiS.
(2005).
9 Pendidikan Antisipatoris. Buchori, Mochtar | Yogyakarta: Kanisius.
(2002).
10 | Pendidikan Pada dan Setelah Krisig: Darmaningtyas Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis| (1999).
11 | Pendidikan yang Memiskinkan. Darmaningtyas Yogyakarta: Penerbit
(2004). Galang Press.
12 | Lima Puluh Tahun Perkembangan | Djojonegoro, Jakarta: Departemen P dan
Pendidikan di Indonesia. Wardiman, dkk.
(1995).
13 | Sejarah Pendidikan. Djumhur, | dan Bandung: CV limu.
Danasuparta (1976).
14 | Kebijakan Pendidikan di Indonesia | Hadari Nawawi dan | Yogyakarta: Gadjah Mada
Ditinjau dari Sudut Hukum. Mimi Martini (1994). | University Press.
15 | Tinjauan Politik Mengenai Sistem | Kartini Kartono Jakarta: PT Pradnya
Pendidikan Nasional. (1977). Paramita.
16 | Pendidikan Sebagai Sistem Mangunpranoto, Jakarta: Yayasan ldayu.
Perjuangan Kemerdekaan Indonesia.Sarino (1976).
17 | Tujuan Pendidikan Indonesia: Suat{i Mirwan Agus (1989). | Yogyakarta: Biro Penerbitan
Tinjauan Filosofis. Fakultas Tarbiyah IAIN
Sunan Kalijaga.
18 | Menggugat Pendidikan Indonesia. Moh Yamin (2009) Yogyakarta: Penerbit Ar-
Ruzz Media.
19 | Politik Pendidikan: Dinamika Jakarta: PT Rajagrafindo
Hubungan Antara Kepentingan M. Sirozi. (2005) Persada.
Kekuasaan dan Praktik
Penyelenggaraan Pendidikan.
20 | Pendidikan Nasional (Pengantar). Medan: Proyek Peningkatan

Napitupulu (1976).

Pengembangan Perguruan
Tinggi IKIP.
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21 | Antonio Gramsci: Negara dan Nezar Patria dan Andi Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Hegemoni. Arief (1999).

22 | Situasi Pendidikan di Indonesia Onny S Prijono dan | Jakarta: Yayasan Proklamasi
(1968-1978) Langkah-langkah AMW Pranarka Centre For Strategic and
Kebijaksanaan. (1980). International Studies.

23 | ldeologi-ideologi Pendidikan. O’Neil, Williaf Yogyakarta: Pustaka Pelajar].

(2001).

24 | Limapuluh Tahun Pembangunan Tilaar, H.A.R. (1996).| Jakarta: PT Gramedia
Pendidikan Nasional 1945-1995: Widiasarana Indonesia.
Suatu Analisis Kebijakan.

25 | Kekuasaan dan Pendidikan. Tilaar, H.A.R. (20g3Magelang: Penerbit

Indonesia Tera.
26 | Sejarah Pendidikan Nasional. Yulius Adi Utomo | Semarang: Penerbit Don
(1981). Bosco.

Berikut ini adalah daftar buku serta dokumen kuuku yang menjadi
rujukan penelitian yang ada kaitannya dengan “DikanKurikulum Pendidikan
Dasar dan Menengah”. Jumlah buku dan dokumen tgrsefuruhnya ada 24 buah.

Adapun rinciannya sebagai berikut:
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Tabel 3

Daftar Buku yang Menjadi Rujukan Penelitian
“Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah”

No Judul Buku Penulis Penerbit

1 Prinsip dan Landasan PengembangaNana Syaodih S (1988). | Jakarta:

Kurikulum. P2LPTK Ditjen Dikti
Depdiknas.

2 Standar Operasional Prosedur (SOPDepartemen Pendidikan | Jakarta:
Pengembangan Silabus Berbasis | Nasional (2002). Ditdikmenum.Ditjen.
Kemampuan Dasar Siswa Sekolah Dikdasmen.

Menengah Umum (SMU) Mata Depdiknas. RI.
Pelajaran Kewarganegaraan.

3 Kurikulum 2004: Pedoman Penilaian Departemen Pendidikan | Jakarta: Departemen
Kelas. Nasional (2004). Pendidikan Nasional.

4 Kurikulum SMA 1962. Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.

dan Kebudayaan(1962).

5 Kurikulum Pendidikan Sekolah Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
Dasar 1968a. dan Kebudayaan(1968).

6 Rencana Pendidikan SMP Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
1968b. dan Kebudayaan(1968).

7 Rencana Pendidikan SMA Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
1968c. dan Kebudayaan(1968).

8 Pedoman Kerja Sekolah Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
Pendidikan Guru. dan Kebudayaan(1969).

9 Kurikulum Sekolah Menengah Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
Atas 1975a: Buku | Ketentuan- dan Kebudayaan(1975).
ketentuan Pokok

10 | Kurikulum Sekolah Menengah Departemen Pendidikan | Jakarta: BalaiPustaka.
Atas 1975b: Buku Il B Bidang Studi| dan Kebudayaan (1975).

Pendidikan Moral Pancasila.

11 | Kurikulum Sekolah Menengah Atas| Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
1975c: Buku Il Pedoman Evaluasi. | dan Kebudayaan (1975).

12 | Konsep dan Strategi Pendidikan Departemen Pendidikan | Jakarta: P2LPTK.
Moral Pancasila di Sekolah dan Kebudayaan (1976).

Menengah.

13 | Kurikulum SMA 1975 Buku I: Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
Ketentuan-ketentuan Pokok. dan Kebudayaan (1976).

14 | Penjelasan Ringkas tentang Departemen Pendidikan | Jakarta: Dirjen Dasmen
Buku Pendidikan Moral Pancasila. | dan Kebudayaan (1982).

15 | Perkembangan Pendidikan Dasar daBepartemen Pendidikan | Jakarta: Dikdasmen,
Menengah Tahun 1945-1999. dan Kebudayaan (1992). | Depdikbud.

16 | Kurikulum 1994 Pendidikan Dasar | Departemen Pendidikan | Jakarta: Balai Pustaka.
dan Pendidikan Menengah. dan Kebudayaan (1993).

17 | GBPP PPKn Suplemen 1999. Departemen PendidikanJakarta: Depdikbud.

dan Kebudayaan (1999).
18 | Pedoman khusus Pengembangan | Direktorat Pendidikan Jakarta: BP. Dharma

Sistem Penilaian Berbasis

Lanjutan Pertama Ditjen

Kompetensi Mata Pelajaran

Dikdasmen Depdiknas

Bhakti.
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Pendidikan Kewarganegaraan. (2004).
19 | Pedoman Khusus Pengembangan | Direktorat Pendidikan Jakarta: BP. Dharma
Silabus dan Penilaian Mata PelajararlMenengah Umum Ditjen | Bhakti.
Pendidikan Kewarganegaraan. Dikdasmen Depdiknas
(2004).
20 | Pelaksanaan Kurikulum Berbasis | Pusat Kurikulum Balitbang| Jakarta: Balitbang
Kompetensi. Depdiknas (2002). Depdikbud.
21 | Standar Kompetensi Bahan Pusat Kurikulum Balitbang| Jakarta: Pusat
Kajian. Depdiknas (2003a). Kurikulum Balitbang
Depdiknas.
22 | Standar Kompetensi Mata Pusat Kurikulum Balitbang| Jakarta: Pusat
Pelajaran Pengetahuan Sosial SD dabepdiknas (2003b). Kurikulum Balitbang
MI. Depdiknas.
23 | Standar Kompetensi Mata Pusat Kurikulum Balitbang| Jakarta: Pusat
Pelajaran Kewarganegaraan SMA dabepdiknas (2003d). Kurikulum Balitbang
MA. Depdiknas.
24 | Kurikulum 2004: Naskah Akademik Pusat KurikulBalitbang | Jakarta: Pusat
Depdiknas (2003e) Kurikulum Balitbang
Depdiknas.

Buku-buku serta dokumen yang menyangkut “Dinamikandidikan
Kewarganegaraan”, seluruhnya berjumlah 32 buah.pédarinciannya sebagai
berikut:
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Tabel 4

Daftar Buku yang Menjadi Rujukan Penelitian
“Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan”

1

No Judul Bukt Penuli Penerbi

1 Pendidikan Kewarganegaraan (Dalam | Abdul Azis Wahab Bandung: Pedagogiana Press.
IlImu dan Aplikasi Pendidikan). (2007).

2 Belajar Civic Education dari Amerika.Branson, M.S (1999). | Yogyakarta: Lembaga Kajian
(Terjemahan Islam dan Sosial (LKIS) dan The
Syafruddin, dkk.). Asia Foundation.

3 Kami Bangsa Indonesia: Buku Panduan| Center for Civic Jakarta: CCE Indonesia.

Guru Education (2003)

4 Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Daroeso, Bambang Semarang: Aneka limu.
Pancasile (1988)

5 Pendidikan Kewarganegaraan dabPasim Budimansyah Bandung: Prodi PKn SPS UPI
Masyarakat Multikultural. dan Suryadi, K (2008). | Press.

6 Inovasi Pembelajaran: Project Citizen. | Dasim Budimansyah Bandung: Sekolah Pascasarjan
Program Studi Pendidikan (2009). UPI, Bandung.
Kewarganegaraan.

7 Membangun Karakter Bangsa di Tengalh Dasim Budimansyah Bandung : Prodi PKn SPS UPI
Arus Globalisasi dan Gerakan Demokrasi(2009). Press.

8 Membangun Bangsa Melalui Pendidik | Dedi Supriadi (2005 Bandung: Penerbit Rosdakal

9 Pendidikan Karakter, Strategi Mendidik | Doni Koesoema (2007).| Jakarta: Penerbit Grasindo.
Anak di Zaman Global.

10 Sejarah Ketatanegaraan Republik Joeniarto (1990). Jakarta: BumiAksara.
Indonesia.

11 | Cakrawala Baru Kewarganegaraan Kalidjernih, F.K. (2007).| Jakarta: Regina.

Indonesie

12 | Pendidikan Kewarganegaraan di Kansil, C.S.T. dan Jakarta: Penerbit Pradnya

Perguruan Tinggi. Christine S.T. Kansil Paramita.
(2005)

13 | Panduan Pengajaran Pendidikan PancgsHKasasih Djahiri, dkk. Jakarta: Balai Pustaka.
dan Kewarganegarai (1997)

14 | Menelusuri Perkembangan Pendidikan | Kuntoro, Sodik A. Pidato Pengukuhan Guru Besar|
Nasional di (1997). IKIP Yogyakarta.

Indonesia: Peran Pendidikan bagi
Integritas Bangsa.
15 Dinamika Tatanegara Indonesia: Mahendra, Yusril lhza | Jakarta: Gema Insani Press.
Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi (1996).
Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian.
16 | Pendidikan Kewarganegaaan di Perguriidfiansoer, Jakarta: Dirjen Dikti.
Tinggi sebagai Dasar Nilai dan Pedoman Hamdan ( 2005).
Berkarya bagi Lulusan.
17 | Politik Hukum di Indonesia. Moh Mahfud MD Jakarta: Rajawali Pers PT Raja
(2010) Grafindo Persad
18 Pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah. NumaraBom Bandung: IKIP Bandung.
(1969).
19 | Metode Pengajaran Civics. Numan Somantri Bandung: IKIP Bandung.
(1972).
20 | Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS. NumannB&®ma Bandung: Remaja Rosda Karya
(2001)
21 | Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi. Redaksi Sketsad Surabaya: Penerbit Grip.
(1961).
22 | Transformasi Gagasan Masyarakat Bandung: Sekolah Pasca Sarjana.

Kewarganegaraan Melalui Reformasi

Samsuri (2010).
sia

Pendidikan Kewarganegaraan di Indone
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(Studi Pengembangan Kebijakan
Pendidikan Kewarganegaraan pada

Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Era Reformasi).
23 | Aku Warga Negara Indonesia. Simorangkir dkk. Jakarta: Gunung Agung.
(1969).

24 Pendidikan Kewarganegaraan. Supriatnoko (2008).| Jakarta: Penerbit Penaku.

25 Pendidikan Nasional Menuju Masyarakat Suryadi, Ace dan Bandung: Penerbit Genesindo.
Indonesia Baru. Budimansyah, D (2008)

26 Dasar dan Konsep Pendidikan Pancasilg. Sodndrjbgjir dan | Yogyakarta:Laboratorium

Cholisin (1989 Jurusan PMP dan K

27 Metode Mengajar Civics. Somantri, Nu'man Jakarta: Erlangga.

(1976).

28 Manusia dan Masyarakat Baru IndonesiaSupardo dkk. (1962). Jakarta: Balai Pustaka.
(Civics).

29 Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakafilaar, H.A.R. (1999). Bandung: Remaja
Madani Indonesia: Strategi Reformai Rosdakarya.

Pendidikan.

30 | Transformasi Bangsa Menuju Masyarakalim nasional reformasi | Jakarta: Arsip dokumentasi

Madani. menuju masyarakat Sekjen DPR RI.
madani (1999).

31 | Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan | Udin S. Winataputra Bandung: Program
Sebagai (2001). Pascasarjana UPI.
Wahana Pendidikan Demokrasi
(Disertasi).

32 Kewarganegaraan Indonesia: dari Winarno (2009). Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sosiologis Menuju Yuridis.

Selain buku dan dokumen ada pula jurnal yang #ligadrujukan dalam

penelitian ini, jurnal tersebut adalah sebagaikiori

Tabel 5

Daftar Jurnal yang Menjadi Rujukan Penelitian
“Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan”

No Judul Buku Penulis Penerbit

1 Pendidikan Kewarganegaraan ParadigmaMuchson Yogyakarta: Jurnal
Baru dan Implementasinya dalam Abdurrahman (2004). | Civic, Vol. 1 Nomor1,
Kurikulum Berbasis Kompetensi. Jurusan PKn. H, FISE

UNY.

2 Dimensi Moral dalam Pendidikan Muchson Yogyakarta: Jurnal

Kewarganegaraan. Abdurrahman (2009). | Civics, Vol. 6, Nomor
1, Jurusan PKn. H,
FISE UNY.

3 Pendidikan Kewarganegaraan Winarno (2006). Yogyakarta: Jurnal
Persekolahan: Standar Isi dan Civics, Vol. 3, Nomor
Pembelajarannya. 1, Jurusan PKn.H,

FISE, UNY.
4 Konsolidasi Demokrasi Melalui Cholisin (2004). Yogyakarta: Jurnal

Pengembangan Karakter
Kewarganegaraan.

Civics, Vol. 1 Nomor 1.
Jurusan PKn.H, FISE,
UNY.
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Sedangkan makalah juga menjadi rujukan peneliiagumlahnya ada 2
buah. Selengkapnya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Daftar Makalah yang Menjadi Rujukan Penelitian
“Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan”

No Judul Buku Penulis Penerbit
1 Pemikiran ke Arah Rekayasa Ace Suryadi dan Paper The International Seminar:
Kurikulum Pendidikan Somantri (2000). The Need for New Indonesian
Kewargnegaraan. Civic Education March 29, 2000,
at Bandung.
2 PPKn Paradigma Baru dan Cholisin (2003). Makalah disampaikan pada
Pengembangannya dalam KBK. Training of Trainer (ToT) Guru
SLTP Mata Pelajaran PPKn, di
Surakarta.

E. Instrumen Pendlitian

Menurut Soegiyono (2006:172) dalam penelitian katfi yang menjadi
instrumen adalah peneliti sendiri. Kisi-kisi pedomwvawancara dan kisi-kisi untuk
pedoman memperoleh data dokumentasi dibuat olelelipedengan bimbingan

promotor. Berikut ini adalah kisi-kisinya:

1. Kisi-kisi untuk pedoman wawancara
Bagaimanakah Pendidikan Kewarganegaraan pada deRjandidikan Dasar dan
Menengah pada Era Orde Lama?

1. Gambaran singkat tentang era Orde Lama.

2. Situasi Politik pada era Orde Lama.

3. Politik Pendidikan era Orde Lama.

4. Kurikulum pendidikan dasar dan menegah pada era Qeina (Rencana

Pelajaran SR 1947, Kurikulum SD 1964, Rencana &waaj SMP 1947,
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Kurikulum SMP 1962, Rencana Pelajaran SMA 1947 jkilum SMA 1952,

1961, 1964).

5. Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidi&ksar dan menengah di

era Orde Lama (visi, misi, tujuan, substansi, &eimuan, dan strateginya)

Bagaimanakah Pendidikan Kewarganegaraan pada deRjandidikan Dasar dan

Menengah pada Era Orde Baru?

1.

2.

Gambaran singkat tentang era Orde Baru.

Situasi Politik pada era Orde Baru.

Politik Pendidikan era Orde Baru.

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah pada Eda Baru (1968, 1975,
1984, dan 1994).

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidi&asar dan menengah di

era Orde Baru (visi, misi, tujuan, substansi, &a@imuan, dan strateginya).

Bagaimanakah Pendidikan Kewarganegaraan pada geRjandidikan Dasar dan

Menengah pada Era Reformasi?

1.

2.

Gambaran singkat tentang Era Reformasi.

Situasi Politik pada Era Reformasi.

Politik Pendidikan Era Reformasi.

Kurikulum pendidikan dasar dan menegah pada erarReski (Kurikulum
Suplemen 1994, KBK 2004, dan KTSP 2006).

Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidiksar dan menengah di

era Reformasi (visi, misi, tujuan, substansi, da@imuan, dan strateginya)
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2. Kisi-kis untuk memper oleh data dokumentasi

Tabel 7

Kisi-kisi untuk Memperoleh Data Dokumentasi

Rumusan Masalah Tujuan Penelitign Dokumen Sumber
Yang Diperlukan Dokumen
Bagaimanakah Mendeskripsikan Gambaran singkat tentang erpa1. Buku yang ditulis
Pendidikan Pendidikan Orde Lama. para ahli.
Kewarganegaraan | Kewarganegaraan Situasi Politik pada era Orde | 2. Peraturan
pada jenjang pada era Orde Lama. perundang-
pendidikan dasar Lama dikaji dari Politik Pendidikan era Orde undangan.
dan menengah pada politik pendidikan Lama. 3. Dokumen
era Orde Lama? dan kurikulumnya Kurikulum pendidikan dasar kurikulum.
dan menegah pada era Orde| 4. Jurnal.
Lama (Rencana Pelajaran SR 5. Laporan hasil
1947, Kurikulum SD 1964, penelitian.
Rencana Pelajaran SMP 1947 6. Majalah.
Kurikulum SMP 1962, 7. Surat kabar.
Rencana Pelajaran SMA 194y,
Kurikulum SMA 1952, 1961,
1964).
PKn pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah di era
Orde Lama (visi, misi, tujuan,
substansi, akar keilmuan, dar
strateginya).
Bagaimanakah Mendeskripsikan Gambaran singkat tentang erp1. Buku yang ditulis
Pendidikan Pendidikan Orde Baru. para ahli.
Kewarganegaraan | Kewarganegaraan Situasi Politik pada era Orde | 2. Peraturan
pada jenjang pada era Orde Baru. perundang-
pendidikan dasar Baru dikaji dari Politik Pendidikan era Orde undangan.
dan menengah pada politik pendidikan Baru. 3. Dokumen
era Orde Baru? dan kurikulumnya. Kurikulum pendidikan dasar kurikulum.
dan menengah pada Era Orde4. Jurnal.
Baru (1968, 1975, 1984, dan| 5. Laporan hasil
1994). penelitian.
Pendidikan Kewarganegaraan 6. Majalah.
pada jenjang pendidikan dasar7. Surat kabar.

dan menengah di era Orde
Baru (visi, misi, tujuan,
substansi, akar keilmuan, dar
strateginya).

Bagaimanakah
Pendidikan
Kewarganegaraan
pada jenjang
pendidikan dasar
dan menengah padd
era Reformasi?

Mendeskripsikan
Pendidikan
Kewarganegaraan
pada era Reformas
dikaji dari politik
pendidikan dan
kurikulumnya.

Gambaran singkat tentang Enal.

Reformasi.

Situasi Politik pada Era
Reformasi.

Politik Pendidikan Era
Reformasi.

Kurikulum pendidikan dasar
dan menegah pada era
Reformasi (Kurikulum
Suplemen 1994, KBK 2004,
dan KTSP 2006).

PKn pada jenjang pendidikan
dasar dan menengah di era
Reformasi (visi, misi, tujuan,
substansi, akar keilmuan, dar

2.

strateginya).

Buku yang ditulis
para ahli.
Peraturan
perundang-
undangan.
Dokumen
kurikulum.
Jurnal.
Laporan hasil
penelitian.
Majalah.
Surat kabar
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F. Teknik Pemeriksaan K eabsahan Data

Data yang telah terkumpul terlebih dahulu dilakukeerifikasi. Dalam
penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan datargiuh melalui konfirmasi antar
dokumen, komfirmasi hasil wawancara antar informdan konfirmasi antara

dokumen dengan hasil wawancara.
G.Teknik Analisis Data.

1. Reduksi Data

Data yang dihasilkan dari wawancara dan dokursentzerupakan data
mentah yang masih bersifat acak dan kompleks. Umtiwkpeneliti melakukan
pemilihan data yang relevan dan bermakna serta mnamgnjawab permasalahan

penelitian, selanjutnya data disederhanakan.
2. Unitisas dan Kategorisasi

Data yang telah dipilih dan disederhanakan teftskbmudian disusun secara
sistematis ke dalam suatu unit-unit sesuai dengtt masing-masing dengan
menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan pentidgri unit-unit data yang telah
terkumpul dipilah-pilah kembali dan dikelompokkasgai dengan kategori yang ada

sehingga dapat memberikan gambaran yang jelasakitipenelitian.
3. Display Data

Pada tahap ini peneliti menyajikan data yandtdieeduksi ke dalam laporan
secara sistematis. Data disajikan dalam bentulsnbesupa informasi mengenai hal-

hal yang terkait dengan dinamika Pendidikan Kewaggaraan pada jenjang
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pendidikan dasar dan menengah, era Orde Lama, Bade serta era Reformasi.

Pada setiap era akan ditinjau dari sudut politikdodikan dan kurikulum.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah diproses dengan langkah-langkpbrs di atas, kemudian
ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakaetode induktif yang
berangkat dari hal-hal yang khusus untuk memperdéiesimpulan umum yang
objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikas dengan cara melihat kembali
pada hasil reduksi dan display data sehingga kesampyang diambil tidak

menyimpang dari permasalahan penelitian.
H. Sistematika Disertasi

Secara garis besar disertasi ini terdiri daoeb. Bab 1 pendahuluan, berisi:
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuaglife@m, manfaat penelitian, serta
definisi operasional.

Bab 2 kajian pustaka, berisi: kajian teori, &ajipenelitian yang relevan,
kerangka pikir penelitian, dan pertanyaan penalitiéajian teori meliputi 4 hal yaitu:
pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraanlitikpopendidikan, dan
kurikulum.

Bab 3 metode penelitian, berisi: tempat dan wakénelitian, jenis dan
pendekatan penelitian, subjek penelitian, metodegpapulan data, instrumen
penelitian, teknik pemeriksaan keabsahan datajkelralisis data, dan sistematika
disertasi.

Bab 4 hasil penelitian, berisi: (1) Setting kiklpan sosial politik Orde Lama,
Orde Baru, dan era Reformasi. (2) Dinamika PoRéndidikan di Indonesia sejak
Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. (3) Dinankilrikulum pendidikan dasar
dan menengah dari Orde Lama, Orde Baru, samp&efmamasi. (4) Dinamika PKn
sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga ReformasiPé&hbahasan dinamika PKn dan

pengembangan pemikiran PKn ke depan.

Bab 5 kesimpulan, berisi: (1) kesimpulan; (2) ekéli; (3) dan rekomendasi.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Setting Kehidupan Sosial Politik Orde Lama, Orde Baru, dan era
Refor mas

1. OrdeLama

Tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia resmi berdiragabnegara merdeka.
Pemerintah Republik Indonesia segera dibentuk kdirfa pada tanggal 18 Agustus
sehari setelah proklamasi dilakukan. Soekarno #&trngebagai presiden (1945-1967)
dan Hatta sebagai wakil presiden (1945-1956). Samémantikan pemilihan umum,
yang dalam kenyataan baru terlaksana tahun 195%a nd#tunjuklah Komite

Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantuiékeas

Dengan berdirinya negara kebangsaan Indonesia adeyustus 1945 dan
berlakunya Undang-undang Dasar Republik Indonediant 1945, satu hari setelah
proklamasi kemerdekaan maka secara resmi sistemerpganan kolonial
dihapuskan dan diganti dengan sistem pemerintaly yhtentukan oleh bangsa
sendiri. Antara tahun 1945-1950 negara Indonesig Yearu berdiri tersebut masih
menghadapi perang mempertahankan kemerdekaan.gHerarerdekaan Icfash )
terjadi tahun 1947 dan selanjutnya perang kemeedekk (clash Il terjadi pada
Desember 1948. Pada tahun 1950 pedagh |danclash Il sudah berakhir, tetapi
perjalanan negara kebangsaan Indonesia juga belemcapai kestabilan. Konflik
politik dan ideologis yang sudah ada sejak bergirinegara kebangsaan berkembang
menjadi masalah nasional yang mendorong perpedatsatuan nasional. Problem

besar yang menjadi sumber konflik nasional menbeberapa ahli adalah bersumber
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dari penentuan arah sistem polittk macam apa ydpgkd sesudah Indonesia

merdeka (Shiraishi Takhasi, dalam Sodiq A Kunt@@)7: 158).

Sebenarnya sejak berdirinya Republik Indonesialsutitetapkan satu sistem
politik nasional yaitu negara Republik Indonesiangadidasarkan pada ideologi
Pancasila. Tetapi pertentangan terjadi antara kedmideologi yang ingin
memasukkan pengaruh ideologinya pada sistem pokikegaraan tersebut.
Kelompok nasionalis, agama, dan komunis mempumy@rpretasi yang berbeda
mengenai Pancasila dan berusaha membawa Pancasaai s dengan

kepentingannya.

a. Kondis Sosial Politik Indonesia Tahun 1945-1950
Sebulan setelah Indonesia diproklamasikan, sisemepntahan parlementer
berlaku di Indonesia, padahal UUD 1945 tidak mendhki demikian. Menurut

Husain Haikal:

Hal ini ditunjang dengan adanya pengumuman pena¢righng memberikan
kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan pattdk, yang mendapat
sambutan antusias dari rakyat. Secara politis lgmblegislatif sebagai

pembawa aspirasi rakyat adalah Komite Nasionalieda Pusat. Dilihat dari
segi historis, maka kehidupan partai-partai politiksebenarnya bermula dari
penjajahan Belanda dan Jepang. Namun pada awahds@omengenyam
kemerdekaan, tampaknya konsentrasi seluruh masyarakhadapkan

sepenuhnya terhadap aksi-aksi militer dan politsaBda untuk menguasai
kembali Indonesia, sehingga segenap potensi rakilegrahkan untuk

mensukseskan revolusi bersenjata ini. (wawancatali 2011).

Sistem parlementer ini merupakan produk dari MalduWvakil Presiden No.
X, 16 Oktober 1945. Pengumuman Badan Pekerja, ¥&mber 1945 dan Maklumat

Pemerintah 14 November 1945 menyatakan bahwa tagggwab politik terletak
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ditangan menteri. Hal ini dipertahankan praktis gaindikeluarnya Dekrit Presiden 5
Juli 1959 yang mencabut UUDS 1950 dan menetapkarb&ke UUD 1945 sebagai

UUD negara.
b. Kondisi Sosial Palitik Indonesia Era Demokrasi Liberal (1950-1959)

Pada periode demokrasi liberal berkembang sistenlitikpoyang
mengutamakan kebebasan individu, mengikuti demokraxlel Barat. Menurut
Armaidy Armawi:

Sistem pemerintahannya mengikuti pemerintahan paréer yang
meletakkan presiden hanya sebagai kepala negaraukam sebagai kepala
pemerintahan. Sedangkan tanggung jawab pemerintdardi tangan para
menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. $wiakn demokrasi
liberal menimbulkan ketidakstabilan politik, kearaan dan juga ekonomi
sebab kabinet sering berganti sehingga programrmogemerintah tidak
dapat dilaksanakan secara baik. (wawancara, 20uli).

Persaingan secara terbuka antar partai sangatr&etgam panggung politik
nasional, masing-masing berusaha untuk mencapaicitit politiknya. Sehingga
dalam Pemilu yang pertama sejak Indonesia diprakkam sangat banyak partai
yang menjadi kontestan pemilu. Sistem banyak panitdierakibat kabinet baru yang
akan berjalan, akan mantap bila di dalamnya tetdagalisi (Ukasah Martadisastra,
1987:144). Adanya koalisi antara berbagai partagy@esar ini dikarenakan tidak ada
satupun partai yang menang secara mayoritas mullekingga efek negatifnya
dalam kabinet adalah jatuh bangunnya kabinet datmpo waktu sesingkatnya,
karena partai yang berkuasa kehilangan dukunggraidiemen, sehingga bubarlah

kabinet. Akibat selanjutnya program kerja kabineny bersangkutan tidak

dilaksanakan. Pemilu pertama dalam sejarah Indanaisun 1955, diikuti lebih dari
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39 juta orang memberikan suara, mewakili 91,5% para pemilih yang terdaftar.
Walaupun pasti banyak pemilih yang memberikan ss@saai dengan apa yang telah
diperintahkan oleh para pemimpin keagamaan, pgral&ealesa, para pejabat, para

tuan tanah, atau para atasan lainnya (Ricklefs3:2085).

Bagaimanapun juga, ini adalah pemilihan umum nasigang terpenting
dalam sejarah Indonesia merdeka. Pemilihan umummanawarkan pilihan yang
paling bebas di kalangan partai-partai yang talbatess, yang kesemuanya

berkampanye dengan penuh semangat. Hasil-hasilpalimgy penting adalah sebagai

berikut:
Tabel 8
Perolehan Suara Pemilihan Umum 1955
Partai Suara yang sah % Suara yang Kursi % Kursi parlemen
sah parlemen

PNI 8.434.653 22,3 57 22,2
Masyumi 7.903.886 20,9 57 22,2
NU 6.955.141 18,4 45 17,5
PKI 6.176.914 16,4 39 15,2
PSili 1.091.160 2,9 8 3,1
Parkindo 1.003.325 2,6 8 3,1
Partai Katholik 770.740 2,0 6 2,3
PSI 753.191 2,0 5 1,9
Murba 199.588 0,5 2 0,8
Lain-lain 4.496.701 12,0 30 11,7
Jumlah 37.785.299 100 257 100

(Sumber, Ricklefs, 2008: 496).

Pemilihan umum tersebut menimbulkan beberapa keleme dan kejutan.
Jumlah partai bertambah banyak, dengan 20 partadapat kursi. Hanya empat

partai yang mendapat lebih dari delapan kursi: Riisyumi, NU, dan PKI.

Partai politik dalam negara demokrasi merupakan aketan untuk

mewujudkan hak rakyat dalam menentukan nasibnydirsedenurut Muchson:
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Partai yang begitu banyak tanpa adanya mayoritatakndalam parlemen,
sering berakibat instabilitas dalam jalannya pentenhian. Melihat kenyataan
itu pengaruh terhadap sistem pemerintahan yangasalgruk, bahkan
menimbulkan perpecahan. Padahal UUDS itu sendimimegikan landasan
yang cukup bagi terselenggaranya pemerintahan yhadk, dimana
didalamnya memuat pokok-pokok bagi pelaksanaan Hesio politik,
demokrasi ekonomi dan sosial serta hak-hak asasnusrea Dalam
kenyataannya Pancasila hanyalah merupakan pemataso psaja. Yang
menonjol adalah individualisme dengan latar belgkieepentingan golongan
atau partai. (wawancara, 15 Desember 2010).

Demokrasi politik dipakai alasan untuk tumbuhnyasgi yang destruktif.
Demokrasi ekonomi tidak lagi untuk membebaskan Ekkiman, tetapi malah
mengaburkan tujuan semula dengan tumbuh suburngaipgan bebas. Demokrasi
sosial bukannya menciptakan tata masyarakat yangihbedari unsur-unsur
feodalisme, malah semakin menutup kemungkinan tabgayak untuk menikmati

kemerdekaan. Inilah yang menyebabkan macetnya-tugas pemerintahan.

Secara politis kondisi demikian sungguh merupakah ylang merugikan.
Salah satu buktinya adalah ketidak mampuan daristtoante untuk menetapkan
UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950. Yangomeh adalah persaingan
antar partai politik dari golongannya. Sehinggaekgimgan nasional yang lebih besar

terabaikan.

Dilihat dari kepentingan nasional tentu hal inetiddapat dibiarkan. Sehingga
Presiden Soekarno selaku Kepala Negara pada waktuaengeluarkan dekrit yang
menyatakan bahwa Konstituante dibubarkan, sertebéemya ke UUD 1945, yang
kemudian menghendaki terbentuknya MPRS dan DPRKEitDa& dikeluarkan pada
tanggal 5 Juli 1959. Sejak itu pula dimulainya habaru pelaksanaan demokrasi

terpimpin.
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c. Kondis Sosial Palitik Indonesia Era Demokrasi Terpimpin

Periode demokrasi terpimpin berangkat dari DekrdsRlen tanggal 5 Juli
1959 tentang kembali kepada UUD 1945, tetapi demgamgalami pergeseran arah.

Menurut Husain Haikal:

Demokrasi Pancasila yang seharusnya dipimpin olkimat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan bergeser menjkdhsep demokrasi
yang dipimpin oleh presiden, pemimpin besar revolBalam periode
demokrasi terpimpin suara presiden seolah-olahtaftitan sebagai suara
rakyat yang harus diterima begitu saja sehinggadsdan presiden melebihi
yang ditetapkan oleh UUD 1945. Lebih jauh ideolkgmunis masuk sangat
kuat melalui ideologi Nasakom. (wawancara, 7 JOIiD).

Konflik politik sangat tajam masuk dalam dunia ghielikan, di perguruan
tinggi mahasiswa terkotak-kotak dalam kelompok-kglok ideologi politik dan
saling bertengkar satu dengan lainnya untuk merdudidudukan dalam lembaga
kemahasiswaan dan untuk mempengaruhi opini masshasisaa ke arah
kepentingannya. Begitu juga di sekolah-sekolah mareu terkotak-kotak dalam
kelompok persatuan guru yang bertentangan satu Eanmya dan para siswa juga
tidak bebas dari pengkotakan ke dalam ideologi tigoliPertengkaran dalam
masyarakat sering terjadi dan ini mengakibatkan bueoknya keadaan politik dan

keamanan masyarakat. Akibatnya kehidupan ekononsiyanakat merosot sangat

tajam. Menurut Moh. Mahfud MD:

Sejak dikeluarkan dekrit itu, dimulailah langgarordgarian dalam kehidupan
politik di Indonesia di bawah bendera demokraspitepin. Demokrasi
terpimpin akan mengolah proses pengambilan keputusdalui musyawarah
mufakat dan berdasarkan semangat gotong royongpliklasi sistem ini
dijabarkan dalam amanat presiden tanggal 17 Agu€b9 yang diberi nama
Manifesto Politik (Manipol) yang rinciannya secarstematis dikenal dengan
akronim USDEK atau UUD 1945, Sosialisme Indonesizemokrasi
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Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonegisioh Mahfud MD,
2010: 139).

Selama kurun waktu 1959-1965 Presiden Soekarngatlesistem demokrasi
terpimpinnya menjelma menjadi seorang pemimpin yatogiter. Menurut Armaidy
Armawi:

Partai-partai yang pernah marak pada era demokb&sal secara praktis

menjadi lemah dan tak berdaya, kecuali PKI yangatamemperluas

pengaruhnya dengan berlindung di bawah kekuasaakaBw, sementara

Angkatan Darat dapat memperluas peran dan kekuageditiknya.

(wawancara, 8 Juli 2011).

Pengertian Demokrasi Terpimpin bisa ditemukan judalam pidato
kenegaraan Soekarno tanggal 17 Agustus 1959 yamgdbe”Penemuan Kembali
Revolusi Kita”. Dikatakan oleh Soekarno, butir-buti pengertian demokrasi
terpimpin terdiri dari: pertama tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada
kepentingan umum, masyarakat, dan nedagdua,tiap orang mendapat kehidupan
yang layak dalam masyarakat, bangsa, dan negama Mhfud MD, 2010: 140).

Sementara menurut Syafii Maarif, sebelumnya Soekamemberikan
berbagai definisi demokrasi terpimpin yang selug@htidak kurang dari duabelas
definisi, sebagai berikut:

Salah satu formulasinya menyebutkan, demokrasntpip adalah demokrasi

yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam peyawaratan

perwakilan. Pada kesempatan lain, Soekarno mengdwmuok demokrasi
terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan yang taaparki, tanpa
liberalisme, dan tanpa otokrasi diktator. Demokr&skeluargaan yang

Soekarno maksudkan adalah, demokrasi yang mendasadistem

pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengapinpn serta

kekuasaan sentral ditangani seorang "sesepuh”’amsgotetua yang tidak
mendiktatori, tetapi memimpin mengayomi. Siapa yé@efjau maksudkan
dengan "sesepuh” atau "tetua” pada waktu itu, tidak adalah beliau sendiri

sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai seoraalyyang serba bijak dari
keluarga besar bangsa Indonesia. (Syafii MaarB381384).
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Dalam pandangan Muchtar Lubis, betapapun dari tsdefinisi gagasan
demokrasi terpimpin tidak jelek, tetapi kehadiramridak serta merta mendapat
dukungan luas, bahkan banyak yang menolak. Masylani Partai Katolik serta
daerah-daerah bergolak menolaknya dengan tegaan@eh PSI, NU, PSIl, dan
Parkindo menolak secara berhati-hati, namun PKI begikan dukungan kuat (Moh
Mahfud MD, 2010: 141). Dari sela-sela pro-kontrtg Boekarno berhasil membentuk
Kabinet Djuanda setelah Kabinet Ali Sastroamidjgtuh Maret 1957. Kabinet
Djuanda yang dikenal sebagai Kabinet Karya kemudrarealisasikan keadaan
darurat perang yang telah diumumkan Sokarno sebpkmbentukan kabinet baru.
Soekarno membentuk Dewan Nasional, yang ekstra tikmienal, serta
berkedudukan lebih tinggi daripada kabinet, karekeanggotaan dewan
mencerminkan seluruh bangsa. Sedangkan kabinetahaeypcerminkan parlemen
dan Soekarno menjadi ketua dewan yang lebih tidggpada kabinet itu.

Kritik serta penolakan terhadap demokrasi terpimpgiidasarkan pada
keraguan: apakah dengan kekuasaan yang terputatgdinnya itu, Soekarno bisa
konsisten dengan teorinya. Menurut Mahfud MD:

....bahwa segala-galanya akan ada di dalam demdkrpsnpin itu, kecuali

demokasi, segala-galanya mungkin ada, kecuali ledagb jiwa...Dalam

istilah biasa yang semacam itu kita namakan diktasmatu diktator

sewenang-wenang. (Moh Mahfud MD, 2010: 141).

Menurut Soempono Djojowadono (Moh Mahfud MD, 2016t1), selain
maksud-maksud yang tidak pernah diungkapkan, rea&g&si penolakan terhadap

demokrasi terpimpin didasarkan pada alasan, bahwageptian terpimpin

bertentangan dengan asas demokrasi. Syarat mutlalokalasi adalah kebebasan,
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sedangkan istilah terpimpin sudah menghilangkanelkaban. Oleh sebab itu,
demokrasi terpimpin disamakan dengan diktator, atdigdak-tidaknya pasti menuju
ke kondisi diktator.

Sejarah membuktikan, apa yang dikhawatirkan pamaemptang demokrasi
terpimpin benar, sebab dalam praktiknya, Soekarelaknkannya jauh dari apa yang
diteorikan. Seperti telah dikemukakan di atas, DeRresiden 5 Juli 1959, telah
menjadi jalan lurus bagi sistem Demokrasi Terpimpang realitasnya tidak
demokratis, malahan telah menjelmakan Soekarngawfieseorang diktator. Deliar
Noer (1966: 12) misalnya, menulis bahwa:

Demokrasi terpimpin justru memperlihatkan "hilangmyemokrasi dan yang
tinggal hanya terpimpinnya. Soekarno benar-benar lakeanakan
keinginannya, lebih jauh setelah Hatta mengundumdtandari jabatannya
sebagai wakil presiden. Konstituante dan DPR yaibgnduk berdasarkan
hasil Pemilu dibubarkannya, kemudian membentuk DeWNasional yang
pada gilirannya dibubarkan sendiri juga.

Perilaku Soekarno semasa demokrasi terpimpin jaghyimpang, bahkan
bertentangan dengan pemikiran politiknya sendirpihcak kekuasaannya, presiden
memperlihatkan tingkah laku yang sewenang-wenatg.sémua menyebabkan
timbulnya penilaian bahwa tingkah laku politik Sagko telah menyeleweng dari
Demokrasi Pancasila dan lebih dari itu mengandungotoriter. Upaya Soekarno
untuk memperluas wewenangnya secara melampaui-latas konstitusionalnya
tidak memperoleh halangan.

Dengan demikiaan, Soekarno pribadi, Soekarno padmya sendiri

berkembang menjadi suatu kekuatan politik yangngktit dengan partai-

partai dan merupakan faktor yang menentukan dalamdipan politik
Indonesia sejak akhir tahun lima puluhan. (Nugrhlotosoesanto, 1975: 72).
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Pada akhirnya gagasan demokrasi terpimpin mehddpkungan dari
lembaga-lembaga negara yang telah diatur oleh kelamaSoekarno. Pada tahun
1965 MPRS mengeluarkan ketetapan No. VII/MPRS/19665g berisi pedoman
pelaksanaan demokrasi terpimpin. Ketetapan ini na¢msuyang menentukan proses
pengambilan keputusan yang harus dilakukan dengasyawarah mufakat, tetapi
jika musyawarah mufakat tidak dapat dicapai, madukusannya diserahkan pada
pimpinan. Mekanisme yang demikian tentu saja aka&mberikan peluang pada
Soekarno untuk mnguasai setiap pengambilan keputudsebab sangat sulit jika
setiap musyawarah harus selalu mufakat bulat. Alhirpimpinanlah yang akan
menentukan segalanya.

Tak dapat dibantah memang, jika dibandingkan dengasa sebelumnya,
garis politik yang ditempuh Soekarno dapat memippatiian stabilitas, terutama
setelah dilakukannya penyederhanaan sistem kegartdan dibentuknya Front
Nasional. Tetapi stabilitas yang hidup waktu it@lall stabilitas semu, sebab seperti
ternyata kemudian ia tidak meletakkan dasar yaray KHalam proses penggantian
kepemimpinan. Stabilitas yang ada waktu itu hanyengandalkan pada adanya
tokoh politik yang dapat mengelola Front Nasioregy seolah-olah mewakili sistem
partai tunggal yang tak kentara. Melalui sistenn gatrtai tak kentara ini dibina suatu
gaya yang berorientasi pada nilai secara mutlakgalenkonsekuensi bahwa
interpretasi dari pemerintah harus selalu diandgayar tanpa ada tawaran dan tidak
mengenal alternatif lain (Rusadi Kartaprawira, 19147).

Pada era Orde Lama ini situasi sosial politik did@si oleh ideologi

komunisme, sehingga politik nasional cenderung atliken ke pembentukan
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masyarakat yang berbau sosialisme/komunisme. Pukefailupan politik nasional
adalah terjadinya pemberontakan Partai Komunisriasdia tahun 1965 yang lebih
dikenal dengan Gerakan 30 September PKI.
2. OrdeBaru
Orde Baru dimaknai sebagai tatanan seluruh pedkglain rakyat, bangsa dan
negara Indonesia, yang diletakkan kembali kepadauk&ian pelaksanaan Pancasila
dan UUD 1945. Dengan rumusan ini tampak dengas jeddowa apa yang disebut
Orde Baru merupakan orde yang ingin mengoreksi rmdangadakan introspeksi
secara mendasar dan menyeluruh atas praktek petets®ancasila dan UUD 1945
yang telah disalaharahkan oleh Orde Lama. Usah& a&imbali kepada kemurnian
Pancasila dan UUD 1945 terjadi setelah pemberont&ka0 S/PKI. Menurut Tilaar:
Tujuan Orde Baru adalah mencapai masyarakat yamligdad makmur
berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatepumblk Indonesia.
Selain itu Orde Baru ikut mewujudkan ketertiban idunyang berdasar
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan s8sgiehra lebih nyata Orde
Baru ingin mencapai dua sasaran pokok, yaitu peamliumum yang akan
memilih wakil-wakil rakyat serta memilih presidemard pemerintahan baru
secara konstitusional. Selanjutnya, menyediakararbéiahan pokok yang
dibutuhkan oleh rakyat dalam volume yang cukup dangan harga yang
terjangkau oleh daya beli rakyat. (Tilaar, 1995t)11
Orde Baru adalah sebuah rezim di bawah pimpir@gh&to, yang tampil
setelah keruntuhan Demokrasi Terpimpin. Pada umanuhjerima kesepakatan
bahwa, awal kelahiran Orde Baru adalah pada sdetimanya Surat Perintah
Sebelas Maret 1966 (Supersemar) dari Soekarno Sdefharto yang kemudian si
penerima dalam waktu sangat cepat membubarkaiB¥KV Pusat, 1990: 71).

Orde Baru itu sendiri secara resmi didefinisikebagjai "tatanan kehidupan

negara dan bangsa yang diletakkan kembali pad&gaglaan kemurnian Pancasila
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dan UUD 1945 (Joeniarto, 1990: 149). MasyarakateCBaru adalah masyarakat
Indonesia yang bertekad melaksanakan PancasildJdén 1945 secara murni dan
konsekuen. Ada baiknya dikemukakan di sini cuplihe@engertian Orde Baru
sebagaimana dirumuskan dalam Seminar Il AngkataatDa

(1) Musuh utama Orde Baru adalah PKI dan pengikagikutnya yaitu Orde
Lama. (2) Orde Baru adalah suatu sikap mentalT¢@)an Orde Baru adalah
menciptakan kehidupan politik, ekonomi, dan kultugang dijiwai oleh
moral Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang M@ (4) Orde Baru
menghendaki pemikiran yang lebih realistis dan matgs, walaupun tidak
meninggalkan idealisme perjuangan. (5) Orde Baru nghnendaki
diutamakannya kepentingan nasional, walaupun tidaeninggalkan
komitmen ideologi perjuangan anti imperialisme daionialisme. (6) Orde
Baru menginginkan suatu tata susunan yang lebibil stherdasarkan
lembaga-lembaga, misalnya MPR, DPR, Kabinet dag yaak dipengaruhi
oleh oknum-oknum yang dapat menimbulkan kultusviddi, akan tetapi
Orde Baru tidak menolak pimpinan yang kuat dan pernadhan yang kuat,
malahan menghendaki ciri-ciri yang demikian dalaasanpembangunan. (7)
Orde Baru menghendaki pengutamaan konsolidasi ekiodan sosial dalam
negeri. (8) Orde Baru menghendaki pelaksanaan gangguh-sungguh dari
cita-cita demokrasi politik dan demokrasi ekononf®) Orde Baru
menghendaki suatu tata politik dan ekonomi yandabdaskan Pancasila,
UUD 1945, dan yang mempunyai prinsip idiil, opevasl dalam ketetapan
MPRS 1V/1966. (10) Orde Baru adalah suatu tatatipafian ekonomi yang
belum mempunyai kenyataan, yang ada baru suatm ikhng cukup
menguntungkan bagi pertumbuhan Orde Baru ini. @Qfide Baru adalah
suatu proses peralihan dari Orde Lama ke suatwansoaru. (12) Orde Baru
masih menunggu pelaksanaan dari segala KetetapdfSMWF/1966. (13)
Orde Baru harus didukung oleh tokoh pimpinan yasgwa Orde Baru yang
menduduki tempat-tempat yang strategis. (14) Omatel Barus didukung oleh
suatu imbangan kekuatan yang dimenangkan oleh abar@rde Baru.
(Joeniarto, 1990: 149).

Pemerintah Orde Baru yang bersemboyan melaksarRd&acasila dan UUD
1945 secara murni dan konsekuen, juga melahirkatensi pemerintahan yang
otoriter, terutama pelanggaran terhadap hak-hak dgn hak-hak politik rakyat

sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Menurut Médéhfud MD:
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Soeharto membangun sistem politik yang korporatsu rezim militer

teknokratis. Kekerasan-kekerasan politik banya#kdikan oleh pemerintahan
Soeharto melalui pembatasan dan pengendalian deqogani (penekanan)

terhadap partai politik, ormas, dan berbagai LSMany membedakan
atoriterisme Soekarno dan otoriterisme Soehartdahdeara membangun
sistem tersebut. Era Soekarno membangun otoriterisi®ngan terang-
terangan melanggar konstitusi sedangkan pada eehaBo otoriterisme

dibangun melalui formalisasi pemuatan di dalanraat-aturan secara halus
atas masalah-masalah yang sebenarnya melanggditdsinartinya, banyak

pelanggaran konstitusi dan hukum dilakukan, tessgiara prosedural diberi
bentuk hukum (dijadikan peraturan perundang-unaganglulu sehingga

"seolah-olah” menjadi benar secara hukum. (Moh. iM@iD, 2009: 136).

a. Konfiguras Politik

Meskipun para pakar mencoba memberi identifikesngy satu sama lain
berbeda, tetapi ada persamaan di antara merekabationesia di bawah Orde Baru
menampilkan konfigurasi politik yang tidak demolksatAbdurrahman Wahid (
dalam Moh Mahfud MD, 2010: 229) menggambarkan sedebih lugas bahwa
Indonesia (di era Orde Baru) "...ini kan otoritee]Jum sampai ke taraf tirani”.

Di samping karena logika pembangunan yang tentlbeler; konfigurasi
politik pada Orde Baru dapat dibedakan dari Ordemdalalam hal tumpuannya.
Seperti dikatakan oleh Alfian:

Kalau Soekarno terutama mengandalkan kekuasaanagla p pengaruh

karismanya sebagai seorang pemimpin dan pada kapanga memegang

kunci keseimbangan antara kekuatan-kekuatan poléikg saling bersaing
dan bertentangan, maka Soeharto terutama mengand&ékuasaannya
sebagai kepala eksekutif pada organ-organ poliikgykuat, militer dan

Golkar. Oleh karena itu, kalau kekuasaan politiekono yang besar tampak

tidak efektif karena tidak adanya organ politik gakuat sebagai landasan,

maka kekuasaan politik Soeharto dengan adanyaemdian Golkar yang

menjadi landasan dan pendukung utamanya tampalatsafektif. (Alfian,
1974: 53).
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b. Partai dan DPR

Tekad Orde Baru menjamin stabilitas politik dalaamgka pembangunan
ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada keha&tuppartai-partai dan peran
lembaga perwakilan rakyat. Sejak awal pemerintatalsumempunyai obsesi untuk
menghentikan kericuhan-kericuhan politik. Untuk galah satu cara yang dapat
ditempuh adalah mengatur sistem kepartaian sed@milpa, agar partai-partai yang
ada tidak melakukan pertikaian yang dapat menggarggenangan pemerintah
dalam melaksanakan pembangunan.

Pada saat bersamaan dengan pengebirian terhadappatai, pemerintah
telah membina dan membangun Golkar menjadi kuatlmieberbagai fasilitas.
Menurut Afan Gaffar:

Golkar tampil sebagai partai hegemonik, partaigyadak tertandingi, yang

menjadi mesin politik pengontrol seluruh spektruatach proses politik di

Indonesia, sedangkan partai-partai lain hanya rdemartai kelas dua atau

licenced partiesHasil Pemilu 1971 memberi kemenangan yang luasabia

bagi pemerintah karena Golkar meraup dukungan €288b6 dari kursi yang
diperebutkan. Dengan modal itu, pada masa-masajsElga pemerintah
bersama Golkar mengambil porsi yang dominan dalamua spektrum
proses politik dan menjadikan Orde Baru sebagaanmeeluat. (Afan Gaffar,

1992: 186).

Komposisi kekuatan di MPR mengalami hal yang safreksi pemerintah
tetap dominan. Sebab di samping seluruh anggota &fRkRh anggota MPR, masih
ada dua hal lagi yang mengokohkan dominasHartamakeanggotaan MPR (selain
dari DPR) diangkat pula oleh presidé&edua,utusan-utusan golongan setelah hasil

perimbangan lebih banyak ditentukan oleh presidadi, dalam komposisi ini

terjadi ketidakselarasan komposisi keanggotaan eétigan struktur masyarakat.
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Sebagai akibat dari lemahnya lembaga perwakilaselb@t, maka hampir
semua produk legislasi yang disahkan sebagai péamakerasal dari usulan
pemerintah. Menurut Alfian peranan presiden atamgystah dalam mengambil
inisiatif mengajukan RUU amatlah dominan:

"Selama Orde Baru, dan bahkan selama ada DPR Rasiilu pada Orde

Baru tidak ada inisiatif usul RUU yang berasal dalangan DPR sehingga

merisaukan berbagai kalangan dalam masyarakatfia(Al1990: 48).

Pada umumnya DPR hanya melakukan perbaikan sém@itak prinsip) atas
rancangan-rancangan yang disampaikan oleh penterinta
c. Pemerintah yang Dominan

Upaya teoritisasi politik Orde Baru yang dilakukareh para pakar
menunjukkan kesamaan pandangan dalam satu hal bdpeanan pemerintah
dalam rezim Orde Baru sangatlah begatervensionisdan berada di atas berbagai
kelompok yang hidup di tengah masyarakat”. Dalaws@s pembuatan keputusan
legislasi tampak dengan jelas betapa dominasi petaler bukan hanya dalam
pengelolaan eksekutif, tetapi juga dalam kegiatgislatif. Produk-produk MPR
hampir seluruhnya berasal dari sumbangan pemeyitgahasuk GBHN yang sangat
penting itu. Paling tidak sampai dengan Sidang UnmPR 1988 bahan-bahan
GBHN dihimpun oleh Dewan Pertahanan dan KeamanaioNa (Wanhankamnas)
untuk kemudian disusun oleh tim dalam sistemati&agysudah hampir final. Kedua
"tim kerja” ini dibentuk oleh presiden.

Sejak tampilnya anggota-anggota DPR hasil Pem@idllsemua produk

hukum yang berbentuk UU berasal dari rancangan gamyulkan oleh pemerintah.
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Perbedaan para sarjana dalam memandang realitditikepo Orde Baru pada
dasarnya terletak pada upaya identifikasi saja.uierMoh Mahfud MD:
Sistem politik Orde Baru bukanlah sistem yang demik Benedict
Anderson, Donald K Emerson, R. William Liddle, daiahya Muhaimin
memandang kenyataan tersebut sebagai pemuncularbake budaya
patrimonialisme dalam budaya Jawa. Ruth T. Mc.Vag #&archan Bulkin
menyebutkan Beamtenstaat’pascakolonial. Karl D Jackson menyebutnya
"bureucratic polity” sebagai identifikasi yang tepat. Dwight Y King gug
menunjuk modelBureaucratic authoritarian regimeyang berimplikasi pada
strategi korporatisme sebagai penjelasannya. Skdangbdul Kadir Besar,
yang didukung oleh Padmo Wahjono, memberikan pearbenpada realita
kepolitikan Orde Baru dengan menunjukkan pahamgratestik sebagai
paham resmi yang dianut oleh UUD 1945. Dalam sempaga teoritisasi itu
tersimpul bahwa kontestasi dan partisipasi potigki kekuatan-kekuatan di
luar birokrasi masih sangat lemah sehingga banyajars, seperti Afan
Gaffar, mengualifikasikan juga sebagai "sistem tpgolhegemoni. (Moh
Mahfud MD, 2010: 239).
d. Kebebasan Pers
Pada awal kelahiran Orde Baru, kehidupan pers apatdangin segar.
Kebebasan pers diberi harapan untuk berkembangtisg@g diinginkan oleh
kalangan pers sendiri, yakni keluar dari belenggiems politik otoriter, seperti yang
dialami pada era Orde Lama. Oleh sebab itu, kkititk yang pedas sering muncul
dalam media pers pada waktu itu, baik ditujukammegang baru jatuh (Demokrasi
Terpimpin) maupun kepada rezim yang baru naik kegsepolitik. Pemerintah Orde
Baru bersikap toleran terhadap cara penyajian Yau@angkala "panas” itu. Pers
mahasiswa kembali meraih puncak kebesarannya, eé@arba dengan pers umum
menikmati keleluasaan mengekspresikan apa sajah (Mmhfud MD, 2010: 233).

Namun gaya libertarian pada era Orde Baru hanyh&kifat sementara, yakni

selama pemerintah memantapkan pembuatan formékgadru di Indonesia. Segera
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setelah format politik baru itu terbentuk (melalu No. 15/1969 dan UU No.
16/1969) mulailah gaya libertarian bergeser ke gatgaitarian dan pemberedelan
terhadap pers tetap terjadi secara terus meneeb#h Llanjut menurut Moh Mahfud
MD:

Pada periode ini sudah ada UU yang mengatur keardpprs, yakni UU No.

11 Tahun 1966, mengenai Ketentuan-ketentuan Pokeks RJU ini

dikeluarkan pada awal Orde Baru, tetapi ketikaPtasiden Soekarno masih

menjadi presiden. Oleh karena itu UU ini dapat loiseJU yang dibuat pada
masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Meskipunni ditandatangani
oleh Soekarno pada 12 Desember 1966, tapi istéamo#asi terpimpin tidak
tercantum di dalamnya. Pada waktu itu Soekarnag@eami masih presiden,
tetapi kekuasaannya yang riil telah berpindah ka@ekharto sejak 11 Maret

1966. Dan sebelum UU itu diundangkan Orde Baruhtd&hir dengan

membawa perlawanan terhadap konsep Demokrasi TgrpifiMoh Mahfud

MD, 2010: 234).

Setelah peristiwa Malari (15 Januari 1974) penteninmemberedel beberapa
penerbitan pers umum, seperti Abadi, Pedoman, kslarRaya, dan harian KAMI.
Begitu juga setelah Pemilu 1977 atau menjelangngidemum MPR tahun 1978,
beberapa surat kabar umum seperti Kompas, Sinaapdar Merdeka, Indonesia
Timur, Sinar Pagi, Pelita, Masa Kini diberedel mpskh kemudian boleh terbit lagi
setelah para pimpinannya membuat pernyataan tert&gmula pers mahasiswa
dianggap sebagai cagar kebebasan pers, dan keaesatglah beberapa pers umum
terkekang dengan ancaman pemberedelan, pers nmvaaasisnggantikan peranan
pers umum untuk menyampaikan pemberitaan secaes.|Ugtapi pers mahasiswa
juga dikenakan larangan terbit (diberedel) padatwak (Daniel Dhakidae, 1977:
73). Meskipun setelah enam bulan pers mahasisved betbit kembali, tetapi belum

setahun setelah itu beberapa pers mahasiswa sgalentnba (Ul), Gelora Mahasiswa

(UGM), Kampus (ITB), diberhentikan penerbitannyatefah itu pers mulai bisa
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menyesuaikan diri, tetapi pemberedelan sekali-tealip terjadi. Pada tahun 1982
Tempo biberedel (sementara) karena reportasenyagenan peristiwva "Lapangan
Banteng” Peristiwa ini adalah "huru-hara” yang nmeimillkan kerusakan di Jakarta
ketika ada kampanye Golkar di Lapangan Banteng kamgudian bentrok dengan
simpatisan kontestan lain. Menuyusul harian Paseritang sebelumnya telah berkali-
kali mendapat peringatan dari Deppen dan HariararSHarapan (1986) serta
mingguan tabloid Monitor yang diberedel pada tal@80. Akhirnya pada tahun
1994, tiga penerbitan yang sangat berpengaruhetibkryaitu Tempo, Editor, dan
Detik. Di kalangan dunia pers Indonesia belakangadikenal juga istilah "lembaga
telepon” yang dianggap bertendensi penyensoranrasdaus. Dengan melalui
telepon, biasanya seorang pejabat minta kepad&siedatuk tidak memuat berita-
berita tertentu. (Moh Mahfud MD, 2010: 232).
e. Hegemoni Soeharto

Pemerintah Orde Baru dengan ketat sebenarnya npdaerssistem satu
partai. Sejak awal tahun 1970-an hingga 1998, fmyaahanya tiga partai yang
boleh hidup, yakni Golkar, PPP, dan PDI. Dua paytaig disebut belakangan itu
adalah hasil "fusi paksa” yang disponsori pemehrtexhadap sembilan partai yang
eksis dalam Pemilu 1971, pemilihan umum pertambagiah Orde Baru. Kendati
Golkar resminya bukan partai politik, melainkan yeasebuah kelompok fungsional
semata, pada praktiknya, Golkar adalah satu-satipartai sejati” sepanjang rezim
Orde Baru.

Guna memperkuat kontrol terhadap partai yang Bdaal 14 (1) UU No. 1
Tahun 1985 tentang Partai Politik:
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Memberi kewenangan kepada Presiden untuk membubpdsai yang tidak
sesuai dengan tujuan negara. Lebih jauh lagi, masnurut Pasal 2 (1) UU
yang sama, partai politik harus menerima Pancdsilsafah negara, sebagai
satu-satunya landasan, alias asas tunggal. Vasikimdrpendapat bahwa
kontrol melalui prinsip asas tunggal ini adalah patasan sangat efektif
yang dilakukan Orde Baru terhadap ruang gerak makga Langkah ini
merupakan pengebirian terhadap semua partai kpatidngan meletakkan
kekuatan Islam ke dalam cengkeraman ketat kontedara. (Denny
Indrayana, 2007: 142).

Pemerintah Soeharto jelas bersikap pilih kasimgde membeda-bedakan

bobot kontrolnya di antara ketiga partai yang d@shadap PPP dan PDI, pemerintah

bersikap jauh lebih ketat dan keras, ketimbangattaph Golkar. Yang terakhir ini

dengan cepat menjadi partai politik negara yangnirdengan militer Indonesia.

Pemerintah Soeharto membantu kinerja Golkar, hasilseperti terlihat dalam Tabel

1, Golkar tak terkalahkan dalam semua Pemilu yageglar sepanjang sejarah Orde

Baru: 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997.

Tabel 9
Hasil Pemilu Orde Baru 1971-1997

Tahun Golkar Golkar PPP PPP PDI PDI
% total % total % total % total % total % total
jumlah jumlah jumlah jumlah umlah jumlah
kursi suara kursi suara kursi suara

1971 66 59 27 26 8 9
1977 64 56 28 27 8 8
1982 60 64 24 28 6 8
1987 75 73 15 16 10 11
1992 70 68 16 17 14 15
1997 76 75 21 22 3 3

Sumber: (Denny Indrayana, 2007: 146). Denny Indrayd2007).Amandemen UUD 1945, antara

mitos dan pembongkaraBandung: Penerbit Mizan.

Salah satu di antara mekanisme yang digunakark unembantu Golkar,

agar selalu menang dalam setiap Pemilu, adalah:
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Kewajiban bagi para pegawai negeri sipil untuk lsetaendukung Golkar.
Semua PNS secara otomatis menjadi anggota Koeyyah lembaga yang
setali tiga uang dengan Golkar, dan sejak awal -E@7€emua anggota Korpri
diwajibkan menandatangani sebuah surat yang me@ratanonoloyalitas”
mereka kepada Golkar. Mereka yang melanggarnya ggégn telah
melakukan tindak pengkianatan dan hal demikiantsed&up untuk menjadi
alasan pemecatan. (Denny Indrayana, 2007: 144).

Lama-kelamaan program-program pemerintah Orde &8aalt diperuntukkan
bagi kepentingan rakyat. Ambisi penguasa Orde Bamlai merambah keseluruh
sendi-sendi kehidupan ketatanegaraan Indonesiaudasakn Orde Baru menjadi
otoriter, namun seolah-olah dilaksanakan secareokiatis. Penafsiran pasal-pasal
UUD 1945 tidak dilaksanakan sesuai dengan isi yartgang dalam UUD tersebut,
melainkan dimanipulasi demi kepentingan sang pesaguBahkan Pancasila diperalat
demi legitimasi kekuasaan. Hal itu terbukti dengatanya Ketetapan MPR No.
[I/MPR/1978, tentang P4 yang dalam kenyataannyagasbmedia untuk propaganda
kekuasaan Orde Baru.

Realisasi UUD 1945 praktis lebih banyak memberigarsi pada presiden,
walaupun sesungguhnya UUD 1945 memang memberi wawepang amat besar
pada lembaga kepresidenan, akan tetapi presideyalahnmandataris MPR serta
dalam menjalankan pemerintahan diawasi oleh DPRarb&enyataan di lapangan
posisi legislatif berada dibawah presiden. Sepanipak dalam UU tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU tentang P&uditik dan Golongan
Karya, serta UU tentang Pemilihan Umum, posisiigezsterlihat sangat dominan.
Dengan paket UU politik tersebut praktis secaratipdkekuasaan legislatif berada

dibawah presiden. Selanjutnya hak asasi rakyat gag@at dibatasi serta dikekang

demi kekuasaan, sehingga amanat pasal 28 UUD Hdbdari kenyataan. Akibat
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kekuasaan yang nyaris tanpa kontrol tersebut akhirpenguasa Orde Baru
cenderung melakukan penyimpangan hampir di semo@i &ehidupan bernegara.
Korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) merajalela daenmbudaya, pertumbuhan
ekonomi hanya dinikmati segelintir orang yang delextigan penguasa, kesenjangan
semakin melebar, utang luar negeri menjadi mengugnakhirnya badai krisis
ekonomi menjalar menjadi krisis multi dimensi. Rakyang dipelopori mahasiswa
menuntut dilakukannya reformasi di segala bidanihihya runtuhlah Orde Baru
bersamaan mundurnya Soeharto pada tanggal 21 @8i 19
3. Era Reformasi

Era reformasi adalah suatu era yang dimulai sejakbangnya rezim Orde
Baru di Indonesia yang telah berkuasa lebih dga tlasawarsa. Jatuhnya Soeharto
dari kekuasaan digantikan oleh B.J. Habibie. Dendamikian Era Reformasi
dimulai sejak pemerintahan B.J. Habibie. Perubgbalitik yang diawali dengan
krisis multidimensi sejak pertengahan 1997 membawplikasi signifikan bagi
proses terciptanya suatu tatanan politik baru ydedpuka, transparan, dan
demokratis. Krisis ini berlanjut pada berbagai bgladan sebagai akibat dari
akumulasi krisis bangsa, pada 21 Mei 1998 Soehaayatakan berhenti dari
jabatannya sebagai Presiden. Sejak itu, politifohesia mengalami perubahan
penting. Kejatuhan Soeharto melalui gerakan referh898 merupakan titik awal
bagi reformasi seluruh sistem politik dan birokrasgara. Oleh karena sistem lama
tidak lagi dapat merespons arus deras perubahda diperlukan sistem baru dan

aktor baru.
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Dari hasil wawancara dengan Muchson dapat diakdslmpulan sebagai
berikut:

Gerakan reformasi semakin menguat ketika krisiseternyang terjadi pada

Juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan bds&gam menjadi krisis

ekonomi dan krisis multi dimensional, yang akhirmyagal ditangani oleh

rezim Orde Baru. Padahal keberhasilan pemerintate CBaru dalam
menciptakan pertumbuhan ekonomi tinggi sejak lanpaalitan alat legitimasi
pemerintah, terutama dalam menghadapi tuntutan miedk-kelompok
demokrasi, untuk segera melakukan proses keterhupabtik. Terjadinya
krisis ekonomi yang gagal ditangani oleh rezim %SoEh tersebut
menyebabkan tidak validnya keberhasilan ekononsgebagai alat legitimasi.

Kegagalan dalam menangani krisis moneter dan ekontu membuat
Soeharto dan rezim Orde Baru yang dipimpinnya meypada tuntutan reformasi.
Mahasiswa dan masyarakat berhasil mendesak pimpR&/MPR untuk meminta
Soeharto presiden yang telah berkuasa lebih dataB0n tersebut, mundur dari
jabatannya. Akhirnya Soeharto mundur dari pangguoldik pada tanggal 21 Mei
1998 setelah 32 tahun berkuasa.

Posisi Soeharto segera digantikan oleh Wakil BeesiBJ Habibie, yang
dikenal luas sebagai anak didik Soeharto. PredgleRlabibie langsung memenuhi
tuntutan rakyat dan kelompok pro-demokrasi untuknggelar pemilu demokratis
pertama era reformasi 1999. Meski telah mengakosiddatutan politik kelompok-
kelompok pro-demokrasi dan reformasi, pertangguvaigan BJ Habibie sebagai
presiden ternyata ditolak oleh MPR. Melihat kengatéersebut, Habibie kemudian
menyatakan tidak bersedia untuk dicalonkan kembealiagai presiden. Menurut
Akbar Tanjung (2008: 30):

Dalam kondisi politik yang masih labil, MPR akhim¥yerhasil memilih dan

mengangkat Abdurrahman Wahid Ketua Dewan SyuroaP&ebangkitan
Bangsa (PKB) sebagai presiden, menggantikan BJbiab{urang dari dua
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tahun berkuasa, Presiden Abdurrahman Wahid jatahkd&uasaan, setelah
terjadi konflik dengan partai politik di DPR. MegaitvSoekarnoputri, wakil

presiden dan juga Ketua Umum Partai Demokrasi lasi@n Perjuangan
(PDIP), pemenang Pemilu 1999, pada 23 Juli 200h &¥°R diangkat

menjadi presiden sampai 2004. Perubahan dan diagpoilitik era reformasi

terjadi sangat cepat, sehingga antara 1998-20@hé&wih telah memiliki tiga
orang presiden. Lewat Pemilu Presiden secara laggsleh rakyat pada
tahun 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meniggga Presiden

Megawati dan berkuasa hingga saat ini. (Akbar Tramj@008: 29).

Reformasi politik 1998 membalikkan situasi politikindonesia. Kepolitikan
otoriter era Orde Baru digantikan oleh sistem politang demokratis pada era
reformasi. Meskipun Soeharto berhasil menyerahkdmatan presiden kepada BJ
Habibie namun Soeharto gagal mewariskan struktlitipp®@rde Baru secara utuh
kepada wakilnya itu. Menurut Akbar Tanjung (2008).3

Indonesia pasca Orde Baru berupaya mencari sebwsttukb sistem
kepolitikan nasional yang demokratis. Upaya tersefhilakukan dengan
menghilangkan dan menggantikan berbagai aturan Vidiag demokratis,
menyelenggarakan pemilihan umum yang bebas, ja@jaradlil, serta berbagai
momentum demokrasi politik lainnya.

Pemerintah Presiden Bacharuddin Jusuf Habibieh teleanunjukkan tekad
yang kuat untuk melakukan reformasi nasional ditseaspek kehidupan berbangsa
dan bernegara. Menurut Samsuri (2010: 5) Preskithibie melakukan langkah
sebagai berikut:

Pada 7 Desember 1998 Presiden Habibie membentuialselim Nasional
Reformasi Menuju Masyarakat Madani melalui KeputuBaesiden Rl No.
198 Tahun 1998. Tim ini dipimpin oleh Adi Sason®agai Ketua Dewan
Penasehat dan Sofian Effendi sebagai Ketua Timk&ata. Tim reformasi
meliputi tujuh kelompok bidang vyaitu: Kelompok Refasi Ekonomi
(Koordinator M. Dawam Rahardjo); Kelompok Reformd®kno-Industri
(Koordinator Laode M. Kamaluddin); Kelompok Refosna Politik

(Koordinator  Susilo Bambang Yudhoyono); Kelompok fdRenasi

Kelembagaan (Koordinator Mustopadidjana AR); KelokpReformasi
Sosial Budaya (Koordinator Taufik Abdullah); KeloakpReformasi Hukum
dan Perundang-undangan (Koordinator Jimly Ashshjdidan Kelompok
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Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Dayanusih

(Koordinator A. Malik Fadjar). Tim nasional Reforsiaini berhasil

menyusun sebuah laporan tentang dasar pemikiraanddea strategi dan

kebijakan tentang transformasi masyarakat madarii prspektif sosial-

budaya, ekonomi, politik, hukum, kelembagaan, ps#ikdh dan

pengembangan sumber daya manusia, serta tekndrinddasing-masing

perspektif tersebut oleh Tim Nasional Reformasiadgang sebagai satu

kesatuan sistemik yang harus diwujudkan dalam prasasformasi bangsa

menuju masyarakat madani.

Guna mewujudkan tujuan reformasi tersebut, telldkdkan langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Sistem Multi Partai

Sekalipun menuai banyak kritik, UU Pemilu memb@nidasan yang memadai
bagi terselenggaranya Pemilu 1999. Salah satu #mgkeformatif adalah
diberlakukannya sistem multi partai berdasarkan thntang partai politik,
menggantikan sistem satu partai ala Orde Baru gémger. Euforia politik periode
pasca-Soeharto antara lain melahirkan 141 partétikpoyang 48 diantaranya
dianggap memenuhi syarat untuk ikut bertarung ah@jPemilu 1999. Belakangan,
sistem multi partai ini ikut berperan kuat dalam nedarkan perdebatan kaya
pemikiran dan lebih terbuka sebelum keempat pearbaddUD 1945 disahkan
(Denny Indrayana, 2007: 172).
b. Mewujudkan Kebebasn Pers

Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensorkgaaiguntuk membatasi
kebebasan pers. Menteri Penerangan kala itu meargalu Peraturan Menteri No. 1
Tahun 1984 tentang lzin Penerbitan. Peraturan iemberi kewenangan kepada

Menteri Penerangan untuk mencabut SIUPP, atawslipemerbitan milik perusahaan

media mana pun yang tidak mendukung kebijakan patabr Pada bulan Juni 1998,
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pemerintah Habibie mencabut peraturan ini dan noETy@anakan prosedur
pemberian surat izin bagi dunia penerbitan Kebiakai melahirkan ratusan
penerbitan baru dan era baru dalam kebebasanpensy Indrayana, 2007: 172).
c. Pembebasan Tapol

Di bawah rezim Soeharto, setiap pemimpin oposasu$ siap bila sewaktu-
waktu dicokok dan dijebloskan ke dalam penjara,jatriahanan politik. Menjelang
tumbangnya rezim Soeharto, terdapat lebih dari 28&ng tapol, mulai dari
pemimpin mahasiswa, aktivis muslim, orang Timor dimdan kader komunis
berusia lanjut, yang beberapa di antaranya balskaah mendekam di penjara
selama lebih dari 25 tahun. Setelah ambruknya re2owharto, tekanan-tekanan
internasional maupun domestik untuk membebaskana¢amanan ini pun menguat.
Menaggapi tekanan demikian, Habibie memerintahk&hdrang tapol, yang terdiri
dari oang-orang Indonesia dan Timor-Timur, dibebask Muladi, menteri
Kehakiman pada kabinet Habibie, mengakui bahwajdam ini merupakan satu
upaya pemerintah untuk mendongkrak citranya dirgdaenegakkan hak-hak asasi
manusia. Apapun tujuannya, pembebasan tapol inaladsalah satu proses yang
menghilangkan praktik otoritarianisme yang umunjatérselama rezim Soeharto
berkuasa. Lagi pula, tindakan demikian memperkkam ipolitik yang lebih terbuka
yang dibutuhkan untuk membahas isu-isu pentingriepérmasi konstitusi (Denny
Indrayana, 2007: 173).
d. Pemilu yang Diper cepat (1999)

Legitimasi Habibie dipersoalkan bukan hanya olebékulatan-kekuatan

oposisi, melainkan juga oleh rakyat. Liddle menkara
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Habibie memulai sebagai seorang Presiden yang Digma lemabh, tidak
disukai secara pribadi dan diremehkan secara lgoliieh hampir setiap
kelompok penting dalam masyarakat Indonesia, tarknademen-elemen
penting di lingkungan Golkar, partainya sendiridfle, 2000:10).
Seandainya saja Habibie punya legitimasi yang ldiait, sangat mungkin masa
jabatannya tidak akan tamat sebelum 2003. SebaburotePasal 8 UUD 1945,
seharusnya Habibie meneruskan masa jabatannya aseb&gsiden hingga
berakhirnya masa jabatan Soeharto (1998-2003), deghtinya, Pemilu baru akan
digelar satu tahun sebelum masa jabatan itu bieratéu tepatnya pada tahun 2002.
Tetapi karena kepresidenannya miskin legitimasibibla pun merasa wajib
menggelar Pemilu lebih dini, yaitu pada tahun 19@%wi Fortuna Anwar
menjelaskan bahwa:
...kendati secara konstitusional masa jabatan Haliibrlangsung hingga
2003, jelas bahwa mandat politik pemerintahannysg yamah itu membuat
opsi semacam ini menjadi mustahil....Untuk memUderduatu pemerintah
yang memiliki legitimasi konstitusional dan politlang kuat, sebuah pemilu
baru harus dilakukan sesegera mungkin. (Dewi Faramwar, 1999: 34-35).
Dengan melaksanakan pemilihan umum selekas mungkielah lengsernya
Soeharto, Indonesia memulai transisinya dari kedarasotoriter sebagaimana
mestinya.
Menurut Liddle, Pemilu pasca Soeharto ini merupas@buah titik balik atau
momentum yang menentukan dalam transisi IndoneB&ginya, Pemilu yang

demokratis menjadi indikasi bahwa “ambang pintuajean dari otoritarianisme ke

demokrasi sudah dilalui” oleh Indonesia (Liddlep@0373).
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Dalam Pemilu 1999, dari empat puluh delapan p&daiestan Pemilu, hanya
21 yang berhasil meraih kursi di DPR. Tabel beritwgnunjukkan hasil ini dan

distribusi kursi di DPR secara keseluruhan.

Tabel 10
Hasil-Hasil Pemilu 1999 dan Komposisi DPR
No Partai % Total Jumlah Kursi % Total
Jumlah Suara Jumlah Kursi

1 PDIP 33,73 153 30,6
2 Golkar 22,46 120 24
3 PPP 10,72 58 11,6
4 PKB 12,66 51 10,2
5 TNI-Polri 0 38 7,6
6 PAN 7,12 34 6,8
7 PBB 1,94 13 2.6
8 15 Partai lainnya 11,4 33 5,2

Total 100 500 100

Sumber: Wiliam Liddle, 2000: 373.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa situasi, kondigiurpolitik masih
didominasi oleh ketiga partai yang eksis di bawatinn otoriter Soeharto, dengan
PDIP, Golkar, dan PPP sebagai tiga partai teris@PR. Di sisi yang lain, dari
500 anggota DPR, sebanyak 116 orang atau 23%jwatah total itu adalah
anggota lama. Sedangkan 77% sisanya adalah anggoti. Sebagian besar
anggota-anggota baru itu adalah wirausahawaokrait; dan guru. Ini menunjukkan
terjadinya perubahan radikal dalam latar belakprgjesi para anggota Dewan,
dimana jumlah birokrat dan pensiunan perwira-perwiniliter merosot tajam,
digantikan oleh mereka yang berlatarkan wiraus&taignal Democratic Institute,

The 1999 Presidential Elections and Post-Electgmsnent Number 4, Post Election
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Developments in Indonesia, the Formation of the Difld the MPR, Jakarta, 26
Agustus 1999, h.8).

B. Dinamika Politik Pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Refor mas

1. Palitik Pendidikan Orde Lama

Pendidikan di Indonesia pada era Orde Lama beakkah Pancasila.
Landasan pendidikan ini tidak mengalami perubalegakgahun 1945 ketika bangsa
Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Meskimatama periode ini
Indonesia sudah menggunakan tiga UUD, tetapi sétldp tersebut Pancasila tetap
dijadikan falsafah negara dan dengan demikian aectomatis menjadi landasan
pendidikan di Indonesia.

Politik pendidikan pada era ini tercermin pada N&l 4 Tahun 1950 tentang
Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolahgad tujuan pendidikan
sebagai berikut:

“Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membembakusia susila yang

cakap dan warga negara yang demokratis serta bgrtag jawab tentang

gc)asejahteraan masyarakat dan tanah air”. (UU Nahuit 1950, Bab I, Pasal

Pada tahun 1954 dikeluarkan UU No. 12 tentang iDdeasar Pendidikan dan
Pengajaran di Sekolah. UU ini merupakan pembertalkenbali UU No. 4 Tahun
1950 untuk seluruh wilayah RI (bekas RIS). Ketetapang tercantum di dalamnya
sama dengan ketetapan yang tercantum dalam UU TRahdn 1950. Demikian pula

mengenai tujuan pendidikan yang tercantum dalam BalPasal 3 pada kedua

undang-undang tersebut.
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Sejak tahun 1959 Indonesia berada di bawah gelaraipgdl-Usdek yang
seolah-olah menjadi panglima dalam kehidupan gdlitdonesia dan dalam bidang
kehidupan lain. Bidang pendidikan pun tak luputi gengaruh tersebut. Keputusan
Presiden No. 145 Tahun 1965 merumuskan tujuaromaspendidikan Indonesia
sesuai dengan Manipol-Usdek. Manusia sosialis lesianadalah cita-cita utama
setiap usaha pendidikan di Indonesia, sedangkaenkiegan kehidupan pribadi agar
dinomorduakan (Tilaar, 1995: 91).

Dalam Keputusan Presiden RI, No. 145 Tahun 196éf%atmg Nama dan
Rumusan Induk Sistem Pendidikan Nasional, tujuamdioékan ditetapkan sebagai
berikut:

Tujuan Pendidikan Nasional baik yang diselenggarakaeh pihak
pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari pendidiReasekolah sampai
Pendidikan Tinggi, supaya melahirkan Warga Nega@sials, yang
bertanggungjawab atas terselenggaranya MasyarakliS Indonesia, adil
dan makmur baik spirituil maupun materiil dan yédegjiwa Pancasila. Di era
pemerintahan Soekarno (Orde Lama), pendidikan nakimemasuki suatu
masa di mana pendidikan betul-betul merupakan paétik tertentu untuk
mencapai suatu tujuan. Periode ini merupakan saeudimana metode
indoktrinasi merupakan sarana untuk mewujudkartusgéa-cita politik.

(Tilaar, 1995: 92).

Kegagalan Konstituante untuk menyusun undang-undaagar baru
menyebabkan Indonesia dalam keadaan yang tidakmherMelalui Dekrit Presiden
5 Juli 1959, maka Konstituante dibubarkan dan kéinkepada UUD 1945. Dengan
Dekrit Presiden tersebut maka terjadilah suatu h@@ran yang luar biasa dalam

kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Erdugdn pada masa itu dikenal

dengan era “Manifesto Politik”.
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Manifesto Politik (Manipol) merupakan keseluruham pidato Presiden

Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1959. Pidatdoigirseerupakan penjelasan resmi

dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ialah pembubaraond{ituante dan berlakunya

kembali UUD 1945. Manipol mula-mula diintrodusiteb Menteri Penerangan

Maladi dalam rangka mengantisipasi pidato PresitiérAgustus 1959. Menurut

Tilaar:

Dalam pidato tersebut Presiden memberikan sejerisargungjawaban
mengapa Dekrit 5 Juli tersebut dikeluarkan. Di omal&lanipol tersebut
dikemukakan mengenai persoalan-persoalan pokok lugvdndonesia,
program umum, dan usaha-usaha pokok revolusi tarse®elanjutnya,
Manipol dianggap sebagai garis-garis besar halegam, suatu konsep yang
tentunya bertentangan dengan apa yang kita kekaltas®y ini. Seharusnya
garis-garis besar haluan negara ditetapkan oleh #PRnmemberikan mandat
kepada Presiden untuk melaksanakannya. Oleh sébalPresiden adalah
mandataris MPR. Akan tetapi yang terjadi saat itlakt sesuai dengan
ketentuan UUD. Bermula dari pidato Presiden dan udtam MPRS
mengukuhkannya sebagai garis-garis besar haluarandganipol kemudian
dijadikan sebagai doktrin negara dan setiap wargggam wajib
mengetahuinya. Dalam perkembangan selanjutnyangktemkan intisari
Manipol yang terkenal dengan kependekan USDEK. WsD&dalah
singkatan dari kata-kata Undang-Undang Dasar 19dSialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepdizen Indonesia.
Istilah USDEK itu sendiri berasal dari Ketua DPRAwva Barat Kosasih, yang
menganjurkan untuk menghafalkan lima unsur Mangadhm rangkaian kata
USDEK. (Tilaar, 1995: 94).

Secara ideologis, Manipol memang bertentangagateRancasila. Kita lihat

misalnya ungkapan mengenai kekuatan-kekuatan sosialusi Indonesia yang

dirumuskan sebagai berikut, seperti yang dipidatdReesiden Soekarno pada waktu

itu:

Jadi jelaslah bahwa kekuatan-kekuatan sosial revbiidonesia, yaitu seluruh
rakyat Indonesia dengan kaum buruh dan kaum tebagai kekuatan
pokoknya tanpa melupakan peranan penting darngalo-golongan lain,
adalah sangat besar dan meyakinkan akan menanmgmghisi Indonesia.
(Tilaar, 1995: 94).
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Dengan menyebut secara jelas mengenai kekuatan awh dan kaum tani
sebagai kekuatan pokok, maka arahnya ialah segu@nakomunisme mengenai
kelas-kelas tani dan buruh sebagai tulang punggewgiusi. Manipol USDEK ini
secara sistematis diindoktrinasikan pada selunpisda rakyat Indonesia termasuk di
semua jenjang dan jenis pendidikan. Cara penyammpgaaadalah dengan cara
indoktrinasi karena tidak dibenarkan adanya peraafgienafsiran yang lain selain
dari yang telah dirinci oleh pemerintah, yaitu yaetah dirumuskan oleh Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) tentang perincian persepi&soalan pokok dan
program umum revolusi Indonesia yang diambil daanMesto Politik Republik
Indonesia tanggal 17 Agustus 1959. Di dalam rumuS&A tersebut dikatakan
bahwa Manipol adalah sangat penting karena telahawab persoalan-persoalan
revolusi dan telah mengemukakan usaha-usaha pokak menyelesaikan revolusi
Indonesia. Seperti kita ketahui, Manipol sebagaisgaesar haluan negara di dalam
sidang Istimewa MPRS tahun 1967 dengan ketapan NIRRS/XXI1/1967 ditinjau
kembali (Tilaar, 1995: 95).

Menurut Abd. Rachman Assegaf, politik pendidikaa €rde Lama dapat
dibagi dalam tiga periode seiring dinamika polggng mempengaruhiny®&eriode
pertama: sejak proklamasi kemerdekaan sampai terbentuknpaahf-undang
Pendidikan No. 4 Tahun 1950Periode keduadari akhir periode pertama sampai
dikeluarkannya Dekrit Presiden tahun 1959. Periadie dalam konteks politik saat
itu dikenal sebagai masa Demokrasi Liberal atalePenter (1951-1959Periode

ketiga: dari akhir periode kedua sampai berakhirnya masedkrasi Terpimpin
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(1959-1965). Keseluruhan periode tersebut tergotiaigm Orde Lama (1945-1965).
Uraian berikut ini mengikuti spesifikasi ketiga jpele dimaksud (Abd. Rachman
Assegaf, 2005: 54).
a. Periode 1945-1950

Setelah merdeka, pedoman pelaksanaan pendidikedasaekan UUD 1945.
Atas usul dari Badan Pekerja KNIP, pada bulan Deserfi945 dibentuklah Panitia
Penyelidikan Pendidikan oleh Menteri Pendidikandagran dan Kebudayaan (Abd.
Rachman Assegaf, 2005: 55).

Pada masa pendudukan Belanda (NICA), Indonesiagidimanjadi negara-
negara bagian (RIS), sehingga perbedaan dalamdiesnlidari negara-negara itupun
terjadi. Setelah kembali menjadi Negara KesatuarpuBRlé& Indonesia yang
diresmikan pada tanggal 17 Agustus 1950, pendidiam disatukan kembali atau
seragam kembali, keadaan ini berlangsung sampantéB52. Setelah proklamasi
kemerdekaan, bangsa Indonesia mengalami banyalbgiem di segala bidang,
termasuk bidang pendidikan. Pemerintah Indonegjaraenembentuk dan menunjuk
Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.uNakarena situasi sosial-
politik yang belum stabil, perjuangan kemerdekaalurn selesai, dan di sana-sini
terjadi instabilitas, maka tidak mengherankan b#tama periode ini sering terjadi
pergantian menteri. Sekedar diketahui, antara $84tpai 1959, kabinet di Indonesia
rata-rata berumur antara 7-8 bulan (Abd. Rachmaedef, 2005: 56).

Selama periode awal kemerdekaan (1945-1950) tedghdi serangkaian

pergantian Menteri Pengajaran. Menurut Napitupulu:
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Menteri Pengajaran yang pertama adalah Ki Hadjavadbéara (1889-1959),
menjabat pada masa Kabinet Presidentil untuk peridl Agustus 1945-14
Nopember 1945. Menteri Pengajaran kedua adalahMDIT.S.G. Mulia
(1896-1969), menjabat pada masa Sjahrir | untuiogerl4 Nopember 1945-
12 Maret 1946. Menteri Pengajaran ketiga adalahdvtuhad Sjafei (1896-
1966), menjabat pada masa Kabinet Sjahrir |l uperkode 12 Maret 1946- 2
Oktober 1946. Menteri Pengajaran yang keempatahdMr. Suwandi,
menjabat pada masa Sjahrir Il untuk periode 2 B¥td 946-27 Juni 1947.
Menteri Pengajaran kelima, keenam dan ketujuh hdaMr. Al
Sastroamidjojo, menjabat pada masa Kabinet AmirifSgain 1, 11 dan
Kabinet Hatta | untuk periode 3 Juli 1947-11 Nopemb947, 11 Nopember
1947-29 Januari 1948, dan periode 29 Januari 1948uétus 1949. Jabatan
menteri berikutnya menggunakan nama Menteri PPKdatengan Mr, Teuku
Mah. Hassan sebagai menteri kedelapan, menjabatrpasia Kabinet Darurat
untuk periode 19 Desember 1948-13 Juli 1949. MeRtérdan K kesembilan
adalah S. Mangunsarkoro, menjabat pada masa Kabattt | untuk periode
4 Agustus 1949-20 Desember 1949. Menteri PP daedepuluh adalah dr.
Abu Hanifah, M.D, menjabat pada masa Kabinet Rlukinperiode 20
Desember 1949-6 September 1950. Selanjutnya, mekésebelas dan
keduabelas dijabat oleh S. Mangunsarkoro pada Ketsiaet Peralihan untuk
periode 20 Desember 1949-21 Januari 1950 dan 2(d&®50-6 September
1950. (Napitupulu, 1976: 10).

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 56) semangablugi sangat
dominan dalam periode ini. Berbagai gejolak sopditik muncul mewarnai awal
kemerdekaan, sehingga operasionalisasi transiseqieiahan belum stabil. Mengapa
pada masa tersebut terjadi instabilitas politik delum mapannya sistem serta
undang-undang pendidikan? Hal ini dapat dianalig@sjtama dengan memahami
beberapa aspek sosial politik sebagai berikut:

Pertama, adanya upaya Belanda untuk menjajah kembali laangs
Indonesia sehingga timbul Agresi Belanda | padal@i 1947 dan Agresi
Belanda Il pada 19 Desember 1948. Sebagian besardgn pelajar terlibat
dalam perjuangan ini. Sekolah dan tempat-tempatdigd@n lainnya
dijadikan sebagai perlindungan. Praktis, kegiatetajar mengajar terhenti
untuk sementara. Setelah gagal dengan upayangbu¢rBelanda mencoba
menerapkan sistem negara federal atau Republiknesi@ serikat (RIS)
dengan Belanda sebagai sentral pemerintahan. Beri@d45-1949, yang
sering dikenal sebagai era revolusi Indonesiaandai tidak hanya oleh
perjuangan bersenjata melawan Belanda dan kondliaskantar kelompok
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yang berbeda, tapi juga konflik di tubuh parlememlach hal gagasan
diplomatik, negosiasi dan politik

Kedua, secara internal, di beberapa daerah muncul beberamkan
yang menimbulkan ketegangan sosial, seperti geraRartai Komunis
Indonesia (PKI) di Madiun pada 1948. Gerakan D#siam (DI) 1948-1962
di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo, pergolakan ubdslam di Aceh
(1953-1959) pimpinan Daud Beureueh, pembenrontakarul Islam
Sulawesi Selatan (1950-1959) pimpinan Kahar Muzakkamberontakan
PRRI di Sumatera Barat (1958). Agaknya masa ituadiai oleh banyaknya
insiden yang melibatkan gerakan Islam, konsentexfiadap pembangunan
bidang pendidikan pun terganggu.

Ketiga, terjadinya peralihan dari UUD 1945 ke UUD RIS 294
mengakibatkan belum mapannya perangkat hukum,ilkpoian pendidikan
nasional. Itu sebabnya Undang-undang Pendidikarpdagajaran baru dapat
muncul kemudian setelah terjadi kemapanan poligk cheredanya gejolak
sosial.

Keempat pemerintah Indonesia pada saat itu dihadapkaa ppdya
perjanjian perdamaian dan penggantian kerugian atemghak pemerintah
Jepang, dimana memakan waktu yang lama dan promeg kompleks.
sedemikian sibuknya pemerintah dalam menangani paemasalah tersebut,
sehingga fokus perhatiannya terpusat ke arah is&abipolitik, sementara
kondisi sosial ekonomi dan pendidikan tercecebdARachman Assegaf,
2005: 56).

Kondisi sosial-politik demikian mempengaruhi iklpendidikan nasional saat
itu, antara lain berupgertama,masa jabatan Menteri Pengajaran yang relatif singk
akibat sering terjadi pergantian menteri sebagaémdisebut di atasKedug
minimnya jumlah guru, terutama guru Sekolah Daskihat keikut sertaan mereka
dalam perang kemerdekaan, demikian pula halnya atengara pelajar yang
merangkap fungsi sebagai tentara, menimbulkan ¢ahpga konsentrasi pendidikan
ke arah perjuangan nasion#letiga, fasilitas sekolah banyak yang hancur akibat
perang atau karena dipakai sebagai barak militengakibatkan terhentinya proses
belajar mengajar di kelaKeempat,belum terbentuknya undang-undang pendidkan

nasional (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 57).
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Meskipun faktor sosial politik di atas menyebabkasberapa hambatan
terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan, budantidbbahwa proses pendidikan
tidak berjalan sama sekali atau tidak ada upayakumengatasi hambatan tersebut.
Tindakan pertama yang diambil oleh pemerintah led@n ialah menyesuaikan
pendidikan dengan tuntutan dan aspirasi rakyaggsetmana terwujud dalam UUD
1945 Bab Xl pasal 31, menyatakan bahwa: Ayatiapfiap Warga Negara berhak
mendapatkan pengajaran. Ayat 2: Pemerintah menagksaldan menyelenggarakan
satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengdang-undang (Abd. Rachman
Assegaf, 2005: 58).

Jika pada masa Belanda tujuan pendidikan untukbeetuk kelas elit dan
tenaga terdidik yang murah untuk tujuan memperkeatuk penjajahan. Pada masa
Jepang pendidikan bertujuan untuk menciptakan gebaguh dan mobilisasi militer
untuk tujuan membantu pemerintah pendudukan Jepalgwan tentara sekutu,
maka pascakemerdekaan, tahun 1946, melalui SK keR& dan K, menurut
Djumhur:

Pendidikan dinyatakan untuk menanamkan semangatji@anpatriotisme,

yang dioperasionalkan melalui instruksi umum obMenteri Pengajaran

pertama, Ki Hadjar Dewantara, ditujukan kepada sekepala sekolah dan
guru agar: (1) Mengibarkan "Sang Merah Putih” getlari di halaman
sekolah. (2) Melagukan lagu kebangsaan "Indonesai@aR (3) Menghentikan

pengibaran bendera Jepang dan menghapuskan nyadi§iaigayo”. (4)

Menghapuskan pelajaran bahasa Jepang beserta spgakra yang berasal

dari Balatentara Jepang. (5) Memberi semangat ksban kepada semua

murid. (Djumhur, 1976: 200).

Langkah berikutnya, menurut Ary H. Gunawan, (1988} untuk mengatasi

masalah kuantitas dan kualitas guru:
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Diadakan penerimaan tenaga pengajar baru di sanpeinigpgkatan Sekolah
Guru (Tipe C selama 2 tahun, Tipe B selama 4 tatam Tipe A selama 6
tahun). Diadakan kursus-kursus, menambah jumlatol&ekRakyat (SR),
mengubah Sekolah Rendah 3 tahun menjadi 6 tahutg sgemperbaiki
tingkat dan mutu pendidikan. Mengenai masalah mat@d pelajar pejuang,
baik sebagai tentara, anggota Palang Merah Indomeaupun pelajar yang
tinggal di daerah pendudukan, yang karena kondisitsrsebut, tidak
memungkinkan untuk aktif sekolah, maka oleh KemantPendidikan dan
Pengajaran, pada Maret 1948, diadakan sekolahilgerabaik untuk SMP
(Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Meneng@s)Aatau SGL
(Sekolah Guru Laki-laki).

Upaya mengatasi lokal sekolah yang rusak akibatngeatau dipakai sebagai
barak militer menurut Djumhur (1976: 208):

Dilakukan beberapa alternatif: membangun gedunglakkbaru, menyewa
rumah penduduk untuk sekolah, atau memfungsikanrngedekolah dalam
dua tahap, pagi dan siang hari. Di samping itu d&@eas Orang Tua Murid
dan Guru (POMG) berhasil mengkoordinasikan kekuatatuk kemajuan
pendidikan, sehingga mampu mendirikan gedung sekdahkan lebih
banyak dari yang telah dibangun oleh pemerintah.

Selanjutnya, dilakukan tindakan pembenahan kebhijakaendidikan,
sebagaimana diusulkan oleh Badan Pekerja Komiteohsindonesia Pusat (BP
KNIP) pada 29 Desember 1945 kepada Kementrian Biéadi Pengajaran dan
Kebudayaan, supaya selekas mungkin mengusahakampeghaharuan pendidikan
dan pengajaran dijalankan sesuai dengan rencanak poéaha pendidikan dan
pengajaran baru, dengan pokok pembaharuan selsdaitb

(1) Untuk menyusun masyarakat baru perlu adanyaibpban pedoman
pendidikan dan pengajaran. Paham perseoranganviindiisme) yang
hingga kini berlaku haruslah diganti dengan pahaesu&ilaan dan
perikemanusiaan yang tinggi. Pendidikan dan pereyajharus membimbing
murid-murid menjadi warga negara yang mempunya tasggungjawab. (2)
Untuk memperkuat persatuan rakyat kita hendakngdattan satu macam
sekolah untuk segala lapisan masyarakat. Perligatiipula, bahwa sesuai
dengan dasar keadilan sosial semua sekolah hattuskaeuntuk tiap-tiap
penduduk negara baik laki-laki maupun perempugnMgodik yang berlaku
di sekolah-sekolah hendaknya berdasar pada sistkuolab kerja agar
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aktivitas rakyat kita kepada pekerjaan bisa berlemgbseluas-luasnya. (4)
Pengajaran agama hendaknya mendapat tempat yaatgrtedan seksama,
hingga cukup mendapat perhatian yang semestinygadeidak mengurangi
kemerdekaan golongan-golongan yang berkehendak ikaéngepercayaan
yang dipeluknya. Tentang cara melakukan Kementrismengadakan
perundingan dengan Badan Pekerja. (5) Madrasahpdaantren-pesantren
(dan sejenisnya) yang pada hakikatnya adalah saktu dan sumber
pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata, yanghsbhdaurat berakar dalam
masyarakat Indonesia umumnya, hendaklah pula mandagrhatian dan
bantuan yang nyata berupa tuntunan dan bantuamiindaei pemerintah. (6)
Pengajaran tinggi hendaknya diadakan seluas-luasiayajika perlu dengan
menggunakan bantuan bangsa asing sebagai guru. desar dari itu
hendaklah diusahakan berlakunya pengiriman petegkajar ke luar negeri
untuk keperluan negara. (7) Kewajiban belajar landoan dijalankan dengan
ketentuan bahwa dengan tempo yang sesingkat-simgkataling lama 10
tahun, bisa berlaku dengan sempurna dan merash(® tsekolah untuk tiap-
tiap anak Indonesia). (8) Pengajaran teknik dameko terutama pengajaran
pertanian, industri, pelayaran dan perikanan, hdadamendapat perhatian
istimewa. (9) Pengajaran kesehatan dan olah ragdakkah teratur sebaik-
baiknya hingga terdapat kemudian hasil kecerdaskyat yang harmonis.
(10) Di Sekolah Rendah tidak dipungut uang sekolahtuk Sekolah
Menengah dan Perguruan Tinggi hendaklah diadakaarapembayaran dan
tunjangan yang luas, sehingga soal keuangan jamgsnjadi halangan bagi
pelajar-pelajar yang kurang mampu. (Ary H. Gunawl®@86: 32-34).

Selanjutnya atas usul Badan Pekerja, maka Mentendiikan dan
Pengajaran, yang waktu itu adalah Dr. Mr. T.S.Glidunembuat Surat Keputusan
tertanggal 1 Maret 1946 No. 104/Bhg.0, untuk mertlderPanitia Penyelidik
Pengajaran di bawah pimpinan Ki Hadjar Dewantara S8aegarda Poerbakawatja,
dengan tugas antara lain:

(1) Merencanakan susunan baru dari tiap-tiap macekolah. (2),

Menetapkan bahan-bahan pengajaran dengan meninkepeyluan yang

praktis dan jangan terlalu berat. (3) Menyiapkancama-rencana pelajaran

untuk tiap-tiap sekolah dan tiap-tiap kelas. (AryGlinawan, 1986: 34).

Menyusul kemudian diselenggarakannya beberapa KesgdPendidikan

Indonesia, yang pertama di Solo (1947), lalu sabagdak lanjutnya dibentuklah

Panitia Pembentukan Rencana Undang-undang Pokotid#e&m dan Pengajaran
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pada tahun 1948 oleh Menteri PP dan K (Mr. Ali &atnidjoja), juga Konggres
Pendidikan di Yogyakarta (1949). Keseluruhan daaisilh Konggres tersebut
merupakan bahan berarti bagi lahirnya UU tentangabdasar Pendidikan dan
Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950. Inilah UU tegt@endidikan Nasional yang
pertama, sekaligus mengakhiri periode ini dan mekiggeriode berikutnya (Ary H.
Gunawan, 1986: 35).
b. Periode 1950-1959

Pada masa ini, pendidikan di Indonesia mengalamygrapurnaan. Tujuan
pendidikan dan pengajaran pada saat itu ialah matobenanusia susila yang cakap
dan warga negara yang demokratis serta bertanggualjtentang kesejahteraan
masyarakat dan tanah air. Pada tahun 1952 pentedaiam hal ini Kementerian
Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republdnkgia, menerbitkan “Rencana
Pengajaran Terurai” untuk Sekolah Rakyat yang berguntuk guru sebagai
pedoman dalam proses belajar mengajar pada sedkadan (Abd. Rachman Assegaf,
2005: 65). Jenis-jenis pelajarannya adalah:

Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Berhitung, lInamAllmu Hayat, l1Imu

Bumi, dan Sejarah. Dalam 1 tahun terdapat 8 bwiaktu belajar, dan tiap

mata pelajaran diuraikan menjadi 8 bagian untukimgasiasing kelas, yakni

untuk bulan pertama, kedua, ketiga, sampai bulaelgpan. Pendidik dalam

tiap kelas sudah memiliki pedoman mengenai halyhalg perlu diajarkan

berdasarkan waktu yang telah ditentukan terseldnd.(Rachman Assegaf,

2005: 66).

Mata pelajaran lain yang juga diajarkan di sekaelain mata pelajaran yang
telah tercantum di dalam Rencana Pelajaran tersesuai dengan peraturan

Kementerian PP dan K mengenai Sapta Usaha Tamai: yak Penertiban aparatur

dan usaha-usaha kementerian PP dan K; (2) Menggi&isenian dan olah raga; (3)
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Mengharuskan penabungan; (4) Mewajibkan usaha-usgherasi; (5) Mengadakan
kelas masyarakat; (6) Membentuk regu kerja SLA daiversitas. Kurikulum SD
dari tahun 1952 sampai dengan 1964 dapat dikategorkurikulum tradisional,
yakniseparated subject curriculum

Periode ini dipandang spesifik, karena faktor @slitik yang
mempengaruhi situasi pendidikan nasional telahdadrudari periode sebelumnya,
dan perubahan tersebut diiringi dengan pergeseatijakan pendidikan.

Faktor dimaksud antara lain adalgbertama, dalam periode ini terjadi
perubahan bentuk negara dari RIS ke Negara Kes&apublik Indonesia. Hal ini
menjadikan Indonesia memiliki sistem politik yangapan, terbukti dengan
masuknya Indonesia sebagai anggota Dewan PerserilBdngsa Bangsa (PBB)
yang ke-60 dan diselenggarakannya Konferensi AsikkaAdi Bandung pada 18-24
April 1955 (Ary H. Gunawan, 1986: 45)Kedua, berlakunya sistem politik
Demokrasi Liberal 1951-1959, dengan hasil pemilttgmea pada tahun 1955 yang
diikuti oleh multipartai, termasuk diantaranya Pkhng belakangan berpengaruh
bagi muatan pendidikan nasional (Abd. Rachman Ads@§05: 66)Ketiga, adanya
Dekrit Presiden 1959 dengan Manifesto Politik, U5, Sosialisme Indonesia,
Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Keprilaad Indonesia (Manipol
USDEK), yang setelah itu menjadi "dewa” dalam kelpan politik di Indonesia,
termasuk bidang pendidikan (Abd. Rachman Assed#i5266). Kempat,sebagai
hasil perjuangan Bangsa Indonesia di bidang pekahdidengan didahului oleh
serangkaian konggres tersebut di atas dan beripagdebatan, maka terbentuklah

UUPP No. 4 Tahun 1950 secara regional, namun kemuwtinyatakan berlaku secara
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nasional melalui UUPP No. 12 tahun 1954 (Abd. Rammmssegaf, 2005: 67).
UUPP No. 4 Tahun 1950 terdiri dari 17 bab, 30 pa#ambah penjelasan umum,
dengan ringkasan isi sebagai berikut:

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentakusia susila yang
cakap dan warga negara yang demokratis serta Qgguagjawab tentang
kesejahteraan masyarakat dan tanah air (pasalup)am pendidikan TK hingga
Perguruan Tinggi selengkapnya berisi sebagai beriku

(1) Pendidikan dan Pengajaran Taman Kanak-kanakdbesud menuntun
tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak sebelumaguknsekolah rendah
(pasal 7 ayat 1). (2) Pendidikan dan Pengajaraml&ebhermaksud menuntun
tumbuhnya rohani dan jasmani anak-anak, memberik&sempatan

kepadanya guna mengembangkan bakat kesukaannyagmasing, dan

memberikan dasar-dasar pengetahuan kecakapan tinghasan baik lahir
dan batin (pasal 7 ayat 2). (3) Pendidikan dan &aren Menengah (umum
dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan p&adidian pengajaran
yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangka-cita hidup serta
membimbing, kesanggupan murid sebagai anggota mnaksya mendidik

tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khussigais dengan bakat
masing-masing, dan kebutuhan masyarakat dan/atenpensiapkannya bagi
pendidikan dan pengajaran tinggi (pasal 7 ayat (8). Pendidkan dan

Pengajaran Tinggi bermaksud memberi kesempatand&epealajar untuk

menjadi orang, yang dapat memberi pimpinan di datzamyarakat dan yang
dapat memelihara kemajuan hidup kemasyarakataral(pasayat 4). (5)

Pendidikan dan Pengajaran Luar Biasa bermaksud srempéndidikan dan

pengajaran kepada orang-orang dalam keadaan kegamamaik jasmani

maupun rohaninya supaya mereka dapat memiliki kegad lahir batin yang

layak, pasal 7 ayat 6. (UUPP No. 4 Tahun 1950).

Ketentuan mengenai dasar pendidikan dan bahasamengdalah sebagai berikut:

(1) Pendidikan dan Pengajaran berdasar atas asay@asg termaktub dalam
Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republiknesi®m dan atas
kebudayaan kebangsaan Indonesia (pasal 4). (2)sBaimaonesia sebagai
bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekk@dah di seluruh
Republik Indonesia (pasal 5 ayat 1), sedang di haenak-kanak atau tiga
kelas yang terendah di Sekolah Rendah bahasa daeteh digunakan
sebagai bahasa pengantar, pasal 5 ayat 2. (UUP# T&hun 1950).
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Dari beberapa pokok kandungan UUPP No. 4 TahurD l@5atas, bila
dibandingkan dengan sistem pendidikan yang berjgkda periode sebelumnya
(1945-1950), tampak adanya perkembangan dan pempapersamaan, dan
perbedaan. Persamaannya, dasar dan ideologi peantiga tetap mengacu pada
Pancasila sebagai falsafah negara. Budaya bangsadalssa Indonesia dipakai
sebagai bahasa pengantar, sedang perbedaannyaktgréela tujuan pendidikan,
yang semula untuk menanamkan semangat patriotiamgwda nasionalisme, dalam
UUPP No. 4 Tahun 1950 pasal 3 dengan jelas mergabytembentukan manusia
susila yang cakap dan warga negara yang demokgrates bertanggungjawab tentang
kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

c. Periode 1959-1965

Sesuai dengan keputusan MPRS No. II/MPRS/1960 telmbhmuskan
mengenai manusia sosialis Indonesia sebagai sugiarb dari pada sosialisme
Indonesia yang menjadi tujuan pembangunan nasgsraksta berencana yaitu tata
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasa#éanD pelaksanaannya di
sekolah sesuai dengan jiwa dan Keputusan MPRSbtdrsaaka isi kurikulum
haruslah disesuaikan dengan keputusan tersebuiaiSésngan keputusan MPRS
tersebut, melalui Keputusan Presiden Republik ledan No. 145 Tahun 1965
tentang Nama dan Rumusan Induk Sistem Pendidikasioh#l antara lain
dirumuskan mengenai pembinaan manusia Indonessgaeberikut:

(1) Manusia Indonesia baru yang berjiwa Pancasi&ipbl USDEK, dan

sanggup berjuang untuk mencapai cita-cita terse(@)t.Manpower yang

cukup untuk melaksanakan pembangunan. (3) Kepabadiebudayaan
nasional yang luhur. (4) llmu dan teknologi yamggi. (5) Pergerakan massa
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aksinya seluruh kekuatan rakyat dalam pembangum@anrevolusi. (Abd.
Rachman Assegaf, 2005: 75).

Sesuai dengan ketetapan MPRS No. [I/MPRS/1960 madwadidikan
berfungsi sebagai berikut:

(1) Pendidikan sebagai pembina manusia Indonesia pang berakhlak
tinggi. (2) Pendidikan sebagai produsen tenaga kkajam semua bidang dan
tingkatan. (3) Pendidikan sebagai lembaga pengegamarkebudayaan
nasional. (4) Pendidikan sebagai lembaga pengerabaihmu pengetahuan
fisik/mental. (5) Pendidikan sebagai lembaga peraigeeluruh kekuatan
rakyat. (Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960).

Kelima hal tersebut dikenal sebagai lima dharmktibgendidikan dalam
segala jenis dan tingkatnya yaitu:

(1) Membina manusia Indonesia baru yang berakhlaiggi (moral

Pancasila). (2) Memenuhi kebutuhan tenaga kerjandaegala bidang dan

tingkatan. (3) Memajukan dan mengembangkan kebadayesional. (4)

Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan damldgi. (5)

Menggerakkan dan menyadarkan seluruh kekuatan trakyak membangun

masyarakat dan manusia Indonesia baru. (Ary H. ®anal1986: 50).

Kaitan yang sangat erat antara pendidikan dantippgtiada masa itu
dirumuskan sebagai berikut: bahwa pendidikan selsgarevolusi dalam suasana
berdikari mengharuskan perubahan dalam segala did@msusnya bidang
pendidikan. Dengan kebijakan di atas maka tujuandigdé&an nasional dari
pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggijdikkan untuk melahirkan apa
yang disebut warga negara sosialis Indonesia yasgas bertanggungjawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, dadi makmur baik spiritual
maupun material dan yang berjiwa Pancasila. Isiampendidikan nasional adalah

Pancasila Manipol/USDEK. Politik pendidikan nasibmalah Manifesto Politik

Republik Indonesia dan sebab itu strategi dasaakpahaan pendidikan nasional
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demokratis harus melahirkan patriot-patriot kompléng berdasarkan Pancasila
Manipol/lUSDEK. Untuk melaksanakan pendidikan teuselmnaka dibentuklah
Majelis Pendidikan Nasioanal melalui Keppres Rejubiidonesia No. 146 Tahun
1965 tentang Pokok-Pokok Sistem Pendidikan NasiBaalcasila, maka diuraikan
lebih lanjut mengenai “Panca Bhakti Pendidikan Niaal’, tujuan pendidikan
nasional, isi moral pendidikan nasional dan polgéndidikan nasional. Selanjutnya
di dalam Penpres tersebut dikemukakan sistem p&adithasional yang terdiri atas:
1) Pendidikan biasa (pendidikan pra-sekolah, pekaid dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi). 2) Pendidikanskbu3) Pendidikan luar biasa.
Selain pendidikan sekolah terdapat pula pendiddeanasyarakatan, dan pendidikan
di luar hubungan sekolah. Jiwa dari kurikulum pdildin yaitu: 1) Semangat
mengemban amanat penderitaan rakyat secara gaigogg demi tercapainya
masyarakat adil dan makmur diridhoi oleh Tuhan Yamgha Esa. 2) Semangat
demokrasi terpimpin yang mengutamakan musyaaratk umufakat. 3) Semangat
cinta bangsa dan tanah air dan semangat kesatimgsd yang ber-bhineka tunggal
ika, berkepribadian dan berkebudayaan masionaRa$a perikemanusiaan dalam
bentuk persahabatan dengan seluruh bangsa di dtasasemangat NEFO untuk
membangun dunia baru yang bebas dari imperialisko&gnialisme, dan neo-
kolonialisme. 5) Kepercayaan dan rasa taqwa kepatian Yang Maha Esa secara
berkeadaban sebagai karakteristik bangsa Indonesia.

Sebenarnya setelah Presiden menyatakan Dekrii 3989 maka terjadilah
perubahan yang sangat besar dalam kehidupan pemdidii Indonesia dengan

masuknya unsur-unsur asing di dalam kehidupan mastaPancasila. Dalam suatu
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usaha menyesuaikan pendidikan nasional denganrpkegmyan politik pada masa
itu, maka atas instruksi menteri Muda Pendidikeendg@jaran dan Kebudayaan No. 1
tanggal 17 Agustus 1959, Menteri Prijono mengelamarkpa yang disebut “Sapta
Usaha Tama”, yang berisi tindakan-tindakan janglendpk di lingkungan
Kementerian PP dan K sebagai berikut:

(1) Penertiban aparatur dan usaha-usaha Kement&Rndan K. (2)

Menggiatkan kesenian dan olah raga. (3) Mengharuskaha halaman. (4)

Mengharuskan penabungan. (5) Mewajibkan usaha-udapeerasi. (6)

Mengadakan kelas masyarakat. (7) Membentuk rega kierkalangan SLA

dan universitas. (Ary H. Gunawan, 1986: 51).

Sebagai pelaksanaan instruksi No. 1 di atas makandInstruksi Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan No. 2 tanggal 1lustdlg 1961 dirumuskan
sebagai berikut:

(1) Menegaskan Pancasila dengan Manipol sebagengidpnya, menjadi

asas pendidikan nasional. (2) Menetapkan PantjadNdaa sebagai sistem

pendidikan yang berisikan prinsip-prinsip: (a) Renbangan cinta bangsa dan
tanah air, moral nasional, internasional/keagama@). Perkembangan
kecerdasan. (c) Perkembangan emosional artistik edaa keharuan dan

keindahan lahir batin. (d) Perkembangan keprigatan kerajinan tangan. (e)

Perkembangan jasmani. (Ary H. Gunawan, 1986: 50).

Selanjutnya menyelenggarakan hari krida atau hattikukegiatan-kegiatan
lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga dan pemaiada tiap-tiap Sabtu.
Demikian kita lihat betapa politik memasuki duniendidikan dan ikut bergolak
sesuai dengan pergolakan kehidupan politik padaitsa®i bawah pengaruh tokoh-
tokoh pendidikan komunis pada saat itu terjadidgan mengenai dasar pendidikan

nasional apakah Pancasila atau Pantja Wardhanadalim keributan tersebut

Menteri P dan K memutuskan bahwa Pancasila merapd&sar pendidikan nasional
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dan Pantja Wardhana adalah sistem pendidikan ras{ény H. Gunawan, 1986:
50).

Periode ini adalah periode Nasakom (Nasionalisndg dan Komunis) yang
ditandai dengan berlakunya sistem Demokrasi Tenpimpemokrasi Terpimpin
yang dilandasi Nasakom menciptakan kondisi poliik mana unsur komunis
mendominasi keadaan di semua bidang (Abd. Rachnsaegaf, 2005: 77). Karena
infiltrasi komunis ini maka berbagai ormas dan pérfslam mengambil posisi
diametral terhadap kebijakan pemerintah. Masyunmmsuge pemerintah, misalnya,
berada dalam posisi konflik yang serius (Abd. RaamrmAssegaf, 2005: 77). Akibat
pengaruh PKI juga, Indonesia terlibat dengan kaonési dengan Malaysia sehingga
hubungan diplomatik menjadi tegang pada 3 Sepet®64, meskipun konfrontasi
ini  mengendor ketegangannya pada Januari 1966. (RBdhman Assegaf, 2005:
67). Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, konsitte dibubarkan dan kembali ke
UUD 1945, tetapi dengan pergeseran arah (Mahenduaril Ihza, 1996: 82).
Pancasila yang seharusnya dipimpin oleh hikmat jdetanaan dalam
permusyawaratan perwakilan bergeser menjadi koteemwkrasi yang dipimpin oleh
Presiden Pemimpin Besar Revolusi (Sodig A. Kuntdr897: 28). Dekrit ini
memperkuat posisi Presiden dan memperlemah pdagpalkehidupan ini dikenal
dengan erdManifesto Politik” atau Manipol. Manipol merupakan keseluruhan isi
Pidato Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustd®, 19ekaligus sebagai
penjelasan resmi dari Dekrit Presiden. Secara odel Manipol bertentangan
dengan Pancasila. Pengaruh Manipol terhadap p&adidmenurut Wardiman

Djojonegoro, adalah sebagai berikut:
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Pertama dari sisi ideologi. Manipol ini diindoktrinasikgrada seluruh
lapisan rakyat Indonesia termasuk di semua jengang jenis pendidikan.
Tidak dibenarkan adanya penafsiran-penafsiran yaimg selain dari yang
telah dirinci oleh pemerintah, yaitu yang telahudiuskan oleh Dewan
Pertimbangan Agung (DPA) tentang perincian persepisoalan pokok dan
program umum Revolusi Indonesia yang diambil dasiniol. Ide Manipol
ini mengubah corak pendidikan nasional menjadt @dai ideologi komunis,
karenanya yang menyambut baik sistem ini ialah rggda komunis
(Djojonegoro, Wardiman dkk, 1995: 103).

Kedua, dari sisi kebijakan pendidikan. Masih karena peuga
Manipol, asas pendidikan nasional adalah Pancdsita Manipol USDEK.
Adapun tujuan pendidikan nasional pada periodadiah untuk melahirkan
warganegara sosialis Indonesia yang susila, yamtarggungjawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesid, dah makmur baik
spiritual maupun material dan yang berjiwa PanaasiDjojonegoro,
Wardiman dkk, 1995: 103).

Tujuan pendidikan ini menggeser tujuan sebelumigag dimaksud dengan
manusia sosialis Indonesia di sini adalah manuslariesia yang berwatak Manipol.
Dasar pendidikan Manipol adalah TAP MPRS No.lI/MPERS0 Bab Il pasal 2.
Untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan Mdni maka Menteri
Pendidikan Dasar dan Kebudayaan mengeluarkan ksstidomor 2 tanggal 17
Agustus 1961 tentang Sapta Usaha Tama dan Pant¢emardeabagai berikut:

Sapta Usaha Tama berisi: (1) Penertiban aparatuuskha-usaha kementrian

PP dan K. (2) Menggiatkan kesenian dan olah r&)aMénggiatkan "usaha

halaman”. (4) Mengharuskan penabungan. (5) Mewafiblkusaha-usaha

koperasi. (6) Mengadakan kelas masyarakat. (7) Meaiok "regu kerja” di

kalangan SLA dan Universitas. Pancawardhana ataa firinsip pendidikan

berisikan hal-hal sebagai berikut: (1) Perkembangata bangsa dan tanah
air, moral nasional/internasional/ keagamaan. @kémbangan intelegensi.

(3) Perkembangan emosional-artistik atau rasa kehatdan keindahan lahir-

batin. (4) Perkembangan keprigelan (kerajinan) daand5) Perkembangan

jasmani. (Ary H. Gunawan, 1986: 50).

Sejak itu, seluruh kegiatan sekolah, baik yang kkler maupun yang

ekstrakurikuler banyak berubah dan disesuaikanatemngstruksi di atas. Kemudian,

sistem Pancawardhana ini disempurnakan melaluialgartKeputusan Presiden, di
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antaranya Keputusan Presiden No. 19 Tahun 19mtgal 25 Agustus 1965 (Abd.
Rachman Assegaf, 2005: 80).

Dari sisi materi pelajaran di sekolah, Pancasila Bnipol dijadikan mata
pelajaran di perguruan rendah sampai dengan penguinggi. Selanjutnya juga
ditetapkan bahwa pendidikan agama menjadi matajgpeh di sekolah-sekolah
mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitegersitas.

Bila dicermati, penggunaan kalimat membentuk miansgsila yang berjiwa
Pancasila tampaknya memang Pancasila masih menjiyain pendidikan. Bahkan
tampaknya lebih maju dibanding dengan rumusan riupemndidikan menurut UUPP
No. 4 Tahun 1950, karena di sana kalimatnya harg@ayabut manusia susila tanpa
berjiwa Pancasila. Akan tetapi setelah sampai depalimat bertanggung jawab
atas terwujudnya masyarakat sosialis Indonesiapdknadanya penyimpangan dan
pengaruh Manipol USDEK (Mirwan Agus, 1989: 8). Renan berjalan cepat,
upaya-upaya golongan kiri komunisme ini mengalaegdgalan total, dan sementara
itu tujuan pendidikan yang berlandaskan pada Man}8DEK tidak bertahan lama.
Melalui Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. XX\WWIPRS/ 1966 Bab Il pasal
3 tentang tujuan pendidikan merubah tujuan pendidiklang semula untuk
melahirkan warga negara Sosialis Indonesia yangasoenjadi untuk membentuk
manusia Pancasila sejati (Ketetapan MPRS RI No. KKNPRS/1966). Dari
beberapa perubahan kebijakan tersebut dapat da#tatbahwa ketika komunisme
menguat maka rumusan tujuan pendidikannya menggndulai-nilai sosialis.
Sebaliknya, begitu pengaruh komunisme melemah, makausan tujuan

pendidikannya berubah menurut  konstelasi politkatsitu yang berupaya
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memurnikan Pancasila, dan pelaksanaan pendidikamaagun menjadi kewajiban
setiap peserta didik.

Perubahan kebijakan di atas membuktikan bahwa l@oi@s Manipol ini
berlaku sangat singkat. Terlebih lagi dengan mefsta peristiva G-30 S/PKI tahun
1965, tujuan dan kebijakan pendidikan ini ditinggal. Tujuan pendidikan nasional
Indonesia tahun 1966 dirumuskan melalui TAP MPRS X¥VII/ MPRS/ 1966
tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Pasatr@bioarakan tentang dasar
pendidikan. Dinyatakan bahwa: "Dasar pendidikariadalsafah negara Pancasila”.
Pasal 3 menetapkan bahwa: "Tujuan pendididkan hdal@mbentuk manusia
Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentupartseyang dikehendaki oleh
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945” (Abd. Rachnsaegaf, 2005: 83).

Dalam pasal 4 memuat isi pendidikan, yapgaertama mempertinggi mental,
moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinKedua, mempertinggi kecerdasan
dan keterampilarKetiga, membina/ mengembangkan fisik yang kuat dan sé\iat. (
Rachman Assegaf, 2005: 83). Pasal 5 memuat ketenperlunya meninjau kembali
peraturan pendidikan yang tidak sesuai dengan UWB5 ltermasuk Penetapan
Presiden No. 19 Tahun 1965 tersebut di atas (AledthRan Assegaf, 2005: 83).
Terjadi pergeseran tujuan pendidikan dari membenW&nusia Sosialis, atas
pengaruh Manipol, menjadi Manusia Pancasilais Sejabagai upaya pemurnian
Pancasila yang sesuai dengan kehidupan Orde Baru.

2. Politik Pendidikan OrdeBaru
Fokus perhatian Orde Baru ditujukan pada empataptahSemuanya

berpengaruh langsung bagi kebijakan pendidikaronakiyaitu:

168



Tahappertama,penghancuran PKI beserta ideologi Marxisme darickepan
politik bangsa, serta membersihkan semua lembagakd&uatan sosial-
politik dari kader-kader PKI dan proses de-Nasakasii seluruh aspek
kehidupan bangsalahap keduakonsolidasi pemerintahan dan pemurnian
Pancasila dan UUD 1945Tahap ketiga menghapuskan dualisme dalam
kepemimpinan nasional. Daahap keempatmengembalikan stabilitas politik

dan merencanakan pembangunan. (Abd. Rahman As20g&f 84).

Implikasi padatahap pertamapembubaran PKI, menimbulkan penutupan
sekolah-sekolah yang bernaung di bawah PKI dam@asi yang ada di bawahnya.
Menurut Abd. Rahman Assegaf :

Sejak tahun 1966 sampai 1971 terdapat penurunavliabekSetelah resmi

dibubarkan, PKI praktis tidak terlibat dalam biragr pemerintahan. Kondisi

ini menguatkan posisi kelompok nasionalis dan kgloknmuslim. Kurikulum
yang semula dijabarkan dalam Sapta Usaha Tama a@acawardana, yang
berkarakter kiri, diganti dengan kurikulum bermuaf@embinaan Pancasila.

Prestasi penting lainnya adalah diberlakukannya RNJSlo. 2 Tahun 1989

dan Kurikulum 1994. (Abd. Rahman Assegaf, 2003: 85

Tahap keduadilakukan konsolidasi pemerintahan, serta peraurfMancasila.
Hal ini berpengaruh besar bagi perubahan redaksarupendidikan nasional.
Konsolidasi pemerintahan dilakukan dengan pembeantukabinet baru dan
penyusunan program pembangunan. Adapun upaya pemuPancasila menjadi
prioritas. Sebagaimana telah disebut pada bagibelwsenya, ketika pengaruh ide
Manipol masih kuat, maka tujuan pendidikannya dikaa agar "melahirkan warga
negara sosialis Indonesia yang susila, yang begtemggjawab atas terselenggaranya
masyarakat sosialis Indonesia (Keputusan Presidd¥oR145 Tahun 1965 tentang
Nama dan Rumusan Sistem Pendidikan Nasional). BakakPKI dibubarkan, serta

dilakukan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikarsiomal berubah menjadi

"membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkamentkein-ketentuan yang
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dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945. Perubahan asandli atas menunjukkan
bahwa ide Manipol USDEK telah diganti secara tegasjadi falsafah Pancasila.

Orde Baru diwarnai semangat serba Pancasila. S@amnaitu selalu
ditekankan, baik dalam bidang politik maupun peikdid. Menurut Udin S.
Winataputra:

Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamataasi®) wajib
diberikan kepada setiap siswa yang diterima dolsdl di samping masih
adanya mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran @@Rdidikan Moral
Pancasila) termasuk yang mempengaruhi kenaikans katau kelulusan
sekolah. Setelah EBTANAS (Evaluasi Belajar TahaphiAkNasional)
diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studgyaempengaruhi nilai
komulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni), DANEM berfungsi
sebagai standar memasuki jenjang pendidikan dhyga$enataran P-4 juga
berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di tingkasa, penduduk di data
untuk memperoleh  pembinaan P-4. sejak 1984, agmaypol dan ormas
diharuskan menganut asas tunggal, Pancasila. (veanagré Agustus 2011).

Padatahap ketiga menghapuskan dualisme dalam kepemimpinan nasional
untuk itu diadakan Sidang Istimewa MPRS tahun 1@86igan hasil diangkatnya
Soeharto sebagai presiden, juga menghapuskanmdeglenafsiran tentang Pancasila
dan UUD 1945.

Tahap keempat,mengembalikan stabilitas politik dan merencanakan
pembangunan. Pembangunan dilakukan pada semuagpigantama ekonomi dan
pendidikan.

Pembangunan ekonomi menunjukkan prestasi yang nmggalkan.

Pertumbuhan ekonomi selama Orde Baru rata-ratasaelte8% per tahun.

Pendapatan perkapita meningkat secara mencolok. ajiam sektor

pendidikan juga tampil dengan mengesankan. Seladfa (Pembangunan

Jangka Panjang) | tahun 1969-1991, sekolah, gunundarid SD meningkat

secara mencolok, lebih dari 3,5 kali lipat. Sekdlainjutan Tingkat Pertama

secara kelembagaan mengalami peningkatan lebihddkali lipat. Sekolah

lanjutan tingkat atas meningkat lebih dari 5,5 Kgdat. Jumlah murid dan
guru SLTA meningkat lebih dari 8 kali lipat. Jumlphrguruan tinggi secara
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kelembagaan meningkat 3,5 kali lipat. Jumlah doslm mahasiswa

meningkat 9 kali lipat. Semua peningkatan itu digafahun 1991, bila

dibandingkan awal Repelita I, 1969. (Sekretariadéeal DPP Golkar, 1992:

7).

Data di atas adalah sebuah prestasi. Akan tepmjgritas pembangunan
ekonomi berjalan tidak seimbang dengan demokrasinsEntrasi pembangunan
ekonomi menyebabkan kehidupan demokrasi agakntarlaPemilu dilaksanakan
tanpa sistem multi partai sebagaimana Pemilu 19&®kan sejak 1973 jumlah partai
disederhanakan menjadi 3 saja. Menurut William ledd

Pada tahun 1984 semua partai diharuskan berasggaturyakni Pancasila

Kebebasan pers dan kebebasan mimbar diawasi $etataDari tahun 1960

hingga tahun 1980, terjadi banyak insiden kekeragamg diklaim oleh

pemerintah sebagai ekstrim kanan, dan dijadikasaalgpemerintah Orde

Baru untuk mewaspadai gerakan Islam militan. (&fitl Liddle, 1996: 5).

Ketimpangan antara pembangunan ekonomi dengan kdatisasi
menjadikan pembangunan bersifat semu, karena tampgpermukaan gedung-
gedung menjulang tinggi, melambangkan keberhasiaonomi, sementara pada
lapis bawah rakyat tidak merasakan adanya pemaratsl pembangunan. Alokasi
dana pendidikan juga relatif kecil, bila dibandiagkdengan alokasi dana bidang
pembangunan dan industri. Produk kebijakan pekalidipada era Orde Baru
tercermin dalam GBHN, Undang-undang sistem pendidikasional No. 2 Tahun
1989, berbagai Peraturan Pemerintah, serta berlsagat Keputusan Menteri, dan
lain-lainnya.

Berikut ini adalah uraian singkat mengenai poladen tema pokok GBHN

yang menunjukkan adanya perubahan kebijakan pdwadichasional. GBHN 1973,

1978, 1983, 1988, dan 1993 memiliki pola isi damaeyang tidak jauh berbeda,
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sebagai berikut: (a) Dasar dan tujuan pendidikaional; (b) Pedoman penghayatan
dan pengamalan Pancasila (P-4); (c) Pendidikan IMBancasila (PMP); (d)
Pendidikan sejarah perjuangan bangsa (PSPB); (¢p \WWelajar; (f) Kesempatan
belajar; (g) Sistem pendidikan nasional; (h) Peikdid umum dan kejuruan; (i)
Pendidikan luar sekolah; (j) Perguruan swasta; R&jguruan tinggi; (I) Tenaga
pendidik; (m) Sarana dan prasarana; (n) Pendidikam raga; (0) Pendidikan bahasa
Indonesia; (p) Perpustakaan. Berikut ini kutipaBHBl 1978 yang terkait dengan

pendidikan:

(1) Bahwa pendidikan nasional berdasarkan atasaBéacdan bertujuan
untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan YarftpNEsa, kecerdasan,
keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkkapribadian dan
mempertebal semangat kebangsaan agar dapat merkanbuhanusia-
manusia pembangunan yang dapat membangun diringéisgerta bersama-
sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsaDal2n rangka
melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil Kahgangkah yang
memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancésiisseluruh lapisan
masyarakat. (3) Pendidikan Pancasila termasuk &i&adi Moral Pancasila
dan unsur yang dapat meneruskan dan mengembarngkamgn nilai-nilai
1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam ukumk sekolah-
sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai usites, baik negeri
maupun swasta. (4) Pendidikan berlangsung seunduphdan dilaksanakan
di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan amakgt. Karena itu
pendidikan adalah tanggungjawab bersama antarargelumasyarakat, dan
pemerintah. (5) Perguruan swasta mempunyai perdaantanggung jawab
dalam usaha melaksanakan pendidikan nasional. untuk perlu
dikembangkan pertumbuhan sesuai kemampuan yandgedasarkan pola
pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap imdadgkan ciri-ciri khas
perguruan yang bersangkutan. (6) Pendidikan jugajangkau program-
program luar sekolah yaitu pendidikan yang bersikamasyarakatan,
termasuk kepramukaan, latihan-latihan keterampikam pemberantasan buta
huruf dengan mendayagunakan sarana dan prasaragaaga. (7) Mutu
pendidikan ditingkatkan untuk mengejar ketinggaldn bidang ilmu
pengetahuan dan teknologi yang mutlak diperlukatukurmempercepat
pembangunan. (8) Sistem pendidikan perlu disesmadengan kebutuhan
pembangunan segala bidang yang memerlukan segaik Keahlian dan
keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkamugtivitas mutu dan
efisiensi kerja . (TAP MPR No. IV/IMPR/1978).
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Kebijakan politik di Indonesia selalu berpengahgsar dan langsung bagi
pendidikan nasional. Perubahan politik selalu ménikan perubahan kebijakan
pendidikan. Pada masa kolonial, kebijakan pendmdildilaksanakan menurut
kepentingan penjajah. Setelah merdeka, orientasdigigan untuk kepentingan
masyarakat luas, bangsa dan negara. Perkembargdidik pelalu lebih cepat
daripada perubahan pendidikan. Keputusan politikgyaiambil oleh individu/
kelompok dalam pemerintahan tertentu memiliki ikgdi luas bagi masyarakat.
Oleh karena itu membenahi praktik pendidikan hatuslisertai dengan pembenahan
dan pembaharuan kebijakannya. Berikut ini hasil arazara dengan Husain Haikal:

Menguatnya peran pemerintah Orde Baru secaradeikfinansial dijadikan

titik pijak untuk melakukan intervensi ke dalam gelikan secara lebih jauh.

Sampai pertengahan dekade 1970-an atau sepuluh p&ntama Orde Baru,

sebetulnya masih ada yang disebut sebagai otonami dan otonomi

pendidikan. Tapi selepas tahun tersebut, bersamdangan makin
menguatnya peran politik penguasa Orde Baru, mdkaomi guru dan
otonomi pendidikan itu makin berkurang dan lamadamenghilang.

(wawancara, 7 Juli 2011).

Pelita 1l dan Il menjadi titik awal penggarapastem pendidikan nasional
oleh rezim Orde Baru, karena pada saat itu pofitide Baru sudah memperoleh
basis ekonomi dan politiknya yang cukup kuat. Seekonomis, Rezim Orde Baru
diuntungkan oleh meningkatnya harga minyak di @asaunia yang begitu tajam,
sehingga negara memiliki banyak uang. Uang minyakkemudian dipakai untuk
mendirikan SD Inpres baru di seluruh wilayah Indssaedan sekaligus pengangkatan
guru baru. Pendirian SD Inpres yang diikuti dengangangkatan guru baru itu telah

menjadi titik awal menguatnya peran pemerintahrdadaktor pendidikan. Menurut

Darmaningtyas:
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Memasuki Pelita 1l, penguasa Orde Baru semakingyardiri karena secara
ekonomis Rezim Orde Baru sudah semakin kuat. Seslayaomis Rezim

Orde Baru sudah mampu melahirkan calon-calon komglat baru,

sedangkan secara politik dukungan dari ABRI dark&osemakin menguat
melalui birokrasinya yang sangat efektif. Dengana domodal tersebut,

intervensi yang dilakukan Rezim Orde Baru ke daksistem pendidikan

nasional semakin intensif. Rezim Orde Baru menyasigpenuhnya bahwa
institusi pendidikan dapat menjadi mekanisme kontamg efektif terhadap

pikiran-pikiran liar yang ada di masyarakat. Olehrdna itu berbagai
mekanisme kontrol (fisik dan pikiran) melalui pedilan terus dilakukan

oleh rezim Orde Baru. Pertama-tama melalui seragekolah, kemudian

berlanjut pada isi materi pelajaran, dan dilanjotkada yang lebih detail lagi,
yaitu pengawasan perilaku individu-individu yandibat dalam pengelolaan
pendidikan. Sebenarnya akar masalah pendidikan nbilenya masalah
terbatasnya anggaran tetapi juga kuatnya intenymggjuasa Orde Baru yang
menjadikan beban ideologis dan politik yang dipiglgh pendidikan nasional
itu teramat berat, sedangkan proses pencerdasanseituliri semakin

berkurang. (Darmaningtyas, 2004: 9).

a. Indoktrinasi 1deologi

Beban politik dalam pendidikan mulai terasa keti&kdanya pergantian
pelajaran dariCivic atau Kewarganegaraan menjadi pelajaran PMP (R&adid
Moral Pancasila) sejak tahun 1976. PenggantiangpataCivic menjadi PMP itu
memiliki implikasi politik yang cukup besar. MenaiiDarmaningtyas:

Dalam pelajaranCivic yang dipelajari adalah mengenal hak-hak dan
kewajiban sebagai warga negara, dan juga kewajibagara terhadap
warganya. Dengan demikian sejak kecil setiap msudah diajarkan untuk
bersikap kritis terhadap hak-haknya sebagai wamgana dan kewajiban
negara terhadap warganya. Dengan kata lain, pataj@ivic itu akan
menumbuhkan sikap kritis kepada setiap murid. Hal jelas kurang
menguntungkan bagi penguasa. Sebab bila setiapalulsekolah menjadi
sangat kritis, maka penguasa akan kebingungan nidw@ibgawaban kepada
setiap tuntutan warganya. Sedangkan pada mataaelaPMP tekanannya
hanya menjadi orang yang taat dan patuh pada igieokgara saja, tapi
kurang dikenalkan dengan hak-haknya. Maka wajda Kkemudian produk
pendidikan yang lahir dari mata pelajaran PMP dalah orang-orang yang
taat, dan tidak kritis. (Darmaningtyas, 2004: 10).
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Setelah hadirnya Tap MPR tentang Pedoman Penghagtata Pengamalan
Pancasila (P-4), Husain Haikal menyatakan bahwa:

Beban politik pada pendidikan nasional itu maknasa berat ketika pelajaran

PMP itu tidak hanya berhenti di situ saja. Tapildgut pada bentuk

penataran P-4 yang harus diikuti oleh setiap mdaid Taman Kanak-kanak

sampai Perguruan Tinggi, dan juga para gurunyaakSghun 1983-1997

penataran P-4 menjadi kewajiban yang harus diddetnh setiap murid baru.

Penataran P-4 pun kemudian menjadi proyek baru gmrgi pengampu mata

pelajaran Pancasila. (wawancara, 7 Juli 2011).

Selain mata pelajaran PMP, mata pelajaran Sejagghljanyak dimanfaatkan
oleh penguasa untuk mendukung kepentingannya. Sebagtohnya adalah mata
pelajaran Sejarah Nasional yang sangat menonjatkateri peristiva 1965-1966
yang menampilkan penguasa Orde Baru sebagai Hefwh lanjut Husain Haikal
menyatakan:

Buku-buku Sejarah Nasional sejak masa awal Orde Barh banyak bersifat

sebagai kampanye anti PKI. Oleh sebab itu, daldorude materi sejarah,

terutama peristiwa 1965-1966 ditekankan pada kelajaPartai Komunis

Indonesia (PKI) dan heroiknya Angkatan Darat dalamnyelamatkan

Pancasila sebagai dasar negara sehingga kemudranonoglkan peringatan

"Hari Kesaktian Pancasila” yang selalu diperingadtiap tahunnya. Namun

sejak Gur Dur menjadi Presiden peringatan tersdimanti istilah dengan

nama "peringatan 1 Oktober. (wawancara, 7 Juli 2011

Selain pergantian pelajaran yang lebih memilikbde politis daripada
pencerdasan itu, pada Pelita Il juga ditandai dangdanya ketentuan seragam
secara nasional, yaitu Merah-Putih untuk SD, BtitPuntuk SLTP, dan Abu-abu-
Putih untuk SMTA. Sebelumnya seragam pelajar itendiukan oleh masing-masing

sekolah dan fungsinya hanya untuk menghindari deya persaingan yang tidak

sehat saja. Ketentuan seragam secara nasionahitu roulai diberlakukan sejak
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Dasmsoef dari CSIS (1987-
1993), sebelumnya seragam sekolah itu amat beawaanni.

Mulai saat itu sebetulnya telah terjadi penguasasstitusi pendidikan
nasional baik secara fisik maupun mental melallitibgenyeragaman. Secara fisik
melalui ketentuan pakaian seragam nasional dagkain SD, SMTA, sedangkan
secara mental melalui penggantian pelajatanc dengan PMP dan Penataran P-4
bagi murid baru, serta materi pelajaran Sejaraly yitekankan sebagai kampanye
anti PKI. Penguasa Orde Baru menyadari betul, bapeadidikan merupakan
wahana yang strategis untuk melakukan indoktrindsologi yang efektif, oleh
karena itu pendidikan harus dikuasai. Pada pdarkegan berikutnya, upaya
menambah beban politik pada institusi pendidikasiamal itu dilakukan oleh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nugroho Notogos&h983-1985) dengan
menambah mata pelajaran PSPB (Pendidikan SejarghaRgan Bangsa) pada
Kurikulum 1984.

Jika sebelumnya kampanye anti-PKI di satu pihak ldgamisme Angkatan
Darat itu hanya masuk ke dalam materi pelajaraar&ejsaja, maka oleh
Menteri Nugroho Notosusanto diformalkan dalam blenpelajaran PSPB
yang dinilai tumpang tindih dengan materi Sejarasibhal itu sendiri. Oleh
para sejarawan yang kritis, seperti Prof. Dr. Sertiartodirdjo dan G.
Moedjanto ditolak. Bahkan Prof. Dr. Sartono (Guras8r Fakultas Sastra
UGM) tidak mau terlibat dalam penyusunan materi B.3Rarena materi ini
dinilai lebih bermuatan politis daripada proses geedasan bangsa, karena
fokus perjuangan yang ditunjukkan hanya pada pegama bersenjata dan itu
pun secara waktu hanya terfokus pada peran Angk&tarat dalam
menghadapi PKI tahun 1965-1966. Perjuangan kaurdeggwan melalui
diplomasi tidak ditempatkan sebagai bagian daarahj perjuangan bangsa
Indonesia. Dengan kata lain, penambahan pelaje8&BRu sebetulnya lebih
dimaksudkan untuk menyenangkan kekuatan politikidampada saat itu,
yaitu ABRI khususnya Angkatan Darat. Melalui pelaja PSPB itu
diharapkan secamvolutif para lulusan pendidikan formal memiliki apresiasi
yang tinggi terhadap ABRI, khususnya Angkatan Dafaputusan Menteri
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Nugroho Notosusanto itu ditengarahi sebagai upayakumencari muka di
hadapan militer, karena ia dikenal sebagai sastralaa rektor Ul yang dekat
dengan militer. Sebelum menjadi rektor Ul tahun2,98ugroho Notosusanto
adalah bekerja di Pusat Kajian Sejarah Militer, Katgn Darat. Setelah
Nugroho Notosusanto meninggal dunia (Juni 1985) diemteri P dan K
dijabat oleh Fuad Hassan (sejak 31 Juli 1985), mpafajaran PSPB itu
kemudian dihapuskan dan diintegrasikan kembali kéemSejarah Nasional
dan PMP. (Darmaningtyas, 2004: 13).

Penguasaan institusi pendidikan sebagai waharaktimasi ideologi dan
politik Orde Baru tidak hanya berhenti pada pentigandesain materi pelajaran
Civic menjadi PMP, mengubah substansi pelajaran Sejaasfohal, menambahkan
pelajaran PSBP, atau penyeragaman pakaian secaianala saja, tapi juga
penguasaan guru.

Organisasi guru, yang kemudian dikenal dengan @Rl yang pada saat

didirikan pada 25 November 1945 berbentuk SerikatkeBa pada

Konggresnya tanggal 23-25 Novenber 1973 di Jaketabah status menjadi

Organisasi Profesi. Bersamaan dengan perubahauns sitat juga terjadi

perubahan afiliasi politik. Selama masa Orde Ba@RP dikenal sebagai

salah satu organisasi profesi yang menjadi basidyseing Golongan Karya

(Golkar) sehingga anggota PGRI diidentikkan dengdaBolkar.

(Darmaningtyas, 2004: 17).

Adanya perubahan status itu jelas mempengaruhgrgarak organisasi guru,
yaitu Serikat Pekerja yang bertujuan memperjuangkak-hak guru menjadi
organisasi yang diikat oleh kode etik profesi tette Apalagi perannya sebagai
pendukung Golkar, jelas dapat melupakan nasib dagga sekiranya anggota itu
tidak sejalan dengan tuntutan Golkar. Menurut Huskikal:

Begitu besarnya cengkeraman birokrasi yang dipértdéd organisasi guru,

menyebabkan guru kehilangan otonominya. Guru keamudangat terbiasa

bekerja atas dasar petunjuk pelaksanaan dan plktteknis saja. Semua

perintah akan dijalankan bila sudah ada petunjuéksanaan dan petunjuk
teknis, karena mereka takut disalahkan. (wawan@aiali 2011).
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Penguasaan guru sebagai media untuk melaksanal@ktrinasi ideologi dan
politik Orde Baru itu berlangsung sangat efekt#hiagga dalam waktu dua dekade
terakhir masa Orde Baru, institusi pendidikan tetadénjadi sarana yang efektif
untuk mendukungstatus quo.Institusi pendidikan menjadi institusi yang paling
konservatif untuk melakukan perubahan sama sdkaljelas sebagai dampak dari
pengkerdilan jiwa dan penghilangan otonomi gurdabBapengertian ini, jelas bahwa
pendidikan sejak masa Orde Baru cenderung sebegggppemiskinan ideologi dan
politik masyarakat.

b. Pembangunan Pendidikan

Jika pada era Orde Lama pendidikan dikuasai ot#itiqppManipol USDEK
serta peraturan perundangan yang didasarkan kepide politik yang berbau
Manipol dan USDEK. Maka Orde Baru berupaya melunskkembali arah
pendidikan nasional supaya sejalan dengan citar@tonal. Berikut ini adalah
uraian dari Tilaar:

Repelita pertama dicanangkan mulai berlaku padggtril April 1969, maka
pada tanggal 28-30 April 1969 pemerintah dalam imal Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan mengumpulkan 100 orargr ppemikir
pendidikan di Cipayung untuk mengidentifikasi makainasalah pendidikan
nasional. Di dalam pertemuan para pakar tersebntldl kesimpulan bahwa
perkembangan pendidikan ditentukan oleh faktorefaktiar seperti politik,
ekonomi, sosial budaya, serta faktor-faktor intét@dua faktor tersebut harus
diidentifikasi secara cermat baru kemudian disusuatu strategi serta
program penanggulangannya. Disadari pada waktubdfowa pemerintah
belum mempunyai strategi umum yang menyeluruh elas yang disebabkan
oleh beberapa hdPertama,badan-badan pemerintah yang menyelenggarakan
pendidikan tidak mempunyai otoritas yang jelasire, tanggungjawab dan
fungsi badan-badan tersebut simpangsiur sehingganga kurang jelas dan
efisien. Kedua, para penyelenggara pendidikan belum profesionginya,
tingkat kemampuan dari para penyelenggara pendidikéum sanggup untuk
melaksanakan proses pendidikan secara profesiomedn hanya jumlahnya
yang masih kurang tetapi banyak dicampuri oleh ossur politik.Ketiga,
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pelaksanaan pendidikan terlalu dibawah pengarlitikpoKeempat,badan-

badan penyelenggara pendidikan yang kurang profasioserta tidak

diperkuat oleh tim-tim peneliti. Pada saat itu fkliadalah panglima
sedangkan profesionalisme berada di nomor dua.abupédkar pendidikan

pada saat itu juga masih sangat terbatas. (Tl8&5: 113).

Konferensi Cipayung mempunyai tiga tujuaPertama, mengidentifikasi
semua persoalan di bidang pendidikdadua,meyusun prioritas berbagai persoalan
untuk dipecahkan sesuai arah pembangunan nasiketija, mencari alternatif
pemecahan. Dalam konferensi yang terkenal itu sutkaigan lugas dinyatakan
bahwa strategi dasar pembangunan pendidikan nasaaha bukan hanya sekedar
merumuskan untuk mencapai target kuantitatif, tejiaga merumuskan isi sistem
pendidikan seperti struktur, kurikulum, dan metfodo pendidikan. Masalah
pendidikan bukan hanya ditentukan masalah-masalaini tetapi juga tergantung
kepada masalah-masalah ekstern, seperti politionaki, dan sosial budaya.
Selanjutnya, ada dua hal yang ditonjolkan di dalkomferensi tersebut ialah
pentingnya “hubungan” dan “inovasi”. Lebih lanjutaar (1995: 114) menjelaskan:

Konferensi juga memberikan perhatian kepada limsiskpendidikan yang

dikemukakan oleh Philip Coombs, sebagai berikufférjadi ledakan jumlah

anak yang ingin mendapatkan pendidikan. 2) Tidangd keserasian antara
kebutuhan masyarakat dengan apa yang diajarkarekdiladh. 3) Sumber
pembiayaan pendidikan yang serba terbatas. 4) Muaadidikan perlu
ditingkatkan. 5) Belum adanya efisiensi kerja.

Kelima faktor krisis pendidikan menurut pemikir@hilip Coombs tersebut di
atas, masih perlu dilengkapi lagi dengan faktorakgr jelasnya arah pendidikan
nasional. Memang UU No. 4 Tahun 1950 tentang e, tidak memadai lagi

dalam pembangunan masyarakat yang mulai berubamikide pula UU yang

mengatur pendidikan tinggi masih didasarkan ideol®gle Lama, begitu juga
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pendidikan untuk sekolah dasar dan menengah maddsatkan kepada Pantja
Wardhana yang tidak lain merupakan cerminan darnipgd USDEK. Dalam
konferensi Cipayung para pakar minta perhatian geeai rumusan arah pendidikan
nasional. Meskipun lambat tetapi pasti harapan pekar tersebut baru dapat
terpenuhi setelah duapuluh tahun dengan keluartydNb. 2 Tahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Tilaar, 1995: 115).
c. Produk MPR Berkaitan Pendidikan

Politik pendidikan suatu rezim dapat dilihat damaqiuk lembaga tertingginya
yakni MPR. Berikut ini adalah ketetapan MPR yang ada Kkaitanmyggan
pendidikan pada era Orde BarBertama, TAP MPRS No. XXVII/MPRS1966
Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan. Dasalidileem (Pasal 2):

Dasar pendidikan adalah falsafah Negara Pancadsijaan Pendidikan (Pasal
3): Membentuk manusia Pancasilais sejati berdasakktentuan-ketentuan
seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945isldJUD 1945. Isi
Pendidikan (Pasal 4): Untuk mencapai dasar damanupendidikan, maka isi
pendidikan adalah sebagai berikut: (1) Mempertimggntal dan budi pekerti
dan memperkuat keyakinan beragama; (2) Mempertikggerdasan dan
keterampilan; (3) Membina/ mengembangkan fisik yselgat dan kuat.

Kedug TAP MPR No. IV/IMPR/1973 Tentang GBHN. Menyataksahwa:

Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar umégembangkan
kepribadian dan kemampuan di dalam dan luar sekd&h berlangsung
seumur hidup. Oleh karenanya agar pendidikan ddipatiki oleh seluruh
rakyat sesuai dengan kemampuan masing-masing diadiviaka pendidikan
adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, daerpgah. Pembangunan
di bidang pendidikan didasarkan atas falsafah @meBancasila dan diarahkan
untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yanBaneasila dan
untuk membentuk manusia Indonesia yang sehat jasgdan rohaninya,
memiliki pengetahuan dan keterampilan, dengan mmhgegkan kreativitas
dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demiolkdan penuh
tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasantigggg dan disertai
budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya danamgai sesama manusia
sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUB. 19ntuk mencapai
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cita-cita tersebut maka kurikulum di semua tinggahdidikan, mulai dari
taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi baikmeggipun swasta harus
berisikan pendidikan Moral Pancasila dan unsursungng cukup untuk
meneruskan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada genenasla.

Ketiga TAP MPR No. IV/MPR/1978 Tentang GBHN. Menyatakshwa:

Pendidikan  nasional berdasarkan atas Pancasila béatujuan untuk
meningkatkan ketagwaan terhadap Tuhan Yang Maha Eseerdasan,
keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkkapribadian dan
mempertebal semangat kebangsaan agar dapat merkanbuhanusia-
manusia pembangunan yang dapat membangun diring#riseerta bersama-
sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsam Dedngka
melaksanakan pendidikan nasional perlu diambil kahgdangkah yang
memungkinkan penghayatan dan pengamalan Pancésdilsseluruh lapisan
masyarakat. Pendidikan Pancasila termasuk Pendiditaal Pancasila dan
unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembajnykadan nilai-nilai
1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam ukumk sekolah-
sekolah, mulai dari taman kanak-kanak sampai usiteet, baik negeri
maupun swasta. Pendidikan berlangsung seumur hddopdilaksanakan di
dalam lingkungan rumah tangga, sekolah, dan masytar&arena itu
pendidikan adalah tanggungjawab bersama antararigalumayarakat, dan
pemerintah. Perguruan swasta mempunyai peranataaggung jawab dalam
usaha melaksanakan pendidikan nasional. Untuk éitu pdikembangkan
pertumbuhannya sesuai dengan kemampuan yang adasadwan pola
pendidikan nasional yang mantap, dengan tetap imggigkan ciri-ciri khas
perguruan yang bersangkutan. Pendidikan juga mgkganprogram-program
luar sekolah yaitu pendidikan yang bersifat kemassigatan, termasuk
kepramukaan, latihan-latihan keterampilan dan peambasan buta huruf
dengan mendayagunakan sarana dan prasarana yanlyletdapendidikan
ditingkatkan untuk mengejar ketinggalan di bidaimgu pengetahuan dan
teknologi yang mutlak diperlukan untuk mempercgmnbangunan. Sistem
pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pegoinan segala bidang
yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keteranpslerta dapat sekaligus
meningkatkan produktivitas, mutu dan efisiensi &effitik berat program
pendidikan diletakkan pada peluasan pendidikan rdakdam rangka
mewujudkan pelaksanaan wajib belajar yang sekaligneamberikan
keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan lingkumygaserta peningkatan
pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingktatkudapat menghasilkan
anggota-anggota masyarakat yang memiliki kecakapbagai tenaga-tenaga
pembangunan.
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Dari

berbagai produk MPR tersebut dapat disimpulkahwa Orde Baru ingin

membentuk manusia pembangunan yang Pancasilaiggaéhi berbeda dengan Orde

Lama yang ingin membentuk manusia sosialis yanglmamg revolusi.

d. Pandangan Soeharto tentang Pendidikan

Pokok-pokok pikiran Presiden Soeharto tentang ipéah terungkap dalam

pidato-pidato yang diucapkan pada berbagai kesampBiari pidato-pidato tersebut

dapat ditemukan pandangannya mengenai pendidikaionah Amanat Presiden

Soeharto pada Rapat Kerja Kepala Kantor WilayalarPK| se Indonesia tanggal 12

Juli 1976 di Jakarta, dalam Onny S. Prijono daméiea, 1980: 21).

Sasaran pembangunan yang berdasarkan Pancasik@h goanbangunan
manusia secara utuh. Pembangunan itu mengejar k@mkghir dan selaras
dengan kesejahteraan batin, sehingga manusia benar-menjadi manusia
dengan segala martabat dan harkatnya yang terhdvaatsia bukan hanya
‘alat mati’ dalam pembangunan, melainkan adalahakpeldan tujuan
pembangunan itu sendiri. Inilah yang saya maksla jsaya sering
mengatakan bahwa pembangunan untuk manusia, daan bagbaliknya,
manusia untuk pembangunan.

Sambutan Presiden soeharto dalam Dies Natalis ki@ Bandung, 5

Desember 1974, dalam (Onny S. Prijono dan Pranagéd: 21).

Karena itu tujuan untuk membangun, dorongan untakbangun, dan cara-
cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sagumgg berpangkal
pada cita-cita agar manusia hidup lebih baik sedeagan martabatnya. Ini
berarti bahwa pusat perhatian dalam segala gerd& pakikatnya adalah
masalah manusia itu sendiri. Manusialah yang akamemtukan berhasil atau
tidak berhasilnya pembangunan. Karena itu manusialah pelaksana
pembangunan dan bersamaan dengan itu manusia Hdvasgun agar
mampu membangun. Membangun manusia pembangunah ituhkikat

pendidikan.
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Pidato Presiden Soeharto pada peresmian berdifunyersitas Negeri
Surakarta Sebelas Maret, 11 Maret 1976 di Surgkdaiam (Onny S. Prijono dan

Pranarka, 1980: 21).

Untuk melaksanakan pembangunan yang demikian, #ahgaperlu

membangun manusia-manusia pembangunan, ialah raanasiusia yang
sadar akan perlunya membangun hari esok yang betkhdari hari ini, yang
percaya pada dirinya sendiri bahwa ia dapat memgerkehidupannya itu
dan yang benar-benar mempunyai kemampuan untukubahgasibnya.

Amanat Presiden Soeharto di hadapan para lural&ejesa, para guru
teladan, dan para teladan yang lain di Istana NMed& Agustus 1975, dalam (Onny
S. Prijono dan Pranarka, 1980: 22).

Ini jelas merupakan syarat mutlak, karena padarakhimanusia-manusialah
yang melaksanakan pembangunan itu. dan manusiasiaggembangunan ini
juga tidak muncul begitu saja. Manusia-manusia @ergbnan itu sendiri
harus dibangun, harus dididik. Pendidikan ini tidala henti-hentinya, mulai
dari kanak-kanak hingga dewasa, baik di dalam lnglan rumah tangga,
dalam lingkungan sekolah maupun dalam lingkungasyarakat. Ya, saya
tekankan pada kata-kata pendidikan, bukan pengaj&arena pengajaran
biasanya hanya menyangkut ilmu pengetahuan, mekytankecerdasan
pikiran. Sedangkan yang kita perlukan bukan hangagetahuan atau
kecerdasan pikiran saja, akan tetapi juga budingef@ng luhur. Karena itu
tujuan pendidikan kita adalah luas bagaimana medaskan pikiran yang
selaras dengan ketinggian budi pekerti tadi, bagaammengembangkan
kebebasan yang selaras dengan tanggung jawab,maagaimempertinggi
keterampilan yang selaras dengan tetap menjunjunggit nilai-nilai
kemanusiaan, bagaimana membuat kita percaya padaetidiri selaras
dengan kesadaran kita untuk hidup bergotong roydalgm masyarakat,
bagaimana kita cinta kepada diri sendiri selaragyae kecintaan kita pada
sesama manusia dan kepada bangsanya sendiri, laagaliita terus menggali
iImu pengetahuan yang sedalam-dalamnya dengan neggpdari kebenaran
Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam pandangan Soeharto, pendidikan harus mangncetak manusia
Indonesia seutuhnya, manusia pembangunan, dan madrarscasilais sejati. Dengan

demikian, dasar dan arah pendidikan itu harustakdmbangnya warga negara yang
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meresapi dasar negaranya Pancasila, yang sehat dadacerdas pikirannya, yang
bertanggungjawab kepada bangsa dan pembangunamusela. Secara konkrit

sistem pendidikan dan hasil pendidikan haruslatsibelan menyiapkan kemampuan
bagi anak didik untuk hidup dalam masyarakat yagpleks itu, sehingga menjadi
anggota yang berguna bagi masyarakat dan dapadt daerta aktif dalam kegitan

pembangunan.

Menurut Soeharto, pendidikan harus diarahkan utdyikan pembangunan
nasional. Pembangunan nasional adalah pembanguaamsia Indonesia seutuhnya
lahir dan batin. Dalam pandangan Soeharto, mamodanesia adalah sebagai pelaku
pembangunan nasional, oleh karena itu harus dgmk@n dengan baik lewat
pendidikan. Lebih lanjut menurut Soeharto, tuju@mpangunan nasional adalah
untuk peningkatan martabat manusia. Secara kongepyang dicanangkan oleh
Soeharto ini sebenarnya sangat baik, dan tepak umtnjawab tantangan zamannya.
Akan tetapi dalam implementasinya, pendidikan gedijadikan alat bagi penguasa
untuk mendukung kekuasaannya.

3. Politik Pendidikan Era Refor masi

Pada era Habibie dilakukan pencabutan P-4 sebggmayaumenghindari
indoktrinasi pengamalan Pancasila. Pencabutan RRagai substansi kajian
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKnypalean sebuah berkah,
karena membebaskan beban ideologis-indoktrinatiandapembentukan warga
negara yang baik. Dengan demikian, kajian PPKnshdikembalikan kepada nilai-

nilai dasar Pancasila yang awal sebagaimana didalain Pembukaan UUD 1945.

184



Di bagian lain, P-4 sebagai sebuah produk politikuk mengamalkan nilai-nilai
Pancasila semestinya dipahami sebagai sebuahnmesirbelaka. Ketika instrumen P-
4 dianggap tidak memadai lagi, kemudian dicabukarseharusnya pencabutan Tap
MPR tentang P-4 tidak dipahami sebagai mencabutada itu sendiri dari dasar
negara Indonesia (Samsuri, 2010: 15).

Langkah politik dalam reformasi pendidikan yangnomgol juga diperankan
oleh MPR sebagai lembaga tertinggi pada tahun 28@% amandemen terhadap
Pasal 31 UUD 1945. Pada proses amandemen keempaiddap UUD 1945,
pembahasan dimulai pada tingkat rapat Badan PelkdtfR, rapat Panitidd Hocll
(yang antara lain mengkaji amandemen Pasal 31 U@/3)lhingga rapat paripurna
Sidang Tahunan MPR Tahun 2002, ada argumentasirasionalisasi terhadap
perlunya perubahan Pasal 31 UUD 1945 sebagai landpslitik pendidikan di
Indonesia. Dalam pembahasan-pembahasan secarafgngsupun tidak langsung
terhadap rencana perubahan Pasal 31 UUD 1945j-fraksi di MPR selalu akan
mengkaitkan dengan Pasal 32 UUD 1945 tentang kgladgSamsuri, 2010: 15).

Menurut Amien Rais, perubahan keempat UUD 1945¢gyarenetapkan
sistem pendidikan nasional dengan tujuan meningkatkteimanan dan ketaqwaan
serta akhlag mulia dalam rangka mencerdaskan kghimdbangsa, sangatlah sesuai
dengan jati diri sebagai bangsa yang religius.ngetimenurut Amien Rais, bangsa
Indonesia menghendaki pendidikan tidak hanya meggusisi material belaka
tetapi lebih dari itu pendidikan mengandung napaggkmaan dan nilai spiritual.
Namun hal penting lainnya dari amandemen Pasal BD U945 tersebut ialah

keharusan jumlah anggaran pendidikan sekurang-goy@n20 persen dari Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara dan Daerah. MenunignARais, ketentuan itu
diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitadsugaya manusia Indonesia
(Risalah Rapat Paripurna ke-7 Sidang Tahunan MPR(dListus 2002). Beberapa
langkah strategis yang terkait reformasi pendidikaga telah dilakukan, langkah-
langkah strategis itu antara lain:
a. Paradigma Baru Pendidikan

Untuk meraih peluang sekaligus menghadapi tantandia era global,
pendidikan di Indonesia pada era Reformasi memamlydaradigma baru yang cocok
dan sesuai dengan tuntutan, perubahan, dan perkgabaaman. Menurut Tilaar
paradigma baru politik pendidikan pada era Reforimasis mengacu hal-hal berikut
ini: pertama, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakaomesia baru
yang demokratisKedua, untuk mencapai masyarakat yang demokratis dipanluk
pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan aragat yang demokratis.
Ketiga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkatu lyang dapat
menjawab tantangan internal sekaligus tantangambliieempatpendidikan harus
mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonas@bersatu serta demokratis.
Kelima, di dalam menghadapi kehidupan global yang kortipetan inovatif,
pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan bpetsindi dalam rangka
kerjasamaKeenam,pendidikan harus mampu mengembangkan kebinekaanjme
pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yangatbe di atas kekayaan
kebinekaan masyarakaKetujuh, pendidikan harus mampu meng-Indonesiakan
masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesiasa bangga menjadi insan

Indonesia (Sam M. Chan, 2005: 114).
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Pengalaman masa lalu telah mengajarkan kepada Hatava, politik
pendidikan Orde Lama dan Orde Baru, menjadikan idémaoh sebagai sarana
indoktrinasi untuk menciptakan keuntungan bagi kskan rezim yang sedang
berkuasa. Pendidikan diarahkan untuk menciptakamat@ warganegara terhadap
negara. Ketika muncul tokoh-tokoh kritis dan vokstru harus berhadapan dengan
penguasa yang anti kritik. Tak jarang beberapaviaktlan politisi kritis menjadi
sasaran pencekalan, dipenjara, bahkan dibunuh w©leatgsan demi menjaga
kemananan dan stabilitas nasional. Rezim yang be&sering menyamakan antara
kepentingan penguasa dengan kepentingan negara.

Jatuhnya Soeharto dari kekuasaan pada Mei 1998&ubeatengan krisis
moneter, ekonomi dan politik, telah mendorong mefmsi bukan hanya dalam bidang
politik dan ekonomi, namun juga dalam bidang peifditl Reformasi dalam bidang
pendidikan pada dasarnya merupakan reposisi dakabaekonstruksi pendidikan
secara keseluruhan. Reformasi, reposisi, dan rakiss pendidikan jelas harus
melibatkan penilaian kembali secara kritis penapalan masalah-masalah yang
dihadapi pendidikan nasional (Azyumardi Azra, 200i).

b. Peran Negara dalam Pendidikan

Era reformasi ditandai adanya perubahan kebijakawlidikan sentralistik ke
desentralistik yang ditandai dengan perubahan peegara dalam pendidikan.
Sebagaimana diuraikan H.A.R. Tilaar tentang perabalperan negara dalam

pendidikan, sebagai berikut:
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Tabel 11
Perubahan Peran Negara dalam Pendidikan

Peran Masa Lalu Sekarang dan Masa Depan
Pemerataan Berorientasi target Berorientasi kualitas
Pendidikan
Kualitas Dicapai melalui evaluasi dan Sebagai prioritas utama yang sesuai
standarisasi semu melalui ujian | dengan kebutuhan daerah
terpusat dan kurikulum baku yang
bersifat nasional
Proses Tidak dipentingkan, yang pentingSangat penting karena yang dipentingkan
ialah tercapainya target kuantitatjfialah perubahan tingkah laku dan
“outcome” pendidikan
Indoktrinasi Dialogis
Metode
Manajemen Negara dan birokrasinya Manajemen berpusat pada institusi
memegang peranan sentral sekolah
Pelaksanaan Pemerintah sebagai pelaku utama  Pemerintah sebagaér yang cukup
pendidikan menetapkan arah
Perubahan sosial Terarah dan opresif Demokratigdess-root
Perkembangan Menentukan bingkai kehidupan | Mengembangkan perubahan tingkah laku
demokrasi berdemokrasi terbatas pada demokratis secara substantive
prosedur
Perkembangan Tidak menjadi bahan Dijadikan salah satu komponen pokok
sosial-ekonomi pertimbangan penyusunan penyusunan kurikulum
masyarakat setempdt kurikulum
Perkembangan nilai- Ditentukan oleh pemerintah pusat Berakar dari badan agama setemppt
nilai moral dan
agama
Nasionalisme Pemaksaan dari atas dan bersifaendekatan multicultural
formalistis. Mengabaikan identitas
daerah
Pendanaan Dana dijadikan alat bagi Pemerintah pusat menanggung sebagian
pelestarian kekuasaan pemerintatdana pendidikan dalam rangka
pemerataan, kualitas, dan pemersatu
nasional
Pelaksanaan wajib | Ditentukan secara terpusat oleh | Sesuai dengan kondisi dan kemampugn
belajar pemerintah pusat daerah. Pelaksanaannya secara bertahap
9-12 tahun sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi

daerah

Sumber: Tilaar, H.A.R. (2003: 268). Kekuasaan damdRlikan.

Magelang: Penerbit

Indonesia Tera.

Pada era Reformasi ini model peningkatan mutu piéth juga mengalami

pergeseran. Pada era sebelumnya cenderung patalkelijakan serta resep yang

diberikan oleh Bank Dunia, dan Unesco. Pada erarRefsi sekarang ini sudah
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mulai menerapkan prinsip demokratisasi yang mengékan hak-hak, wewenang,

dan tanggung jawab ke tangan guru sebagai pengetotaa proses pendidikan.

Tabel 12
Model Peningkatan Mutu Pendidikan

Model

Diskripsi

Unesco

Mendorong peningkatan mutu sekolah di bangglara, khususnya negara-
negara berkembang. Setiap tahun Unesco Kantor desiaPasific secara
bergantian menyelenggarakan seminar inovasi yarfgkudikan pads
peningkatan mutu sekolah. Resep yang ditawarkaaraufdin: (1) Sekolah
siap dan terbuka dengan mengembangkagactive mindsemenanggalkar
problem solvingyang menekankan pada masa lalu, berubah mehajuge
anticipating yang berorientasi pada@aw can we do things differentl{2)
Pilar kualitas sekolaHearning how to learn, learning to do, learning be,
learning to live together(3) Menetapkan standar dengan indikator yang
jelas; (4) Memperbaiki kurikulum  yang relevan dangkebutuharn
masyarakat; (5) Meningkatkan ICT dalam proses péajdran dan
pengelolaan. (6) Menekankan pengembangan sistemingketan
profesional guru; (7) Pengembangan kultur sekolahgykondusif pad
peningkatan mutu; (8) Meningkatkan partisipasi granua; (9)
melaksanaka@uality Assurance

Bank Dunia

Fokus pada pendekatan fungsi produksig ynenekankan pada fungsi dari
input, baik raw input maupuninstrumental input(peningkatan kualita
guru). Resep yang disiapkan: (1) Peningkatan matushdilakukan deng
peningkatan kualitas input; (2) Peningkatan kuslitpembelajara
ditentukan oleh kualitas guru dan keberadaan tekmoinformasi da
komunikasi modern dalam pembelajaran; (3) Kurikuldipersiapkan da
distandarisasi; (4) Reformasi manajemen dan peatagkkualitas sekolah.

Orde Baru

>

Cenderung patuh pada kebijakan Bank @uResep yang dilakuka
adalah: (1) Merombak kurikulum IKIP yang menekankaada mater
pembelajaran dan mengurangi materi bidang studi; M2ningkatkan
kualitas guru lewat proyek peningkatan mutu danehpdlatihan guru yang
sangat terencana mulai dari teori, praktik, sangraithe job trainingdi
sekolah-sekolah untuk profesional; (3) Menekankatersediaan fasilitas:
gedung, laboratorium, dan buku-buku teks.

Era Reformasi

Prinsip demokratisasi yang mengemdoali hak-hak, wewenang, dIn
tanggung jawab ke tangan guru sebagai pengelataaupasoses pendidikan.
Resep: (1) Menetapkan metode MPMBS, yang kemudemadi MBS; (2)
Mengemangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBKhgaelanjutnya
berkembang menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Petdidi (KTSP); (3)
Deklarasi Mendiknas tidak ada lagi perbedaan sbkokgeri dan sekola
swasta, kecuali menyangkut gaji pokok; (4) Mengemgkan manajeme
sekolah dan mengembangkan kultur sekolah; (5) Ndglcin pembelajara
yang menyenangkan dan mencerdaskan; (6) Pengeldmarpengadaa
buku yang murah dan merata.

o0 0 - I

Sumber: disarikan dari Zamroni (2008)odel mutu pendidikan: Profesionalitas terpadqBrosiding
seminar nasional: Paradigma mutu pendidikan dinedia, Lembaga Penelitian UNY).
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dinamika polifpendidikan di
Indonesia secara garis besar dapat digambarkam daitee! berikut ini:
Tabel 13

Dinamika Politik Pendidikan
Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi

Orde Lama Orde Baru Era Reformasi

Periode 1945-1950 diwarnai | Pembubaran PKI menimbulkan Politik pendidikan pada era
oleh semangat revolusi. Tujuanpenutupan sekolah-sekolah Reformasi didasarkan pada UU
pendidikan nasional adalah yang bernaung di bawahnya dasisdiknas No. 20 Tahun 2003.
untuk menanamkan semangaf organisasi yang ada di
dan jiwa patriotisme. bawahnya.

Periode 1950-1959 diwarnai | Tujuan pendidikan nasional Tujuan pendidikan nasional
oleh demokrasi liberal. Tujuan | berubah menjadi membentuk | adalah untuk, mengembangka

=

pendidikan nasional adalah manusia Pancasilais sejati. kemampuan dan membentuk
untuk membentuk manusia watak serta peradaban bangsg
susila yang cakap dan warga yang bermartabat dalam rangka
negara yang demokratis serta mencerdaskan kehidupan
bertanggungjawab tentang bangsa, bertujuan untuk
kesejahteraan masyarakat dan berkembangnya potensi peseria
tanah air. didik agar menjadi manusia

yang beriman dan bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Es3,
berakhlak mulia, sehat, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.

Periode 1959-1966 diwarnai | Penataran P-4 wajib diberikan
oleh Manipol USDEK. Tujuan | kepada setiap siswa yang
pendidikan nasional adalah diterima di sekolah, di samping
untuk melahirkan warganegarg masih adanya mata pelajaran
sosialis Indonesia yang susila.| Pancasila. Mata pelajaran PM
dan PPKn sangat didominasi
materi P-4.

U

Diolah dari berbagai sumber

Politik pendidikan era Soekarno dapat dibagi dakaya periode seiring
dinamika politik yang mempengaruhinya. (1) Peridb#15-1950, diwarnai oleh
semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk mamkan semangat dan jiwa
patriotisme. (2) Periode 1950-1959, diwarnai olemdkrasi liberal, pendidikan

bertujuan untuk membentuk manusia susila yang calap warga negara yang
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demokratis serta bertanggungjawab tentang kesegantenasyarakat dan tanah air.
(3) Periode 1959-1966, diwarnai oleh Manipol USDEpendidikan bertujuan
melahirkan warganegara sosialis Indonesia yandasindidikan nasional pada era
Orde Lama yang berlangsung sejak 1945 hingga 186f) berlandaskan Pancasila.
Meskipun selama periode ini Indonesia menggunaiggnWUD. Tahun 1966-1998
Indonesia diperintah oleh Soeharto (Orde Baru)alPan dari Orde Lama ke Orde
Baru membawa konsekuensi perubahan politik peraidikasional. Implikasi dari
pembubaran PKI, menimbulkan penutupan sekolah-abkgdng bernaung di bawah
PKI dan organisasi yang ada di bawahnya.

Era Orde Baru, ketika PKI dibubarkan, serta dikakupemurnian Pancasila,
tujuan pendidikan nasional berubah menjadi "memblentanusia Pancasilais sejati
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendeki pembukaan UUD 1945”.
Perubahan mendasar tersebut menunjukkan bahwabgiddbanipol USDEK telah
diganti secara tegas menjadi falsafah Pancasilde Baru diwarnai semangat serba
Pancasila. Semangat itu selalu ditekankan dalandigigan. Penataran P-4 wajib
diberikan kepada setiap siswa yang diterima dolsék di samping masih adanya
mata pelajaran Pancasila. Mata pelajaran PMP d&n B&hgat didominasi materi P-
4. PMP termasuk yang mempengaruhi kenaikan kelakelalusan sekolah. Setelah
EBTANAS diberlakukan, PMP menjadi komponen bidahglisyang mempengaruhi
nilai komulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni). DANEM berfungsi
sebagai standar memasuki jenjang pendidikan dnydas

Era Reformasi dimulai sejak 1998. Reformasi adalapembaharuan,

perubahan paradigma lama ke dalam paradigma babagsai langkah perbaikan
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terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikanapach Reformasi didasarkan pada
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakanvaatujuan pendidikan
nasional adalah untuk, mengembangkan kemampuanmeanbentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkaerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta digd&e menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Ersakidak mulia, sehat, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratta $ertanggung jawab.

C. Dinamika Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan
M enengah, Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformas

1. Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde
Lama
Apabila kita berbicara mengenai kurikulum maka Kidek terlepas dari
politik. Memang kurikulum tidak lain dari saranangamengatur berbagai kegiatan
untuk mencapi tujuan pendidikan. Betapa pentingogadidikan untuk kehidupan
suatu bangsa tampak dengan jelas ketika Repuldinksia baru berumur sekitar 4
bulan yaitu pada tangga 29 Desember 1945 BP-KNImgosilkan kepada
Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudaya#ok uselekas mungkin
mengadakan perubahan pendidikan dan pengajaraai siesigan dasar-dasar negara
Republik Indonesia yang baru lahir itu. Dalam suB&-KNIP tersebut diberikan
beberapa pedoman di dalam penyusunan kurikuluaraatain:
(1) Agar disusun jenis-jenis persekolahan dan mangeelajaran yang sesuai
dengan dasar negara Republik Indonesia. (2) Agsusdn satu macam
sekolah untuk semua rakyat tanpa membeda-bedakasetyagga sesuai
dengan keadilan sosial. (3) Metodik yang digunakdalah metodik sekolah
kerja. (4) Pengajaran agama diperhatikan tanpa wnangi hak bagi warga
negara yang mempunyai keyakinan lain. (5) Wajibajael 6 tahun agar

dilaksanakan secara berangsur dalam waktu 10 t&§6ulRi sekolah rendah
tidak dipungut uang sekolah. (Wardiman Djojoneg@@95: 12).
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Sejalan dengan itu BP-KNIP menyarankan suatu susysersekolahan
sebagai berikut:

Tingkat sekolah dasar dibedakan antara 3 tahuradekertama dan 3 tahun

sekolah rakyat selanjutnya dan pada tiap sekad&yat dibentuk kelas

masyarakat yang bertujuan untuk memberikan bekzdde tamatan sekolah
rakyat memasuki hidup bermasyarakat. Di atas skkalayat adalah sekolah
menengah yang terdiri atas Bagian A (Alam) dan &agB (Budaya).

Selanjutnya terdapat sekolah menengah tinggi 3ntgbga terbagi atas

Bagian A (Alam) dan Bagian B (Budaya). Akhirnyadapat sekolah tinggi.

Berdasarkan permintaan BP-KNIP tersebut dibentul@ahitia Penyelidik

Pengajaran. Panitia tersebut dapat melaksanakaasryg antara lain

menyusun sistem persekolahan pada tahun 1947.d2arbentara usul BP-

KNIP dengan hasil karya Panitia Penyelidik Pengajaalah adanya sekolah

rakyat 6 tahun. (Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Pada era demokrasi terpimpin telah terbit bukugy&erjudul ‘Civics,
Masyarakat dan Manusia Indonesia Baru”, karangan $&repardo, dan kawan-
kawan. Materi buku itu berisi tentang: (1) SejaRdrgerakan Rakyat Indonesia; (2)
Pancasila; (3) UUD 1945; (4) Demokrasi dan Ekondmipimpin; (5) Konferensi
Asia-Afrika; (6) Hak dan Kewajiban Warga Negara) (Vanifesto Politik; (8)
Laksana Malaikat; (9) Lampiran-lampiran Dekrit Rdes 5 Juli 1959; (10) Pidato
Lahirnya Pancasila; (11) Panca Wardana; @6glaration of Human Rightserta
(11) Pidato-pidato lainnya dari Presiden Soekaratard “Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi” (Tubapi) serta kebijakan Panca Warghalari Menteri Pendidikan,
Pengajaran dan Kebudayaan Prijono (Jakarta: BalaiaRa, 1962, cet. 2). Buku

tersebut kemudian menjadi sumber utama mata patajapendidikan

kewarganegaraan di sekolah-sekolah pada saatatos{8i, 2010: 116).
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Buku Civics Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia tersebunhuae
penjelasan idealitas masyarakat yang dibentuk,iyalasyarakat sosialis Indonesia
dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesenut Udin S. Winataputra:

“Buku ini lahir sesuai konteks kebutuhan politik dpajamannya yang

mengusung secara besar-besaran gagasan-gagasdarP8ekarno sebagai

Pemimpin Besar Revolusi Indonesia” (wawancara, 6sfigs 2011)

i:’endidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Lamgataen dinamika
sebagai berikut: Kewarganegaraan (1957), dawics (1961). Mata pelajaran
Kewarganegaraan (1957) materinya masih sangatsederyakni membahas cara
memperoleh kewarganegaraan bagi seseorang danalhaldmg menyebabkan
seseorang kehilangan kewarganegaraan. Mata pelaj@igics yang mulai
diperkenalkan tahun 196lkbih banyak membahas sejarah kebangkitan nasional,
UUD 1945, pidato-pidato politik kenegaraan, terudammtuk“nation and character
building” bagi bangsa Indonesia, mirip pelajar@ivics di Amerika Serikat pada
tahun-tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan Ame8kan6uri, 2010: 116).

a. Kurikulum Awal Kemer dekaan (1945-1950)

Salah satu upaya penting untuk mengembangkan plkawlidnasional
dilakukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran, idebudayaan pada saat itu (Mr.
Soewandi) yaitu mengubah sistem pendidikan dangjaran sehingga lebih sesuai
dengan keinginan dan cita-cita bangsa IndonesimbPetukan Panitia Penyelidik
Pengajaran sebagaimana diuraikan di atas adalamdangka mengubah sistem
pendidikan kolonial ke dalam sistem pendidikan oaai (Wardiman Djojonegoro,

1995: 14).
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Sebagai konsekuensi perubahan sistem, kurikulumha pgemua tingkat
pendidikan mengalami perubahan pula. Kurikulum ysagpula diorientasikan pada
kepentingan kolonial kini diubah selaras denganuldian bangsa yang merdeka.
Salah satu hasil panitia tersebut yang menyangkrkitum adalah bahwa setiap
rencana pelajaran pada setiap jenjang pendidikesliade harus memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

(1) Mengurangi pendidikan pikiran. (2) Menghubungksi pelajaran dengan
kehidupan sehari-hari. (3) Memberikan perhatiarhaéap kesenian. (4)
Meningkatkan pendidikan watak. (5) Meningkatkan gydikan jasmani. (6)
Meningkatkan kesadaran bernegara dan bermasya@datian dengan itu,
pada tahun 1946 Menteri Pendidikan, Pengajaran, #Habudayaan
mengeluarkan pedoman bagi guru-guru yang memuwatssiht kemanusiaan
dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran wdidiken di Republik
Indonesia.(Wardiman Djojonegoro, 1995: 14).

Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat (SR) 1947, suwsymaamat sederhana,
yaitu hanya memuat dua unsur pokok. Adapun kedsarwpokok tersebut adalah:

(1) Daftar jam pelajaran atau struktur program, @an Garis-garis besar
program pengajaran. Dalam Rencana Pelajaran iak tditemukan dasar,
tujuan, dan asas pendidikan sehingga para pemakai Rencana Pelajaran
itu hanya menemukan bahan-bahan pengajaran yams ldajarkan dan
petunjuk singkat tentang cara mengajarkan kepadalniencana Pelajaran
1947 membedakan tiga macam struktur program, ya&stama, untuk
sekolah yang mempergunakan pengantar bahasa D@enah, Sunda, dan
Madura) pada kelas-kelas yang lebih rendeddua, untuk sekolah yang
berbahasa pengantar Bahasa Indonesia mulai keketida untuk sekolah
yang diselenggarakan sore hari karena terpaksakebataan (terbatas sampai
kelas IV, sedangkan kelas V dan VI harus diselerakgen pagi hari.
(Wardiman Djojonegoro, 1995: 16).

(1) Kurikulum SR (dengan Pengantar Bahasa Daerah) 1947

Dalam Rencana Pelajaran 1947, sebagaimana tabbhwdah ini belum
dikenal mata pelajaran Pendidikan Kewarganegar&amg ada adalah mata
pelajaran Budi Pekerti. Mata pelajaran ini bepsndidikan nilai dan moral. Suatu

hal yang juga merupakan bagian dari Pendidikan Kgaveegaraan.
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Tabel 14

Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa DaerpghiSetas

NO | Mata Pelajaran Kelas | Kelasll Kelas |l KeMsl| KelasV | KelasVI
1 Bahasa Indonesia - - 8 8 8 8
2 Bahasa Daerah 10 10 5 4 4 4
3 Berhitung 6 6 7 7 7 7
4 lImu Alam - - - - 1 1
5 liImu Hayat - - - 2 2 2
6 lImu Bumi - - 1 1 2 2
7 Sejarah - - - 1 2 2
8 Menggambar - - - - 2 2
9 Menulis 4 4 4 3 - -
10 | Seni Suara 2 2 2 2 2 2
11 | Pekerjaan Tangan 1 1 2 2 2 2
12 | Pekerjaan Keputrian - - - 1 2 2
13 | Gerak Badan 3 3 3 3 3 3
14 | Kebersihan dan 1 1 1 1 1 1
Kesehatan
15 | Didikan Budi 1 1 2 2 2 3
Pekerti
Sub Jumlah 28 28 35 37 40 41
16 | Pendidikan Agama - - - 2 2 2
Jumlah 28 28 35 39 42 43

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,

Depdikbud, 1992.

(2) Kurikulum SR (dengan Pengantar Bahasa Indonesia) 1947

Sebagaimana Sekolah Rakyat dengan pengantar batesah, mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum dildalam kurikulum ini, yang ada

adalah mata pelajaran Budi Pekerti, masing-masi@agnlpelajaran perminggu untuk

kelas | dan 1l, 2 jam untuk kelas Ill, IV, dan \&r&a 3 jam untuk kelas VI.
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Tabel 15
Susunan Mata Pelajaran pada Rencana Pelajaran 1947
Sekolah Dasar Berbahasa Pengantar Bahasa InddhdsiaKelas |

NO | Mata Pelajaran Kelas | Kelas Il Kelas Il KdMs | KelasV | KelasVI
1 Bahasa Indonesia 10 10 8 8 8 8
2 Bahasa Daerah - - 6 7 7 7
3 Berhitung 6 6 7 7 7 7
4 lImu Alam - - - - 1 1
5 liImu Hayat - - - 2 2 2
6 lImu Bumi - - 1 1 2 2
7 Sejarah - - - 1 2 2
8 Menggambar - - - - 2 2
9 Menulis 4 4 4 4 - -
10 | Seni Suara 2 2 2 2 2 2
11 | Pekerjaan Tangan 1 1 2 2 2 2
12 | Pekerjaan Keputrian - - - 1 2 2
13 | Gerak Badan 3 3 3 3 3 3
14 | Kebersihan dan 1 1 1 1 1 1
Kesehatan
15 | Didikan Budi 1 1 2 2 2 3
Pekerti
Sub Jumlah 28 28 36 41 43 44
16 | Pendidikan Agama - - - 2 2 2
Jumlah 28 28 36 43 45 46

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

(3) Kurikulum SMP (Awal Kemerdekaan)

Pendidikan Kewarganegaraan belum diberikan dalaonikilum ini.
Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang kerkesudah kemerdekaan
disebut “Daftar Pelajaran SMP” yang digunakan p&deun waktu 1945-1962.
Adapun Struktur Program SMP sebelum tahun 1962ponglsembilan kelompok
mata pelajaran yaitu kelompok bahasa, ilmu pasingptahuan alam, pengetahuan
sosial, pelajaran ekonomi, pelajaran ekspresi, igéa jasmani, budi pekerti, dan

agama terdapat dalam tabel berikut:
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Tabel 16

Susunan Mata Pelajaran Kurikulum SMP
Sebelum Tahun 1962

Kel

Mata Pelajaran

Kelas |

Kelas
Il

Kelas
A

Kelas
11]=]

Kelompok Bahasa

1. Bahasa Indone:

5

2. Bahasa Inggris

3. Bahasa Daerah

Sub Jumlah

Kelompok limu Pasti

1. Berhitung dan Aljabi

2. llmu Ukur

Sub Jumla

Kelompok Pengetahuan Alam

1. limu Alam/Kimia

2. llmu Haya

Kelompok Pengetahuan sosial

1. llmu Bum

2. Sejarah

Sub Jumlah

Kelompok Pelajaran Ekono

1. Hitung Dagang

2. Pengetahuan Dage

Sub Jumlah

\

Kelompok Pelajaran Ekspresi

1. Seni Suara

2. Menggambar

3. Pek. Tangan/Ker. Wani

Sub Jumlah

Vi

Pendidikan Jasme

VIl

Budi Pekerti

3
2

2

IX

Agama

2

2

Jumlat

37

37

37

37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehgabhn 1945-1989, Ditjen. Dikdasmen, Depdikbud,
1992.

(4) Kurikulum SMA (Awal Kemer dekaan)

Mata pelajaran Tata Negara mulai diberikan dalankklum ini, akan tetapi
Didikan Budi Pekerti justru tidak ada. KurikulumKeéah Menengah Atas (SMA)
yang digunakan dalam kurun waktu 1945-1950 tidak joerbeda dengan kurikulum
AMS. Perbedaannya hanya pada mata pelajaran BaBakada dan Bahasa
Indonesia. Kurikulum AMS bagian B memberikan petajaBahasa Belanda dan

tidak memberikan Bahasa Indonesia. Sebaliknya, kiduin SMA jurusan B
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memberikan pelajaran Bahasa Indonesia dan tidak bexékan Bahasa Belanda.

Sebagai perbandingan, kurikulum AMS bagian B danASMrusan B disajikan

dalam Tabel berikut:

Tabel 17

Perbandingan Susunan Mata Pelajaran antara
AMS Afdeling B (1939/1940) dengan SMA Jurusan B52A4951)

No Mata Pelajaran AMS AMS AMS SMA SMA SMA
Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas Kelas
| Il 11 I Il 1]

1 lImu Pasti 6 5 4 7 5 5

2 IImu Pesawat - - 2 - - 2

3 lImu Alam 3 4 4 4 4 5

4 lImu Kimia 3 3 5 3 3 5

5 lImu Hayat 2 1 2 2 2 1

6 lImu Falak - - 1 - 1 1

7 Bahasa Belanda 4 4 4 - - -

8 Bahasa Indonesia - - - 3 3 3

9 Bahasa Inggris 2 2 2 3 3 3

10 Tata Negara 1 1 - - 1 1

11 Ekonomi - 1 1 1 1 1

12 Tata Buku - 1 2 - 2 1

13 Sejarah 3 2 2 2 2 1

14 llImu Bumi 2 2 1 1 1 1

15 Bahasa Jerman 3 3 3 4 2 2

16 Bahasa Perancis 4 4 2 2 2 2

17 Menggambar Tanga 2 1 2 1 1

18 Menggambar Mistar - 2 1 - 2 2

19 Pendidikan Jasmani 2 2 1 3 3 3
Jumlah 33 34 32 34 36 37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

b. Kurikulum SR 1964

Mulai diperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Kemiedkatan sebagai

embrio Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Agdimgabung dengan Budi

Pekerti. Kurikulum 1964 lebih populer dengan sebuRencana Pendidikan 1964.

Kurikulum 1964 membedakan antara Rencana Pendiddekolah Rakyat untuk

sekolah berbahasa pengantar bahasa daerah di lke@spai Ill dan Rencana
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Pendidikan Sekolah Rakyat untuk sekolah berbahasgagmtar bahasa Indonesia
mulai kelas I. Berikut ini adalah Rencana Pendidigakolah Rakyat 1964.

Tabel 18
Rencana Pendidikan Sekolah Rakyat 1964
Susunan Mata Pelajaran untuk Sekolah Berbahasaftang
Bahasa Daerah di Kelas | sampai Kelas I

No | Bidang Studi Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.
I Il 11 v V VI

I Perkembangan Moral

1. Pendidikan 1 2 3 3 3 3
Kemasyar akatan

2. Agama/Budi Pekerti

=
N
N
N
N
N

Sub Jumlah 2 4 5 5 5 5

Il Perkembangan Kecerdasan

3. Bahasa Daerah 9 8 5 3 3 3

4. Bahasa Indonesia - - 6 8 8 8

5. Berhitung 6 6 6 6 6 6

6. Pengetahuan Alamiah 1 1 2 2 2 2

Sub Jumlah 16 15 19 19 19 19

Il | Perkembangan Emosional

7. Pendidikan 2 2 4 4 4 4
Kesenian

IV | Perkembangan Keprigelan

8. Pendidikan 2 2 4 4 4 4
Keprigelan

V Perkembangan Jasmani

9. Pendidikan Jasmani 3 3 4 4 4 4

Jumlah 25 26 36 36 36 36

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Mendragaim 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

c. Kurikulum SMP 1962

Menurut Udin S. Winataputra:
Pendidikan Kewargaan Negaf@ivics) untuk pertama kalinya diberikan di
SMP. Kurikulum SMP 1962 disebut juga “Rencana Retsaj SMP Gaya
Baru”. Dalam Konferensi Pengawas SMP seluruh Insiandulan Juli 1962
di Tugu Bogor, Rencana Pelajaran SMP diubah daesd#kan dengan
Sistem Pendidikan Pancawardhana. (wawancara, GusyR611).

Perubahan penting yang dilakukan pada waktu itahiadebagai berikut.

Pertama penghapusan bagian A dan B pada kelas Ill SM gamaksudkan untuk
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menghilangkan rasa rendah diri pada siswa bagiataA sebaliknya menghilangkan
rasa lebih tinggi pada siswa bagian B. Dengan damiksemua siswa SMP
menerima pelajaran yang sama dari kelas | samjss K& Kedua, penambahan dua
mata pelajaran baru ke dalam Rencana Pelajaran §AtB,llmu Administrasi dan
Kesejahteraan Keluarga. Dengan penambahan dua matajaran tersebut
diharapkan para siswa yang tidak dapat melanjutiedajaran ke tingkat yang lebih
tinggi, mendapat bekal untuk terjun ke masyaralk&ndidikan Kesejahteraan
Keluarga ialah pendidikan ke arah keselamatan,nt@t@man, serta kemakmuran
lahir dan batin dalam kehidupan keluarfatiga, dimasukkannya jam krida dengan
maksud memberikan kesempatan yang luas bagi pa«a sintuk menemukan atau
memupuk bakat dan minat mereka masing-masing dabdimbingan yang teratur
dari guru, dan selanjutnya untuk mengembangkanakgang berguna bagi siswa
kelak dalam kehidupan masyarakat. Di samping @m krida juga dimaksudkan
untuk menanamkan penghargaan terhadap pekerja kasama pada jam krida
diajarkan juga keterampilan yang sangat bergunaksgdupan sehari-hari, seperti
perbengkelan sepeda, pertukangan, atau mendté&empat, pelaksanaan bimbingan
dan penyuluhan yang dimaksudkan untuk mengetabangak mungkin tentang diri
para siswa (kecuali melalui krida). Melalui bimbamgdan penyuluhafguidance and
conseling)minat, dan bakat siswa dapat dipupuk dan dikenkengntuk keperluan
pembangunan nasional.

Pengelompokan mata pelajaran dalam Rencana Relajang disusun dibagi
menjadi empat kelompok, sebagai berikut: (1) “Kgbok Dasar” adalah kelompok

mata pelajaran yang bertujuan untuk melahirkan avamggara Indonesia yang
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berjiwa Pancasila dan berjiwa patriot paripurndaaseehat dan kuat jasmaniah dan
rohaniah. (2) “Kelompok Cipta” adalah kelompok maajaran yang bertujuan
untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan sehinggat anewujudkan tenaga
kejuruan yang ahli. (3) “Kelompok Rasa/Karsa” atakelompok mata pelajaran
yang bertujuan membiasakan anak didik memenuhiutamt sosial masyarakat
Indonesia, supaya anak didik cinta kepada keindaldariKrida” adalah kelompok
mata pelajaran yang bertujuan untuk memupuk mirakiat, dan kemampuan.
Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru berlaku mulai dstyg 1962, yaitu
permulaan tahun ajaran 1962/1963. Daftar Pelaj8MR Gaya Baru serta Struktur
Program pada Kurikulum 1962 SMP disajikan pada Tabe Pada bulan Desember
1967, Dinas SMP bersama Urusan SMP seluruh Indomiesi beberapa tenaga ahli
dari Lembaga Bahasa Nasional, Lembaga Sejarah dad@ropbdlogi, serta Proyek
Bahasa Inggris menyelenggarakan Musyawarah Kerjaukunmengadakan
penyempurnaan Rencana Pelajaran SMP Gaya Baru gmeguaikan dengan
tuntutan Orde Baru. Penyempurnaan kurikulum ani@ra mengenai penggantian
nama “Rencana Pelajaran” menjadi “Rencana Pendidikdal ini dilakukan agar
lebih sesuai dengan tujuan pelaksanaannya. Sélaimama-nama kelompok mata
pelajaran diganti dan diseragamkan dengan “Rend2gradidikan” untuk jenis
sekolah menengah lain yang berada dalam lingkunDaektorat Jenderal

Pendidikan Dasar.
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Tabel 19

Susunan Mata Pelajaran SMP Gaya Baru

Tahun 1962

Kelp.

Mata Pelajaran

Kelas
Il

Kelas
1]

Kelompok Dasar

1. Civics (K ewargaan Negara)

2. Bahasa Indonesia

3. Sejarah Kebangsaan

4. llmu Bumi Indonesia

5. Pend. Agama/Budi Pekerti

6. Pend. Jasmani/ Kesehatan

Sub Jumlah

Kelompok Cipta

. Bahasa Daerah

. Bahasa Inggris

. llImu Aljabar

. llmu Ukur

. lImu Alam

. llmu Hayat

. Imu Bumi Dunia

. Sejarah Dunia

OO (N OO W[IN|F-

. lImu Administrasi

Sub Jumlah

Kelompok Rasa/Karsa

1. Menggambar

2. Kesenian

3. Prakarya

4. Kesejahteraan Keluarga

Sub Jumlah

D

Krida

2

Jumlah

40

40

40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,

Depdikbud, 1992.

d. Kurikulum SMA 1952

diberikan di SMA. Status mata pelajaran tersebusukadalam kategori penting

(untuk SMA Bagian A), pelengkap (untuk SMA BagB)) dan pokok (untuk SMA

Bagian C).

mengenai Rencana Pelajaran yang dilaksanakan padgal 30 Januari sampai 6
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Kurikulum SMA 1952 dikembangkan dalam KonferensiireRtur SMA




Februari 1952 di Bogor. Dalam konferensi terseburdaranya dinyatakan bahwa
kurikulum yang digunakan, yaitu kurikulum 1950/19b#rsifat terlalu akademik dan
kurang memperhatikan keterampilan dan moral ssgfangga kurikulum tersebut
tidak sesuai dengan tujuan SMA yang mempersiapkamndnmasuk ke perguruan
tinggi dan ke masyarakat. Berdasarkan pernyataatadj perlu diadakan perbaikan
terhadap kurikulum yang ada. Perbaikan kurikulunseleut mengacu pada tujuan
SMA vyang telah ditetapkan berdasarkan hasil keyautukonferensi tersebut.
Kurikulum SMA 1952 mulai diberlakukan pada tahunb29dengan rincian mata

pelajaran sebagaimana tercantum pada tabel bawikut

Tabel 20
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian A
Tahun 1952
Golongan Mata Pelajaran Kelas Kelas Kelas
I Il 11
Pokok 1. Bhs & Kesusasteraan Indonesia 4 4 5
2. Bahasa Daerah 2 2 -
3. Jawa Kuno 2 2 -
4. Bahasa Inggris 4 4 6
5. Bahasa Perancis (3) (3) (3)
6. Bahasa Jerman (3) (3) (3)
7. Sejarah 3 3 3
8. llmu Bumi 2 2 2
Sub Jumlah 20 20 19
Penting 9. Sejarah Kesenian 1 1 1
10. Sejarah Kebudayaan 2 2 2
11. limu Bangsa-bangsa 1 1 1
12. EKonomi 2 2 2
13.Tata Neg & Kewarganeg. 2 2 3
Sub Jumlah 8 8 9
Pelengkap 14. Aljabar 1 1 -
15 Illmu Kesehatan 1 1 -
16. Menggambar 2 2 2
17. Pendidikan Jasmani 3 3 2
18. Pendidikan Agama 2 2 2
Sub Jumlah 9 9 6
Jumlah 37 37 34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.
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SMA bagian A (Budaya) mata pelajaran Tata NegaraKwarganegaraan

masuk dalam kelompok “penting”.

Tabel 21
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian B
Tahun 1952
Golongan Mata Pelajaran Kelas Kelas Kelas
I Il [l
Pokok 1. Aljabar 2 2 3
2. llmu Ukur sudut 2 2 2
3. llmu Ukur Ruang 2 2 2
4. llmu Ukur Melukis 1 1 1
5. llmu Alam 4 5 5
6. Mekanika 1 1 1
7. llmu Kimia 4 5 5
8. llimu Hayat dan Kesehatan 2 2 2
Sub Jumlah 18 20 21
Penting 9. Bahasa Indonesia 2 2 2
10. Bahasa Inggris 3 3 4
Sub Jumlah 18 20 21
Pelengkap 11. Bahasa Jerman (2) (2) (1)
12. Bahasa Perancis (2) (2) (1)
13 Bumi Alam dan Falak 2 1 -
14. Sejarah 2 1 -
15.Tata Neg & Kewarganeg. 1 1 -
16. Ekonomi 1 1 -
17. Tata Buku (2) (2) (2)
18. Menggambar (2) (2) (2)
19. Pendidikan Jasmani 2 2 2
20. Pendidikan Agama 2 2 2
Sub Jumlah 14 12 7
Jumlah 37 37 34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Mendragaim 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

SMA bagian B (Ilmu Alam) mata pelajaran Tata Negadan

Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pelengkap”.
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Tabel 22
Susunan Mata Pelajaran SMA Bagian C

Tahun 1952
Golongan Mata Pelajaran Kelas Kelas Kelas
I Il 1]
Pokok 1. TataNeg & Kewarganeg. 2 2 2
2. Tata Hukum 1 1 1
3. Ekonomi 3 3 3
4. llmu Bumi Sosial dan 3 3 3
Ekonomi
5. llmu Bangsa-bangsa 1 1 1
6. Sejarah 2 2 2
Sub Jumlah 12 12 12
Penting 7. Pengetahuan dan Hitung 2 2 2
8. Tata Buku 2 2 2
9. Sejarah Perekonomian - 2 2
10. Bahasa Indonesia 3 3 3
11. Bahasa Inggris 4 4 4
Sub Jumlah 11 13 13
12. Bahasa Jerman (2) (2) (2)
13. Bahasa Perancis (2) (2) (2)
Pelengkap 14. limu Kimia dan Peng. Bahan 2 1 1
15. Aljabar 2 2 -
16. llmu Kesehatan 1 1 -
17. Menggambar 2 2 2
18. Pendidikan Jasmani 2 2 2
19. Pendidikan Agama 2 2 2
Sub Jumlah 13 13 9
Jumlah 36 38 34

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Mendragaim 1945-1989,
Ditjen Dikdasmen, Depdikbud, 1992.

Sedangkan untuk SMA bagian C (Ilmu Sosial) matajpedn Tata Negara
dan Kewarganegaraan masuk dalam kelompok “pokok”.
e. Kurikulum SMA 1961

Mata pelajaran Tata Negara dan Kewarganegaragantdi menjadi
“Kewarganegaraan”. Kewarganegaraan berdiri sersdibagai mata pelajaran dan
termasuk dalam kategori mata pelajaran “KelompogaDa

Kurikulum SMA 1961, dikembangan pada tanggal 6 sani3 November

1961 melalui pertemuan antara SMA Teladan di Sutakgang bertujuan untuk
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melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap usahéaharuan kurikulum
yang telah dilakukan. Dalam pertemuan tersebutrarin dihasilkan kesimpulan-
kesimpulan sebagai berikuPertama,rumusan yang tepat mengenai tujuan SMA
lalah mengembangkan cita-cita hidup serta mengeghlaan kemampuan dan
kesanggupan sebagai anggota masyarakat dan metehdiga ahli dalam berbagai
lapangan sesuai dengan bakat dan minat masing-gnseita keperluan masyarakat
sehingga tamatannya mempunyai dasar-dasar ilmkezakapan seperlunya untuk
mengembangkan diri terutama pada lembaga pendidikang lebih tinggi dan
lembaga masyarakat.

Kedua,penggolongan mata pelajaan di SMA dibagi menjatpa kelompok
yang berkaitan satu dengan lainnya, yaitu: (1) Kglok dasar (enam mata pelajaran)
yaitu mata pelajaran yang diperlukan bagi seluisa dalam rangka pembentukan
warga negara: kewarganegaraan, agama, bahasa srosegarah, ilmu bumi, dan
pendidikan jasmani dan kesehatan; (2) Kelompok lhfsijuh mata pelajaan yaitu
mata pelajaran yang sesuai dengan bakat siswdiparsiapkan untuk melanjutkan
ke perguruan tinggi; (3) Kelompok penyerta (tigatanpelajaran) yang dianggap
perlu untuk memperluas mata pelajaran kelompok uduslan (4) Kelompok
prakarya dan krida; krida adalah kegiatan bidaelgukdayaan, kesenian, olahraga
dan permainan yang harus diselenggarakan di setiplah berdasarkan instruksi
Menteri P dan K tahun 1961.

Ketiga, penjurusan di SMA mulai dilakukan di kelas Il damenghapus
jurusan A, B, dan C dengan mengganti jurusan Budagaial, Ilmu Pasti, dan Iimu

Pengetahuan Alam.
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Keempatkurikulum SMA tahun 1961 disebut “Kurikulum Gagaru” atau
“Kurikulum SMA Gaya Baru”. Kurikulum SMA 1964 dikelpangkan, karena
pengaruh kehidupan politik pada waktu itu, dan kaltim SMA 1961 berubah
menjadi kurikulum SMA 1964 atau yang terkenal dengsebutan Kurikulum
Pancawardhana. Perubahan ini menunjukkan bahwant§¥A semakin kompleks,
tidak hanya untuk meneruskan ke perguruan tinggptguga terjun ke semua bidang
kehidupan yang ada di masyarakat. Hal ini membawadkuensi yang sangat besar
terhadap pelaksanaan dan pengelolaan sekolahd®@enioditandai dengan kuatnya
pengaruh politik dalam kurikulum SMA. Kurikulum Rawardhana hanya
berlangsung sampai tahun 1967, hal ini disebablanya kritik dari berbagai pihak
bahwa kurikulum SMA 1964 kurang memiliki bobot akads yang memadai.

Kurikulum Gaya Baru dan Pancawardhana sebenarayat derjalan dengan
baik bila ditunjang oleh ketersediaan guru untukisg mata pelajaran; kondisi
sekolah dan fasilitas cukup baik; dan kadaan ekonwegara stabil dan mantap.
Pelaksanaan kurikulum SMA Pancawardhana ditandai gengan peristiwva G-30-
S/PKI pada tahun 1965.

2. Kurikulum PK n pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era Orde
Baru

Penanaman nilai-nilai moral yang cenderung hegéoesri negara melalui
proses pendidikan pada era Orde Baru mulai menatapakekuatannya ketika
secara formal Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHiNun 1973 menyebut
perlunya kurikulum di semua tingkat pendidikan &i&an Pendidikan Moral

Pancasila (PMP). Meskipun sebutan Moral Pancadiékalkan untuk Pendidikan
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Kewarganegaraan di jenjang pendidikan dasar daremgat, namun materi-materi
dalam masing-masing pokok bahasan, nampak bern@ings seperti Kurikulum
1968 (Samsuri, 2010: 117).

Sejak GBHN 1973 sampai dengan GBHN 1998 pada ewxde (Baru,
pendidikan untuk membentuk karakter warga negamng ik dibebankan terutama
pada Pendidikan Kewarganegaraan, serta sejumlahpektjaran seperti Pendidikan
Moral Pancasila, Pendidikan Sejarah Perjuangan $sangendidikan Pendahuluan
Bela Negara, serta P4. Semua mata pelajaran térbelsifattop-down Menurut
Udin S. Winataputra:

GBHN 1973 mengamanatkan bahwa kurikulum di sermgkét pendidikan

mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan itirggk negeri maupun

swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancadda, unsur-unsur yang
cukup untuk meneruskan jiwa dan nilai-nilai 194%&@a generasi muda.

(wawancara, 6 Agustus 2011).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Morat&sla dan unsur-unsur
yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dannifi 1945 kepada
generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum dilséksekolah, mulai dari taman
kanak-kanak sampai universitas, baik negeri magpuasta (GBHN 1978).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan PedomamghRyatan dan
Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pdacatan unsur-unsur yang dapat
meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat, damnifai 1945 kepada
generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kiutkusekolah-sekolah dari

taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, bailemegaupun swasta, dan di

lingkungan masyarakat (GBHN 1983).
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Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan PedomamghRyatan dan
Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral PdacaBendidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa serta unsur-unsur yang dapatrus&are dan mengembangkan
jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususmiyai-nilai 1945 kepada generasi
muda, dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semeig dan jenjang pendidikan
mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan itirgggk negeri maupun swasta
(GBHN 1988).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan PedomamghRyatan dan
Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral PdagcasiPendidikan
Kewarganegaraan, Pendidikan Sejarah PerjuangansBasgrta unsur-unsur yang
dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semarayatndai kejuangan,
khususnya nilai-nilai 1945, dilanjutkan dan ditiagkan di semua jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan termasuk prasekolah (GBHN 1993).

Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Pedormam Benghayatan
Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, PekatidiAgama, dan Pendidikan
Kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan diwsenalur, jenis, dan jenjang
pendidikan termasuk prasekolah sehingga terbentatakwbangsa yang kokoh
(GBHN 1998). Selama Orde Baru telah terjadi petigankurikulum sampai empat
kali, yaitu Kurikulum 1968, 1975, 1984, dan 1994.

a. Kurikulum 1968

Departeman P dan K pada tahun 1968 menerbitkan Be#aman Kurikulum

Sekolah Dasar yang dinamakan Kurikulum SD, sebasmksi terhadap Rencana

Pendidikan TK dan SD yang di dalamnya berbau po@RLA (Orde Lama).
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Perubahan-perubahan terletak pada landasan pemtigik yang berdasarkan
Falsafah Negara Pancasila. Ketetapan MPRS No. XKNARS/1966 memberikan
arah pada reformasi pendidikan, berikut ini beber&ptentuan yang terdapat di
dalamnya:

...(1) Dasar pendidikan nasional adalah Pancasilgdefgan MPRS No.

XXVI/IMPRS/1966 Bab Il Pasal 2). (2) Tujuan pendalik nasional ialah

membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkaentkan-ketentuan

seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 194b ldaUUD 1945

(Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 Bab Il Pasal (@) Isi pendidikan

nasional adalah: (a) Mempertinggi mental budi piekdan memperkuat

keyakinan agama. (b) Mempertinggi kecerdasan daterdmpilan. (c)

Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sefkatetapan MPRS

No. XXVII/MPRS/1966 Bab Il Pasal 4).

Kurikulum Sekolah Dasar 1968 dibagi menjadi 3okgbok besar: (1)
Kelompok Pembinaan Pancasila: Pendidikan Agamadifigan Kewarganegaraan,
Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dahra@&a (2) Kelompok
Pembinaan Pengetahuan Dasar: Berhitung, llmu Pamgmt Alam, Pendidikan
Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dagselkatan. (3) Kelompok
Kecakapan Khusus: Kejuruan Agraria (Pertanian,rRakan, Perikanan), Kejuruan
Teknik (Pekerjaan Tangan, Perbengkelan), Kejuruaretatdlaksanaan/Jasa
(Kurikulum 1968).

Dengan berakhirnya rezim Orde Lama dan lahirnysee@aku, sesuai dengan
TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966 tentang Agama, Penkidi dan Kebudayaan,
maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebdgemmbentuk manusia
Pancasilais sejati” berdasarkan ketentuan-ketenseperti yang dikehendaki oleh

Pembukaan UUD 1945 dan Isi UUD 1945. Isi pendidile@alah mempertinggi

mental-moral budi pekerti dan memperkuat keyakibanagama, mempertinggi
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kecerdasan dan keterampilan, membina/ memperkerkbaniisik yang kuat dan
sehat. Inilah isi dari kurikulum 1968. SelanjutnygAP MPRS tersebut juga
menegaskan mengenai kebebasan mimbar/iimiah delasisya di perguruan tinggi
yang tidak menyimpang dari UUD 1945 dan falsafalgyan® Pancasila. Semua
sekolah asing dilarang di seluruh Indonesia. Denikipula pemerintah
memperhatikan perkembangan gerakan Pramuka. Men¢mmbaga pendidikan
disederhanakan baik mengenai jumlah maupun strydurYang menarik antara
lain, di dalam TAP MPRS tersebut ialah karena kakgan tenaga mengajar perlu
diadakan langkah-langkah untuk mengatasinya aréamadengan undang-undang
wajib mengajar. Abd. Rachman Assegaf (2005: lfhEhyatakan:
Dengan dibubarkannya PKI pada tahun 1965, ide Mérdganti dengan
upaya pemurnian Pancasila, dimana hal ini mengtddbaseluruh pembagian
mata pelajaran ke dalam kelompok-kelompok yang afmkan ide Manipol,
seperti Pancawardhana dan Sapta Usaha Tama, &awphk& mata pelajaran
Rasa/Karya yang bertujuan membentuk Sosialismenksgla, diganti menjadi
tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: (1) Kelompeknpinaan jiwa Pancasila.
(2) Kelompok pembinaan pengetahuan dasar. (3) Kmd&mpembinaan
kecakapan khusus. Kelompok pembinaan jiwa Pacésitliri dari mata
pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewargaaegaftermasuk Ilimu
Bumi, Sejarah Indonesia, dadivics) Pendidikan Bahasa Indonesia, dan
Pendidikan Olah Raga. Kurikulum 1968 telah menydutrincian bahan,
tujuan, dedaktik/metodik serta petunjuk bagi guang/ mengajar Pendidikan
Kewarganegaraan.
Berikut ini adalah susunan mata pelajaran KurikulBakolah Dasar 1968,

untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa DaergpaSaielas IIl, dan untuk

Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa Indonesia K&l |:
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Tabel 23
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa DaergiaS&mlas Il

No Bidang Studi Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.
I I 11 v V VI

| Pembinaan Jiwa Pancasila

1. Pendidikan Agama 2 2 3 4 4 4

2. Pend. Kewargaan 2 2 4 4 4 4
Negar a.

3. Pend. Bhs. Indonesia - -

4. Bahasa Daerah 8 8

5. Pend. Olahraga 2 2

Sub Jumlah 14 14 1

Il Pembinaan Penget. Dasar

6. Berhitung 7 7 7 6 6 6

7. llmu Pengetahuan 2 2 4 4 4 4
Alam

8. Pendidikan Kesenian 2 2 4 4 4 4

9. Pend. Kesejahteraan 1 1 2 2 2 2
Keluarga

Sub Jumlah 12 12 17 16 16 16

Il | Pemb. Kecakapan Khusus

10. Pendidikan Khusus 2) 2 2 5 5 5 5

Jumlah 28 28 40 40 40 40

Sumber:Perkembangan Pendidikan Dasar dan MenenghlinT1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

Pendidikan Kewargaan Negara masuk dalam kelompeinlfhaan Jiwa
Pancasila”, diberikan 4 jam perminggu untuk kelasdmpai dengan kelas VI, dan 2

jam untuk kelas | dan Il
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Tabel 24
Susunan Mata Pelajaran Kurikulum Sekolah Dasar 1968
untuk Sekolah Berbahasa Pengantar Bahasa InddvieiaKelas |

No | Bidang Studi Kel. Kel. Kel. Kel. Kel. Kel.
I Il 11 v V VI

| Pembinaan Jiwa Pancasila

1. Pendidikan Agama 2 2 4 4 4 4

2. Pend. Kewargaan 2 2 4 4 4 4
Neg.

3. Pend. Bhs. Indonesia

5. Pend. Olahraga

4
4. Bahasa Daerah 4
2
4

Sub Jumlah 1

Il Pembinaan Penget. Dasar

6. Berhitung 7 7 7 7 7 7

7. llmu Pengetahuan 2 2 4 4 4 4
Alam

8. Pendidikan Kesenian 2 2 3 3 3 3

9. Pend. Kesejahteraan 1 1 2 2 2 2
Keluarga

Sub Jumlah 12 12 16 16 16 16

Il | Pemb. Kecakapan Khusus

10. Pendidikan Khusus 2 2 5 5 5 5
2)

Jumlah 28 28 40 40 40 40

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal PeragidiRasar tanggal 2
Agustus 1968 No. 342/UKK/68, Rencana Pendidikan SMBng telah
disempurnakan, maka Kurikulum SMP 1968 mulai berlpkda awal tahun ajaran
1968. Faktor politis lebih berpengaruh dalam pemq@amaan Rencana Pendidikan
tersebut dibandingkan dengan faktor-faktor lainny@sunan Rencana Pendidikan
dikoordinasikan oleh Kantor Pusat, dalam hal imd3i SMP.

Susunan program pengajaran dalam Rencana Pendidikg disempurnakan
tahun 1967 dikelompokkan menjadi tiga kelompokiwaebagai berikuPertama:

Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila; kelompok infuogsi untuk membina dan
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mempertinggi moral Pancasila, UUD 1945, serta meafgsmani yang sehat dan
kuat. Usaha ini diarahkan pada pembentukan jiwg wamat dan kuat. Dengan jiwa
yang sehat diharapkan dapat meningkatkan keyakiharagama, keimanan,
ketagwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral Pensasuai dengan Ketetapan
(TAP) MPRS No. XVII/MPRS/1966, yaitu agar warga aggberbudi bahasa halus
dan pandai menyesuaikan diri, berdisiplin, dan ¢k sportif. Demikian juga
halnya dengan raga yang kuat diharapkan dapat glatkan kesehatan jasmani dan
meningkatkan kecekatan bertindak. Rencana pelajdesan kegiatan formal yang
menunjang usaha tersebut ialah Pendidikan Agam®aiman Negara, Bahasa
Indonesia, dan Olahraga.

Kedua Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar; dasar pamKkelompok
mata pelajaran ini ialah bahwa akal pikiran merapedalah satu karunia Tuhan yang
menempatkan kedudukan manusia di atas makhlukdlagunia. Akal pikiran yang
dibimbing dan dilatih dapat menjadikan manusia ikaps kritis dan selalu ingin
mengetahui berbagai hal. Dengan sifat inilah makausia mampu mengetahui dan
mengenal lingkungannya baik mengenai bentuk, sifetupun hukum-hukumnya
sehingga dapat memanfaatkannya untuk mempertiregggj&hteraan hidup. Dengan
demikian semua pengetahuan dan pengertian yangolipedapat mendorong
manusia untuk mengakui dan meyakini adanya kekyatag mengatur hukum alam,
yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kelompok mata pelajanamertujuan memberikan
berbagai pengetahuan dasar yang berguna bagi adédk uhtuk melanjutkan
pelajarannya ke tingkat yang lebih tinggi. Mataapelan yang termasuk kelompok

Pembinaan Pengetahuan Dasar ialah Ilmu Aljabar demu Ukur (untuk
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meningkatkan sikap kritis), lImu Alam, llmu Hayatlan limu Bumi (untuk
mengetahui manfaat yang mungkin berguna bagi kphilmanusia), Sejarah (untuk
mengetahui sejarah pertumbuhan dan perkembangamrakat dan bangsa sehingga
menimbulkan kesadaran dan keinginan untuk bers&ahasa Daerah, Bahasa
Indonesia, dan Bahasa Inggris (merupakan media kumienemukan dan
mengembangkan kebudayaan guna meningkatkan kehidopausia dalam rangka
mewujudkan kesempurnaan hidup sebagai makhluknggi)i dan menggambar
(merupakan mata pelajaran yang dapat mengembardggn cipta, rasa estetika,
keterampilan, dan rasa realitas sehingga siswak ke¢goat menciptakan bentuk,
warna, keindahan, keseimbagan, dan keharmonisan).

Ketiga: Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus; dasar pemikir
diadakannya kelompok mata pelajaran ini ialah badbw&MP tidak cukup hanya
diberikan pendidikan mental, spiritual, fisik daackrdasan saja, tetapi diperlukan
juga pendidikan keterampilan yang praktis, pendidilemosional, dan pendidikan
artistik serta sosial. Kelompok ini bertujuan meniten keterampilan praktis yang
berguna bagi siswa untuk bekal hidup dalam masgardWdata pelajaran yang
termasuk dalam kelompok ini ialah Administrasi (nbemkan keterampilan untuk
menyelenggarakan administrasi sederhana dalam ugdmd sehari-hari). Prakaya
(memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan ngengembangkan
bakatnya masing-masing). Pendidikan Kesenian (mekaekesempatan pada siswa
untuk mengembangkan bakat seni mereka, dengandmategsenian baik daerah
maupun nasional dapat dipupuk dan dilestarikariqirsgu pendidikan kesenian juga

bertujuan untuk meningkatkan rasa haru dan rasshiddlam kehidupan sehari-hari.
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Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, dimaksudkankuntamperdalam kesadaran
siswa akan perlunya hidup rukun, damai, hemat, agrsehat, serta sejahtera dalam
kehidupan keluarga. Kelompok Pembinaan Kecakapdmus#s memberikan
kesempatan yang lebih luas lagi bagi siswa untiderpe dan berkarya serta lebih
mengenal bakat masing-masing. Di SMP hal ini mumdjdlum dapat menghasilkan
penguasaan materi secara bulat dan lengkap, tedgpisiswa yang putus sekolah
atau tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yandhléibiggi merupakan pengetahuan
dasar yang berguna bagi kehidupan siswa sehimggeka dapat menjadi manusia
yang produktif dalam pembangunan.

Perlu dicatat bahwa semua mata pelajaran yangkhbe di atas tidak berdiri
sendiri, tetapi saling menunjang dan melengkapardainencapai tujuan pendidikan
di SMP. Kesatuan semua mata pelajaran tersebufjukitan dalam susunan program
pengajaran dalam Kurikulum SMP 1968. Susunan mealajgran kurikulum SMP

1968 sebagai berikut:
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Tabel 25
Susunan Mata Pelajaran SMP
Tahun 1968

Kelp.

Mata Pelajaran

Kelas
Il

Kelas
1]

Kelompok Pemb. Jiwa Pancasila

1. Pendidikan Agama

2. Pend Kewar gaan Negara

3. Bahasa Indonesia (I)

4. Olahraga

Sub Jumlah

Klp. Pembinaan Pengetahuan Dasar

. Bahasa Indonesia (Il)

. Bahasa Daerah

. llmu Inggris

. llmu Aljabar

. llmu Ukur

. lImu Alam

. Imu Hayat

. Sejarah Bumi

OO |N|O|O D [W[N| -

. Sejarah

Sub Jumlah

Klp. Pembinaan Kecakapan Khusus

1. Administrasi

2. Kesenian

3. Prakarya

4. Kesejahteraan Keluarga

Sub Jumlah

Jumlah

41

41

41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menehghbn 1945-1989, Ditjen Dikdasmen,

Depdikbud, 1992.

Jiwa Pancasila”, diberikan masing-masing 3 jam jp&ygu untuk kelas | sampai

dengan kelas 11 .

b. Kurikulum PKn 1975

dengan Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikula®é8.1Perbedaan kecil hanya

pada penambahan kajian tentang pembangunan nasan@BHN pada PMP dalam

Kurikulum 1975.
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Tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk Sekolaladar adalah sebagai
berikut:

(1) Murid mengerti arti ke-Tuhanan Yang Maha Es3. Murid mengerti

prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam PassélpUUD 1945. (3)
Murid dapat mengerti prinsip dasar hak-hak asasinusia, serta
tanggungjawab yang terjalin dengan hak-hak tersed)t Murid mengerti

prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam alpe@ama Pembukaan UUD
1945. (5) Murid mengerti arti kesatuan bangsa dagara Indonesia. (6)
Murid mengetahui, mengenal kebudayaan daerah daleangka

mengembangkan rasa bhineka tunggal ika. (7) Mugdgatahui tentang hak
dan kewajiban dalam lingkungan keluarga, sekolam dhasyarakat. (8)
Murid mengetahui dan mampu melaksanakan prinsipsfri demokrasi
dalam kehidupan pribadi, keluarga, sekolah, danyamakat. (9) Murid

mengerti dan mampu menggunakan dasar-dasar hakdeawanegaranya.
(10) Murid memahami bentuk dan dasar negara Rhgghi murid mampu
berpartisipasi sebagai warga negara. (11) Murid geiamui dan

mempraktekan prinsip keadilan sosial dalam kehidupabadi, keluarga,
sekolah dan masyarakat. (Diolah dari Depdikbud6493-11).

Tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 untuk SMP adakebagai berikut:

(1) Siswa menyadari adanya bermacam-macam agamaatiag menghargai
antara para pemeluknya. (2) Siswa memahami dananmaigan ajaran ke-
Tuhanan Yang Maha Esa. (3) Siswa mengetahui, mematen menghayati
hak dan kewajibannya sebagai warga negara. (4) aSisvengetahui,
memahami dan menghayati prinsip-prinsip demokraalard kehidupan
sehari-hari. (5) Siswa mengetahui perkembangamatejsasional Indonesia.
(6) Siswa menunjukkan sikap dan tindakan yang menty kesatuan
nasional. (7) Siswa mengerti, mentaati dan melaldsan peraturan untuk
memajukan kehidupan masyarakat. (8) Siswa menget@mumenyadari arti
kesatuan nasional Indonesia demi kesejahteraan anaksy. (9) Siswa
mentaati peraturan-peraturan untuk memelihara damngkatkan keamanan
masyarakat. (10) Siswa mengetahui dan menyadatingega arti persatuan
dan kesatuan nasional Indonesia, sehingga mampgamatkannya dalam
kehidupan sehari-hari. (11) Siswa memahami dan atEny pentingnya
disiplin bagi ketertiban masyarakat. (12) Siswa mleami dan menghayati
Pancasila dan UUD 1945. (13) Siswa memahami prHpsisip kehidupan
demokrasi. (14) Siswa mampu menggunakan prinsisipri demokrasi
Pancasila dalam kehidupan pribadi, keluarga, sbkolian masyarakat
sekitarnya. (15) Siswa mengetahui bahwa GBHN adaetupakan landasan
pembangunan nasional. (Diolah dari Depdikbud, 19261).

219



Sedangkan tujuan kurikuler PMP Kurikulum 1975 unBMA adalah sebagai
berikut:

(1) Siswa memahami Tuhan Yang Maha Esa adalah ssddbma ¢ausa
prima), sebagai asal dari segala kehidupan yang meRgajgpsersamaan,
keadilan, kasih sayang. (2) Siswa memahami pripsisip dasar yang
terkandung dalam pasal 29 UUD 1945. (3) Siswa memggih sesama manusia
dan memiliki sikap saling menghormati dalam pergauhntar bangsa. (4)
Siswa memahami prinsip-prinsip dasar hak asasi smanu5) Siswa
mengetahui dan memahami serta dapat melaksanakeajib@n dan hak
yang harus dilakukan dalam kehidupan bermasyaré®atiswa mengetahui
dan memahami pentingnya arti kesatuan dan persatasional. (7) Siswa
mengerti sistem pertahanan dan keamanan nasidalSiéwa mengerti
ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yaladp tditetapkan untuk
memajukan masyarakat dan keamanan nasional sett@ekta dalam usaha
pertahanan dan keamanan. (9) Siswa mengetahui éayanhari arti kesatuan
nasional Indonesia demi kesejahteraan masyardkytS{swa memahami dan
menyadari  prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dalakehidupan
bermasyarakat dan bernegara, supaya mampu untukksaebkan dalam
kehidupan sehari-hari. (11) Siswa mengetahui danngerd sistem
pemerintahan demokrasi Pancasila. (12) Siswa mematan menyadari
pentingnya disiplin bagi ketertiban masyarakat.) (3&8wa memahami dan
menghayati Pancasila dan UUD 1945. (14) Siswa mamaprinsip-prinsip
kehidupan demokrasi. (15) Siswa mampu menggunakamsigprinsip
demokrasi Pancasila dalam kehidupan pribadi, kegfjarsekolah, dan
masyarakat sekitarnya. (16) Siswa memahami dasartiaan kehidupan
sosial ekonomi Indonesia dan berusaha berpartisipatsik keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat. (17) Siswa berusadiaksanakan prinsip
keadilan sosial. (Diolah dari Depdikbud, 1978: 2-5)

Usaha untuk memperbaiki kurikulum pendidikan sudama dirasakan
kebutuhannya oleh pemerintah. Oleh sebab itu, barlj@ercobaan misalnya untuk
meningkatkan mutu pendidikan sekolah dasar banjyaksdnakan. Antara lain yang
terkenal ialah usaha Balai Penyelidikan dan Perapé&endidikan dan Pengajaran
(BP4) dipimpin oleh H.S. Adam Bachtiar sejak tali8b51 mengadakan sekolah-
sekolah percobaan. Sekolah-sekolah tersebut yaikolah rakyat percobaan di

Jakarta mengenai pengelompokan murid berdasarlestapr belajar, di Denpasar

220



untuk sekolah masyarakat; Bandung unsglence teachinglan pendidikan agama

Islam; Bukit Tinggi mengenai pertanian sebagai npeiajaran. Usaha-usaha Adam
Bachtiar ini kemudian dilanjutkan oleh IP Simanplsetelah terbentuknya Jawatan
Pendidikan Umum tahun 1957. Sayang sekali usah@ayssrcobaan ini tidak pernah

dievaluasi sehingga tidak pernah didesiminasikaagdikbud, 1976: 14).

Usaha yang kedua dimulai pada Pelita | yaitu Pemiglaa Kurikulum dan
Metode Mengajar (PKMM). Kegiatan-kegiatan tersebiuaksanakan di Jakarta;
bahasa Sunda di Bandung; kesenian di Yogyakar&diSurabaya; IPA di Malang;
dan sekolah laboratorium IKIP Malang yang dipimpieh Prof. Dr. Supartinah
Pakasi. Hasil sekolah laboratorium IKIP Malangahilyang merupakan salah satu
masukan kurikulum 1975 ( Depdikbud, 1976: 15).

Dalam Pelita 1 Menteri Mashuri ( Depdikbud, 1976),1mengemukakan
basic memorandumtentang pendidikan. Dalam dokumen tersebut dikgmnis
mengenai syarat-syarat sekolah-sekolah di Indongsiragai berikut:

... (1) Sekolah itu hendaknya merupakan bagiangiatedari masyarakat

sekitarnya. Sesuai dengan asas pendidikan seundwp,hisekolah itu

hendaknya mempunyai dwifungsi: mampu memberikandidd@n formil
dan juga pendidikan informil, baik untuk para pemudaupun untuk orang
dewasa pria wanita. (2) Sekolah itu hendaknya merasikan kepada
pembangunan dan kemajuan, sehingga dapat menyiapkaga kerja yang
memiliki watak, pengetahuan dan keterampilan umekbangunan bangsa
dan negara di berbagai bidang. (3) Sekolah itu d&emgh mempunyai
kurikulum, metode mengajar dan program yang memgkean, menantang
dan cocok dengan tujuannya.

Dari kebijakan pendidikan inilah lahir apa yangethst Proyek Perintis
Sekolah Pembangunan (PPSP). Seperti kita ketadai fgdaun 1973 lahirlah GBHN

yang pertama sebagai Ketetapan MPR No. II/MPR/18&dasarkan TAP MPR
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inilah disusun kurikulum 1975. Seperti kita ketahlurikulum-kurikulum
sebelumnya disusun berdasarkan Undang-undang FRekudidikan dan Pengajaran
No. 4 Tahun 1950, kemudian mendasarkannya kepadd WMIRRS No. Il Tahun
1960 dan keputusan-keputusan lainnya. Dengan seyaldi dalam masa Orde Baru
kita memerlukan kurikulum yang sesuai dengan jiealpangunan pada masa itu.
Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru diiringiglanperubahan-perubahan
mendasar di bidang pendidikan. Beberapa faktor yamgcul sejak tahun 1969 dan
yang mempengaruhi perubahan ke arah terbentukngiauam 1975 adalah sebagai
berikut: (1) Kegiatan pembaharuan pendidikan selR®pelita | yang dimulai pada
tahun 1969 telah melahirkan dan menghasilkan gaggmgasan baru yang sudah
mulai memasuki pelaksanaan sistem pendidikan ralsi{®) Kebijakan pemerintah
di bidang pendidikan nasional yang digariskan damiaGaris-garis Besar Haluan
Negara menuntut implementasinya di lapangan. (33ilHenalisis dan penilaian
pendidikan nasional telah mendorong Departemeni@&ad dan Kebudayaan untuk
meninjau kebijaksanaan pelaksanaan pendidikanmealsi@) Inovasi di dalam sistem
belajar-mengajar yang dirasakan dan dinilai lelfi$ien dan efektif telah memasuki
dunia pendidikan Indonesia. (5) Keluhan-keluhan ymuakat tentang mutu lulusan
pendidikan mendorong petugas-petugas pendidikarkuneninjau sistem yang saat
itu sedang berlaku. Kesemuanya ini merupakan fdltdor yang melatar belakangi
perlunya dilakukan peninjauan kurikulum agar lelslesuai dengan tuntutan
perubahan dan lebih efisien di dalam menunjangapaiaya tujuan pendidikan

(Depdikbud, 1976: 16). Karena beberapa faktor dis,atmaka Kurikulum 1975
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muncul dengan berbagai pembaharuan fundamentaly yinmasa berikutnya
Kurikulum 1975 ini menjadi basis bagi upaya penyempan kurikulum selanjutnya.

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 143-144), kasgpek baru yang
dijumpai dalam kurikulum ini antara lain adalah:

Pertama pembakuan Kurikulum 1975 dilakukan dengan
menggunakan prinsip fleksibilitas program, yaitungEn mempertimbangkan
faktor ekosistem lingkungan, kemampuan pemerintadsyarakat dan orang
tua dalam menyediakan fasilitas yang memadai badgigsungnya program
tersebut, prinsip efisiensi dan efektifitas, yaitanyangkut penggunaan waktu
secara tepat dan pendayagunaan tenaga secaraloptimaip berorientasi
pada tujuan yakni agar tiap jam dan kegiatan palajgang dilakukan oleh
siswa dan guru benar-benar terarah kepada tergap&ujuan pendidikan.
Prinsip kontinuitas, yaitu agar penyusunan kegidtelajar mengajar selalu
memperhatikan hubungan fungsional dan hirarkhisnggh tidak terjadi
pengulangan yang membosankan atau pemberian pelayang tak dapat
dipahami oleh siswa karena mereka tidak memililsatlayang kokoh, dan
prinsip pendidikan seumur hidup, yaitu bahwa madelah bukanlah masa
satu-satunya masa bagi setiap orang untuk befaglginkan hanya sebagian
dari waktu belajar yang akan berlangsung seumuphid

Kedug sistem penyajian Kurikulum 1975 mulai memperkkaal
penggunaan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sistanuksional).
Dalam realisasinya pola ini menghasilkan pener&stoan Pelajaran (Satpel,
unit lesso sebagai rencana atau persiapan mengajar gurluseleasuk
kelas. Di samping itu, Satpel ini memuat rincian ngenai Tujuan
Instruksional Umum (TIU), Tujuan Instruksional Kluss (TIK), ringkasan
materi pelajaran, proses kegiatan belajar mengaj@tode mengajar,
alat/sumber serta evaluasi. Dengan demikian Satmgicerminkan makna
kurikulum yang komprehensip karena meliputi tujuamteri, metode dan
evaluasi. Dengan Satpel pula dapat dihindarkan|gmolketidak seragaman
kurikulum pendidikan bagi guru yang mengajar dicdek. Yang demikian ini
tidak dijumpai dalam kurikulum 1968.

Ketiga, Kurikulum 1975 dirancang untuk disesuaikan dengan
kebutuhan pembangunan nasional dalam Repelita9if4(1979). Satu hal
yang istimewa pada Repelita Il atau dasawarsa 4870+ adalah terjadinya
oil boomdi Indonesia sehingga mampu menaikkan APBN bigaerglidikan
sampai dua kali anggaran tahun 1974/1975. Padavdesa ini pembangunan
sektor pendidikan diarahkan pada aspek pemerataatidikan dasar dengan
memperluas daya tampung sekolah di seluruh pelddgdantara. (Abd.
Rachman Assegaf, 2005: 143-144).
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Menurut A. Ahmadi (1987: 270), latar belakang laga Kurikulum 1975
adalah sebagai berikut:

Sebelum diberlakukannya kurikulum 1975, telah ddlerkan kurikulum

1968. Namun karena pada saat dirumuskannya kunkdi®68 belum dapat
menghimpun segala keutuhan pendidikan, misalny&ngntujuan nasional
pendidikan yang berorientasi pada pembangunan &an@sjuan nasional
pendidikan yang demikian baru dirumuskan dalam GBhéNil TAP MPR

tahun 1973), maka kurikulum 1968 tidak berjalanesgpyang diharapkan.
Pada tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menergal, di samping

berjalan kurikulum 1968, juga kurikulum menuruttematik buku-buku hasil
proyek pengadaan buku dan kurikulum sesuai dengamakpuan masing-
masing guru. Kondisi semacam itu sangat membingamguru, orang tua
murid, dan masyarakat. Atas dasar pertimbangaimpeEnhgan tersebut, dan
dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivit@stasrelevansi pendidikan,
dimulailah proses pembakuan kurikulum pada tahuf19ang merupakan
kelanjutan dari usaha-usaha yang telah dimulaiksigaun 1969. Sebagai
hasilnya lahirlah kurikulum 1975. Kurikulum 1975 sdsun dengan
berorientasi pada tujuan pendidikannya sebagai si@pembangunan.

Kurikulum 1975 adalah kurikulum pertama yang dikangkan pada periode
PJP I. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dalamgka menjawab tantangan
peningkatan mutu pendidikan sebagai perimbangan matuasan persekolahan,
khususnya di SD, yang mulai dilakukan sejak awaluma1970-an. Pembakuan
kurikulum 1975, pada dasarnya dilakukan untuk pemprenaan Kurikulum 1968,
yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi denganepdrhkngan kemajuan zaman.
Tujuan pendidikan berdasarkan Kurikulum 1975 dirskan berdasarkan Ketetapan
MPR NO. IV/IMPR/1973 tentang GBHN 1973 vyaitu memié&ntmanusia
pembangunan yang ber-Pancasila, manusia Indonesig gehat jasmani dan
rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilampatl mengembangkan
kreativitas dan tanggung jawab. Sesuai dengan ifypggsbangunan nasional PJP I,

maka Kurikulum 1975, pada waktu itu benar-benautibkan keberadaannya dalam
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rangka membentuk manusia Indonesia untuk pembanguoaaional di berbagai
bidang.
(1) Kurikulum SD 1975

Dalam pengantar Kurikulum SD 1975 (Depdikbud, 1928 tujuan umum
pendidikan Sekolah Dasar adalah:

Membentuk lulusan yang memiliki sifat-sifat dasabagai warga negara

yang baik, sehat jasmani dan rohani, dan memigkigetahuan, keterampilan

dan sikap yang diperlukan untuk melanjutkan pedaamengembangkan diri
sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup.

Kurikulum SD 1975 berorientasi kepada tujuan denggnganut prinsip-
prinsip fleksibilitas program, efisiensi dan efekas, kontinuitas, dan pendidikan
seumur hidup. Fleksibilitas program menunjukkan weahpenyusunan program
pengajaran pada setiap bidang studi disesuaikagadeperkembangan masyarakat
yang terus berubah. Melalui prinsip pendidikan nes@uhidup diharapkan agar materi
dan proses belajar mengajar setiap bidang studiilikekesinambungan sehingga
bahan-bahan pelajaran benar-benar dapat menyagardgermasalahan yang ada
dalam masyarakat.

Prinsip efisiensi dan efektivits dimaksudkan agarata pelajaran
diorganisasikan secara terpadu dalam bidang-bidamtj sehingga demarkasi antara
mata pelajaran yang terpisah tidak terlalu kentdgini tercermin dalam Garis-garis
Besar Program Pengajaran (GBPP) bahwa program jpeagalisusun sesuai dengan
masing-masing bidang studi. Bidang studi agamartetdri lima macam program

yaitu Agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dandBa. Bidang studi kesenian

terdiri dari tiga unsur yaitu seni rupa termasukiggambar, seni musik, dan seni tari.
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Bidang studi keterampilan meliputi tujuh bidang tyajasa, kerajinan, teknik,
pendidikan kesejahteraan keluarga, pertanian, nmtan, dan perikanan. Bidang
studi IPA meliputi materi pelajaran fisika dan loigi, dan bidang studi IPS terdiri
dari ilmu bumi, kewarganegaraan, ekonomi, dan akjar

Struktur Program Kurikulum SD 1975 berbeda denigankulum SD 1968,
yang membedakan struktur program menjadi dua yaEkolah yang menggunakan
bahasa pengantar bahasa Indonesia dan yang mekggurahasa pengantar bahasa
daerah. Kurikulum SD 1975 hanya mempunyai satkstryprogram yang mencakup
sembilan bidang studi, yaitu: (1) Agama; (2) Peikdid Moral Pancasila; (3) Bahasa
Indonesia; (4) Ilmu Pengetahuan Sosial; (5) Matéw@ma(6) Ilmu Pengetahuan Alam;
(7) Olahraga dan Kesehatan; (8) Kesenian; dan @grdmpilan Khusus. Struktur
program Kurikulum dan pembagian jam pelajaran pdtidang studi untuk masing-

masing kelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SekasharD
Tahun 1975
No | Bidang Studi KI. KI. KI. KI. KI. KI. Jumlah
I Il Il v V VI

1 Agama 2 2 2 3 3 3 15
2 Pendidikan Moral 2 2 2 2 2 2 12

Pancasila
3 Bahasa Indonesia 8 8 8 8 8 8 48
4 IlImu Pengetahuan - - 2 2 2 2 8

Sosial
5 Matematika 6 6 6 6 6 6 36
6 IlImu Pengetahuan Alam 2 2 3 4 4 4 19
7 Olahraga dan Kesehatan 2 2 3 4 4 4 19
8 Kesenian 2 2 3 4 4 4 19
9 Keterampilan Khusus 2 2 4 4 4 4 20

Jumlah 26 26 33 37 37 37 196

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menéraain 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud,
1992.

226



Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masirgsimg 2 jam
perminggu dari kelas | sampai dengan kelas VI.
(2) Kurikulum SMP 1975

Sebagaimana di SD mata pelajaran Pendidikan Mtaatasila (PMP) juga
diberikan di SMP. Sejalan dengan perubahan-perubédrgebut, maka dilakukan
penyusunan kurikulum SMP yang disebut Kurikulum SW5, yang merupakan
Kurikulum SMP 1968 yang disempurnakan. Istilah Sk#hg disempurnakan ini
lahir dari gagasan untuk mengintegrasikan sekod&btah menengah kejuruan
tingkat pertama (SMKTP), secara berangsur-angsngate SMP. Proses integrasi
SMP dengan SMKTP menjadi SMP yang disempurnakaturdisleh Keputusan
Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 084/U/19¥gar kurikulum yang
ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudaya&asebut dapat dipahami dan
dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengakukum maka dalam Kurikulum
1975 disusun Penjelasan Umum dan Penjelasan Khueigielasan Umum
dimaksudkan untuk menjelaskan kepada pelaksana,(temaga administrasi, dan
supervisi) tentang beberapa pengertian yang mekyangurikulum SMP 1975
khususnya mengenai sistematika, struktur prograarjs-garis besar program
pengajaran, sistem penyajian yang akan digunakiam sistem evaluasi yang akan
digunakan. Penjelasan khusus merupakan pedomansé@gp bidang studi, ruang
lingkup, dan tata urutan bahan pengajaran, pengekanetode penyampaian,
kelengkapan pengajaran, penilaian, dan alokasi uwvaRalam pengantarnya
(Depdikbud, 1975) dijelaskan bahwa:

Kurikulum SMP 1975, meliputi tiga program pendidikayaitu pendidikan
umum, pendidikan akademis, dan pendidikan ketedampi Program
pendidikan umum wajib diikuti oleh semua siswa daliputi empat bidang
studi, yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikisioral Pancasila; (3)
Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dan (4) Pendidlesenian. Program
pendidikan akademis wajib diikuti oleh semua sisyg;mg meliputi enam
bidang studi, yaitu: (1) Bahasa Indonesia; (2) Banaaerah khususnya bagi
sekolah di daerah yang masih memerlukan pelajeagimadh Daerah; (3)
Bahasa Inggris; (4) IPS; (5) Matematika; dan (6)\.IProgram pendidikan
keterampilan terdiri dari pendidikan keterampilarikat yang dapat dipilih di
antara bidang-bidang pendidikan kesejahteraan igdugeknik, jasa, agraria,
maritim, dan kerajinan, serta pendidikan keteraampipilihan bebas yang
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dapat dipilih di antara praktikum ilmu alam, ilmayat, konservasi, olahraga

prestasi, kesenian, dan usaha kesehatan sekolaB)(Walam Kurikulum

SMP 1975, pendidikan kependudukan diintegrasikamdam bidang studi

yang relevan, yaitu IPS.

Kurikulum SMP 1975 dilaksanakan secara bertahapndalai berlaku pada
tahun ajaran 1976 di kelas I. Pada tahun ajarai@ #i#@ksanakan di kelas | dan II,
dan pada tahun ajaran 1978 berlaku dari kelas paaiil, sehingga pada tahun
ajaran 1979 berlaku sepenuhnya dari kelas | sakglas Il untuk semua SMP.
Tahap pelaksanaan tersebut dilakukan secara madsidengan memberikan
kemungkinan bahwa SMP yang menurut penilaian Kepdator Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan setempat secara tekmiadtainistratif telah mampu,

dapat melaksanakan Kurikulum SMP 1975 mulai taharaa 1976.

Tabel 27
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP Tahub 197

Program Bidang Studi Kl Kl Kl Kl Kl Kl
Pendidikan | I Il Il 11l 11
Pendidikan 1. Pend Agama 2 2 2 2 2 2
Umum

2. PMP 2 2 2 2 2 2

3. Olahraga 3 3 3 3 3 3

4. Pen.Kesenian 2 2 2 2 2 2

Sub Jumlah 9 9 9 9 9 9
Pendidikan 5. Bhs Indonesia 5 5 5 5 4 4
Akademis

6. Bhs Daerah (2) (2) (2) (2) - -

7. Bhs Inggris 4 4 4 4 4 4

8. IPS 4 4 4 4 4 4

9. Matematika 5 5 5 5 5 5

10. IPA 4 4 4 4 4 4

Sub Jumlah 22 22 22 22 22 22

(24) (24) (24) (24) (24) (24)

Pendidikan 11. Pilihan 6 - 6 - 6 -
Keterampilan Terikat

12. Pilihan Bebas - 6 - 6 - 6

Jumlah 37 37 37 37 37 37

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan Menéregaln 1945-1999, Dikdasmen, Depdikbud,
1992.
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Di SMP Pendidikan Moral Pancasila masuk dalam m@uogr‘Pendidikan
Umum” diberikan masing-masing 2 jam perminggu #atas | sampai dengan kelas
[I.

(3) Kurikulum SMA 1975

Sebagaimana di SD dan SMP Pendidikan Kewargaaarblet] SMA juga
diganti menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMR)rikulum SMA 1975 dikaitkan
dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terdanjuér yang menuntut
perubahan isi dan pendekatan. Proyek Perintisanl&elPembangunan (PPSP) dan
beberapa studi pengembangan lainnya telah mempgmngarah pembinaan
pendidikan secara nasional sehingga mengarah pddaya tuntutan untuk
menyempurnakan kurikulum SMA. Lebih dari itu, GBHND73 telah menggariskan
bahwa pada bulan Mei 1974 dilakukan penyusunarkidurin baru SMA atau yang
dikenal dengan sebutan Kurikulum SMA 1975. Kurikaluni diberlakukan atas
dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KefazsteNomor 008d/U/1975 dan
Nomor 008¢/U/1075 tanggal 17 Januari 1975.

Tujuan umum pendidikan SMA menurut Kurikulum 19{@ep. P dan K,
1975) adalah:

Menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang $ellagai manusia yang

utuh, sehat, kuat lahir dan batin; menguasai hasididikan umum yang

merupakan kelanjutan dari pendidikan SMP; memilikekal untuk
melanjutkan studinya ke lembaga pendidikan yarmhldinggi dengan
menempuh progam umum yang sama bagi semua siswaraigram pilihan
bagi yang akan melanjutkan ke perguruan tinggin m@miliki bekal untuk

terjun ke masyarakat dengan mengambil bidang dtatbrampilan untuk
bekerja yang dapat dipilih sesuai dengan minatké@ntuhan masyarakat.
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Seperti halnya kurikulum SD dan SMP, ciri pentirgyidKurikulum SMA

1975 adalah menganut pendekatan yang beroriergdaitpjuan, dengan pendekatan

integral. Pendidikan tentang moral yang sesuai a@engelaksanaan sila-sila dari

Pancasila tidak dibebankan pada mata pelajaran RW#Painkan pada IPS dan

pendidikan agama, dan menganut asas efisiensi fé&tivédas dalam penggunaan

dana, daya, dan waktu. Kurikulum SMA 1975 disusendasarkan atas program

pendidikan yang meliputi

Program Pendidikan UmunrpgRam Pendidikan

Akademis, dan Program Pendidikan Keterampilan. ?esan SMA dibagi menjadi

tiga, taitu IPA (Ilmu Pengetahuan Alam), IPS (lllrengetahuan sosial), dan Bahasa.

Tabel 28
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1975
Jurusan IPA
Mata Pelajaran| Masa | Sifat Mapel Jurusan Kl Kl Kl KI I Kl
Orient I Il Il Sem | il
Sem | Sem | Sem 1 Sem
2 1 2 2
Pend Agama 2 2 2 2 2 2
PMP 2 2 2 2 2 2
Olah raga 2 2 2 2 2 2
Kesenian 2 2 2 2 - -
Matematika 6 Wajib Matematika 6 6 6 5 g
Bhs Indo. 5 Bhs Indo. 4 3 3 3 3
Bhs Inggris 4 Bhs Inggris 4 3 3 3 3
IPA 7 Mayor | Fisika 2 3 3 4 4
Kimia 2 3 3 4 4
Biologi 2 2 2 4 4
Minor Menggambar - - - - -
Bumi Antariksa 2 2 2 2 2
Bahasa Asing - - - - -
Pilihan Pra 4 4 4 - -
Vokasional
Pilihan Penunjang 3 3 3 7 7
37 Jam/Minggu 37 37 37 36 36
9 Juml Mapel 13 13 13 10 10

Sumber: Depdikbud. (1976&Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan-ketentuan golakarta: Balai

Pustaka.
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Di SMA jurusan IPA, IPS, maupun Bahasa, Pendidikéoral Pancasila
diberikan masing-masing 2 jam perminggu dari keksmpai dengan kelas lIl. c.
Kurikulum PKn 1984

Pada tahun 1978 lahir Ketetapan MPR 1978 tenBedpman Penghayatan
dan Pengamalan Pancasila (P4). P4 semula ditupédaagai materi penataran untuk
para pegawai negeri sipil (PNS), di samping mdtesD 1945 dan GBHN. Namun
kepentingan politik rezim ketika itu akhirnya dijuers cakupan sasarannya untuk
masyarakat secara luas. Pada akhirnya, kurikulur® Plsca lahirnya P4 diwajibkan
memasukkan materi P4. Oleh pembuat kebijakan piadiddasar dan menengah
ketika itu Direktur Jenderal Pendidikan Dasar daenbhgah, Darji Darmodiharjo
dikatakan bahwa materi penataran P4 untuk PNS pa#lekatnya sama dengan
materi PMP untuk para siswa. Perbedaannya, PMPatadgkenataran P4” untuk
peserta jenjang pendidikan formal, sedangkan pemat®4 itu sendiri untuk
masyarakat luas termasuk PNS. Perkembangan bergutmateri PMP disesuaikan
dengan Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978 tentang(Bdmsuri, 2010: 123).

Kurikulum 1984 adalah merupakan Kurikulum 1975 yahgempurnakan.
Mata pelajaran PMP tetap muncul dalam kurikulum4198sumsi yang mendasatri
pengembangan Kurikulum 1984 ialah bahwa kurikuluerupakan wahana belajar
mengajar yang dinamis sehingga perlu dievaluasi dikembangkan secara terus
menerus sesuai dengan perkembangan masyarakaambadanya perkembangan
dalam masyarakat, secara periodik kurikulum akarullmh disesuaikan dengan

kondisi, walaupun perubahannya tidak selalu memdasarikulum 1984 lahir

231



didasarkan pada amanat GBHN 1983 yakni Ketetap@R Mo. II/MPR/1983 yang
menegaskan bahwa:
“...Sistem pendidikan perlu disesuaikan dengan tkétain pembangunan di
segala bidang, yang memerlukan beberapa jenis iaaatihn keterampilan
serta sekaligus meningkatkan kreativitas, mutu d&fisiensi kerja”.
(Ketetapan MPR No. II/MPR/1983).
Kurikulum 1984 mengacu pada empat aspek perkembangad yang dijabarkan di
dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 0461/U/1983. Keempat
aspek penyempurnaan tersebut meliputi: (1) PelalkesanPendidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa sebagai mata pelajaran yangribseddiri; (2) Penyesuaian
tujuan dan struktur program kurikulum; (3) Pemihh&emampuan dasar serta
keterpaduan dan keserasian antara ranah kogrigéktifadan psikomotorik; (4)
Pelaksanaan pelajaran yang mengarah pada ketunketajar dan disesuaikan
dengan kecepatan belajar masing-masing anak didik.
(1) Kurikulum SD 1984
Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, ksejari kelas |1 sampai
dengan kelas VI. Dalam pengantar Kurikulum SD 19Bépdikbud, 1984) kita
temukan tujuan pendidikan di SD sebagai berikut:
Tujuan SD adalah mendidik murid agar menjadi manleionesia seutuhnya
berdasarkan Pancasila yang mampu membangun disegdiri dan ikut
bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa; ementizkal
kemampuan yang diperlukan oleh murid untuk mel&ajutpendidikan ke
tingkat yang lebih tinggi; dan memberi bekal kerpaan dasar untuk hidup
di masyaraakat dan mengembangkan diri sesuai delg&at, minat,
kemampuan, dan lingkungan. Program pendidikan 3&ksfinakan selama
enam tahun dan setiap tahunnya terdiri dari tidkar eulan.

Tema pembenahan dan pengembangan kurikulum yaagutdiialah

perubahan pola, penyederhanaan bahan kurikulunpelagekatan yang lebih sesuai
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dengan kondisi pembangunan pendidikan. Sesuai depgebakuan kurikulum
Sekolah Dasar tersebut, pembagian struktur prognancakup 11 bidang studi yaitu,
Pendidikan Agama, Pendidikan Moral Pancasila, Rigkethh Sejarah Perjuangan
Bangsa, Bahasa Indonesia, IiImu Pengetahuan Sh&@matika, IImu Pengetahuan
Alam, Olahraga dan Kesehatan, Pendidikan Keserdeterampilan Khusus, dan

Bahasa Daerah.

Tabel 29
Susunan Program Pengajaran Kurikulum Sekolah Dasar
Tahun 1984
No | Bidang Studi Kl Kl Kl Kl KL Kl Jml
I Il 11 v \Y; VI
1 Pend. Agama 2 2 2 3 3 3 15
2 PMP 2 2 2 2 2 2 12
3 PSPB 1 1 1 1 1 1 6
4 Bhs. Indonesia 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 8/7 48/42
5 IPS - - 2 3 3 3 11
6 Matematika 6 6 6 6 6 6 36
7 IPA 2 2 3 4 4 4 19
8 Olahraga dan 2 2 3 3 3 3 16
Kesehatan
9 Kesenian 2 2 3 3 3 3 16
10 Keteramp 2 2 4 4 4 4 20
Khusus
11 Bhs. Daerah (2) (2) (2) (2) (2) (2) (12)
Jumlah 26/27 26/27 33/33 33/3f 36/37 36/B7  193/199

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program peragajarrikulum sekolah dasar tahun 1975 yang
disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

Di SD Pendidikan Moral Pancasila diberikan masiragimg 2 jam
perminggu dari kelas | sampai dengan kelas VI.
(2) Kurikulum SMP 1984

Di SMP mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggjak dari kelas |
sampai dengan kelas Ill. Dalam pengantar KurikugiiP 1984 (Depdikbud, 1984)

kita temukan tujuan pendidikan di SMP sebagai loerik
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Kurikulum SMP 1984 diarahkan untuk mencapai tujysamdidikan SMP
untuk mendidik siswa menjadi manusia pembangunan warga negara
Indonesia yang berpedoman pada Pancasila dan UUIB; YBemberikan
bekal kemampuan yang diperlukan siswa untuk dapaianjutkan
pendidikannya ke lembaga pendidikan yang lebihgiindan memberikan
bekal keterampilam dasar untuk memasuki kehidupamagyarakat sesuai
dengan minat, kemampuan, dan lingkungannya. Dalamki{lum 1984
dikenal istilah tujuan institusional, tujuan kuri&y dan tujuan instruksional,
sebagaimana dalam kurikulum sekolah 1975.
Lama pendidikan di SMP adalah tiga tahun, dan pdaaunnya terdiri dari dua
semester sehingga seluruhnya berjumlah enam semstgram pendidikan pada
Kurikulum SMP 1984 terdiri atas tiga kelompok besaitu: Program Pendidikan
Umum, Program Pendidikan Akademis, dan Programigiah Keterampilan yang
diartikan sama dengan Kurikulum SMP 1975 tetapi fxosisi mata pelajaran yang
sedikit berbeda.
Program Pendidikan Umum terutama dimaksudkan untaknenuhi tujuan
SMP yang pertama, yaitu mendidik manusia pembangusebagai warga negara
Indonesia yang ber-Pancasila dan UUD 1945. Prognarterdiri dari lima bidang
studi yaitu: (1) Pendidikan Agama; (2) Pendidikanr®d Pancasila; (3) Pendidikan
Sejarah Perjuangan Bangsa; (4) Pendidikan Jasuiami(5) Pendidikan Keseniaan.
Program pendidikan umum wajib diikuti oleh semwsavsi dan lebih ditekankan pada
penanaman sikap. Program Pendidikan Akademis teasutdimaksudkan untuk
memenuhi tujuan SMP yang kedua, yaitu memberikakalb&emampuan yang
diperlukan siswa untuk melanjutkan pendidikan kedaga yang lebih tinggi.
Program pendidikan akademis terdiri atas enam bidstudi yaitu: (1) Bahasa

Indonesia; (2) Bahasa Inggris; (3) Bahasa Dadhlijmu Pengetahuan Sosial; (5)

Matematika; dan (6) llmu pengetahuan Alam. Progpandidikan akademis wajib
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diikuti oleh semua siswa dan lebih diarahkan pa#gaahaman kemampuan
akademis. Jumlah jam per minggu pendidikan akadantisk setiap kelas adalah 25
jam untuk semester ganjil dan 23 jam untuk semeggteap dan ditambah 2 jam bila

sekolah memberikan pelajaran Bahasa Daerah.

Tabel 30
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMP
Tahun 1984
No | Bidang Studi Kl Kl Kl Kl Kl Kl Jml
| | Il Il i i
Sm1l Sm 2 Sm 2 Sm 2 Sm1l| Sm2
Pendidikan Umum
1 Pend. Agama 2 2 2 2 2 2 12
2 PMP 2 2 2 2 2 2 12
3 PSPB - 2 - 2 - 2 6
4 Pend Jasmani 3 3 3 3 3 3 18
5 Pend Kesenian 2 2 2 2 2 2 12
Sub Jumlah 9 11 9 11 9 11 60
Pend Akademis
6 Bhs Indonesia 5 5 5 5 5 5 30
7 Bhs Inggris 4 4 4 4 4 4 24
8 Bhs Daerah (2) (2) (2) (2) (2) (2) (12)
9 IPS 4 4 4 4 4 4 24
10 | Matematika 6 4 6 4 6 4 30
11 | IPA
a. Biologi 3 3 3 3 3 3 18
b. Fisika 3 3 3 3 3 3 18
Sub Jumlah 25 23 25 23 25 23 144
27) (25) 27) (25) 27) (25)|] (156
Pend Keterampilan
12 | Pend Keteramp 4 4 4 4 4 4 24
Juml Jam/Minggu 38 38 38 38 38 38 228
(40) (40) (40) (40) (40) (40)| (240

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program perggajarrikulum SMP tahun 1975 yang
disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

(3) Kurikulum SMA 1984
Mata pelajaran PMP diberikan 2 jam perminggu, ksejari kelas |1 sampai
dengan kelas Ill. Kurikulum SMA 1984 mempunyi tigal penting yaitu, ciri-ciri,

tujuan pendidikan, dan struktur program. Ciri-dadrikulum SMA 1984 adalah
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menganut asas keluwesan dalam pengelolaan prognanggunakan sistem kredit
semester, dan menerapkan bimbingan karier siswdangk&an tujuan pendidikan
SMA adalah mendidik para siswa untuk menjadi manpsimbangunan dan warga
negara Indonesia yang setia pada Pancasila dan W@4», memberi bekal

kemampuan yang diperlukan bagi siswa yang akan njgkan pendidikan ke

perguruan tinggi terutama di universitas dan iastimemberi bekal kemampuan
yang diperlukan bagi siswa yang akan melanjutkamdiggan di sekolah tinggi,

akademi, politeknik, program diploma atau prograimrlya yang setingkat, dan
memberi bekal kemampuan bagi siswa yang akan téegurdunia kerja setelah
menyelesaikan pendidikannya.

Struktur program pendidikan dipersiapkan untukdodikan SMA tiga tahun
dan setiap tahun pelajaran terbagi menjadi dua seme.ingkup program SMA
terdiri dari program inti dan program pilihan. Pragp inti, wajib diikuti oleh semua
siswa, sedangkan program pilihan disediakan unisikasberdasarkan pilihannya
sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-m&sigram inti mencakup 60
persen atau 134 kredit dan program pilihan 40 peatau 88 kredit dari keseluruhan
program SMA sebanyak 222 kredit. Program inti terdari 15 mata pelajaran dan
program pilihan bervariasi menurut program masiragimg. Program pilihan terdiri
dari Program Pilihan A yang diarahkan untuk kepwyan melanjutkan ke perguruan
tinggi, yaitu program Al (llmu Fisika), A2 (llmu 8logi), A3 (Ilmu Sosial), A4
(lmu Budaya), dan A5 (llmu Agama). Program PilihBndisajikan dalam bentuk
progam-program yang disesuaikan dengan bidang lkehidyang ada di masyarakat,

yaitu teknologi industri, komputer, pertanian, kieman, jasa, kesejahteraan keluarga,
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maritim, budaya, dan pengetahuan agama. Struktgrgm berdasarkan program

pendidikan di SMA dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 31
Susunan Program Pengajaran Kurikulum SMA Tahun 1984
(Progam Inti dan Program limu-limu Fisik)

Prog No | Mapel Kl.1 KI.1 KI. 2 Kl. 2 KI. 3 KI. 3 Jml
Seml| Sem2 | Seml1l | Sem?2| Sem 1| Sem2
Inti 1 P. Agama 2 2 2 2 2 2 12
2 PMP 2 2 2 2 2 2 12
3 PSPB 2 - 2 - 2 - 6
4 Bhs Indo 4 4 3 3 2 2 18
5 Sejarah 3 3 2 2 2 2 14
6 Ekonomi 3 3 - - - - 6
7 Geografi - - 2 2 3 3 10
8 P. Jasmani 2 2 2 2 - - 8
9 P. Seni 3 3 2 2 - - 10
10 P. Keteramp 2 4 2 2 - - 1d
11 Matematika 4 4 - - - - 8
12 Biologi 3 3 - - - - 6
13 Fisika 2 2 - - - - 4
14 | Kimia 2 2 - - - - 4
15 Bhs Inggris 3 3 - - - - 6
Sub Jml 37 37 19 17 13 11 134
60%
Piliha | 16 Matematika - - 6 6 8 6 26
n
17 | Biologi - - 2 2 3 3 10
18 | Fisika - - 4 6 6 6 22
19 | Kimia - - 4 4 5 5 18
20 Bhs Inggris - - 3 3 3 3 12
Sub Jml - - 19 21 25 23 88
40%
Jumlah 37 37 38 38 38 34 222
100
%

Sumber: Depdikbud. (1984). Susunan program peragajarrikulum SMA tahun 1975 yang
disempurnakan menjadi kurikulum 1984.

PMP masuk dalam “Program Inti” diberikan 2 jammigrggu dari kelas | sampai

dengan kelas lll, di SMA program Al (Ilmu Fisika82 (Ilmu Biologi), A3 (Iimu

Sosial), A4 (Ilmu Budaya), maupun A5 (llmu Agama).
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Lajunya pembangunan nasional, telah melahirkan miirgdimensi baru
dalam pembangunan juga di dalam pendidikan nasioMgnurut Abd. Rachman
Assegaf (2005: 144)Ketika Dr. Daoed Joesoef menjadi Menteri Pendidikiam
Kebudayaan digariskanlah kebijakan pendidikan mispendidikan nasional yang
mempunyai tiga ciri:

(1) Semesta, artinya meliputi semua unsur kebudaya#tu logika, etika,
estetika, keterampilan, nilai-nilai moral dan dpiai. (2) Menyeluruh, artinya
pendidikan untuk seumur hidup, meliputi pendidiksafolah dan pendidikan
luar sekolah. (3) Terpadu, artinya baik pendidikakolah dan luar sekolah
juga madrasah merupakan suatu keterpaduan di dsitem pendidikan
nasional. Kebijakan ini menghendaki satu sistem @angelola tunggal
terhadap sistem tersebut.

Sementara itu, telah lahir pula GBHN 1978 dan 198tunya ketetapan-
ketetapan MPR tersebut memberikan masukan yangatsdmyharga di dalam
penyempurnaan kurikulum nasional. Perlu dicatatwlaatmenteri Daoed Josoef
mempunyai suatu konsep pemikiran yang brilian meag@endidikan nasional.
Baginya pendidikan tidak terlepas dari kebudaydaleh sebab itu, semua nilai
kebudayaan perlu mendapatkan tempat yang layakldimdkurikulum pendidikan.
Dalam rangka inilah muncul konsep mengenai pendidiknumaniora dan
kebudayaan yaitu pendidikan yang dapat mengembanghksur-unsur kepribadian
manusia secara menyeluruh dan utuh, sehingga trdegseimbangan antara
pendidikan intelektual dengan pendidikan moral dmtetika. Pendidikan bukan
hanya akan melahirkan tenaga-tenaga kerja yanmpdreKeinginan Menteri Daoed
Josoef untuk meningkatkan pendidikan nasional dittengan pembentukan Komisi

Pembahuruan Pendidikan Nasional (KPPN) yang dikdtwaf Dr. Slamet Imam

Santoso dan Wakil ketuanya Prof. Dr. Sumitro Djagikusumo. Hasil karya komisi
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tersebut yang selesai dengan laporannya pada th®80, merupakan masukan
sangat berarti di dalam usaha penyusunan UndangfignBendikan Nasional yang
baru untuk menggantikan UU no. 4 Tahun 1950 (AlatHran Assegaf, 2005: 145).

Kurikulum 1984 merupakan penyempurnaan dari kuakull975. Dengan
masukan yang sangat berarti dari hasil Komisi Péartean Pendidikan Nasional,
begitu pula dengan TAP MPR No. 1V/1983, maka lahrKurikulum 1984 dengan
ciri-ciri menonjol menjawab tiga pertanyaan pokabagai berikut: 1) Apa yang
akan digjarkan? 2) Mengapa diajarkan? 3) Bagairdajarkan?

Pertanyaan-pertanyaan fundamental ini lebih mehgara Kurikulum 1984
sebab di dalam kurikulum baru ini harus jelas duskan mengapa sesuatu diajarkan
dan bagaimana diajarkannya agar berhasil. Di d&kitan ini hasil-hasil eksperimen
yang dilaksanakan di Kabupaten Cianjur yang terdkdaagan “Cara Belajar Siswa
Aktif” (CBSA), lebih memantapkan penyusunan kurikul tersebut. Pada dasarnya
kurikulum tersebut terbagi atas program inti damgpam pilihan pada tingkat SMA.
Juga dibedakan antara program A untuk jalur akaklelan program B untuk siswa
yang tidak melanjutkan ke pendidikan tinggi sehanggemperoleh program-program
latihan kekaryaan. Sayang sekali kurikulum yanggatibaik dipersiapkan itu tidak
dapat dilaksanakan sepenuhnya seperti program B tydak sempat dilaksanakan
karena kekurangan tenaga pelatih, peralatan danmsruktur.

Sebagaimana halnya dengan kurikulum-kurikulum sgbel/a, menurut Abd.
Rachman Assegaf (2005: 14®&urikulum 1984 mempunyai kelemahan-kelemahan

umum sebagai berikut:
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Terlalu sentralistik sehingga memerlukan penyesdpényesuaian di daerah-
daerah. Sayang sekali kemampuan daerah untuk rkel@ndcurikulum
tersebut sangat terbatas, demikian pula para gama penilik dan pejabat-
pejabat lainnya tidak dipersiapkan secara menyelan matang untuk
melaksanakan kurikulum tersebut. Demikian pula rketiasan dana untuk
melaksanakan kurikulum tersebut merupakan kendaldda klasik yang
telah membatasi keberhasilannya antara lain muta paru tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Para guru tingkat SMA mysalmempunyai
kualifikasi yang berbeda dengan apa yang diajaj@nrDalam suatu
penelitian yang diselenggarakan oleh Konsorsiunu Ifendidikan mengenai
pemanfaatan guru sekolah menengah tahun 1990-18&ilnga ditemukan
bahwa sekitar 40% guru SMP dan 33% guru SMA menga@a mata
pelajaran di luar bidang keahliannya. Sebagai ¢ongoiru mata pelajaran
agama, sosiologi, antropologi, dan bahasa Indont=igaksa mengajar
matematika. Demikian pula kurikulum yang barutilak didesiminasikan
ke LPTK-LPTK.

Dalam pandangan T. Raka Joni (1984: 1-19), perledasara Kurikulum
1975 dan Kurikulum 1984 adalah sebagai berikut:

Kurikulum 1984 adalah kurikulum 1975 yang disempiltan, sedang
Kurikulum 1994 merupakan Kurikulum 1984 yang disemmakan. Jadi,
antara Kurikulum 1984 dengan Kurikulum 1994 tidakdapat perubahan
yang mendasar, atau dengan kata lain yang ada lahnganyempurnaan.
Salah satu perbedaan Kurikulum 1975 dengan Kunkull984 adalah
masalah keikutsertaan peserta didik untuk aktibmaproses memperoleh
hasil belajar serta mengolah perolehan tersebutuaickeaktifan itu
dicantumkan pada kolom tujuan instruksional dananraKegiatan belajar
mengajar yang mengutamakan kesertaan si@tadent centeredpalam
memperoleh hasil belajar dan mengolah hasil tetsebdinamakan
“keterampilan proses”. Kegiatan belajar mengajadikembangkan melalui
“Cara Belajar Siswa Aktif” (CBSAStudent Active Learning

Kurikulum 1984 mulai memperkenalkan sistem semastéuk tingkat SMP
dan SMA, sementara di tingkat SD tetap menggunalstem Catur Wulan (Cawu).
Mulai Kurikulum 1984 wajib diajarkan mata pelajara@endidikan Sejarah
Perjuangan Bangsa (PSPB) sejak di SD sampai SMA tieol tingkat/kelas, masing-
masing selama satu semester (SMP dan SMA) dendazan lseluruhnya 6 kredit,

atau selama 2 jam pelajaran perminggu per Catuaijp&da tiap kelas dari kelas |
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sampai kelas VI Sekolah Dasar di samping telahriftidenya mata pelajaran PMP
(Pendidikan Moral Pancasila) dan penataran P-4 offad Penghayatan dan
Pengamalan Pancasila) bagi siswa baru pada tingkéifP, SMTA, maupun

Perguruan Tinggi (Depdikbud, 1985: 143-144).

Penerapan pola PPSI (Prosedur Pengembangan Sibtstruksional)
dikembangkan lebih luwes, dimana guru diberi kesdarmp mengembangkan
alternatif buku acuan mengajar, metode penyajisgrias memperluas sarana
pendidikan yang ada seperti laboratorium dan pésgaan. Sistem evaluasi
ditingkatkan tidak hanya dalam bentuk tes tulisuatss lisan, melainkan juga tes
perbuatan dan observasi, mengingat bahwa kompamgah laku merupakan salah
satu bagian dari keterampilan proses. Mulai Repditt diberlakukan EBTANAS
untuk pendidikan dasar dan menengah (Depdikbud5:1982). Hasil dari sistem
evaluasi berskala nasional ini yakni berupa Daftdlai EBTANAS Murni
(DANEM) dipakai sebagai prasarat bagi keikutsertaamid pada jenjang pendidikan
selanjutnya. Setelah berlaku selama hampir duandasa, pada 2001, EBTANAS
untuk tingkat SD ditiadakan, dan sebagai gantinyaidnyang hendak melanjutkan
ke jenjang SLTP mengikuti test masuk. Sementarakutihgkat SLTP dan SMU
masih diberlakukan EBTANAS.

Pengelompokan bidang studi hanya pada dua ba§iegram Inti(core
program) dan program pilihan(alternative program) Program inti merupakan
program pendidikan yang wajib diikuti oleh semuawsi, yang diarahkan pada

kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasioaal genguasaan pengetahuan,
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sikap, dan keterampilan minimal. Di sini Pendidikéewarganegaraan masuk dalam
kelompok inti (Abd. Rachman Assegaf, 2005: 148).
d. Kurikulum PKn 1994

Profil PPKn dalam Kurikulum 1994 sebagai perluakajian P4 di sekolah
tampak dari ruang lingkup materinya mulai dari BBgga SMA yang mencakup
nilai, moral, dan norma serta nilai-nilai spiritisngsa Indonesia dan perilaku yang
diharapkan terwujud dalam kehidupan bermasyardiatbangsa dan bernegara
sebagaimana dimaksud dalam P4 (Samsuri, 2010: 127).

Menyadari akan kebutuhan pembangunan nasional,kéd@mpula dengan
lahirnya Undang-undang Pokok Pendidikan Nasional RloTahun 1989 tentang
Sistem Pendidikan Nasional, maka dirasa perlu manywsuatu kurikulum baru
sebagai penyempurnaan dari Kurikulum 1984. Usalng Yyeesar ini yaitu memiliki
suatu kurikulum yang berdasarkan UU baru yang gkah dalam Orde Baru
merupakan suatu prestasi yang besar. Kurikulum bemsebut untuk SD sampai
sekolah menengah telah dapat dirampungkan danlakb&an mulai tahun ajaran
1994/1995 secara bertahap. Dimulai pada tahunrajg®84/1995 Kuriklum 1994
diberlakukan untuk kelas 1 dan kelas 4 SD, kel&MP, dan kelas 1 SMA. Dengan
demikian di dalam jangka waktu tiga tahun selurutrrikilum 1994 itu telah
dilaksanakan.

Menurut Wardiman Djojonegoro (1996: 269), pengenglarkurikulum 1994
meliputi beberapa aspek fundamental, antara lain:

Pertama,Kurikulum 1994 menerapkan pelajaran muatan logaitu

seperangkat rencana dan pengaturan mengenai idiatem pelajaran serta
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelengg&egaatan belajar
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mengajar yang ditetapkan oleh daerah sesuai dedgataan dan kebutuhan
daerah masing-masing. Pengertian lokal tidak d#bateleh wilayah
pemerintahan tertentu tetapi tergantung dari tujyearg dipelajari atau yang
ditunjukkan oleh ruang lingkup wilayah tempat suéthan kajian dapat
diberlakukan. Muatan lokal meliputi: Pendidikan byd lokal seperti bahasa
daerah, kesenian daerah, adat istiadat dan laifteradidikan Keterampilan,
seperti elektronika, komputer, kerajinan kayu/utata boga, tata busana dan
lainnya. Pendidikan Lingkungan, seperti wawasagkiimgan, pendidikan
budi pekerti, dan permasalahan sosial.

Kedua,ditingkatkannya wajib belajar (wajar) yang senpdala 2 Mei
1984 mewajibkan setiap anak usia 7-12 tahun unasuknke Sekolah Dasar,
menjadi wajib belajar sembilan tahun sejak 2 MebB4l9yakni wajib
menempuh pendidikan selama enam tahun di SD ditamiga tahun di
SLTP. Pendidikan dasar 9 tahun secara hukum mieanpkaidah yang
bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara p®insal, dalam arti
tanpa pemisah dan merupakan satu kesatuan pendigi&da jenjang yang
terendah. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan reedsik, tetapi tetap
berbentuk dua lembaga terpisah.

Ketiga, pada Kurikulum 1994 dilakukan beberapa perubalmama
dari SMP menjadi SLTP, dari SMA menjadi SMU. Pehdrajuga dilakukan
terhadap penamaan jurusan IPA, IPS, dan BahassMA) menjadi jurusan
Al (Ilmu Fisika), A2 (lIlmu Biologi), A3 (llmu Soslg A4 (Ilmu Budaya) dan
A5 (Ilmu Agama) di SMU. Lalu kembali lagi menjadirpysan IPA, IPS dan
Bahasa seperti pada kurikulum sebelumnya. Jugadtegerubahan masa
sekolah di SLTP dan SMU yang sebelumnya, yakni kwm 1984,
mengikuti pola semester, menjadi sama dengan dy&iy mengikuti pola
Catur Wulan, sehingga mulai SD sampai SMU selurahmgngikuti pola
Catur Wulan. Perkembangan berikutnya, pada talamara 2002, seluruh
jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMU dité&ap kembali mengikuti
pola Semester, sama seperti ketika diberlakukankilum 1984. Dengan
demikian saat ini mulai pendidikan dasar, menendahgga pendidikan
tinggi, semuanya menganut satu pola yang seragakmj gistem semester.
Salah satu dampak positif berlakunya sistem semastadalah terjadinya
penyederhanaan pelaksanaan evaluasi belajar, yanglas tiga kali dalam
setahun, menjadi dua kali. Selain itu, hari efekilajar makin banyak.
(Wardiman Djojonegoro, 1996: 269).

Mata pelajaran PMP berubah menjadi Pendidikan d&diac dan
Kewarganegaraan (PPKn). Kurikulum ini mulai berlaacara bertahap pada tahun
pelajaran 1994/1995. Sebagai pelaksanaan UU NdaBun 1989 dan peraturan

pemerintah sebagai pedoman pelaksanaannya, kurikp&rlu disesuaikan dengan
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peraturan perundang-undangan tersebut. Kurikulususdin untuk mewujudkan
tujuan prndidikan nasional dengan memperhatikaapgterkembangan siswa dan
kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembanguasional, perkembangan
iimu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jéams jenjang masing-masing
satuan pendidikan. Landasan pendidikan nasionalkbempada kebudayaan bangsa
Indonesia dan berdasarkan Pancasila dan Undangwridasar 1945 (Kurikulum
1994, Depdikbud, 1993).

Kurikulum Pendidikan Dasar 1994 ditetapkan berd@saKeputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tanggafFebruari 1993 tentang
Kurikulum Pendidikan Dasar. Penetapan ini tertudatam tiga lampiran, yaitu
Lampiran | berisi tentang Landasan, Program dang®mabangan Kurikulum
Pendidikan Dasar, Lampiran Il berisi tentang G&#sis Besar Program Pengajaran
Pendidikan Dasar, dan Lampiran Il berisi tentaegdman Pelaksanaan Kurikulum
Pendidikan Dasar. Penyebutan SLTP dilaksanakan imtalaun 1994 sejak
berlakunya kurikulum 1994 sebagai pengganti SMP SlahP Kejuruan yang telah
terintegrasi habis menjadi SMP (Kurikulum 1994, Bikpud, 1993).

(1) Kurikulum SD 1994

Program pengajaran pada pendidikan dasar terdanri @i program
pengajaran, lama pendidikan, dan susunan programgaj@an. Berdasarkan Pasal
39, Ayat (3) UU Nomor 2, tahun 1989 dan Pasal 1lygtA2) Peraturan Pemerintah
Nomor 28, Tahun 1990, ditegaskan bahwa isi kurikulmemuat sekurang-
kurangnya 13 bahan kajian yang meliputi: (1) Pekdid Pancasila; (2) Pendidikan

Agama; (3) Pendidikan Kewarganegaraan; (4) Bahadanksia; (5) Membaca dan
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Menulis; (6) Matematika (termasuk berhitung); (@nBantar Sains dan Teknologi;
(8) llmu Bumi; (9) Sejarah Nasional dan Sejarah Wdm(@0) Kerajinan Tangan dan
Kesenian; (11) Pendidikan Jasmani dan Kesehatd); Nlenggambar; dan (13)
Bahasa Inggris. Berdasarkan pasal tersebut, badjam kersebut bukan merupakan
nama mata pelajaran melainkan sebutan yang mengacda pembentukan
kepribadian dan unsur kemampuan yang diajarkan digambangkan melalui

pendidikan dasar. Lebih dari satu bahan kajian tddggmbung dalam satu mata
pelajaran atau sebaliknya, satu bahan kajian dibsjadi lebih dari satu mata
pelajaran. Dalam penjelasan Kurikulum 1994 (Depaikid993), dinyatakan bahwa:

Mata pelajaran adalah satu atau sekumpulan bahian kan bahan pelajaran
yang memperkenalkan konsep, pokok bahasan, tenma, niai, yang
dihimpun dalam satu kesatuan disiplin pengetah®angram Pengajaran
pada pendidikan dasar mencakup susunan matarpelapenjatahan waktu,
dan penyebarannya di setiap kelas dan satuan pplkandicSusunan program
pengajaran terdiri dari program Kkurikuler dan keaa ekstrakurikuler.
Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang digggarakan di luar jam
pelajaran yang tercantum dalam susunan progranaisgsngan keadaan dan
kebutuhan sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler berlqpgiatan pengayaan dan
kegiatan perbaikan terhadap program kurikuler. &tgi untuk lebih
memantapkan pembentukan kepribadian seperti kepwanyu usaha
kesehatan sekolah, olahraga, palang merah, kesetaankegiatan lainnya
diselenggarakan juga dengan menggunakan waktwadjdm pelajaran yang
tercantum dalam susunan program. (Depdikbud, 1993).
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Tabel 32
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Dasar

No Mata pelajaran Kel. 1 Kel. 2 Kel. 3 Kel. 4 KBl. | Kel. 6
1 PPKn 2 2 2 2 2 2
2 Pend. Agama 2 2 2 2 2
3 Bhs Indonesia 10 10 10 8 8 8
4 Matematika 10 10 10 8 8 8
5 IPA - - 3 6 6 6
6 IPS - - 3 5 5 5
7 Kerajinan 2 2 2 2 2 2
8 Pend. Jasmani 2 2 2 2 2 2
9 Bhs. Inggris - - - 4 4 4
10 Muatan Lokal 2 2 4 5 7 7
Jumlah 30 30 38 40 42 42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993

Dalam Kurikulum 1994, mata pelajaran Pendidikanréli¢®ancasila (PMP)

berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewargaaag (PPKn). Di SD PPKn,

diberikan 2 jam permimggu dari kelas | sampai dargdas VI.

(2) Kurikulum SMP 1994

Tabel 33
Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
SLTP

No Mata pelajaran Kel. 1 Kel. 2 Kel. 3
1 PPKn 2 2 2
2 Pend. Agama 2 2 2
3 Bhs Indonesia 6 6 6
4 Matematika 6 6
5 IPA 6 6 6
6 IPS 6 6 6
7 Kerajinan 2 2
8 Pend. Jasmani 2 2 2
9 Bhs. Inggris 4 4 4
10 Muatan Lokal 6 6 6

Jumlah 42 42 42

Sumber: Kurikulum Pendidikan Dasar, Depdikbud, 1993

246



Sama halnya di SD, mata pelajaran Pendidikan MBeaicasila (PMP) di SMP
berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewargaaag (PPKn). Di SMP
PPKn, diberikan 2 jam permimggu dari kelas | sandgsaigan kelas IlI.

(3) Kurikulum SMU 1994

Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) 1994 dit&tap berdasarkan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No/UW63, tanggal 25 Febuari
1993 tentang kurikulum SMU. Penetapan ini tercantdalam tiga lampiran, yaitu
Lampiran | tentang Landasan, Progam dan Pengembaigaikulum SMU,
Lampiran |l tentang Garis-garis Besar Program Pjanga SMU dan Lampiran llI
tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum SMU. Pengeb8MU dilaksanakan
mulai tahun 1994 sejak berlakunya kurikulum 199%agai pengganti SMA.

Tujuan pendidikan SMU adalah menyiapkan siswa kuntoelanjutkan
pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Kurikunl@MU merupakan seperangkat
rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahamselaerta cara yang digunakan
sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajagajpe di SMU. Program
pengajaran SMU terdiri dari program pengajaran undan program pengajaran
khusus. Program pengajaran umum diselenggarakdelds | dan Il, sedangkan
program pengajaran khusus mulai diadakan di kdlas |

Program pengajaran umum yang wajib diikuti olemis& siswa kelas | dan
kelas 1l ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemaampgiswa sebagai anggota
masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal baligah lingkungan sosial,
budaya, dan alam sekitarnya serta meningkatkan ep@mgan, kemampuan, dan

minat siswa sebagai dasar untuk memilih progranggenan khusus yang sesuai di
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kelas lll. Program pengajaran umum mencakup balaiark dan pelajaran yang
disusun dalam 10 mata pelajaran, vyaitu: (1) Pekaidi Pancasila dan
Kewarganegaraan; (2) Pendidikan agama; (3) Bahasa Sastra Indonesia; (4)
Sejarah Nasional dan Sejarah Umum; (5) Bahasaimd@gj Pendidikan Jasmani dan
Kesehatan; (7) Matematika; (8) lIlmu PengetahuamAlgisika, Biologi, Kimia; (9)
llImu Pengetahuan Sosial, Ekonomi, Sosiologi, Gafggitan (10) Pendidikan Seni.
Jika program umum diselenggarakan di kelas | danmbka Program
Pengajaran Khusus diselenggarakan di kelas Illd#oat dipilih oleh siswa sesuai
dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimakswdctuk mempersiapkan
siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikenggi dalam bidang
pendidikan akademis maupun profesional dan mengpk@n siswa secara langsung
atau tidak langsung untuk bekerja di masyarakatgidm pengajaran khusus terdiri
dari tiga jenis yaitu Program Bahasa, Program IReagetahuan Alam, dan Program

lImu Pengetahuan Sosial.
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Tabel 34

Susunan Progam Pengajaran Kurikulum 1994
Sekolah Menengah Umum

P
o

Mata Pelajaran

Kelas |

Kelas Il

Kelas Ill
Bahasa

Kelas Il
IPA

Kelas Il
IPS

Umum

PPKn

2

Pend. Agama

Bhs & Sast. Indo

Sej Nas & Umum

2
3
2

NlwiN

Bhs. Inggris

Pend. Jasmani

2)

—~|O1

Matematika

o &
ol BN o

ol |~
N RIS

5
(

o|~Njo|a| N w|N|F >

IPA

a. Fisika

b. Biologi

c. Kimia

IPS

a. Ekonomi

b. Sosiologi

c. Geografi

10

Pend. Seni

Sub Jumlah

14 -(16)

14_(16)

Khusus

Program Bahasa

Bhs & Sast. Indo.

BHs. Inggris

Bhs. Asing

AWIN|F

Sejarah Budaya

Program IPA

Fisika

Biologi

Kimia

AIWIN|F

Matematila

Program IPS

Ekonomi

Sosiologi

Tata Negara

AIWIN|F

Antropologi

Sub Jumlah

Jumlah

42

42

42

Sumber: Kurikulum Sekolah Menengah Umum, Depdikidie®3.

Seperti halnya di SD, dan SMP mata pelajaran Eé@dhi Moral Pancasila

(PMP) di SMU berubah menjadi Pendidikan Pancasga dKewarganegaraan

249



(PPKn). Di SMU PPKn, diberikan 2 jam permimggu daglias | sampai dengan kelas
.

3. Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era
Refor mas

a. Kurikulum Berbasis Kompetens (KBK) 2004

Sejak Orde Baru menghasilkan kebijakan Kurikulun7Sl%ingga 4 tahun
setelah Reformasi atau sekitar 27 tahun, kurikulpemdidikan nasional tidak
mengalami perubahan yang berarti. (Abd. Rachmaregeds 2005: 163). Setelah
hampir satu dekade, Kurikulum 1994 menuai banyakilgian dari masyarakat
sebagai kurikulum yang terlalu sarat materi, tungpéindih (overlapping) terlalu
banyak hafalan, sentralistik, dan kurang menceramrsifat desentralistik. Sementara
siswa lebih cenderung untuk diajar (sebagai obpelkan belajar (sebagai subyek).
Maka dengan maksud untuk menyesuaikan perubahaanzamik akibat desakan
internal maupun eksternal, kurikulum 1994 dikemlikamg ke arah Kurikulum
Berbasis Kompetensi (KBKGZompetency Based Curriculum).

Menurut Abd. Rachman Assegaf (2005: 165), perbedaakok antara
kurikulum konvensional (Kurikulum 1994 dan sebelyandengan KBK nampak
dalam beberapa hal sebagai berikut:

Pertama kurikulum konvensional menekankan pada (sontent
based) sebagaimana terlihat dalam penguasaan materi apiaj dan
pencapaian target kurikulum yang harus diselesdikak oleh guru maupun
murid, sedang KBK mengutamakan kemamp{tampetency based).

Kedug karena kurikulum konvensional berbasis pada (tsintent
based),maka proses pembelajarannya berorientasi pada tekkijtextbook
oriented) dimana dalam prakteknya sangat tergantung pada (@eacher
centered),sedang pada KBK bahan ajar yang dipilih menggumdiantuan

multimedia. Dari sini KBK diharapkan dapat mencikasta suasana
pembelajaran yang lebih efektif dan efisien selgalignenyenangkan karena
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berupaya memadukan antara pendidikéeducation) dengan hiburan
(entertainment) Peran guru dalam KBK adalah sebagai fasilitatwan
sumber, guru memberi bimbingan seperlunya padaasi@mg aktif terlibat
dalam proses pembelajaréctive learning).

Ketiga evaluasi pada kurikulum konvensional didasarkaadap
kecepatan kelompok, sementara KBK melihat kecepatalividual. Itu
sebabnya, kemajuan siswa dalam KBK berprinsip paetaghargaan atas
kemajemukan siswa dalam satu kelas, bukan upaye@egaman perlakuan.

Keempatfeed backatau umpan balik dalam kurikulum konvensional
dilakukan tidak secara langsung setelah satu uarhbglajaran selesai
dilaksanakan, melainkan ditunda dalam tahapan waktentu, seperti dalam
satu catur wulan, semester atau tingkat. Berbedagate itu, KBK
menerapkan umpan balik seketika setelah satu wemtbplajaran selesai
dilakukan.

Kelima kurikulum konvensional berbasis waktu, sedangkdK
menerapkan kurikulum berbasis kinerja.

Keenam kurikulum konvensional berorientasi pada mataajpehn,
sementara KBK pada moduler yang menekankan padg@b&alintagmastery
learning) dan belajar berkelanjutgoontinous learning)dimana sebelum satu
modul mampu dikuasai, seorang siswa belum bisa apinde modul
berikutnya.

Ketujuh kurikulum konvensional menjabarkan tujuan penjbeda
secara umum dan khusus dalam TIU/TPU dan TIK/TPHEngy dalam
praktiknya seringkali dilaksanakan secara subyekidn mengabaikan
pentingnya proses dan produk pembelajaran. Tidgbers8eitu, KBK
menjabarkan kompetensi dasarnya melalui hasil delzgserta indikatornya
(learning outcomes)yang dibuat secara obyektif melalui acuan kriteria
penilaian yang jelas.

Betapapun di atas kertas, konsep KBK dipandang regnditernatif atas
kelemahan kurikulum konvensional, dalam realisasibglum tentu menampakkan
hasil yang sama antara satu lembaga dengan laiki®yaurut Muchson:

Kurikulum merupakan salah satu faktor dari berb&agjeior pendidikan yang
mempengaruhi keseluruhan proses pendidikan. MuyauliBK sejalan
dengan upaya reformasi pendidikan sebagaimana d&tkan dalam Tap.
MPR No. II/GBHN/1999 yang isinya merekomendasikaiva kurikulum
sekarang perlu dikembangkan, secara desentalistikirnya UU No0.22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta UU2BloTahun 1999
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintat éars Daerah, dimana
keduanya efektif berlaku sejak 2001, telah berimljzesda otonomi
pendidikan. KBK, School and Community Based Manajemergnilaian

251



berbasis kelas dan lain sebagainya adalah bukti alanomi pendidikan
(wawancara, 15 Desember, 2010).

Kurikulum yang dirancang berdasarkan kompetensiikembangkan untuk
memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidigdam perubahan,
pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-keamrdtilam kehidupan. Kurikulum
ini ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompetdan cerdas dalam
membangun identitas budaya bangsanya. Hal ini @ikan dapat memberikan
dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalamtaarb yang membangun
integritas sosial serta mewujudkan karakter nasiofRusat Kurikulum, 2002: 2).

Dalam pandangan Udin S. Winataputra:

Guru tetap menjadi kunci keberhasilan pengimpleasgab sebuah
kurikulum. Sebagai salah sastakeholder guru tetap menjadi sorotan. Hal-
hal yang menjadi perhatian para pengamat bidangligikan yang

berhubungan dengan guru ini adalah @apdsetguru sulit berubah; (b)
kemampuan guru selalu menjadi pertanyaan; (c) koemt guru terhadap
tugas akademiknya acap kali dipermasalahkan; (eatikstas guru kurang
mendapatkan pembinaan; (e) kesejahteraan guru &umdiperhatikan

(wawancara, 6 Agustus, 2011).

Senada dengan Muchson dan Udin S. Winataputra, ne@bolisin perubahan sikap

para guru tidak berbanding lurus dengan perubabakutum. Lebih lanjut beliau

menyatakan:

Sering kita mendengar para pakar dan pengamat nadsagabahwa guru kita
mengalami stagnasi. Mereka cenderung mengalami kemadegan dalam
merspon perkembangan, sehingga malas memperbanyiadsendiri. Dalam
mengelola kelas, guru juga cenderung melakukan amajamen. Guru
terbiasa menganggap bahwa proses belajar itu fEmyphya guru memasuki
ranah kognisi siswanya. Kurikulum dapat saja benutslam waktu tertentu,
namun tetap saja dalam pelaksanaannya tidak beddrahvaktu ke waktu
(wawancara, 1 Desember 2010).
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Kemampuan guru dalam menjalankan profesinya sedatigdinilai kurang
profesional. Selalu menjadi pertanyaan banyak grapgkah dalam menghadapi
perubahan kurikulum ini para guru kita memiliki kampuan menjalankan
kurikulum baru ini?. Para guru di lapangan terkesmium maksimal dalam
mengembangkan kemampuannya. Para guru harus dibsempatan membaca,
menulis, menuntut ilmu yang lebih tinggi, serta gleadiri rapat-rapat MGMP,
kelompok kerja guru, seminar, lokakarya, dan sebgga

Tantangan bagi terlaksananya kurikulum berbasis\getensi ini adalah
masalah implementasi. Perencanaan yang baik betmu takan menghasilkan
produk yang baik. Hal tersebut tergantung padaemphtasinya, di mana harus
didukung dari semua pihak. Untuk mengatasi berbaga@angan dalam mewujudkan
pendidikan nasional, khususnya penerapan kurikidarbasis kompetensi harus ada
political will dangood willdari semua pihak yang berkaitan dengan kebijakian i

Menurut Samsuri (2010: 138), fungsi Pendidikan Heyanegaraan dalam
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) 2004 adalah:

"Untuk membentuk warganegara yang cerdas, teraatguil,berkarakter baik,

serta setia kepada bangsa dan negara Indonesia berdgsarkan pada

Pancasila dan UUD 1945” .

Sedangkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan (Sard8u0: 138), adalah, untuk
membentuk kemampuan:

(1) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatidlain menanggapi isu

kewarganegaraan. (2) Berpartisipasi secara cerdasbdrtanggungjawab,

serta bertindak secara sadar dalam kegiatan beanaksy, berbangsa, dan

bernegara. (3) Pembentukan diri yang didasarkarma pgeatakter positif
masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yangkiatiso
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Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. ghun 2006, standar
kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan dari tin§kathingga SMA ditetapkan

sebagai berikut:

Tabel 35

Standar Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan

SD

SMP

SMA

Menerapkan hidup rukurn
dalam perbedaan
Memahami dan
menerpakan hidup rukurn
di rumah dan di sekolah
Memahami kewajiban
sebagai warga dalam
keluarga dan sekolah
Memahami hidup tertib
dan gotong royong
Menampilkan sikap cinta
lingkungan dan
demokratis
Menampilkan perilaku
jujur, disiplin, senang
bekerja, dan anti korups
dalam kehidupan sehari-

hari, sesuai dengan nilait

nilai Pancasila
Memahami sistem
pemerintahan, baik pads
tingkat daerah maupun
pusat

Memahami makna
keutuhan NKRI, dengan
kepatuhan terhadap UU,
peraturan, kebiasaan ad
istiadat, dan mengharga
keputusan bersama
Memahami dan
menghargai makna nilai-
nilai kejuangan bangsa
Memahami hubungan
Indonesia dengan negar
tetangga dan politik luar
negeri

at

Memahami dan
menunjukkan sikap
positif terhadap norma-
norma kebiasaan, adat
istiadat, dan peraturan,
dalam kehidupan
berbangsa dan bernegatr
Menjelaskan makna
proklamasi kemerdekaat
Republik Indonesia
Menghargai perbedaan
dan kemerdekaan dalan
mengemukakan pendap
dengan
bertanggungjawab
Menampilkan perilaku
yang baik sesuai dengan
nilai-nilai Pancasila dan
UUD 1945
Menunjukkan sikap
positif terhadap
pelaksanaan kehidupan
demokrasi dan
kedaulatan rakyat
Menjelaskan makna
otonomi derah, dan
hubungan antara
pemerintahan pusat dan
daerah

Menunjukkan sikap kritig
dan apresiatif terhadap
dampak globalisasi
Memahami prestasi diri
untuk berprestasi sesuai
dengan keindividuannya|

Memahami hakekat
bangsa dan Negara
Kesatuan Republik
Indonesia
Menganalisis sikap
positif terhadap
penegakan hukum,
peradilan nasional, dan
tindakan anti korupsi
Menganalisis pola-pola
dan partisipasi aktif
dalam pemajuan,
penghormatan, serta
penegakkan HAM
Menganalisis peran dan
hak warganegara dan
sistem hukum
internasional
Mnegevaluasi sikap
berpolitik dan
bermasyarakat madani
sesuai dengan Pancasila
dan UUD 1945
Menganalisis peran
Indonesia dalam politik
dan hubungan
internasional, regional,
dan kerjasama global
lainnya.

Menganalisis sistem
hukum internasional,
timbulnya konflik
internasional, dan
mahkamabh internasiona

Sumber: Peraturan Menteri Pendidikan Nasional oT@hun 2006 (dalam Samsuri 2010:
187).
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b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KT SP) 2006

Sejak 2006 pemerintah menerapkan kurikulum  yangkamismenya
ditekankan pada peran satuan pendidikan, yakniadeKJ SP. KTSP pada dasarnya
adalah KBK yang diotonomikan kepada masing-masimgkat satuan pendidikan.
KTSP adalah KBK yang didelegasikan pada sekolabar&esubstansi KTSP sama
dengan KBK.

KTSP terkait dengan otonomi manajemen sekolahtu yaanajemen berbasis
sekolah (MBS). KTSP sebagai konsekuensi pelaksaWi®. Kurikulum menjadi
otonomi sekolah, artinya sekolah harus aktif mergergkan kurikulum bukan
menunggu kurikulum pusat. MBS adalah bentuk altéreaekolah sebagai hasil dari
desentralisasi dalam bidang pendidikan. Sebagaiudvdpri reformasi pendidikan,
MBS pada prinsipnya bertumpu pada sekolah dan melsyta serta jauh dari
birokrasi yang sentralistik. Model ini dimaksudkamtuk menjamin semakin
rendahnya kontrol pemerintah pusat, dan di pihak Eemakin meningkatnya
otonomi sekolah untuk menentukan sendiri apa yarly gliajarkan dan mengelola
sumber daya yang ada untuk berinovasi. Dalam MBfalk sekolah dan guru
memiliki kebebasan yang luas dalam mengelola skkdknpa mengabaikan
kebijakan dan priorotas pemerintah.

Lahirnya KBK dan KTSP sebenarnya didasarkan padaJy No. 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) PP18d.ahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan; (3) Permendiknas No. 22 Ta2Q06 tentang Standar Isi; (4)
Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kwmmgei Lulusan; (5)

Permendiknas No. 24 Tahun 2006 tentang Pelaks@eanendiknas No. 22 dan 23
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tahun 2006. Dasar hukum di atas yang menjadi lamddsgi sekolah untuk
menerapkan KTSP. KTSP adalah kurikulum operasiopahg disusun dan
dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

c. KTSP 2006 Pendidikan Kewarganegaraan SD, SMP, dan SMA

Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempé@mmpeserta didik
menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuatn deonsisten untuk
mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonklsikikat Negara Kesatuan
Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modegara kebangsaan modern
adalah negara yang pembentukannya didasarkan mswangat kebangsaan atau
nasionalisme, yaitu pada tekad suatu masyarakatk umembangun masa depan
bersama di bawah satu negara yang sama walaupuya waasyarakat tersebut
berbeda-beda agama, ras, etnik, atau golonganngaldR Sidang BPUPKI dan
PPKI, Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indiend998).

Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsgn dsemangat
kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berhanigea bernegara yang
berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negdomésia perlu ditularkan secara
terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mend&ntang Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, medadonesia telah diciptakan
sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republikarlegesatuan Republik
Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakg@agad berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil lEradab, Persatuan
Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hiknkatbijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkatu keadilan sosial bagi
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seluruh rakyat Indonesia (Pembukaan Undang-UndaagaiD Negara Republik
Indonesia 1945).

Pengantar KBK PKn, (Departemen Pendidikan Nasion2004: 2)
menyatakan bahwa:

Dalam perkembangannya sejak proklamasi 17 Agu€id$ $ampai dengan

penghujung abad ke-20, rakyat Indonesia telah ni@mgdoerbagai peristiwa

yang mengancam persatuannya. Untuk itulah pemahamag mendalam
dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap ipriden semangat
kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbategsdernegara yang
berdasarkan pada Pancasila dan Konstitusi Negadondsia perlu
ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indorksiausnya generasi
muda sebagai penerus bangsa. Indonesia di masa diépaapkan tidak akan
mengulang lagi sistem pemerintahan otoriter yangnbumgkam hak-hak
warga negara untuk menjalankan prinsip demokrasandakehidupan
masyarakat, bangsa, dan negara. Kehidupan yang kdatisodi dalam
kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sa&kol masyarakat,
pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-petaken perlu dikenal,
dimulai, diinternalisasi, dan diterapkan demi kegy bangsa dan negara

Indonesia.

Demokrasi dalam suatu negara hanya akan tumbuhr aphbila dijaga oleh
warga negara yang demokratis. Warga negara yangkdatis bukan hanya dapat
menikmati hak kebebasan individu, tetapi juga hamasikul tanggung jawab secara
bersama-sama dengan orang lain untuk membentuk megan yang cerah.
Sesungguhnya, kehidupan yang demokratis adalakcitatasang dicerminkan dan
diamanatkan oleh para pendiri bangsa dan negai&iaketereka pertama Kkali
membahas dan merumuskan Pancasila dan UUD 194keream dengan hal-hal
yang diuraikan di atas, sekolah memiliki peranan tiggung jawab yang sangat
penting dalam mempersiapkan warga negara yang mermdmitmen kuat dan

konsisten untuk mempertahankan Negara KesatuanbRlepudonesia. Upaya yang

dapat dilakukan adalah menyelenggarakan progrardigikan yang memberikan
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berbagai kemampuan sebagai seorang warga negaraluimehata pelajaran
Pendidikan = Kewarganegaraan. Mata Pelajaran PéadidiKkewarganegaraan
merupakan mata pelajaran yang memfokuskan padagméukan diri yang beragam
dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia,sdén bangsa untuk menjadi warga
negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan bédteargang diamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945.

Lebih lanjut dalam Pengantar KBK PKn, (Departemendidikan Nasional,
2004: 3) dijelaskan bahwa:

Tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraaalalad untuk
memberikan kompetensi sebagai berikut: (1) Bergkicara kritis, rasional,
dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegar@uBedrpartisipasi secara
bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak seesidas dalam kegiatan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (3) Begeyrsecara positif dan
demokratis untuk membentuk diri berdasarkan padaakker-karakter
masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama mlebgagsa-bangsa
lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsadalam percaturan dunia
secara langsung atau tidak langsung dengan mertariadeknologi
informasi dan komunikasi.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewargaiaaga dikelompokkan ke

dalam aspek dan sub aspek bahan pelajaran yaitu:
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Tabel 36

Ruang Lingkup Isi Pendidikan Kewarganegaraan

No

Dimensi
Keilmuan

Materi

Politik

GORrWN R

- O

Manusia sebagaioon politicon(makhluk sosial)
Proses terbentuknya masyarakat politik
Proses terbentuknya bangsa

Asal usul negara

Unsur-unsur negara, tujuan negara, dan ben
bentuk negara

Kewarganegaraan

Lembaga politik

Model-model sistem politik

Lembaga-lembaga negara

. Demokrasi Pancasila
. Globalisasi

Hukum

grONRPRBROONO

Rule of law(negara hukum)

Konstitusi

Sistem hukum

Sumber hukum

Subyek hukum, obyek hukum, peristiwa hukuy
dan sanksi hukum

Pembidangan hukum

Proses hukum

Peradilan

Moral

OrONRp®ON

Pengertian nilai, norma, dan moral
Hubungan antara nilai, norma, dan moral
Sumber-sumber ajaran moral
Norma-norma dalam masyarakat
Implementasi nilai-nilai moral Pancasila

Sumber: Departemen Pendidikan Nasional. (ROB8BK PKn.

D. Dinamika Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan M enengah
pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

1. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan M enengah pada Era
OrdeLama

a. PKn Zaman Pergerakan

tuk-

m,

Sebelum memaparkan Pendidikan Kewarganegaraan rel@ l@ima, akan

dipaparkan lebih dulu Pelajar@ivicsdi zaman pergerakan sebagai embrio dan latar

belakangnya. Pelajar&ivics sebelum kemerdekaan atau pada jaman kolonial &lindi
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Belanda dikenal dengan nafargerkundePada waktu itu ada dua buku resmi yang
digunakan yaitundische BurgerschapkundertaRech en Plich.Menurut Bambang
Daroeso Indische Burgerschapkundeyang ditulis oleh P. Tromp dengan
penerbitnyald.B Wolter MaatschappiN.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun
1934. Isi buku tersebut adalah:

Masyarakat pribumi; Pengaruh Barat; Bidang soskkpnomi; Hukum;

Ketatanegaraan dan kebudayaan; Hindia Belanda waahr tangga dunia;

Masalah pertanian; Masalah perburuan; Masalah kawsnengah dalam

industri dan perdagangan; Masalah kewanitaan; &mstgiaraan Hindia

Belanda: Masalah pendidikan; Masalah kesehatanaraisat; Masalah pajak;

Tentara dan angkatan laut. (Bambang Daroeso, B)86:

SelanjutnyaRech en Plich{indische Burgerschapkunde Vooriederegaing
ditulis oleh J.B. Vortman dengan penerbitnya G.€Zah. Dorp & Co N.VDerde,
Herziene en Vermeerderdru8emarang- Surabaya- Bandung, tahun 1940. Isi buku
tersebut mencakup:

Masyarakat dimana kita hidup dari lahir sampai @y Pernikahan dan

keluarga serta setelah badan pribadi itu tiadaaMadezitdari obyek hukum

dimana dibicarakan antara laleigendomEropa dan hak-hak atas tanah; Hak-
hak agraris atas tanah; Masalah kedaulatan rajakelamjibhan-kewajiban
warganegara dalam pemerintahan Hindia Belanda; Isfasperundang-
undangan; Sejarah alat pembayaran dan kesejaht¢Beambang Daroeso,

1986: 9).

Lewat pengajaranBurgerkunde tentunya dimaksudkan oleh pemerintah
Hindia Belanda agar rakyat jajahan lebih memahaakidan kewajibannya terhadap
pemerintah Hindia Belanda, sehingga diharapkank tiodenganggap pemerintah
Belanda sebagai musuh tetapi justru memberikanrdjdeudengan penuh kesadaran

dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Sarino ddapranoto hal ini sesuai

dengan ciri-ciri pendidikan penjajah yang bersifat:
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(1) Sistem pendidikannya diarahkan sebagai usahabargu kelestarian
penjajahannya. (2) Sifat pendidikannya adalah eksgi demi keuntungan
penjajah yang berakibat kebodohan dan kemelarakek yang dijajah. (3)
Metode pendidikannya dijalankan untuk menciptakgertib semu”, tidak
memberi peluang untuk tumbuh bebas. (4) Sistem ajemya dengan
metode menghafal dan membeo tanpa diberi kesempatak bersaksi dan
beraksi. (Sarino Mangunpranoto, 1976: 16).
b. PKn Awal Kemerekaan (1945-1949).

Menurut Udin S. Winataputra:

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran idikand

Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajapgada pendidikan formal.

Pendidikan Kewarganegaraan dititipkan pada Perahdikoral, yakni lewat

Pendidikan Agama dan Pendidikan Budi Pekerti, y#&egisi nilai-nilai

kemasyarakatan, adat, dan agama. Pelajaran Kevegyg@man baru

diperkenalkan pertama kali pada tahun 1957. (waaran6é Agustus 2011).

c. PKn Era Demokras Parlementer (1950-1959)

Pada tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajéeavarganegaraan, yang
isi pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewargaraan; (2) Hak dan
kewajiban warga negara; (3) Tata Negara dan Tatieutdu Ketiga hal tersebut
semata-mata beraspek kognitif (Soenarjati dan €ihpli1989: 17). Makna
Pendidikan Kewarganegaraan pada masa ini adalahhaenan hak warga negara,
cara memperoleh kewarganegaraan, dan tata negara.

d. PKn Era Demokras Terpimpin (1959-1966)

Pada tahun 1959 terjadi perubahan arah politikegiara Indonesia. UUDS
1950, dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit PresiBeluli 1959, dan berlaku kembali
UUD 1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, ndmpmmlam bidang

pendidikan diadakan perubahan arah. Perubahaannpiak dengan diperkenalkannya
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mata pelajaranCivics pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran
Kewarganegaraan. Mata pelajafanicsberisi:

" (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2) UUD; (3) Rigaidato politik

kenegaraan yang terutama diarahkan umtakon and character building

bagi bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Istilah Civics ini mengingatkan pada istilah zaman Yunéivics”, yaitu penduduk
sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalagara kotgPolis). Menurut
Numan Somantri:

Istilah ini kemudian diambil alih oleh Amerika Sat untuk dipergunakan

sebagai istilah pengajaran demokrasi politik di osaksekolah.

Dipergunakannya istilalCivics ini juga dimaksudkan untuk membedakan

dengan pelajaran ilmu politik di universitas-unsitas. (Numan Somantri,

1976: 46).

PelajaranCivics mulai diperkenalkan pada tahun 1790 di Amerika Ka¢rdalam
rangka “meng-Amerikakan bangsa Amerika”. Pada tall@®7 ada Gerakan
Community Civicsyang dipelopori oleh W.A. Dunn bertujuan agaraeanCivics
lebih fungsional bagi pelajar. Yakni dengan memgeslbahan sehingga mencakup:

“(1) Kehidupan sehari-hari baik yang ruang lingkygnlokal maupun

internasional; (2) Prinsip-prinsip ekonomi dalammgeintahan; (3) Usaha-

usaha swasta dan masalah pekerjaan warga negstahgon dkk., 2001:

17).

Dalam kurikulum Civics di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah
nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; Pgncasila; (5) Pidato-pidato
kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan datu&a bangsa. Buku sumber
yang dipergunakan adalalCivics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan

Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan siaigia TUBAPI. Metode

pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Bukuggegan untuk murid belum ada
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(Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI ig@nmeliputi: (1) Lahirnya
Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakanapdd presiden tanggal 17
Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Resrokita” yang intinya
ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 13tusyd960 meliputi caturlogi,
yakni: semanagt nasional, konsepsi nasional, keamamasional, dan perbuatan
nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (laB® presiden RI di depan Sidang
Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “MembanBunia Baru” dinilai
sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdifdgrakan Non Blok; (6) Manipol
USDEK; (7) Amanat presiden tentang PembangunaneSanBerencana di depan
DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 1882hiCivics diganti dengan
istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahai@i$, yang pada waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahanidtasdrkan atas tujuan yang
ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara Yk
e. Makna PKn Orde Lama

Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lama memililgi wntuk
menanamkan semangat dan jiwa patriotisme. Misi Bikjukan untuk membentuk
warga negara yang baik, yakni warga negara sesialonesia yang susila. Strategi
pembelajarannya menggunakan metode indoktrinasmilki ciri-ciri kurang jelas
akar keilmuannya ada intervensi dari rezim yang sedang berkuasanggsni
kepentingan rezim banyak mewarnai materi PKn. Kaingiang demikian itu
mengakibatkan makna PKn lebih ditujukan untuk mé&odg penguatan negara,
membentuk kepatuhan warga negara kepada rezim gadgng berkuasa dan

menjadikan rakyat sebagai pendukung setia statos Substansi materi PKn era ini
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didominasi oleh Manipol USDEK. Pada era Orde LamandRlikan
Kewarganegaraan beberapa kali berganti nama: Keweaggraan (1957)Civics
(1962), dan Pendidikan Kewargaan Negara (1968).

Banyak tuduhan dialamatkan kepada sosok Pendidk@&amarganegaraan
pada era Orde Lama, dan tuduhan itu barangkali agm benarnya. Beberapa
tuduhan itu antara lain, Pendidikan Kewarganegasaang bersifat politis dari pada
akademis, lemah landasan keilmuannya, tidak tanspakk keilmiahannya. Akibat
lebih lanjut mata pelajaran ini kurang menantarehirggga kurang diminati oleh
siswa. Kepentingan politik penguasa terhadap P&aolidKewarganegaraan di
Indonesia dapat dirunut dalam sejarah perkembamgata pelajaran ini, sejak
munculnya dalam sistem pendidikan nasional. Matajg@an ini muncul pertama
kali pada tahun 1957 dengan nama Kewarganegaraag, iginya sebatas tentang
hak dan kewajiban warga negara, serta cara-cargateteh kewarganegaraan bagi
yang kehilangan status kewarganegaraan.

Isi Pendidikan Kewarganegaraan ini sebenarnya sanggk bagi
pengembangan pengetahuan warga negara akan kgtateare hak dan kewajiban
sebagai warga negara, dan cara-cara memperolelrgeevegaraan. Tetapi setelah
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Pendidikan Kewargaremar berubah menjadi
pendukung pemikiran presiden sebagai pemimpin wsvountuk membangun
msyarakat sosialisme Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Dekrit Presiden 5 J@b4, Menteri PP dan K
mengeluarkan Surat Keputusan No0.122274/S tanggaDd€ember 1959 tentang

pembentukan panitia penyusunan buku pedoman mangamajiban-kewajiban dan
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hak-hak warga negara Indonesia dan hal-hal yanggimgyafkan warga negara
tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revolusnésdh. Panitia tersebut berhasil
menyusun buku Manusia dan Masyarakat Baru Indongsta tahun 1962 yang
menjadi acuan mata pelajar&ivics yang telah muncul pada tahun 1961. Buku
tersebut berisi tentang (1) Sejarah Pergerakan d@&dkgonesia, (2) Pancasila, (3)
UUD 1945, (4) Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, K&nferensi Asia Afrika, (6)
Hak dan kewajiban warga negara, (7) Manifesto Rolif8) Lampiran Dekrit
Presiden, pidato Presidereclaration of Human Rightsdan lain-lain yang
dipaketkan dalan Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi ¢hkon AR, 2003:4).

Pendidikan Kewarganegaraan telah muncul denganaga&rbnama dan
program pada masa Orde Lama. Menurut Numan Somdatam perkembangannya
nama Civic dan Civic Educationtelah muncul masing-masing dengan nama: (1)
Kewarganegaraan (1957), (Zivics (1962), (3) Pendidikan Kewargaan Negara
(1968). Materi Pendidikan Kewarganegaraan yang mludengan berbagai nama
tersebut selanjutnya dikemukakan oleh Numan Somartiehwa: Isi
Kewarganegaraan (1957) membahas cara memperoleh Kehilangan
kewarganegaraan, sedadivics (1962) lebih banyak membahas tentang sejarah
kebangkitan nasional, UUD 1945, pidato-pidato kenagn Presiden Soekarno,
terutama yang diarahkan untullation and Character Building’bagi bangsa
Indonesia. Hal ini mirip denga@ivics di Amerika Serikat pada tahun-tahun setelah
lahirnya ‘Declaration of Independence Americg/Abdul Azis Wahab, 2007: 700).
Pidato-pidato politik kenegaraan itu dikemas dengama Tujuh Bahan Pokok
Indoktrinasi (TUBAPI) yang berisi pidato-pidato fiid kenegaraan Presiden
Soekarno ditambah dengdmanifesto Politik(Manipol) dan UUD 1945, Sosialisme
Indonesia, Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, Keptiba Indonesia (USDEK).

Perjalanan sejarah banga Indonesia menunjukkapdgiendidikan formal

secara tradisional telah disiapkan melalui saldab g8agasnya yaitu mempersiapkan
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warganegara yang sesuai dengan cita-cita nasidpala itu nampak dari lahirnya
berbagai nama untuk Pendidikan Kewarganegaraan )(Pgjalan dengan
perkembangan dan pasang surutnya perjalanan pbltilgsa Indonesia. Hal itu
ditunjukkan dengan lahirnya berbagai kebijakan diabg pendidikan khususnya
tentang Pendidikan Kewarganegaraan sebagai tiragikt Idari Dekrit Presiden 1959
untuk kembali ke UUD 1945, diantaranya dengan uksirpembaharuan buku-buku
di sekolah-sekolah. Untuk itu Departemen P dan Kigakiarkan surat keputusan
No. 122274/S tanggal 10 Desember 1959 membentukigamng terdiri dari 7
orang untuk membuat buku pedoman mengenai kewafi&amnjiban dan hak-hak
warganegara Indonesia disertai dengan hal-hal ykam menginsyafkan mereka
tentang sebab-sebab sejarah dan tujuan Revoluseidekaan Indonesia (Abdul
Azis Wahab, 2007: 698).

Panitia tersebut berhasil menyusun buku berjutM&nusia dan Masyarakat
Baru Indonesia” pada tahun 1962, yang menurut pamnalisnya Supardo dan kawan-
kawan dinyatakan :

Buku ini barangkali dapat disebut dengan istilaimada‘Staatsburgerkunde’

dengan istilah Inggris ‘Civics’, atau dengan istilah Indonesia

‘Kewarganegaraan’. Akan tetapi oleh karena isi bukuagak luas maka,

nama ‘Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia’ agakelyih tepat. (Abdul

Azis Wahab, 2007: 698).
Buku pedoman Pendidikan Kewarganegaraan terselbist: l{¢) Sejarah pergerakan
dan perjuangan rakyat Indonesia, (2) PancasilaUJ(Bp 1945, (4) Demokrasi dan
Ekonomi Terpimpin, (5) Konperensi Asia Afrika, (6Kewajiban dan hak
warganegara, (7) Manifesto politik, (8) Laksanaariat, (9) Serta berbagai lampiran
tentang Dekrit Presiden, Lahirnya Pancasila, Pitatsiden Soekarn®@eclaration
of human rightsdan Panca Wardhana (Lima Perkembangan). Padangadaahan

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan telah digmnakgmk 1959 sampai dengan

pecahnya pemberontakan PKI pada tanggal 30 Septé@@ie Atas usul menteri
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Kehakiman Mr. Sahardjo, bahan pelajaran Pendikarwakganegaraan yang
disiapkan tahun 1959 tersebut diubah namanya metfahdidikan Kewargaan
Negara” dan perubahan nama ini digunakan hinggacutoya Kurikulum 1968.
Berikut ini dipaparkan dinamika posisi Pendidikaewarganegaraan pada era Orde

Lama:

Tabel 37
Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan
di SMP dan SMA pada era Orde Lama

Kuri- Sekolah Kelompok Mata Pelajaran
Kulum

1952 SMA Pokok Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia,
Bagian A Bahasa Daerah, Jawa Kuno, Bahasa

Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Jermah,
Sejarah, llmu Bumi

Penting Sejarah Kesenian, Sejarah Kebudayaan),
IlImu Bangsa-bangsa, Ekonoriiiata
Negar a dan K ewar ganegar aan

Pelengkap Aljabar, llmu Kesehatan, Menggambar,
Pendidikan Jasmani, Pendidikan Agama

SMA Pokok Aljabar, llmu Ukur Sudut, llImu Ukur
Bagian B Ruang, IImu Ukur Melukis, llmu Alam,
Mekanika, llmu Kimia, lImu Hayat dan
Kesehatan

Penting Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris

Pelengkap Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, Bun
Alam dan Falak, Sejarafata Negara dan
K ewar ganegaraan, Ekonomi, Tata Buku,
Menggambar, Pendidikan Jasmani,
Pendidikan Agama

SMA Pokok Tata Negara dan Kewarganegaraan, Tata
Bagian C Hukum, Ekonomi, llmu Bumi Sosial dan
Ekonomi, llmu Bangsa-bangsa, Sejarah

Penting Pengetahuan dan Hitung, Tata Buku,
Sejarah Perekonomian, Bahasa Indonesiga,
Bahasa Inggris

Pelengkap Bahasa Jerman, Bahasa Perancis, lImu
Kimia dan Pengetahuan Bahan, Aljabar,
IImu Kesehatan, Menggambar, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Agama

1961 SMA Dasar Pendidikan K ewar ganegar aan,
(Kurikulum Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia,
SMA Gaya Sejarah, llImu Bumi, Pendidikan

Baru) Jasmani/Kesehatan

Khusus (sesuai Bahasa dan Kesusasteraan Indonesia
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jurusan) Sejarah, lImu Bumi, Antropologi, Budaya,
Bahasa Kawi, Bahasa Inggris, Ekonomi dan
Koperasi, Menggambar, Bahasa Asing
lainnya, Bahasa Daerah, Pengetahuan Alam

Prakarya Prakarya

1962 SMP Dasar Civics, Bahasa Indonesia, Sejarah
(Rencana Kebangsaan, llmu Bumi Indonesia,
Pelajaran Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
SMP  Gaya Pendidikan Jasmani/Kesehatan
Baru)

Cipta Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, lImu
Aljabar, llmu Ukur, llmu Alam, lImu
Hayat, llmu Bumi Dunia, Sejarah Dunia,
IlImu Administrasi

Rasa/Karsa Menggambar, Kesenian, Prakarya,
Kesejahteraan Keluarga

1964 SMP Dasar Civics (K ewarganegaraan), Bahasa
(Rencana Indonesia, Sejarah Kebangsaan, lImu Bumi
Pelajaran Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
SMP  Gaya Pendidikan Jasmani/Kesehatan
Baru

Cipta Bahasa Daerah, Bahasa Inggris, lImu
Aljabar, llmu Ukur, lImu Alam, lImu
Hayat, lImu Bumi Dunia, Sejarah Dunia,
IlImu Administrasi

Rasa/Karya Menggambar, Kesehatan, Prakarya,
Kesejahteraan Keluarga

1964 SMA Dasar Kewarganegaraan, Bahasa dan
(Rencana Kesusasteraan Indonesia, Sejarah
Pelajaran Indonesia, IlImu Bumi Indonesia,
SMA Gaya Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
Baru) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kelas | Kesehatan

Khusus IImu Pasti, llmu Alam, limu Kimia, llmu
Hayat, Sejarah, Bahasa Inggris, Bahasa
Asing lainnya, Ekonomi dan Koperasi,
Menggambar

Prakarya Prakarya

Krida Krida

Diolah dari berbagai sumber: Kurikulum 1952 sangeigan Kurikulum 1964
(Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).

Makna Pendidikan Kewarganegaraan bagi pembangkaeakter bangsa/
negara berubah-ubah sesuai dengan tujuan pembangasi@nal. Dari tabel di atas
dapat diketahui bahwgertama pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah pada
tiap kurikulum yang diberlakukan. Pada Kurikulum A&M1952, misalnya,

pengelompokan mata pelajaran dibagi dalam tiga amagpokok, penting, dan
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pelengkap. Setelah tahun 1960-an, komposisi maagapen dikategorikan ke dalam
kelompok dasar, khusus, penyerta, prakarya, dadakrKetika pengaruh PKI
menguat maka penjabarannya mengikuti Instruksi dtemhenyangkut Kurukulum
Pancawardana, sebagaimana yang berlaku di SD,utidtgdlompok perkembangan
moral, perkembangan intelektual, perkembangan emakartistik, perkembangan
keprigelan, dan perkembangan jasmani. Setelah PKubdrkan, pendidikan
diarahkan kepada pemurnian Pancasila, maka mat@aginya pun dirubah
berdasarkan pengelompokan pembinaan jiwa Pancasabinaan pengetahuan
dasar, dan pembinaan kecakapan khusus. Perubatanp@ogelompokan mata
pelajaran masih terus berlanjut pada kurikulum 197&da kurikulum ini mata
pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagian: pendidikumum, pendidikan
akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal berlaku sampai dengan
Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTSs.

2. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan M enengah pada Era
OrdeBaru

a. PKn Awal OrdeBaru

Pada tahun 1965 terjadi pemberontakan G 30 S/Rdflg kemudian diikuti
dengan pembaharuan tatanan dalam pemerintahanaRarubn tatanan inilah yang
kemudian dijadikan tonggak pemerintahan Orde Bammtuk memurnikan
pelaksanaan UUD 1945. Perubahan rezim ini kemudikati dengan perubahan
kebijakan pendidikan, yaitu dengan keluarnya KegpanuMenteri P dan K No. 31

Tahun 1967 yang menetapkan bahwa pelajaCarics isinya terdiri atas: (1)
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Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Ketetapan-ketetaparRBiP(4) Pengetahuan tentang
PBB (Soenarjati & Cholisin, 1989: 18).

Dengan Keputusan Menteri P & K tersebut, makamsteri Civics yang
berupa “Pidato Presiden” dihilangkan. Alasannyaekardinilai kurang sesuai bagi
upaya untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 194&aseaurni dan konsekuen.
Seperti dikemukakan oleh Ali Murtopo (Alfian, 19731):

“Pada era Orde Lama Pancasila dan UUD 1945 telsleladvengkan,

sehingga Pancasila akhirnya hanya dijadikan senmb&gaong belaka, dan

sebagai gantinya diisi dengan Nasakom”.
Sedangkan Herbert Feith menyatakan:

“Demokrasi Terpimpin ditandai oleh pemaksaan pemzsn ide-ide politik

almarhum bekas Presiden Soekarno seperti Sosialisfoaesia ala Nasakom

(Alfian, 1970: 31).

Sejak munculnya Orde Baru pada tahun 1966, isi palaranCivics versi
Orde Lama hampir seluruhnya dibuang, karena dignggalah tidak sesuai lagi
dengan tuntutan yang sedang berkembang. Pada kumKif68, mata pelajaran ini
muncul dengan nama Kewargaan Negara, yang isinyanoping Pancasila dan UUD
1945, adalah ketetapan-ketetapan MPRS 1966, 196V, 1668, termasuk GBHN,
HAM, serta beberapa materi yang beraspek sejaralogrgfi, dan ekonomi
(Wawancara dengan Muchson).

Perkembangan berikutnya, mata pelajaraivits” yang kemudian diganti
menjadi “Kewargaan Negara” pada 1962, pada Kurikull68 ditetapkan secara
resmi menjadi “Pendidikan Kewargaan Negara.” Dadakurikulum ini, penjabaran

ideologi Pancasila sebagai pokok bahasan dianggapgedepankan kajian tata

negara dan sejarah perjuangan bangsa, sedangkak mspalnya belum nampak
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(Aman, dkk., 1982: 11). Makna Pendidikan Kewargamagn adalah bagi
pembangunan manusia Indonesia dengan jiwa PandasildUD 1945.
b. PKn dalam Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 bertujuan untuk mengembalikan pgsendidikan nasional
yang berdasarkan Pancasila setelah terjadinyaipexi&-30-S/PKI pada tahun 1965.
Berdasarkan kurikulum ini, tujuan pendidikan adalakbagai berikut: “(1)
Membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkanntketeketentuan seperti
dikehendaki olen Pembukaan dan Isi UUD 1945. (2milersiapkan anak didik
untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih ting@d) Memberikan dasar
keahlian umum kepada anak didik sesuai dengan la@tminat masing-masing
dalam berbagai lapangan sehingga tamatannya dapajembangkan dirinya pada
lembaga-lembaga pendidikan lain dan lembaga mdsytaraMenurut Abdul Azis
Wabhab (2007: 699):

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968dsedalam kelompok
“Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasaupun sekolah
menengah. Bedanya di sekolah dasar kelompok méaagar@e terdiri dari
Pendidikan Agama, Kewarganegaraan, Bahasa Indoradi@sa Daerah dan
Olah Raga. Sedangkan di SMA tanpa Bahasa DaerahanBzhan
pengajaran Pendidikan Kewarganegaraan menurut turik 1968 tersebut
digunakan sampai dengan ditetapkannya Pendidikavai{mnegaraan dalam
Kurikulum 1975 dengan nama “Pendidikan Moral Paitwag®MP) sebagai
nama bidang studi untuk Pendidikan Kewarganegaraag tujuannya adalah
membentuk warganegara Pancasilais yang berimanbdeaagwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ditetapkannya Keteta@®R No.
[I/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pefamancasila (P4)
maka materi bidang studi Pendidikan Moral Pancakiéangkapi atau bahkan
didominasi oleh materi dan bahan-bahan P4. Dampe&njstnya P4
cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk permhdiklan pelatihan
warganegara, sebagai produk formal yang dihasitheh lembaga legislatif
dan oleh lembaga eksekutif dijadikan instrumen ydmgkratik untuk
digunakan baik di lingkungan sekolah, pendidikanggi maupun di
masyarakat.
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Pada masa pemerintahan Orde Baru bahan-bahan raelaRendidikan
Kewarganegaraan yang berbau Orde Lama dihilangkemassekali melalui
Kurikulum SD 1968 dengan melakukan perubahan-pé&abanateri dan metode
penyampaian. Adapun mata pelajaran atau kelompoka npelajaran untuk
Pendidikan Kewarganegaraan tersebut adalah Kelorfgokbinaan Jiwa Pancasila
seperti diuraikan dalam Kurikulum SD 1968 sebagaikoit:

Kelompok pembinaan jiwa Pancasila ialah kelompadi pendidikan yang

terutama ditujukan kepada pembentukan mental daralniRancasila serta

pengembangan manusia yang sehat dan kuat fisikralamd rangka
pembinaan bangsa. (Abdul Azis Wahab, 2007: 700).

Pendidikan Kewarganegaraan yang mencakup Sejadamésia, lIlmu Bumi
dan Pengetahuan Kewarganegaraan, selama masaik@mdidng enam tahun itu
diberikan terus menerus. Sedangkan Bahasa Indosasian kelompok ini mendapat
tempat yang penting, sebagai alat pembina carakiegan kesadaran nasional.
Sedangkan Bahasa Daerah digunakan sebagai langkamp bagi sekolah-sekolah
yang menggunakan bahasa tersebut, sebagai bamasmize sampai kelas Il dalam
membina jiwa dan moral Pancasila. Olahraga yanfuihgsi sebagai pembentuk
manusia Indonesia yang sehat rohani dan jasmandiyerikan secara teratur

semenjak anak-anak menduduki bangkolah.

Sama halnya dengan Kurikulum Sekolah Dasar dan |&ekdenengah
Pertama 1968, Rencana Pendidikan dan PelajaranaBektenengah Atas Tahun
1968, menurut Abdul Azis Wahab (2007: 701), jugzadi kedalam tiga kelompok

besar masing-masing yakni:
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Kelompok Pembina Jiwa Pancasila, Kelompok Pembipavdfgaan Dasar,
dan Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus. Pendidikawargaan

Negara termasuk dalam Kelompok Pembinaan Jiwa Biachersama
dengan Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia, daniddemd Olahraga.
Mata pelajaran Kewargaan Negara di Sekolah MeneAgah berintikan: (1)
Pancasila dan UUD 1945, (2) Ketetapan-ketetapan $1PE66, (3)

Pengetahuan umum tentang PBB. Tujuan diajarkandgéala agar tiap-tiap
warganegara Indonesia berkewajiban mengamalkamaBitamdan UUD 1945
serta merealisasikan isi dan jiwa UUD 1945 dan teptn-ketetapan
MPRS/MPR serta ketentuan-ketentuan pelaksanaaribgagan demikian
Kewargaan Negara tidak saja wajib dipelajari tetd@bih-lebih lagi

merupakan bentuk sikap hidup. Karena komunikasi emod yang

mendekatkan bangsa yang satu dengan lainnya matk@andsia yang
tergabung dalam PBB berkewajiban menyelami dan retajgni bentuk

organisasi PBB. Salah satu hal penting dalam KlwikuSMA 1968 tersebut
adalah mata pelajaran Kewargaan Negara yang peagajya Senantiasa
dikorelasikan dengan pelajaran lain seperti Sejdnalonesia, lImu Bumi
Indonesia, Hak Azasi Manusia dan Ekonomi, sehinggsa pelajaran
Kewargaan Negara tersebut menjadi lebih hidup danamtang dan lebih
bermakna.

Menurut Numan Somantri (1976: 35), pada tahun @& pelajaraCivics
yang telah diperbarui isinya tersebut diganti dengama mata pelajaran Pendidikan
Kewargaan Negara (PKN). Isi PKN menurut Kurikulug6& adalah sebagai berikut:

(1) PKN SD isinya meliputi, Sejarah Indonesia, €syidan llmu Bumi. (2)
PKN SMP Isinya meliputi, Sejarah Kebangsaan, Kejadbetelah Indonesia
Merdeka, dan UUD 1945. (3) PKN SMA isinya melipuisaian Pasal-pasal
UUD 1945 dikaitkan dengan Tata Negara. (Numan Stnman76: 35).

Sebagai bahan perbandingan dalam versi lain me@liriEmran (1976: 4),
PKN 1968 meliputi:

(1) Untuk SD meliputi, Pengetahuan Kewargaan Nedaegarah Indonesia,
lImu Bumi. (2) Untuk SMP meliputi, Sejarah KebangsaKejadian Setelah
kemerdekaan, UUD 1945, Pancasila, Ketetapan-ketetPRS. (3) Untuk
SMA berisi, Uraian pasal-pasal UUD 1945 yang dimgkan dengan Tata
Negara, Sejarah, Ilmu Bumi dan Ekonomi. Pada tal@n® PKN difusikan ke
dalam mata pelajaran lImu Pengetahuan Sosial (IIPS).saat itu meliputi:
PKN, Sejarah, llmu Bumi, Ekonomi, Antropologi BudaySosiologi dan
Hukum.
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Tabel 38
Susunan Mata Pelajaran SMA Tahun 1968

Mata Pelajaran Kl | Sastra Sosial KI | KI | llmu Pasti/ llmu KI | KI
I Budaya Il | Alam Il 1]

Kelompok

Pembinaan Jiwa

Pancasila

1. Pend. 3 3
Agama

2.PKn 2 2 2 2

3. Bhs. Indo 3 3 3 3 3

4.Pend.Olahraga 3 3 3

Sub Jumlah 11 11 11 11 11

Kelompok

Pembinaan

Pengetahuan Dasal

. Sejarah

. Geografi

. llmu Pasti

. Fisika

. Kimia

. Biologi

. Eko & Kop.

. Menggambar

. Bhs Inggris

1. Bhs dan Sastra Indo. 4 i 1. Aljabar 3 3
2. Sejarah 3 2. Ukur Sudut |
3. Geografi 3
4. Eko & Koperasi 3
2
4
2

]
3. UkurRuang 2
4. Fisika 4 4
5. Matemaika 2

NN R

5. Menggambar
6. Bhs Inggris 6. Kimia 3 5
7. llmu Budaya 7. Biologi 3 3
Sadaya Sastrasos 8. Geografi 2 2
8. Bhs llImu Pasti| 2 2 9. Menggambar 2 2
Daerah
9. Sej Kebh. Peng Dag. 1 2 10. Bhs Inggris B 3
10. llmu Tata Buku | 2 3
Pasti
Sub Jumlah 27 26| 28 25 27
Kelompok
Pembinaan
Kecakapan Khusus
1. PKK 2 2 - 2 -
2. Prakarya
a. Kesenian 1 1
b. Bahasa - -
c. ketrampilan - -
d. Lain-lain 2 2 3

Sub Jumlah 5 5 3 5 3
Jumlah 43 42| 42 41| 41

Sumber: Perkembangan Pendidikan Dasar dan menérgjaim 1945-1989, Ditjend. Dikdasmen,
Depdikbud, 1992.

NP w|w| e

©|o|~|o|o|al|w|N| -
N L R A B IS I

Makna Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum6819lebih
menekankan untuk memahami Pancasila, UUD 194%5yadejkebangsaan, serta

tatanegara, dalam rangka membangun manusia Indssguhnya.
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c. PKn dalam Kurikulum 1975
Menurut Abdul Azis Wahab (2007: 701), perubahaniluum 1968 menjadi
Kurikulum 1975, berdampak sebagai berikut:

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan atasr désautusan MPR
1978 diganti dengan nama baru yang dikenal deng@ndidikan Moral
Pancasila” (PMP). Pendidikan Moral Pancasila md@pamata pelajaran
yang menyangkut Pancasila dan UUD 1945 dipisahlean rdata pelajaran
yang bersangkut paut diantaranya mata pelajaraaradejilmu bumi, dan
ekonomi. Sedangkan gabungan mata pelajaran sejdmah, bumi, dan
ekonomi menjadi bidang studi “llmu Pengetahuan @&4silan saat ini diberi
nama “Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial’. Hal yaaga masih tetap
berlaku saat diberlakukannya Kurikulum 1984 sebagsenyesuaian
Kurikulum 1975.

Mengenai bidang studi Pendidikan Moral Pancasepdikbud telah
mengeluarkan Penjelasan Ringkas tentang PendidMaral Pancasila sebagai
berikut:

Pendidikan Moral Pancasila (PMP) secara konstinaiomulai dikenal
dengan adanya Ketetapan MPR No. IV/IMPR/1973 ten@ags-garis Besar
Haluan Negara. Dengan adanya Ketetapan MPR NoPRN978 tentang
Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila i, materi PMP
didasarkan pada isi P-4 tersebut. Oleh karena #mat MPR No.
[I/MPR/1978 merupakan penuntun dan pegangan hidagi Bikap dan
tingkah laku setiap manusia Indonesia dalam kelsidugermasyarakat serta
bernegara, maka dijadikanlah sumber, dan tempaijdlerisi, dan evaluasi
PMP. Dengan demikian hakekat PMP tiada lain adg@alaksanaan P-4
melalui jalur pendidikan formal. Di samping pelakgan PMP di sekolah-
sekolah di dalam masyarakat umum giat diadakanaupamasyarakatan P-4
lewat berbagai penataran. Dalam rangka menyesuaikaikulum 1975
dengan P-4 dan GBHN 1978, mengusahakan adanya jmed@angan bagi
murid dan guru Sekolah Dasar, Sekolah Menengahk&tingertama, dan
Sekolah Menengah Tingkat Atas. Usaha tersebut telahghasilkan Buku
Paket Pendidikan Moral Pancasila. (Dikbud, 1982: 12

Dengan penjelasan ringkas di atas dapat disimpulkahwa (1) P-4
merupakan sumber, dan tempat berpijak, isi, dam @maluasi PMP melalui

pembakuan Kurikulum 1975. (2) Dengan dihasilkan®Bku Paket PMP untuk
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semua tingkat

Kewarganegaraan yang berjudul

dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) P-4 tidak haayserlakukan di sekolah tetapi juga

pendidikan di

sekolah,

“Manusia dan MasgardRaru

maka buku pedo Pendidikan

Indonesia”

masyarakat pada umumnya melalui berbagai penatgddnBidang studi PMP

materinya didominasi P-4.

Berikut ini adalah tujuan kurikuler PMP SD, SMP,nd&MA dalam

Kurikulum 1975.

Tabel 39

Tujuan Kurikuler PMP Kurikulum 1975

SD

SMP

SMA

1. Murid mengerti arti ke-
Tuhanan Yang Maha Esa.

1. Siswa menyadari adanya
bermacam-macam agama, dan
saling menghargai antara para
pemeluknya.

1. Siswa memahami Tuhan Yang
Maha Esa adalah sebab pertama
(causa primajebagai asal dari
segala kehidupan yang

|

mengajarkan persamaan, keadilan,

kasih sayang.

2. Murid mengerti prinsip-
prinsip dasar yang
terkandung dalam pasal-
pasal UUD 1945,

2. Siswa memahami dan
mengamalkan ajaran ke-Tuhang
Yang Maha Esa.

arprinsip dasar yang terkandung

2. Siswa memahami prinsip-

dalam pasal 29 UUD1945.

3. Murid mengerti prinsip
dasar hak-hak asasi
manusia, serta tanggung
jawab yang terjalin dengan
hak-hak tersebut.

3. Siswa mengetahui, memahar
dan menghayati hak dan
kewajibannya sebagai warga
negara.

ni3. Siswa menghargai sesama

manusia dan memiliki sikap salin
menghormati dalam pergaulan
antar bangsa.

4. Murid mengerti prinsip-
prinsip dasar yang
terkandung dalam alenia
pertama Pembukaan UUD
1945.

4. Siswa mengetahui, memaharn
dan menghayati prinsip-prinsip
demokrasi dalam kehidupan
sehari-hari.

ni. Sisiwa memahami prinsip-

prinsip dasar hak asasi manusia,

5. Murid mengerti arti
kesatuan bangsa dan nega
Indonesia.

5. Siswa mengetahui
rgperkembangan sejarah nasional
Indonesia.

5. Siswa mengetahui dan
memahami serta dapat
melaksanakan kewajiban dan ha
yang harus dilakukan dalam
kehidupan bermasyarakat.

=

6. Murid mengetahui,
mengenal, kebudayaan
daerah dalam rangka
mengembangkan rasa
Bhineka Tunggal lka.

6. Siswa menunjukkan sikap da
tindakan yang mendukung
kesatuan nasional.

n6. Siswa mengetahui dan

memahami pentingnya arti

kesatuan dan persatuan nasional.

7. Murid mengetahui

7. Siswa mengerti, mentaati d

ary. Siswa mengerti sistem
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tentang hak dan kewajiban
dalam lingkungan keluarga
sekolah, dan masyarakat.

melaksanakan peraturan untuk
memajukan kehidupan
masyarakat

pertahanan dan keamanan
nasional.

8. Murid mengetahui dan
mampu melaksanakan
prinsip-prinsip demokrasi
dalam kehidupan pribadi,
keluarga, sekolah, dan
masyarakat.

8. Siswa mengetahui dan
menyadari arti kesatuan nasion
Indonesia demi kesejahteraan
masyarakat.

8. Siswa mengerti ketenuan dan

alperaturan yang telah ditetapkan
untuk memajukan masyarakat da
keamanan nasional serta ikut se
dalam usaha pertahanan dan
keamanan.

N
ta

9. Murid mengerti dan

9. Siswa mentaati peraturan

mampu menggunakan dasaruntuk memelihara dan

dasar hak kewargaan
negaranya

meningkatkan keamanan
masyarakat.

9. Siswa mengetahui dan
menyadari arti kesatuan nasiona
Indonesia demi kesejahteraan
masyarakat.

10. Murid memahami
bentuk dan dasar negara R
sehingga mampu
berpartisipasi sebagai warg
negara.

10. Siswa mengetahui dan
I,menyadari pentingnya arti
persatuan dan kesatuan nasion
alndonesia, sehingga mampu
mengamalkannya dalam
kehidupan sehari-hari.

10. Siswa memahami dan
menyadari prinsip-prinsip

aldemokrasi Pancasila dalam
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara, supaya mampu
melaksanakan dalam kehidupan
sehari-hari.

11. Murid mengetahui dan
mempraktekan prinsip
keadilan sosial dalam
kehidupan pribadi, keluargs
sekolah, dan masyarakat.

11. Siswa memahami dan
menyadari pentingnya disiplin
bagi ketertiban masyarakat.

11. Siswa mengetahui dan
mengerti sistem pemerintahan
demokrasi Pancasila.

12. Siswa memahami dan

1945.

menghayati Pancasila dan UUD

12. Siswa memahami dan
menyadari pentingnya disiplin
bagi ketertiban masyarakat.

13. Siswa memahami dan
menghayati prinsip-prinsip
kehidupan demokrasi.

13. Siswa memahami dan
menghayati Pancasila dan UUD
1945.

14. Siswa mampu menggunaka
prinsip-prinsip demokrasi
Pancasila dalam kehidupan
pribadi, keluarga, sekolah, dan
masyarakat sekitarnya.

n1l4. Siswa memahami dan
menghayati prinsip-prinsip
kehidupan demokarsi.

15. Siswa mengetahui bahwa
GBHN adalah merupakan
landasan pembangunan
Indonesia.

15. Siswa mampu menggunakan
prinsip-prinsip demokrasi
Pancasila dalam kehidupan
pribadi, keluarga, sekolah dan
masyarakat sekitarnya.

16. Siswa memahami dasar dan
tujuan kehidupan sosial ekonomi
Indonesia dan berusaha

berpartisipasi untuk keadilan dan
kemakmuran bagi seluruh rakyat

prinsip keadilan sosial.

17. siswa berusaha melaksanakan

18. Siswa berusaha melaksanak

an

prinsip keadilan sosial.

Sumber:Samsuri (2010: 122).
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Makna Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum7519lebih
menekankan untuk memahami Pancasila dan UUD i4&m rangka membangun
manusia Indonesia seutuhnya. Dari tabel di atastddigetahui bahwa Pendidikan
Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975 menggunakamdgbatan tujuan. Itu
artinya masih sama dengan Kurikulum 1968, perbedagahanya ada penambahan
topik tentang pembangunan nasional dan GBHN pada Riikulum 1975.

Dalam perkembangan selanjutnya Abdul Azis Wahab0720702),
menyatakan bahwa:

Nama mata pelajaran PMP, dengan berbagai pertimbhangetelah

dikeluarkannya Kurikulum 1994 diubah menjadi ma¢daaran “Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Perubahaebte didasarkan

pada UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendiditasional yang di

dalamnya mengamanatkan bahwa: Isi kurikulum patapsgenis, jalur, dan

jenjang pendidikan wajib memuat: (a) Pendidikandaaita; (b) Pendidikan

Agama,; serta (c) Pendidikan Kewarganegara.

Sebagai perbandingan dari sisi tujuan, pada er& @Gatu, mata pelajaran
PMP bertujuan membentuk manusia Pancasilais yamgmmeKurikulum Sekolah
Dasar 1975 tersebut seluruh mata pelajaran berpardnk mencapai tujuan
pendidikan tersebut. Dengan demikian yang berk&amajimembentuk manusia
Pancasilais bukan hanya menjadi tanggungjawab metajaran PMP semata.
Selanjutnya muncul Kurikulum 1984, yang merupakaenyempurnaan dari
Kurikulum 1975, maka tujuan membentuk manusia ledanyang Pancasilais tetap
merupakan tema utamanya (Abdul Azis Wahab, 2002). ®elama masa Orde Baru
kurikulum telah berubah beberapa kali yang berakilmubahnya pula kurikulum

Pendidikan Kewarganegaraan. Di awali Kurikulum 19&2mudian Kurikulum

1968, Kurikulum 1975, disempurnakan menjadi Kunkal 1984, dan terakhir
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Kurikulum 1994 sebagai kelanjutan dari Kurikulum849 Perubahan Pendidikan
Kewarganegaraan yang bernama Pendidikan Moral Bigac@MP) menjadi

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKm@) feigadi dalam era Orde
Baru.

Baik Orde Lama maupun Orde Baru sesungguhnya mkertijuan yang
sama yaitu:

Mendidik, membentuk, dan mempersiapkan warganegmrg baik menurut
apa yang dianggap baik menurut pandangan “rezimmy yleerkuasa pada
masa itu. Orde Lama lebih menekankan paddién and character building”

sedangkan periode Orde Baru lebih menekankan pd&tantfangunan
Manusia Indonesia Seutuhnya” yang masing-masiradn téiketahui kekuatan
dan ksaelemahannya. Orde Lama berakhir dengannyahiGerakan 30
September PKI, dan Orde Baru berakhir dengan sipsserintahan yang
korup, serta merajalelanya korupsi, kolusi, danotisme (KKN) yang

dibangun di atas legitimasi politik dengan nildanikultur feodalisme dan
primordialisme. Selama Orde Baru materi PPKn dig@sii oleh materi P4,
menyebabkan pembelajaran PPKn di kelas berlangdangan sangat kaku
tanpa improvisasi dan bersifat indoktrinatif. Akilnga siswa lebih terbiasa
menghafalkan nilai-nilai dan moral Pancasila dakabumengamalkannya.
(Abdul Azis Wahab, 2007: 703).

Tetapi apa yang penting PPKn pada masa Orde Bhilu menekankan pada
pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, manusiaapgunan dengan dijiwai
Pancasila dan UUD 1945.

d. PKn yang didominasi P-4

Muchson dalam wawancara dengan peneliti menguradaminannya P-4
dalam PMP sebagai berikut:

Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/IMPR/1®&8 pelajaran ini

berubah nama menjadi Pendidikan Moral PancasilaP)Pphada kurikulum

1975. Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MBR8 tentang P-4,

maka terjadilah perkembangan yang cukup substanghgenai materi

pelajaran ini, yakni sangat dominannya materi R PMP. (wawancara,
15 Desember 2010).
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Menurut Armaidy Armawi:

Tafsir ideologis negara dalam bidang pendidikanapah Orde Baru mulai
menampakkan kekuatannya ketika secara formal, GBMNX3 menyebut
perlunya: Kurikulum di semua tingkat pendidikan,rifi&an Pendidikan
Moral Pancasila. Apabila dicermati, nampak jelasviePancasila ditafsirkan
dalam masing-masing pokok bahasan, sub pokok bahatan bahan
pengajaran. (wawancara, 8 Juli 2011).

PMP makin indoktrinatif ketika MPR telah menetapkedoman Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila (P-4).

Tap MPR tentang P-4 ini akhirnya dicabut dalam Sidistimewa MPR pada
bulan November 1998. Dalam pandangan Prof. AhmadiiSyaarif, mantan Ketua
PP Muhammadiyah, pelaksanaan P4 sebagai ketimpdagtera laku dan kata.”
Pada sisi lain, kelompok masyarakat yang kecewagaterpencabutan Tap itu

menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila dalam Rr4ébenarnya tak ada yang salah.

Tabel 40
Butir-Butir Pengamalan Pancasila
Sila 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa slengdan agama
Ketuhanan dan kepercayaannya masing-masing menurut dasaakearaan yang
Yang Maha adil dan beradab.
Esa 2. Hormat menghormati dan bekerjasama antara pemghrkadan

penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-bbadagge terbina
kerukunan hidup.

3. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadaiaisgsngan
agama dan kepercayaannya.

4. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan keqzedglain.
5

Sila Kemanu- . Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dammaskewajiban
siaan yang antara sesama manusia.

adil dan 6. Saling mencintai sesama manusia.

beradab 7. Mengembangkan sikap tenggang rasa.

8. Tidak semena-mena terhadap orang lain.

9. Menjunjung tingi nilai kemanusiaan.

10. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.

11. Berani membela kebenaran dan keadilan.

12. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian daturuh umat
manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat nm@ngiti dan
bekerjasama dengan bangsa lain.

Sila Persatuan 13. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan datakeatan bangsa
Indonesia dan negara di atas kepentingan pribadi atau gofonga

14. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

15. Cinta Tanah Air dan Bangsa.

16. Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanamédnesia.

17. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuagségang ber-
Bhinneka Tunggal Ik
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Sila Kerak- 18. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.

yatan yang 19. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.

dipimpin oleh 20. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusak u
hikmat kepentingan bersama.

kebijak- 21. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh aegat
sanaan dalam kekeluargaan.

permu- 22. Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menegtana
syawara- melaksanakan hasil keputusan musyawarah.

tan/perwakila 23. Menghayati arti musyawarah yang dilakukan dengah sghat dan
n sesuai dengan hati nurani yang luhur.

24. Keputusan yang diambil harus dapat dipertangguradjian secara
moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tingdiat dan
martabat manusia serta n-nilai kebenaran dan keadil:

Sila Keadilan 25. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur iy@mgerminkan
Sosial bagi sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-rayonga

seluruh 26. Bersikap adil.

Rakyat 27. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Indonesia 28. Menghormati hak-hak orang lain.

29. Suka memberi pertolongan kepada orang lain.

30. Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain.

31. Tidak bersikap boros.

32. Tidak bergaya hidup mewah.

33. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepemntingaum.

34. Suka bekerja keras.

35. Menghargai hasil karya orang lain.

36. Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yantardara
berkeadilan sosial.

Sumber: Tap MPR No. II/MPR 1978 (dalam Samsuri2021).

Menurut Armaidy Armawi:
Rezim Orde Baru tidak memanfaatkan PKn secara pbéw@aena terjebak
kepentingan jangka pendek. Pesan-pesan konstitdak ttersampaikan
dengan baik. Seharusnya PKn tidak terpengaruh kegen rezim. PKn
terkait denganstate dan citizen Di negara maju pengajar PKn punya
kebanggaan, sementara di Indonesia masih termigmabelum dianggap
penting oleh masyarakat. (wawancara 8 Juli 2011).
e. PKn dalam Kurikulum 1984
Menurut Darmaningtyas (2004: 72), Kurikulum 197&8lumn genap berusia
sepuluh tahun sudah diubah ketika Menteri Pendidden Kebudayaan dijabat oleh
Nugroho Notosusanto diganti dengan Kurikulum 1984dah satu hal yang menonjol
dari Kurikulum 1984 itu adalah dimasukkannya petyaPSPB (Pendidikan Sejarah

Perjuangan Bangsa) sebagai pelajaran wajib darlSWVKA, baik sekolah umum

maupun kejuruan. Ide dasar Menteri Nugroho mengadpklajaran PSPB itu adalah
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agar murid mengenal bangsanya sendiri dengan bebi) dan mengambil pelajaran
dari sejarah tersebut. Oleh sebab itu, pelajarnanatetidak hanya dihapal, melainkan
dibuat yang menarik agar bisa menumbuhkan seméakefsingsaan. Berikut ini
pendapat Husain Haikal mengenai munculnya PSPB:

Materi baru itu menimbulkan kontroversi karena ldinitumpang tindih

dengan pelajaran IPS, Sejarah Nasional, dan PMB kasemuanya bicara

soal kepahlawanan nasional. Dan tentu pahlawaomealsilisana lebih banyak
didominasi oleh orang-orang bersenjata, bukan p&ia pemikir yang juga

menjadifounding fathersegeri ini. (wawancara, 7 Juli 2011).

Fuad Hassan yang diangkat menjadi Menteri Pendidikan Kebudayaan
tanggal 30 Juli 1985 menggantikan Menteri NugrolmoSusanto yang meninggal
dunia tanggal 3 Juni 1985 dan selama masa kosoerdednteri P dan K dijabat oleh
JB Sumarlin yang pada saat itu menjadi Menteri fe@aan Pembangunan
Nasional, mengakui adanya tumpang tindih antardBP SBjarah Nasional, dan PMP.
Kepada Pers ia mengatakan:

Terus terang saya katakan, saat ini terjadi tumpemgh antara P4, PSPB,

PMP, dan Sejarah Nasional. Tumpang tindih terselkah mengakibatkan

hilangnya waktu yang bisa dipakai untuk keperluan, latau mendesak mata

pelajaran lain. Masalah yang timbul kemudian adaldfagaimana
menjabarkan itu secara kurikuler agar tidak tumptmgjh, baik horisontal
maupun vertikal. Tumpang tindih horisantal adal@mperian materi yang
sama pada satu jenjang pendidikan. Jadi bahansgng terus diulang-ulang
pada empat pelajaran yang berlainan. Tumpang tinditikal adalah
pemberian bahan atau materi yang sama pada jeyganmggtidak sama. Baik
pengulangan horisontal maupun vertikal mempunyanpk yang kurang

baik. (Kompas, 20/9 1985 dalam Darmaningtyas, 2084:

Tampilnya Fuad Hassan menjadi Menteri Pendidikan idabudayaan itu
sedikit mengurangi ketegangan antara sejarawan gangekuasaan dan sejarawan

yang kritis, karena Menteri Fuad Hassan berupayaggebungkan materi PSPB

dengan materi Sejarah Nasional dan PMP itu merupakatuk jalan tengah yang
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dapat ditempuh oleh Menteri Fuad Hassan untuk nrangukontroversi yang ada di
masyarakat (Darmaningtyas, 2004: 74).
Hasil wawancara dengan Ekram Pawiroputro menyataledanya

kecenderungan sebagai berikut:

“Buku-buku teks wajib mata pelajaran PPKn dalamikidum 1984, sangat
dominan materi P-4nya, peran BP-7 juga sangat nj@n@ecara substansial
baik PMP maupun PPKn menjadikan P-4 sebagai maiekoknya”.
(wawancara, 20 Desember 2010).

Pokok-pokok bahasan buku teks wajib PPKn secararudikaitkan dengan

nilai-nilai Pancasila. Sebagai gambaran dapatatilfada perbandingan dalam tabel

berikut ini:
Tabel 41
Pokok Bahasan dalam Buku Teks Wajib PMP untuk SLTA
Kelas Bab Buku Teks PMP sebagai Pokok Bahasan

I I.  Membina Kehidupan Berketuhanan Yang Mabka E
II.  Membina Persahabatan Antar Bangsa

lll. Menggalang Persatuan dan Kesatuan Bangsabsila
IV. Memupuk Semangat Proklamasi dan Nilai-nilai 45
V. Ujian dan Kesaktian Pancasila

VI. Kebangkitan Orde Baru

VIl. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

VIIl.Sistem Pemerintahan di Indonesia

IX. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

X. Mewujudkan Kemajuan yang Merata dan Kewajiban

Sosial

Il I.  Pengamalan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Il. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Asasi Manusia
Menurut UUD 1945

lll. Menggalang Persahabatan Antar Bangsa
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IV. Pengamalan Sila Persatuan Indonesia

V. Pengamalan Demokrasi Pancasila

VI. Pancasila Sebagai Sumber dari Segala SumbenrAluk

VII. Pengamalan Sila Keadilan Sosial bagi SelurakyRt
Indonesia

VIII. Teknologi dan Pembangunan

IX. Kelestarian Hidup Bangsa Indonesia

Sumber: Sofyan Aman, dkk. (1982). Pedoman Di#aWttodik Pendidikan Moral
Pancasila. Jakarta: PN Balai Pustaka. Halaman524-2

f. PKn dalam Kurikulum 1994
Menurut Kosasih  Djahiri  (1997:2), Pendidikan Pailaas dan
Kewarganegaraan (PPKn) Kurikulum 1994 adalah mésaumpa

"Wahana untuk mengembangkan dan melestarikanlaiar dan moral yang
berakar pada budaya bangsa Indonesia yang diharajd@at diwujudkan

dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-l&siwva, baik sebagai
individu maupun sebagai anggota masyarakat, waggaag dan makhluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Perilaku-perilaku ydimgaksud di atas
adalah perilaku seperti yang tercantum di dalanjefesan UU No. 2 Tahun
1989 Pasal 39 Ayat (2), yaitu perilaku yang memg@@saiman dan takwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakattgadig dari berbagai

golongan agama, perilaku yang bersifat kemanusyaag adil dan beradab,
perilaku yang mendukung persatuan bangsa dalamanzsy yang beraneka
ragam kepentingan, perilaku yang mendukung kerakyatyang

mengutamakan kepentingan bersama di atas kepemtpg@eorangan dan
golongan sehingga perbedaan pemikiran, pendapatipuat kepentingan
dapat di atasi melalui musyawarah dan mufakat,as@erilaku yang

mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosigl baluruh rakyat

Indonesia” (Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Di samping hal-hal di atas, Pendidikan PancasitaKewarganegaraan juga
dimaksudkan sebagai usaha untuk membekali siswagadernbudi pekerti,
pengetahuan, dan kemampuan dasar berkenaan denbanghn antara sesama

warganegara, serta antara warga negara dan negara.
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Lebih lanjut Kosasih Djahiri (1997: 4), menyatakaahwa fungsi PPKn
dalam Kurikukum 1994 adalah sebagai berikut:

"Pertama, melestarikan dan mengembangkan nilai moral Pamlcasitara
dinamis dan terbuka, yaitu bahwa nilai moral Paitecasmng dikembangkan
itu mampu menjawab tantangan perkembangan yanqdtergalam
masyarakat, tanpa kehilangan jati diri sebagai &&anindonesia yang
merdeka, bersatu, dan berdauk#dua mengembangkan dan membina siswa
menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadarikpohukum, dan
konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia ysrtandaskan Pancasila
dan UUD 1945.Ketiga, membina pemahaman dan kesadaran terhadap
hubungan antara sesama warga negara, antara wgagarman negara, dan
pendidikan pendahuluan bela negara agar mengetalami mampu
melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya aelvegrganegara.
Membekali siswa dengan sikap dan perilaku yang asendkan nilai-nilai
moral Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan sélaari (Kosasih
Djahiri, 1997: 4).

Selanjutnya tujuan PPKn dalam Kurikulum 1994 dirgkan sebagai berikut:

"Mengembangkan pengetahuan dan kemampuan memahamiehgahayati
nilai-nilai Pancasila dalam rangka pembentukanpsitan perilaku sebagai
pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yargnggungjawab, serta
memberi bekal kemampuan untuk mengikuti pendidikdn jenjang
pendidikan berikutnya yang lebih tingdsiswa diharapkan memiliki(1)
Kemampuan memperhitungkan berbagai kemungkinanakeadejadian dan
atau sikap perilaku berlandaskan kelayakan nilaiaingan norma Pancasila
dan UUD 1945,(2) Kemampuan menghayati dan menyadari perlunya nil
moral dan norma Pancasila dan UUD 1945 yang dgadikdasar
pertimbangan dari setiap kegiatan terhadap sesu@). Peningkatan
pengamalan sejumlah sikap, perilaku terpuji seesua dengan nilai moral
dan norma Pancasila dan UUD 1945”. (Kosasih Djah897: 4).

Menurut Samsuri (2010: 133), setelah dilakukan tifleasi terhadap topik-

topik materi PPKn dalam Kurikulum 1994, maka hagladalah sebagai berikut:
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Tabel 42

Materi PPKn Kurikulum 1994

1. Kerapihan 27. Tenggang rasa 53. Pengendalian dir

2. Kasih sayang 28. Ketekunan 54. Lapang dada

3. Kebanggaan 29. Kerjasama 55. Persatuan dariuasa

4. Ketertiban 30. Persamaan derajat 56. Kebijalksana

5. Tolong menolong 31. Musyawarah 57. Berjiwa besar

6. Kerukunan 32. Keikhlasan 58. Kepedulian

7. Keberanian 33. Pengabdian 59. Cinta tanah air

8. Kebersihan/kesehatan 34. Kecermatan 60. Hargglmaegai

9. Hidup hemat 35. Keserasian 61. Ketakwaan

10. Keadilan 36. Percaya diri 62. Bekerja keras

11. Ketaatan 37. Kebebasan 63. Kesadaran

12. Belas kasih 38. Saling menghormati 64. Kekdeaba

13. Kesetiaan 39. Kemanusiaan 65. Harga diri

14. Kepatuhan 40. Tanggung jawab 66. Martabat dagahdiri

15. Hormat menghormati 41. Kepentingan umum 67 ddEdan

16. Keyakinan 42. Keindahan 68. Kesanggupan

17. Berterus terang 43. Keingin-tahuan 69. Kesatuan

18. Kepuasan hati 44, Kesiap-siagaan 70. Pengaturan

19. Keimanan 45, Kejujuran 71. Toleransi

20. Kesederhanaan 46. Persamaan hak & 72. Patriotisme
Kewajiban

21. Rela berkorban 47. Keteguhan hati 73. Kesalaras

22. Kedisiplinan 48. Tata krama 74. Kewaspadaan

23. Kekeluargaan 49. Ketahanan 75. Keramah-tamahan

24. Menghargai 50. Kerajinan 76. Demokrasi Panaasil

25. Kemurahan hati 51. Ketulusan 77. Kecintaan

26. Gotong royong 52. Kepahlawanan 78. Kebulatkacte

Sumber: Boediono ( dalam Samsuri, 2010: 133).

PPKn berupaya membina keutuhan, kebulatan, damdambungan dalam
wujud pembinaan konsep nilai dan moral Pancasitangga terbentuk manusia
Indonesia seutuhnya yang serasi, selaras, dan aegntalam kehidupan pribadi,
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilaiyaitey dikembangkan didasarkan
atas nilai-nilai dasar Pancasila yang termuat ddbamir-butir P4, yang kemudian
dijabarkan lebih lanjut ke dalam nilai-nilai ingtnental yang dapat mempengaruhi

pola pikir dan sikap, yang mengiringi perkembanparilaku siswa. Nilai-nilai dasar
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yang dimaksud adalah keimanan dan ketakwaan, kesigamuyang adil dan beradab,
persatuan dan kesatuan, serta keadilan sosial.

Materi pelajaran PMP juga mengalami perubahan gedénjadi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini unsur Pi&adidKewarganegaraan mulai
dimasukkan. Materi PSPB yang dalam Kurikulum 198dnjadi mata pelajaran
tersendiri, juga resmi dihapuskan dan tidak ada Mgnteri Pendidikan Wardiman
Djajonegoro juga mengubah sistem semester mengdr gvulan, dan mengganti
sebutan SMP menjadi SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkattama) dengan alasan
dalam konsep Wajib Belajar Sembilan Tahun, SMP bukagian dari sekolah
menengah, tapi masuk dalam kategori pendidikanr d&s&ain mengubah nama SMP
menjadi SLTP, juga mengubah sebutan untuk jenigligi&san menengah menjadi
dua saja, yaitu SMU (Sekolah Menengah Umum) selfgggagganti SMA dan SMK
(Sekolah Menengah Kejuruan) untuk mengganti STM,E8M SMKK, SPMA,
SMIK, dan sebagainya.

Dibawah ini dilampirkan tabel susunan program pgargn Kurikulum 1994

dari SD-SMA.
Tabel 43
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SD 1994
No | MATA PELAJARAN KL I KL I KL I KLIV KLV KL
VI
1 | PPKn 2 2 2 2 2 2
2 | Pendidikan Agama 2 2 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 10 10 10 8 8 8
4 Matematika 10 10 10 8 8 8
5 | llmu Pengetahuan Alam - - 3 6 6 6
6 limu Pengetahuan Sosial 3 5 5 5
7 | Kerajinan dan Kesenian 2 2 2 2 2 2
8 Pendidikan Jasmani 2 2 2 2 2 2
9 | Bahasa Inggris - - - - - -
10 | Muatan Lokal 2 2 4 5 7 7
JUMLAH 30 30 38 40 42 42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 79). Darmaningtya004p Pendidikan yang memiskinkan.
Yogyakarta: Penerbit Galang Press.
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PPKn hanya mendapat alokasi waktu 2 jam setiapgnin@erdasarkan tabel
di atas, kita dapat melihat ketimpangan dalamibissr alokasi waktu untuk masing-

masing pelajaran.

Tabel 44

Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMP 1994
No | MATA PELAJARAN KL KL I KL 1l
1 | PPKn 2 2 2
2 | Pendidikan Agama 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 6 6 6
4 | Matematika 6 6 6
5 | llmu Pengetahuan Alam 6 6 6
6 limu Pengetahuan Sosial 6 6 6
7 | Kerajinan dan Kesenian 2 2 2
8 | Pendidikan Jasmani 2 2 2
9 | Bahasa Inggris 4 4 4
10 | Muatan Lokal 6 6 6

JUMLAH 42 42 42

Sumber (Darmaningtyas, 2004: 80). Darmaningtya004p Pendidikan yang memiskinkan.
Yogyakarta: Penerbit Galang Press.

Untuk SMP dan SMA, PPKn juga hanya mendapat alokaktu 2 jam setiap
minggu. Di tingkat SMP dan SMA mata pelajaran yangmperoleh jam cukup
banyak adalah mata pelajaran keilmuan, seperti ikika, IPA, dan IPS.

Sedangkan Pendidikan Agama, dan PPKn masing-mhbsimga 2 jam pelajaran per

minggu.
Tabel 45
Susunan Program Pengajaran pada Kurikulum SMA 1994
Kelas | dan Kelas I
No | MATA PELAJARAN KL | KL Il
1 PPKn 2 2
2 Pendidikan Agama 2 2
3 | Bahasa Indonesia 6 6
4 | Matematika 6 6
5 llImu Pengetahuan Alam 6 6
6 | llmu Pengetahuan Sosial 6 6
7 | Kerajinan dan Kesenian 2 2
8 | Pendidikan Jasmani 2 2
9 | Bahasa Inggris 4 4
10 | Muatan Lokal 6 6
JUMLAH 42 42

Sumber: Darmaningtyas, 2004: 80.
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Menurut Muchson belum ada perubahan yang signiféd@ara Kurikulum 1994

dengan Suplemen GBPP 1999 PPKn:

Materi PPKn dalam Kurikulum 1994 maupun Suplem@&%P8 1999 Pendidikan
Kewarganegaraan, masih nampak sebagai pelajadapékerti, jika dilihat dari
topik-topik pokok bahasannya. Konsep keilmuan yaegdak dibangun dari
PPKn sebagai Pendidikan Kewarganegaraan menjadt téanpak. (wawancara,
15 Desember 2010).

Tabel 46

Konsep Nilai, Moral, dan Norma Pancasila dalam GBPRn SMA

dan Pola Penyebaran serta Acuan Pengembangannya

Sila-Sila Pokok Bahasan Kelas|| Pokok Bahasan Kelas Il Pokok Bahasan Kelas |
Pancasila
Sila kesatu 1. Toleransi 4. Ketagwaan 7. Kerukunan
2. Kerukunan 5. Saling menghormati 8. Nilai luhur
3. Keselarasan 6. Kerjasama 9. Keyakinan
Sila Kedua 10. Menghargai 13. Keramah tamahan g#&dKan dan
kebenaran
11. Persamaan 14. Keserasian hidup 17. Kecintaan
derajat dan
martabat
12. Kasih sayang 15. Martabat dan harga 18. Tenggang rasa
Diri
Sila Ketiga 19. Cinta tanah air 22. Kesatuan 25hdtggaan
20. Patriotisme 23. Kesetiaan 26. Kebulatan tekad
21. Kewaspadaan 24. Kesatuan dan 27. Kesetiaan
Persatuan
Sila Keempat | 28. Kebijaksanaan 31. Keikhlasan dan 34. Ketaatan
Kejujuran
29. Musyawarah 32. Tanggung jawab 35. Keikhlasan
30. Ketertiban 33. Nilai lebih 36. Pengendalian diri
demokrasi Pancasila
Sila Kelima 37. Pengabdian 40. Kedisiplinan 43. dlean sosial
38. Kegotong 41. Kesederhanaan 44. Bekerja sama
Royongan
39. Kepentingan 42. Kecermatan dan 45, Tolong
Umum hidup hemat Menolong

Sumber: Kosasih Djahiri dan A. Azis Wahab. (19%8sar dan Konsep Pendidikan Moral. Jakarta:

Depdikbud. Ditjen Dikti Proyek Pendidikan Tenagaademik, halaman 85.
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Akibat

dari

model

Pendidikan Kewarganegaraan yang@nanjolkan

kepentingan rezim ialah mata pelajaran PMP atau nPRtenjadi sangat tidak

menarik, fomalistik, proses pembelajaran tidak la&nyelahirkan kemampuan siswa

untuk berpikir kritis terhadap sistem politik permnéathnya.

f. Dinamika PKn Orde Baru

Sekolah pada Era Orde Baru:

Tabel 47

Perubahan Posisi Pendidikan Kewarganegaraan digeko
pada Era Orde Baru

Berikut ini adalah tabel dinamika posisi Pendidikdawarganegaraan di

Kuri- Sekolah Kelompok Mata Pelajaran
Kulum
1968 SMA Kelas | Dasar K ewarganegaraan, Bahasa dan Kesusasteraan
Il dan 1l Indonesia, Sejarah Indonesia, llImu Bumi
(jurusan Indonesia, Pendidikan Agama/Budi Pekerti,
Budaya) Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesehatar
Khusus Bahasa dan Kesusasteraan Indonesiaalsejar
IImu Bumi, Antropologi Budaya, Bahasa Kawi,
Bahasa Inggris, Ekonomi dan Koperasi
Penyerta Prakarya
Krida Krida
1968 SD Pembinaan Jiwa Pendidikan AgamaRendidikan K ewargaan
Pancasila Negara, Pendidikan Bahasa Indonesia (1), Baha
Daerah, Pendidikan Olah Raga
Pembinaan Berhitung, llmu Pengetahuan Alam, Pendidikan
Pengetahuan Dasar | Kesenian, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Pendidikan Khusus (Agraria, Teknik, dan
Kecakapan Khusus | Ketatalaksanaan/Jasa)
1968 Rencana Pembinaan Jiwa Pendidikan AgamaRendidikan K ewargaan
Pendidikan | Pancasila Negar a, Pendidikan Bahasa Indonesia (1),
SMP Pendidikan Olah Raga
Pembinaan Bahasa Indonesia (ll), Bahasa Daerah, Bahasal
Pengetahuan Dasar | Inggris, lImu Aljabar, lImu Ukur, lImu Alam, [Imu
Hayat, Ilmu Bumi, Sejarah, Menggambar
Pembinaan Administrasi, Kesenian, Prakarya, Pendidikan
Kecakapan Khusus | Kesejahteraan Keluarga
1975 SMA Pembinaan Jiwa Pendidikan AgamaRendidikan K ewar gaan

Pancasila Negar a, Bahasa Indonesia (I), Pendidikan Olah
Raga
Pembinaan Sejarah, Geografi, llmu Pasti, Fisika, Kimia,

Pengetahuan Dasar

Biologi, Ekonomi dan Koperasi, Menggambar,
Bahasa Inggris

Pembinaan

Pendidikan Kesejahteraan KeluargaaBak
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Kecakapan Khusus

Pilihan: Kesenian, Bahasa, Ketglamdan lain-
lain

1975 SD/MI Pembinaan Jiwa Pendidikan Agam&?M P, Bahasa Indonesia,
Pancasila Bahasa Daerah, Pendidikan Olah Raga
Pembinaan Berhitung, IPA, Pendidikan Kesenian, Pendidikan
Pengetahuan Dasar | Kesejahteraan Keluarga
Pembinaan Pendidikan Kejuruan (Agraria, Teknik, dan
Kecakapan Khusus | Ketatalaksanaan/Jasa)
1975 SMP/MTs Pendidikan Umum Pendidikan AgaRid,P, Olah Raga/Kesehatan,
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPS,
Akademis Matematika, IPA
Pendidikan Ketramp,| Pilihan Pra-Vokasional, RililPenunjang
1984 SMA/MA Pendidikan Umum Pendidikan Agar®d] P, Olah Raga/Kesehatan,
Pendidikan Kesenian
Pendidikan Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris
Akademis IPA, IPS
Pendidikan Pendidikan Keterampilan
Keterampilan
1984 SD/MI Pendidikan Umum Pendidikan AgarRi P, PSPB, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Kesenian
Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, IPS,
Akademis Matematika, IPA
Pendidikan Ketramp. Pendidikan Keterampilan
1984 SMP/MTs Pendidikan Umum Pendidikan AgaRM P, PSPB, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Kesenian
Pendidikan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Bahasa
Akademis Inggris, IPS, Matematika, IPA, Biologi, Fisika
Pendidikan Ketramp| Pendidikan Keterampilan
1994 SMA/MA Program Inti Pendidikan AgamBM P, PSPB, Bahasa dan
Jurusan Al Sastra Indonesia, Sejarah Nasional Indonesia dan
atau Fisika) Sejarah Dunia, Ekonomi, Geografi, Pendidikan
Jasmani, Pendidikan Seni, Pendidikan
Keterampilan, Matematika, Biologi, Fisika, Kimia,
Bahasa Inggris
Program Pilihan Metematika, Biologi, Fisika, KemBhs. Inggris
1994 SD dan Pendidikan Pancasila dan K ewar ganegar aan,
SLTP  (MI Pendidikan Agama, Bahasa Indonesia,
dan MTs) Matematika, IPA, IPS, Kerajinan Tangan dan
Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,
Bahasa Inggris dan Muatan Lokal
SMA/MA Umum Pendidikan Pancasila dan K ewar ganegar aan,
Pendidikan Agama, Bahasa dan Sastra Indonesia,
Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Bahasa
Inggris, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan,
Matematika, IPA: Fisika, Kimia, Biologi. IPS:
Ekonomi, Sosiologi, Geografi, dan Seni
Khusus: Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Inggris,
Program Bahasa Bahasa Asing lain, Sejarah Budaya
Program IPA Fisika, Biologi, Kimia, Matematika
Program IPS Ekonomi, Sosiolo@iata Negara, Antropologi

Diolah dari berbagai sumber Kurikulum 1952 sampaigan Kurikulum 1994
(Abd. Rachman Assegaf, 2005: 154-160).
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahvpeertama pengelompokan mata
pelajaran berubah-ubah pada tiap kurikulum yangrtikukan. Pada era Orde Baru
setelah PKI dibubarkan, pendidikan diarahkan kega®laurnian Pancasila, maka
mata pelajarannya pun dirubah berdasarkan pengelanp pembinaan jiwa
Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembikecakapan khusus.
Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran neasth therlanjut pada kurikulum
1975, pada saat dimana status madrasah sejajaarderegolah. Pada kurikulum ini
mata pelajaran dikelompokkan dalam tiga bagiandiggkan umum, pendidikan
akademis, dan pendidikan keterampilan, dan hal herlaku sampai dengan
Kurikulum 1984 untuk SD/MI dan SMP/MTs. Akan tetagli SMA/MA mata
pelajarannya dikelompokkan dalam bagian prograndam program pilihan dengan
pola penjurusan Al, A2, A3, A4, dan A5. Perubahelargutnya dilakukan lagi pada
kurikulum 1994, dimana pengelompokan mata pelajdidasarkan pada dua bagian,
umum dan khusus, sementara pola penjurusan di SMUKeimbali mengikuti

Kurikulum 1975, yakni Bahasa, IPA, dan IPS.

g. Makna PKn OrdeBaru

Makna Pendidikan Kewarganegaraan pada era Ordedslah membentuk
manusia Indonesia seutuhnya, manusia pembangunanusia yang berjiwa
Pancasila dan UUD 1945. Ekonomi Indonesia padaQmde Baru mengalami
pertumbuhan yang cukup tinggi, ditunjang oleh $taki nasional yang mantap.
Trilogi pembangunan dicanangkan, yakni pertumbulekonomi, pemerataan

pembangunan, dan stabilitas nasional. Namun sagalagn implementasinya aspek
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pemerataan agak terabaikan. Dampaknya ekonomi turpbsat, stabilitas mantap,
tapi kesenjangan untuk menikmati hasil pembangtegadi, ditambah korupsi juga
merajalela.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Baru rkiemisi untuk
mendukung penguatan negara. Adapun misinya adat@mbentuk warga negara
yang baik dengan cirpatuh kepada rezim, pendukung setia status quust&hsi
materi didominasi oleh nilai-nilai moral P-4 sebatafsiran tunggal rezim. Strategi
pembelajarannya menggunakan motode indoktrinasi leegemoni. Memiliki ciri-
ciri kurang jelas akar keilmuannya, ada intervemezim untuk menitipkan
kepentingannya, cenderung mengikuti kepentingammierampak jelas adanya
indoktrinasi, ada kesenjangan antara yang diajardeangan yang terjadi di
masyarakat.

3. Makna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Era
Reformasi

Reformasi bertujuan untuk membangun masyarakat mnadaasyarakat
Indonesia yang demokratis dan religius, yang tidakiter dan hegemonik. Orde
Lama dan Orde Baru telah memberi pelajaran yanigabga bagi bangsa Indonesia
untuk tidak lagi mengulangi pemerintahan yang itgordan hegemonik bagi
rakyatnya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki f#donsi yang cukup besar
dalam membentuk masyarakat madani yang demok&sisng dengan hal itu, maka
kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan harus diskanailengan era yang sedang

berubah, yakni era reformasi.
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a. PKn dalam Kurikulum Suplemen 1999

Reformasi tahun 1998 membawa dampak bagi Pendidiksvarganegaraan
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Mehikmaim Pawiroputro GBPP
PPKn 1994 sudah dilaksanakan hampir 5 tahun, matka girevisi.

Pada era Reformasi, GBPP PPKn 1994 banyak menkididatdan komentar

yang dilontarkan oleh para ahli, praktisi, dan naaalat. Oleh karena itu

perlu dilakukan penyempurnaan terhadap GBPP PPK894 ltersebut.

Penyempurnaan GBPP PPKn dilakukan dengan maksudk:unfl)

meningkatkan efektifitas dan kualitas pembelajadan (2) meningkatkan

hasil belajar siswa. (wawancara, 20 Desember 2010).

Perwujudan dari prinsip itu di dalam GBPP ditankzakdalam pemunculan
butir-butir dalam ungkapan yang sama atau serupad#&aan ini kelihatannya belum
sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana kurikulutapéngan. Selain itu juga
ternyata pembahasan materi tersebut dalam bukyapeiabelum mencerminkan
artikulasi materi yang sesungguhnya. Dampaknya Ipataksanaan di lapangan
ternyata banyak para guru yang merasakan adanyditkesdalam melaksanakan
proses pembelajaran.

Untuk mengkaji seberapa jauh GBPP PPKn mengandwmsalah-masalah
yang berkenaan dengan pengorganisasian isi danalpemgn belajar. Badan
Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebawayekerja sama dengan
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengamgadakan serangkaian
kegiatan untuk mengkaji GBPP PPKn. Kegiatan iniibbagkan para ahli Mata
Pelajaran PPKn, pengembang kurikulum, dan guru-Béin.

Menurut Ekram Pawiroputro pengkajian GBPP dilakukalengan

menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:
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“(1) Menelaah hasil pengkajian kurikulum pendidikdasar dan menengah
sebagai dasar untuk melihat permasalahan dalanndokwan pelaksanaan
kurikulum PPKn. (2) Mengkaji GBPP PPKn dalam rangkarumuskan

perbaikan GBPP dengan menggunakan format supleredraipan GBPP

yang didalamnya memuat hasil pengkajian. (3) Merabalsulan perbaikan
GBPP tersebut dengan cara mendiskusikan masingrnasrbaikan guna
mendapatkan kesepakatan mengenai isi suplemen GBRRebut. (4)

Memfinalisasi usulan suplemen penyempurnaan/penj@asuGBPP PPKn

untuk masing-masing jenjang persekolahan”, (wawac20 Desember
2010).

Lebih lanjut menurut Ekram Pawiroputro, dari kegrajpengkajian tersebut
diperoleh GBPP PPKn yang disempurnakan sebagdiberi
(1) Untuk pokok bahasan yang mirip atau sama dglkirbdengan cara
menggabungkan pokok bahasan tersebut beserta mat@ninya pada kelas
yang lebih tinggi atau yang rendah. (2) Untuk polaghasan yang tidak
relevan dengan perkembangan jaman ditunda pelaksaya sampai dengan
adanya keputusan lebih lanjut dari Departemen déaai dan Kebudayaan.
Menyadari begitu cepatnya perkembangan masyarakaatd pihak sifat
GBPP serta Buku Teks yang cenderung lambat berubamungkinkan
terjadinya kesenjangan antara apa yang tertulend&@BPP atau Buku Teks
dengan tuntutan perubahan dalam masyarakat. Untekjaga agar
pembelajaran PPKn menarik dan menantang perlu kdipatkan materi-
materi dan proses pembelajaran yang berdimensiikathu kontroversial
sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dsam berpikir
kritis”, (wawancara, 20 Desember 2010).
Dengan berkurangnya beberapa pokok bahasan padavealan dan kelas-kelas
tertentu maka PPKn tidak lagi hanya diajarkan (enbafalan/kognitif) tetapi
dikerjakan (pembiasaan). Oleh karena itu guru pdskrupaya membangun
lingkungan dan iklim belajar yang demokratis sebaganiatur kehidupan
masyarakat demokratis sehingga memungkinkan konsepsip, dan nilai-nilai
demokrasi dapat dipelajari, dicerna, dan dilaksana#talam kehidupan sehari-hari
siswa. Untuk mendukung pembelajaran PPKn digunakaka ragam sumber belajar

yang memungkinkan guru dan siswa dapat memilihradagis dan menggunakan
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secara kreatif sumber informasi yang relevan. Pairegk GBPP PPKn menghasilkan

kesepakatan sebagai berikut:

Tabel 48

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaanad&&Kn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas |

KELAS/ PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
I/1 1. Toleransi Tetap diajarkan
2. Menghargai Tetap diajarkan
3. Cinta tanah air Tetap diajarkan
4. Kebijaksanaan Tidak diajarkan Ditunda sampai dengan
adanya rujukan.
5. Pengabdian Tetap diajarkan
112 1. Kerukunan Tidak diajarkan Digabung dengan kelas II/1
2. Persamaan derajat Tetap diajarkan
3. Patriotisme Tetap diajarkan Ditunda sampai dengan
4. Musyawarah Tidak diajarkan adanya rujukan.
5. Gotong royong Tetap diajarkan
1/3 1. Keselarasan Tetap diajarkan
2. Kasih sayang Tidak diajarkan Materi tidak cocok untuk
siswa SMU
3. Kewaspadaan Tidak diagjarkan Ditunda samapai dengan
adanya rujukan.
4. Ketertiban Tetap diajarkan
5. Kepentingan umum Tidak diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di SMélas | yaitu:
Kebijaksanaan, Kerukunan, Musyawarah, Kasih Saydag,Kewaspadaan. Kelima
pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam KiutkuSuplemen 1999 dengan

alasan materi sudah tidak cocok lagi, serta ditwwadapai adanya rujukan.
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Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)

Tabel 49

Satuan Pendidikan SMU Kelas Il

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM 1994 STATUS KETERANGAN
CAWU
/1 1. Ketagwaan Tetap diajarkan
2. Keramah-tamahan Tetap diajarkan
3. Kesatuan Tetap diajarkan
4. Keikhlasan Tetap diajarkan
5. Kedisiplinan Tetap diajarkan
/2 1. Saling menghormati Tetap diajarkan
2. Keserasian Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Tanggung jawab Tetap diajarkan
5. Kesederhanaan Tetap diajarkan
/3 1. Kerjasama Tetap diajarkan
2. Martabat dan harga Tetap diajarkan
diri

3. Persatuan dan kesatuan | Tidak diajarkan Ditunda sampai

adanya rujukan.

4. Demokrasi Pancasila Tidak diajarkan Ditunda sampai

adanya rujukan.

5. Kecermatan dan hidup Tidak diajarkan Ditunda sampai

Hemat adanya rujukan.

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di Ské@kas Il yaitu: Persatuan
dan Kesatuan, Demokrasi Pancasila, Kecermatan ddupHHemat. Ketiga pokok
bahasan tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulumpl&uen 1999 dengan alasan

ditunda sampai adanya rujukan.
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Tabel 50

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SMU Kelas 11l

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Kerukunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/2 d
/2.
2. Keadilan dan Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukar
kebenaran

3. Kebanggaan Tetap diajarkan
4. Ketaatan Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan

/2 1. Kerukunan Tidak diajarkan Digabung dengan kelas I11/1
2. Kecintaan Tetap diajarkan
3. Kebulatan tekad | Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukar
4. Keikhlasan Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan
5. Bekerjasa Tetap diajarkan

/3 1. Keyakinan Tetap diajarkan
2. Tenggang rasa Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan Dipindah ke kelas Il1/2
4. Pengendalian diri | Tetap diajarkan
5. Tolong menolong | Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdikbud

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di Skékas Il yaitu:

Keadilan dan Kebenaran, Kerukunan, Kebulatan Tellad, Keikhlasan. Keempat

pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dalam KiutkuSuplemen 1999 dengan

alasan ada yang digabung dengan kelas Ill dan adg glitunda sampai adanya

rujukan.
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Tabel 51
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas |

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
I/1 1. Ketagwaan Tetap diajarkan
2. Persamaan derajat Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1/3
3. Cinta tanah air Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/2
4. Musyawarah Tidak digjarkan Ditunda samapi adanya rujukan.
5. Bekerja keras
Tetap diajarkan
6. Pengabdian
1/2 1. Tenggang rasa Tetap diajarkan
2. Kesadaran Tidak diajarkan Digabung dengan kelas 11/1
3. Cinta tanah air Tidak diajarkan Digabung dengan kelas 1/1
4. Musyawarah Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan.
5. Gotong royong Tetap diajarkan
1/3 1. Keyakinan Tidak diajarkan Digabung dengan kelas 111/1
2. Persamaan derajad Tetap diajarkan
3.Persatuan dan Tetap diajarkan
kesatuan Tetap diajarkan
4. Rela berkorban Tidak diajarkan Digabung dengan kelas 111/1
5. Keadilan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada tujuh pokok bahasan yang tidak diajarkan di BlLRelas | yaitu:
Persamaan Derajat, Musyawarah, Kesadaran, CintaahTakir, Musyawarah,
Keyakinan, dan Rela Berkorban. Ketujuh pokok bahasasebut tidak diajarkan
dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan adg geyabung dengan kelas I,

I, dan Ill, serta ada yang ditunda sampai adanoysan.
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Tabel 52

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas Il

[

)

KELAS/ | PB/SPB KURIKULUM 1994 STATUS KETERANGAN
CAWU
/1 1. Keyakinan Tetap diajarkan
2. Kesadaran Tetap diajarkan
3.Persatuan dan kesatuan Tetap diajarkan
4. Musyawarah Tetap diajarkan
/2 1. Kerja sama Tetap diajarkan
2. Kekerabatan Tetap diajarkan
3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Tanggung Jawab Tidak digjarkan | Ditunda sampai adany
rujukan.
5. Kesederhanaan Tetap diajarkan | Digabung dengan kelg
/1
/3 1. Kebersihan Tetap diajarkan

2.Saling menghargai
3. Rela berkorban

4. Kedisiplinan

5. Pengendalian diri

Tetap diajarkan
Tetap diajarkan
Tetap diajarkan
Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada satu pokok bahasan yang tidak diajarkan di SIKERs Il yaitu:

Tanggung Jawab. Satu pokok bahasan tersebut tidgkricin dalam Kurikulum

Suplemen 1999, dengan alasan ditunda sampai adgoian.
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Tabel 53
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SLTP Kelas I

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Ketaatan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas I11/2
2. Kepedulian Tetap diajarkan
3. Kesadaran Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/3
/2 1. Kerukunan Tetap diajarkan
2. Persamaan derajatTidak diajarkan Digabung dengan kelas I11/1
3. Kedaulatan Tetap diajarkan
4. Kesadaran Tetap diajarkan
5. Kesanggupan Tetap diajarkan
/3 1. Ketaatan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas I11/1
2. Kesadaran Tidak diajarkan Digabung dengan kelas 11/1
3. Kesatuan Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan.
4. Pengaturan Tetap diajarkan
5. Hormat Tetap diajarkan
menghormati

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di FSKElas Il yaitu:
Persamaan Derajat, Ketaatan, Kesadaran, Kesateamgat pokok bahasan tersebut
tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengksan ada yang digabung

dengan kelas Il, dan Ill, serta ada yang ditundapsé adanya rujukan.
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Tabel 54

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas |

KELAS/C PB/SPB STATUS KETERANGAN
AWU KURIKULUM 1994

I/1 1. Kerapihan Tetap diajarkan
2. Kasih sayang Tidak diajarkan Digabung dengan kelas II/1
3. Kebanggaan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11I/1

dan V/2

4. Ketertiban Tetap diajarkan Digabung dengan kelas V/3
5. Tolong menolong | Tidak diajarkan Ditunda sampai adanya rujukan.

1/2 1. Kerukunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas VI/3
2. Keberanian Tetap diajarkan
3. Kebersihan Tetap diajarkan
4. Hidup hemat Tetap diajarkan
5. Keadilan Tetap diajarkan

1/3 1. Ketaatan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas V/1
2. Belas kasih Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/3
3. Kesetiaan Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5.Hormatmenghormat| Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan dikBRs | yaitu: Kasih
Sayang, Tolong Menolong, Kerukunan, dan Ketaateempat pokok bahasan
tersebut tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplem®99 dengan alasan ada yang

digabung dengan kelas Il, V, dan VI, serta ada yhnugpda sampai adanya rujukan.
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Tabel 55

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas I

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Keyakinan Tidak diajarkan | Digabung dengan Kelas III/1
2. Kasih sayang Tetap diajarkan | Penggabungan dari kelas 1/1
3. Berterus terang Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas 111/2
4. Kepuasan hati Tetap diajarkan
5. Ketertiban Tetap diajarkan
/2 1. Keimanan Tetap diajarkan
2. Kesederhanaan Tetap diajarkan
3. Rela berkorban Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas 111/1
4. Kedisiplinan Tetap diajarkan
5. Kekeluargaan Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas 111/2
/3 1. Menghargai Tetap diajarkan
2. Kemurahan hati Tetap diajarkan
3. Kerukunan Tetap diajarkan
4. Kepatuhan Tetap diajarkan
5. Gotong royong Tidak diajarkan | Digabung dengan kelas 1/3
6. Kerjasama Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada lima pokok bahasan yang tidak diajarkan di S&lak Il yaitu:
Keyakinan, Berterus Terang, Rela Berkorban, Kekghen, dan Gotong Royong.
Kelima pokok bahasan tersebut tidak diajarkan dakamkulum Suplemen 1999

dengan alasan ada yang digabung dengan kelas lll.
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Tabel 56

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas 11l

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
/1 1. Keyakinan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas I1/1]
2. Tenggang rasa Tidak diajarkan Digabung dengan kelas IV/1
3. Rela berkorban Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/2
4. Ketertiban Tidak diajarkan Digabung dengan kelas I/1
5. Ketekunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1V
dan VI/1
/2 1. Kerja sama Tetap diajarkan
2. Persamaan derajat| Tetap diajarkan
3. Berterus terang Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/
4. Musyawarah Tidak digjarkan Ditunda sampai adanya
rujukan.
5. Kekeluargaan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 11/2
/3 1. Tenggang rasa Tidak diajarkan Digabung dengan kelas V/2
2. Keikhlasan Tetap diajarkan
3. Keberanian Tetap diajarkan
4. Pengabdian Tetap diajarkan
5. Kecermatan Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di 8@l yaitu: Tenggang
Rasa, Ketertiban, dan Musyawarah. Ketiga pokolabaih tersebut tidak diajarkan
dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan adg gayabung dengan kelas I,

dan 1V, serta ada yang ditunda sampai adanya mijuka
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Tabel 57
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas IV

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
v/l 1. Keserasian Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas VI/2
2. Tenggang rasa Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas Ill/1 dan
V12
3. Percaya diri Tetap diajarkan
4. Kebebasan Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas V/1
5. Kedisiplinan Tetap diajarkan
IvV/2 1. Saling menghormat| Tetap diajarkan
2. Kemanusiaan Tetap diajarkan
3. Kepuasan hati Tetap diajarkan
4. Tanggung jawab Tetap diajarkan
5. Kepentingan umum| Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas VI/
VI3 1. Keindahan Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas VI/1
2. Keinginan Tetap diajarkan
3. Kesiapsiagaan Tetap diajarkan
4. Kejujuran Tetap diajarkan
5. Ketekunan Tidak digjarkan | Digabung dengan kelas 111/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada empat pokok bahasan yang tidak diajarkan di Kelas IV vyaitu:
Keserasian, Kebebasan, Keindahan dan Ketekunampéteokok bahasan tersebut
tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengksan ada yang digabung

dengan kelas Ill, V, dan VI.

305



Tabel 58
Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas V

KELAS/ PB/SPB STATUS KETERANGAN
CAWU KURIKULUM 1994
Vi1 1. Ketaatan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/3
2. Persamaan hak dan Tetap diajarkan
kewajiban
3. Keteguhan hati Tetap diajarkan
4. Kebebasan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas IV/1L
5. Tata krama Tetap diajarkan
V/2 1. Tenggang rasa Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1lI/1
2. Percaya diri Tetap diajarkan
3. Ketahanan Tetap diajarkan
4. Ketertiban Tidak digjarkan Digabung dengan kelas 1/1
5. Kerajinan Tetap diajarkan
VI3 1. Kebersihan Tetap diajarkan
2. Ketulusan Tetap diajarkan
3. Kepahlawanan Tetap diajarkan
4. Pengendalian diri | Tidak diajarkan Digabung dengan kelas VI/2
5. Tolong menolong | Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 1/1

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999. Jakarta: Depdlikbu

Ada dua pokok bahasan yang tidak diajarkan di SBské yaitu: Ketertiban,
dan Pengendalian Diri. Kedua pokok bahasan tersédak diajarkan dalam

Kurikulum Suplemen 1999 dengan alasan ada yandpdigadengan kelas |, dan VI.
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Tabel 59

Mata Pelajaran Pedidikan Pancasila dan Kewargaaad&®Kn)
Satuan Pendidikan SD Kelas VI

KELAS/ PB/SPB KURIKULUM STATUS KETERANGAN
CAWU 1994
Vi/1 1. Keindahan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
VI3
2. Lapang dada Tetap diajarkan
3. Persatuan dan kesatuan Tetap diajarkan
4. Kebijaksanaan Tetap diajarkan
5. Ketekunan Tidak digjarkan Digabung dengan kelas IV/R
VI/2 1. Keserasihan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
Iv/1
2. Tenggang rasa Tidak diajarkan Digabung dengan kelas IV/R
3. Berjiwa besar Tetap diajarkan
4. Pengendalian diri Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas
VI3
5. Pengabdian Tetap diajarkan
VI3 1. Kerukunan Tetap diajarkan Penggabungan dari kelas 12
2. Kepedulian Tetap diajarkan
3. Cinta Tanah Air Tetap diajarkan
4. Tanggung jawab Tidak diajarkan Digabung dengan kelas IV/R

5. Harga menghargai

Tetap diajarkan

Sumber: GBPP PPKn Suplemen 1999.

Ada tiga pokok bahasan yang tidak diajarkan di S&ak VI vyaitu:
Ketekunan, Tenggang Rasa, dan Tanggung Jawab.aKptigok bahasan tersebut

tidak diajarkan dalam Kurikulum Suplemen 1999 dengksan ada yang digabung

dengan kelas IV.

b. PKn dalam KBK 2004

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 19&8yebabkan isi dan
visi PKn perlu disesuaikan dengan semangat reformdealnya Pendidikan
Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara yakgbharusnya bebas dari

kepentingan politik yang sedang berlangsung. Derlgda lain, bagaimana upaya
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yang harus dilakukan agar kebijakan Pendidikan Kgarsegaraan tidak tergantung
kepada setiap perubahan politik rezim, tetapi mesdtan diri pada politik negara.
Dengan demikian, siapapun yang memerintah atauuap@pogram pemerintah,
idealnya substansi kajian Pendidikan Kewarganegdardak semata-mata mengikuti
perubahan haluan politik yang ada.

Center for Indonesian Civic EducatiofCICED) pada akhir tahun 1999
melakukan survey nasional untuk menggali pendapst khlangan pengajar PKn
untuk menginventarisir arah perubahan PKn. Hasitvesu nasional CICED
menginventarisir pengetahuan, sikap, dan keteramp/ang dikembangkan dalam
Civic Educatioradalah yang mengandung konsistensi dengan hakhilh

(1) Principle of democracy; (2) Comprehend of staenstitution; (3)

Citizen’s right and responsibility; (4) State’s eulof law; (5) Good

government; (6) Citizenship; (7) People sovereigni8) Free and fair

tribune; (9) Equality and equity; (10) Justice; {1Human rights; (12)

Civilization; (13) Cultural difference; (14) Demaic process; (15)

Citizenship activities; (16) Nation identity; (1Tivil society; (18) Free

market economy; (19) Political process; (20) Sepiara distribution of

power(CICED, 1999: 12).

Sebelum diperkenalkannya mata pelajaran Pendidkavarganegaraan pada
KBK 2004, mata pelajaran Pendidikan Moral Pancg$tlélP) ataupun Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) didominasi wiateri nilai-nilai moral
Pancasila.Lebih lanjut menurut Samsuri, orientagiak dan tujuan PMP maupun
PPKn lebih mirip sebagai pendidikan budi pekertiridpada Pendidikan
Kewarganegaraan yang sesungguhnya.

Pendidikan Kewarganegaraan sering diidentikkan aengendidikan budi

pekerti. Padahal semestinya kompetensi yang dikamaplari Pendidikan

Kewarganegaraan adalah membentuk warga negarabgak¢good citizen)
yakni sebagai warga negara demokratis yang benggggawab dan
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berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik negg@ Pendidikan
Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Bdrunyk hanya
direduksi menjadi pelajaran untuk menghafalkani-milai moral, bagaimana
harus berbuat baik, dan tidak berbuat buruk”. (8am2010: 6).

Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi berdaB# 2004 ternyata
juga menuai kritikan. Adapun kritik itu antara laebagai berikut:

Oleh banyak kalangan Pendidikan Kewarganegaraadiniai sangat kering
dengan muatan nilai moral, khususnya nilai moratcBaila, namun sarat
dengan kajian konsep-konsep politik dan hukum. $¢sne itu, pembelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di lembaga pendidikamafio cenderung
tercerabut dari akar konteks kehidupan siswa selve@a@a negara. Fungsi
Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Orde Bajebakrsebagai alat
kepentingan rezim, pengagungan harmoni (selaraasiselan seimbang),
dengan menolak pengakuan terhadap perbedaan dbik.K¢atika reformasi

politik dan hukum nasional bergulir, paradigma Reikdn Kewarganegaraan
yang masih bercorak hegemonik cenderung menja@ik tichanarik dan
termarjinalkan (Samsuri, 2010: 6).

c. PKn dalam KTSP 2006

Secara substansial standar kompetensi dan kompedasar Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) dalam Kurikulum Tingkat Satpendidikan (KTSP 2006)
tidak berbeda dengan isi dari PKn menurut KBK 20ASP PKn disusun berdasar
Standar Isi (SK-KD) PKn sebagai standar minimalgybisa dikembangkan lagi oleh
tiap satuan pendidikan.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No. 22 tah06 &htang Standar Isi

disebutkan bahwa:

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakaa pelajaran yang
memfokuskan pada pembentukan warganegara yang raemaan mampu
melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadiganegara
Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakteg ydiamanatkan oleh
Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan rumusan dalakam&sirikulum 2004
menyatakan bahwa Kewarganegarg@@itizenship)merupakan mata pelajaran
yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beratmmsegi agama,
sosio-kultural, bahasa, usia, dan suku bangsa umiekjadi warganegara
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Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakteg ydiamanatkan oleh

Pancasila dan UUD 1945. (Permendiknas No. 22 ta006 tentang Standar

Isi).

Tujuan pendidikan Kewarganegaraan adalah agarrtpedsedik memiliki
kemampuan sebagai berikut: (1) Berpikir secaraskriasional, dan kreatif dalam
menanggapi isu kewarganegaraan. (2) Berpartisipascara aktif dan
bertanggungjawab, dan bertindak secara cerdas dékgratan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi. €8kelfhbang secara positif dan
demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakitasyarakat Indonesia agar
dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa laidnyBerinteraksi dengan bangsa-
bangsa lain dalam percaturan dunia secara langatawg tidak langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan persekolahawada ini dapat
disimpulkan dari bagian pendahuluan pada naskand8&talsi mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan, sebagai berikut:

(1) Sebagai pendidikan wawasan kebangsaan, yangapkan peserta didik

agar memiliki pemahaman yang mendalam dan komityaey kuat serta

konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangda&m kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang &aasPancasila dan

UUD 1945. (2) Sebagai pendidikan demokrasi, yangidsha menyiapkan

peserta didik agar memiliki dan mampu menjalankak-tak sebagai warga

negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrdalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (3) Barusanyiapkan peserta
didik agar menjadi warga negara yang memiliki kesad bela negara,
penghargaan terhadap hak asasi manusia, kemajerbak@gsa, pelestarian
lingkungan hidup, tanggungjawab sosial, ketaatadaphukum, ketaatan
membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti larilusi, dan nepotisme.
(Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang Standar Isi

Adapun ruang lingkup materi mata pelajaran PendidiKewarganegaraan

dalam KTSP 2006 meliputi aspek-aspek sebagai deriku
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(1) Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: Hidkn dalam perbedaan;
Cinta lingkungan; Kebanggaan sebagai bangsa IndgnRartisipasi dalam
pembelaan negara; Sikap positif terhadap Negaraatas Republik

Indonesia; Keterbukaan dan jaminan keadilan. (2yméo hukum, dan

peraturan meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarata tertib sekolah;
Norma yang berlaku di masyarakat; Peraturan-peratwtaerah; Norma-
norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegaraenSisukum dan

peradilan nasional; Hukum dan peradilan internadiq8) Hak asasi manusia
meliputi: Hak dan kewajiban anak; Hak dan kewajilbauggota masyarakat;
Instrumen nasional dan internasional HAM; Pemajdan penghormatan
serta perlindungan HAM. (4) Kebutuhan warganegashpmti: Hidup gotong

royong; Harga diri sebagai warga masyarakat; Kefsmbaberorganisasi;
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat; Menghargai Usgut bersama;
Prestasi diri; Persamaan kedudukan warganegara.K@pstitusi negara
meliputi: Proklamasi kemerdekaan dan konstitusigypartama; Konstitusi-
konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia; Hgln dasar negara
dengan konstitusi. (6) Kekuasaan dan politik melijRemerintahan desa dan
kecamatan; Pemerintahan daerah dan otonomi; Pdale@am pusat;

Demokrasi dan sistem politik; Budaya politik; Budagemokrasi menuju
masyarakat madani; Sistem pemerintahan; Pers dasyarakat demokrasi.
(7) Pancasila meliputi: Kedudukan Pancasila sebalgmar negara dan
ideologi negara; Proses perumusan Pancasila sebdgsar negara;
Pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupaharsdari; Pancasila
sebagai ideologi terbuka. (8) Globalisasi melipuiGlobalisasi di

lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di egbalisasi, Dampak
globalisasi; Hubungan internasional dan organisedernasional; dan

Mengevaluasi globalisasi. (Winarno, 2006: 30).

Ruang lingkup materi selanjutnya dituangkan daabdifkan dalam rumusan
standar kompetensi dan kompetensi dasar (SK-KDh rpatajaran PKn menurut
jenjang, tingkat, dan semester. Suatu lingkup m&t€én akan terdapat dalam semua
jenjang pendidikan yaitu SD, SMP dan SMA namun dengumusan standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang berbeda. iyisgsdingkup materi mengenai
Pancasila akan terdapat baik pada jenjang SD, S&i® SMA dengan rumusan SK-
KD yang berbeda. Standar kompetensi dan kompedassir sebagai standar isi mata
pelajaran PKn jenjang SD, SMP, SMA dan SMK terdapatam lampiran

Permendiknas No. 22 Tahun 2006.
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Berdasarkan standar isi maka pelajaran Pendidikewarganegaraan ini
nantinya akan berlaku pada jenjang SD dan MI, Ski? dTs, SMA dan MA serta
jenjang SMK dan MAK. Hal demikian berbeda denganrikilum 2004 yang
memberlakukan Pendidikan Kewarganegaraan di SDS#AR sebagai bagian dari
Pengetahuan Sosial dengan nama mata pelajarandkendKewarganegaraan dan
Pengetahuan Sosial (PKPS). Sedangkan pada jenMKgVBAK diberlakukan mata
diklat Kewarganegaraan dan Sejarah (Winarno, 280p:

d. Makna PKn Era Reformasi

Makna Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasafadaituk membentuk
manusia beriman dan bertagwa, cerdas, mandirimf@radan demokratis serta
religius. Pendidikan Kewarganegaraan pada era Refir memiliki visi untuk
memberdayaan warga negara. Dengan misi untuk meukoearganegara yang baik
dengan ciri, aktif berpartisipasi dalam kehiduparbbngsa dan bernegara, berbudaya
politik kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. I&tansi materi terdiri dari politik,
hukum, dan moral. Strategi pembelajaran dialogski@irinya yang menonjol adalah,
akar keilmuannya jelas, intervensi rezim sangaimimemiliki otonomi keilmuan,
berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikaum, dan pendidikan moral.
Pada era reformasi ini Pendidikan Kewarganegaraga jsedang dalam proses
reformasi ke arah Pendidikan Kewarganegaraan depgadigma baru. Reformasi
itu mulai dari aspek yang mendasar, yaitu reorg@ntiai dan misi, revitalisasi fungsi

dan peranan, hingga restrukturisasi isi kurikulian theteri pembelajaran.

e. Dinamika PKn Orde Lama, Orde Baru, dan Era Refor masi
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinamika PerkaidiKewarganegaraan

di Indonesia sejak Orde Lama hingga era Reforntedah sebagai berikut:

Tabel 60

Dinamika PKn Sejak Orde Lama hingga Era Reformasi

Orde Lama Orde Baru Era Reformasi

1. Kurikulum 1947: mata Kurikulum 1968: 1. Kurikulum Suplemen
pelajararCivicsbelum Civicsberubah 1999: materi P-4
dikenal. nama menjadi dihilangkan dari

Kewargaan PPKn.
Negara.

2. Kurikulum SMP dan Kurikulum 1975: KBK 2004 : PPKn
SMA 1957: terdapat Pendidikan diganti nama menjad
mata pelajaran Tata Kewargaan Negars Pendidikan
Negara dan Tata diganti nama Kewarganegaraan
Hukum yang di menjadi (PKn).
dalamnya dibahas Pendidikan Moral
konsep Pancasila (PMP).

Kewarganegaraan.
3. Kurikulum SMA 1962: Tahun 1978 lahir Kurikulum Tingkat

mata pelajaraivics
muncul untuk yang
pertamakalinya.

TAP MPR tentang
P-4, materi PMP

diberi tambahan P-
4,

Satuan Pendidikan
(KTSP) 2006:
namanya tetap
Pendidikan
Kewarganegaraan
(PKn) hingga
sekarang.

Kurikulum 1984:
PMP diganti nama
menjadi
Pendidikan
Pancasila dan
Kewarganegaraan
(PPKn).

Kurikulum 1994:
nama PPKn tetap
dipertahankan
dengan materi P-4
yang tetap

dominan.

Diolah dari berbagai sumber.

Dinamika Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjamgligan dasar dan

menengah di Indonesia dapat diringkas sebagaiuie(i) Kurikulum 1947 terdapat
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mata pelajaran pengetahuan umum yang di dalamnyaasukkan pengetahuan
mengenai pemerintahan, namun mata pelaj@maics belum dikenal. (2) Kurikulum

untuk SMP dan SMA tahun 1957 terdapat mata pelajdi@a Negara dan Tata
Hukum yang di dalamnya dibahas konsep Kewarganagakhususnya mengenai
status legal warganegara dan syarat-syarat kewsggeaan. (3) Mata pelajaran
Civics muncul pertamakali dalam kurikulum SMA 1962. (4)htia 1968 lahir

Kurikulum 1968, Civics berubah nama menjadi KewargNegara; (5) Tahun 1975
lahir Kurikulum 1975, Pendidikan Kewargaan Negargadti nama menjadi

Pendidikan Moral Pancasila (PMP); (6) Tahun 197%8r|l3AP MPR tentang P-4,

materi PMP diberi tambahan P-4 (Pedoman Penghagatafengamalan Pancasila).
(7) Tahun 1984 lahir Kurikulum 1984, PMP digantimrea menjadi Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), materi Psthmandominasi. (8) Tahun
1994 lahir Kurikulum 1994, nama PPKn tetap digeatékan dengan materi P-4 yang
tetap dominan. (9) Tahun 1999, setelah reformadP PR tentang P-4 dicabut,
keluar Kurikulum Suplemen 1999, materi P-4 dihileny dari PPKn. (10) Tahun
2004 lahir KBK, PPKn diganti nama menjadi Pendidikéewarganegaraan (PKn).
(11) Tahun 2006 KBK diadopsi menjadi Kurikulum Tikag Satuan Pendidikan

(KTSP) namanya tetap Pendidikan Kewarganegaraan)(RiKgga sekarang.
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E. Pembahasan
1. Dinamika PKn (Refleksi Politik Pendidikan dan Kurikulum)

Setiap masyarakat di belahan bumi manapun sangadam#akan generasi
mudanya dipersiapkan untuk menjadi warganegara lyaikgdan dapat berpartisipasi
aktif dalam kehidupan masyarakat dan negaranyak Aagalah warganegara yang
sedang dalam proses, karena masih harus dididikadiemarganegara dewasa yang
sadar akan hak dan kewajibannya. Oleh karena isyanakat sangat mendambakan
generasi mudanya dipersiapkan untuk menjadi waggaaeyang baik dan dapat
berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dan aegar Tidak ada tugas yang
lebih penting dari pengembangan warga negara yailgdan bertanggungjawab.
Warga negara berakhlak mulia, berkarakter, bertamggawab, dan demokratis.
Karena itu Pendidikan Kewarganegaraan menjadi pgnti

Ibarat pedang bermata dua menurut Dawson dan Q&gansuri, 2010: 18)
Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sarana pentimgk umemelihara dan
mentransformasikan nilai-nilai politik dari suatiustem politik melalui proses
pendidikan di sekolah. Namun Pendidikan Kewargarsagasering juga digunakan
sebagai alat untuk memelihara kepentingan kekuasaaim dalam bentuk
indoktrinasi serta hegemoni.

Orde Lama, dan Orde Baru memiliki perhatian yangabderhadap mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Hal itu ddiphtat dari berbagai kebijakan
pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraag wanat dipengaruhi oleh
perubahan-perubahan situasi politik dan kenegapaaa era masing-masing. Jika

dicermati setiap rezim sering menempatkan Pendidikawarganegaraan sebagai
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“alat politik” bukan sebagai “alat pendidikan piiit yang didasari oleh nilai-nilai
demokrasi, tetapi justru untuk mengarahkan dan woramhsi nilai-nilai yang
memungkinkan sebuah rezim untuk mempertahankarekekimnya.

Pendidikan dan politik adalah dua elemen pentingndaistem sosial politik
di setiap negara, baik negara maju maupun negakerbbang. Keduanya bahu
membahu dalam proses pembentukan karakteristikaredest di suatu negara. Lebih
dari itu, keduanya satu sama lain saling menungarg saling mengisi. Lembaga-
lembaga dan proses pendidikan berperan pentingndalembentuk perilaku politik
masyarakat di negara tersebut. Begitu juga sehajkembaga-lembaga politik dan
proses politik di suatu negara membawa dampak Ipeskr karakteristik pendidikan
di negara tersebut. Ada hubungan erat dan dinantaraapendidikan dan politik
disetiap negara. Hubungan tersebut adalah reaitgsris yang telah terjadi sejak
awal perkembangan peradaban manusia dan menjdtitiger para ilmuwan (M.
Sirozi, 2001: 3).

Adalah suatu fakta bahwa dalam praktek penyeleaggapendidikan dalam
suatu masyarakat dilatarbelakangi oleh filosofiaininorma, ataupun suatu prinsip-
prinsip yang dipilih oleh masyarakat atau pihakagilyang berkuasa di suatu negara.
Negara yang merupakan institusi hasil kontrak s$osiamiliki tugas memberi
pelayanan terhadap warga negara, bekerja atas filasafi, nilai ataupun prinsip-
prinsip yang terpilih tersebut. Hal ini terjadi adbproses dan praktek pendidikan
merupakan bagian dari bentuk aktualisasi atas keinekeinginan masyarakat dalam
mewujudkan sesuatu yang dicita-citakaadjal ideal$.

Untuk mewujudkan $ocial ideals tersebut maka pihak penyelenggara
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pendidikan pada prinsipnya mempunyai dua peran imgentertama proses
pendidikan sebagai lembaga yang mentransmisikarmiiéi, sistem sosial, maupun
struktur sosial yang add&eduag tujuan yang sebenarnya dari pendidikan adalah
berperan untuk membangun atau merubah tatananaginge arah yang lebih baik,
lebih sejahtera dan lebih adil. Kedua peran injlahg selalu menjadi permasalahan
di dunia pendidikan, sebab keduanya relatif setwgtentangan. Pada satu sisi
lembaga pendidikan dianggap alat dan tempat yamgpasastrategis untuk
mempertahakan nilai-nilai, budaya atau kebijakdnijakan yang telah terpola, di
sisi lain lembaga ini pun mempunyai misi untuk patean, kebebasan, dan keadilan.
Adanya perbedaan ini sebenarnya merupakan reftisksikehendak cita-cita sosial

yang berbeda dari suatu masyarakat.

Dalam teori hegemoni dari Gramsci (Nezar dan A@8B9: 50) dikemukakan
selama negara dengan kekuatan represif, negaraggesunya juga menjalankan
kekuatan hegemonik melalui ideologi yang mampu nggangkan kekuasaannya.
Salah satunya adalah melalui lembaga pendidikambhga ini dianggap sangat
strategis karena memiliki fungsi utama dalam mesfi@masikan segenap
pengetahuan kognitifcgnitive knowledgde nilai-nilai (value3, dan keterampilan
(skill), kepada pada peserta didik. Muatan-muatan kdégdén nilai-nilai inilah
sesungguhnya dapat dimasuki dan diisi muatan ideololeh kelompok dominan
(penguasa negara) yang selanjutnya lembaga peadidiipaksa untuk bersedia

menanamkan muatan ideologi dan kepentingan negara.
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Gramsci mengakui bahwa dalam masyarakat memandu satia yang
memerintah dan yang diperintah. Bertolak dari keindghi, beliau melihat, jika
pemimpin akan memerintah dengan efektif, maka jaj@mg dipilih adalah
meminimalisasi resistensi rakyat dan bersamaan agerigy pemimpin harus
menciptakan ketaatan yang spontan dari yang dipérirSecara ringkas Gramsci

memformulasikan sebuah kalimat, “bagaimana caramsaciptakan hegemoni”.

Ketika penguasa menggunakan idologi untuk membenkdpatuhan
masyarakat, maka ideologi tersebut telah berubahjatie hegemoni. Hegemoni
merupakan bentuk penguasaan kepada masyarakatuimedab-cara yang tidak
disadari oleh masyarakat. Kepatuhan itu dibangutalmenilai-nilai moral yang
diciptakan negara (penguasa) dan ditanamkan desggarcara intelektual, sehingga
masyarakat tanpa sadar mematuhi sebagai bentuknsus atau kontrak sosial demi
kehidupan bersama. Menurut Gramsci pendidikan da&akamsme kelembagaan
seperti sekolah, partai-partai politik, media masssmjadi “tangan-tangan” kelompok
elite yang berkuasa untuk menentukan ideologi ydaminan yang menjadikan
masyarakat terhegemoni.

Di Indonesia lembaga pendidikan telah cukup lamaasakan hegemoni
negara tersebut, terutama pada masa Orde Lama dis EBaru. Banyak cara
dilakukan negara, mulai dari diberlakukannya swetdang-undang, kurikulum yang
tersentralisasi dan dibuat ahli yang dipilih neganambina dan mendisiplinkan guru
agar loyal pada negara, sampai peran negara mesigkegiatan dan aktivitas di

lembaga pendidikan. Walaupun reformasi telah bggang ternyata sulit untuk
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merubah hegemoni tersebut dengan cepat.

Pembaharuan kurikulum merupakan keharusan dalamm sigeem pendidikan
agar pendidikan tetap relevan dengan tuntuan zarBademikian pentingnya
pembaharuan kurikulum, sehingga ada pemeo mengatadava suatu kurikulum
disusun untuk diubah dan terus disempurnakan. Halgyagyan demikian, maka
kurikulum akan selalu dinamis dan mengikuti perkangan zaman.

Dalam sejarah perjalanan Republik Indonesia, tditkukan beberapa kali
pembaharuan kurikulum sekolah, yaitu tahun 1946819975, 1984, 1994, 2004
dan 2006. Dalam sejarah penerapan kurikulum péaiididi Indonesia, model
perubahan atau pembaharuan kurikulum yang terjathinl banyak bersifat
komprehensif dan berskala luas. Pengalaman selainanénunjukkan bahwa
Pemerintah dan sistem pendidikan secara keseluraimeat mudah tergoda untuk
mengubah dan memperbaharui kurikulum dalam skaks, ludengan kurang
memperhitungkan apa akibat dan dampaknya bagi tpesidik, sekolah, dan
masyarakat. Dari pengalaman selama ini yang teamdiahwa letak kelemahan
kurikulum di Indonesia terutama pada bagaimana kkium tersebut
diimplementasikan secara sungguh-sungguh sehingg@gerikan nilai tambah yang
nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. Hal inildder pada semua tingkatan
mulai SD hingga SLTA.

Persoalan kurikulum tidak hanya bersifat teknisseka dalam kurikulum
selalu tersembunyi ide serta nilai-nilai yang selbeya dipaksakan oleh penguasa.
Perkembangan dan perubahan kurikulum biasanya tiddkpas dari keinginan

penguasa dan juga ditentukan hegemoni yang adandalasyarakat pada saat
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kurikulum itu lahir. Hal ini juga disebutidden curriculumdi mana kurikulum yang
berlaku ditentukan oleh birokrasi pemerintahan y@dikgasai oleh golongan elit.

Mata pelajaran yang paling dinamis dan sering larukeiring perubahan
rezim adalah Pendidikan Kewarganegaraan. Berikatdalah contohnya. Pendidikan
Kewarganegaraan sebelum kemerdekaan atau pada jmdia Belanda dikenal
dengan namBurgerkundePada waktu itu ada dua buku resmi yang digung&da
Indische Burgerschapkundserta Rech en Plich. Menurut Bambang Daroeso
“Indische Burgerschapkundgang ditulis oleh P. Tromp dengan penerbitdyB
Wolter MaatschappijN.V. Groningen, Den Haag, Batavia tahun 1934wat
pengajararBurgerkundeentunya dimaksudkan oleh pemerintah Hindia Bedaaughr
rakyat jajahan lebih memahami hak dan kewajibarteylaadap pemerintah Hindia
Belanda, sehingga diharapkan tidak menganggap peateBelanda sebagai musuh
tetapi justru memberikan dukungan dengan penuhdikesa dalam jangka waktu
yang panjang.

Pada awal kemerdekaan belum ada mata pelajaran idikand
Kewarganegaraan yang berdiri sendiri dan diajapasta pendidikan formal. Yang
ada pada saat itu adalah Pendidikan Budi Pekewdng yberisi nilai-nilai
kemasyarakatan, adat, dan agama. Belum ada Padiliewarganegaraan yang
bersifat eksplisit.

Tahun 1957 mulai diperkenalkan mata pelajaran Kgaraggaraan, yang isi
pokoknya meliputi: (1) Cara memperoleh kewargaresyar (2) Hak dan kewajiban
warga negara; (3) Tata Negara dan Tata Hukum. &dig tersebut semata-mata

beraspek kognitif (Soenarjati dan Cholisin, 1989. 1
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Tahun 1959 terjadi perubahan arah politik di nedgadanesia. UUDS 1950,
dinyatakan tidak berlaku oleh Dekrit Presiden % 1869, dan berlaku kembali UUD
1945. Dengan berlakunya kembali UUD 1945, nampdkndébidang pendidikan
diadakan perubahan arah. Perubahan ini tampak dedigperkenalkannya mata
pelajaran Civics pada tahun 1961 sebagai pengganti mata pelajaran
Kewarganegaraan. Mata pelajafivics berisi: (1) Sejarah kebangkitan nasional; (2)
UUD; (3) Pidato-pidato politik kenegaraan yang tamia diarahkan untukation and
character buildingoagi bangsa Indonesia”. (Muchson dkk., 2001: 16).

Dalam kurikulum Civics di SMP dan SMA isinya meliputi: (1) Sejarah
nasional; (2) Sejarah proklamasi; (3) UUD 1945; Pgncasila; (5) Pidato-pidato
kenegaraan presiden; (6) Pembinaan persatuan datu&a bangsa. Buku sumber
yang dipergunakan adalalCivics Manusia Indonesia Baru” dan “Tujuh Bahan
Pokok Indoktrinasi” yang lebih dikenal dengan siatgkh TUBAPI. Metode
pengajarannya lebih bersifat indoktrinatif. Bukuggegan untuk murid belum ada
(Soenarjati dan Cholisin, 1989: 17-18). TUBAPI ijg@nmeliputi: (1) Lahirnya
Pancasila; (2) UUD 1945; (3) Manipol, merupakanapdd presiden tanggal 17
Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali ResroKita” yang intinya
ditegaskan pada pidato presiden pada tanggal 1Stusyd960 meliputi caturlogi,
yakni: semanagt nasional, konsepsi nasional, keamamrasional, dan perbuatan
nasional; (4) Jalannya Revolusi Kita (Jarek); (B)ak presiden RI di depan Sidang
Umum PBB, 30 September 1960 yang berjudul “MembanBunia Baru” dinilai
sebagai salah satu tonggak sejarah bagi berdifdgrakan Non Blok; (6) Manipol

USDEK; (7) Amanat presiden tentang PembangunaneSanBerencana di depan
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DEPERNAS, tanggal 9 Januari 1960. Pada tahun 188&hiCivics diganti dengan
istilah Kewargaan Negara, atas anjuran Dr. Sahai@i$, yang pada waktu itu
menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Perubahanidasdrkan atas tujuan yang
ingin dicapainya, yaitu membentuk warga negara Yk

Pengelompokan mata pelajaran berubah-ubah padaktigkulum yang
diberlakukan. Pada Kurikulum SMA 1952, misalnyapgedompokan mata pelajaran
dibagi dalam tiga bagian: pokok, penting, dan pghep. Setelah tahun 1960-an,
komposisi mata pelajaran dikategorikan ke dalamrkpbk dasar, khusus, penyerta,
prakarya, dan krida. Ketika pengaruh PKI menguakarn@enjabarannya mengikuti
Instruksi Menteri menyangkut Kurukulum Pancawardasdagaimana yang berlaku
di SD, meliputi kelompok perkembangan moral, periangan intelektual,
perkembangan emosional/ artistik, perkembanganidelpn, dan perkembangan
jasmani. Setelah PKI dibubarkan, pendidikan diasmahkepada pemurnian Pancasila,
maka mata pelajarannya pun dirubah berdasarkarefmengokan pembinaan jiwa
Pancasila, pembinaan pengetahuan dasar, dan pembikecakapan khusus.
Perubahan pola pengelompokan mata pelajaran neasth therlanjut pada kurikulum
1975. Pada kurikulum ini mata pelajaran dikelom@okkdalam tiga bagian:
pendidikan umum, pendidikan akademis, dan pendidketerampilan, dan hal ini
berlaku sampai dengan Kurikulum 1984 untuk SD/Mi @VP/MTs.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1968dsedalam kelompok
“Pembinaan Jiwa Pancasila”, baik di sekolah dasaupun sekolah menengah.
Bedanya di sekolah dasar kelompok mata pelajarairitdari Pendidikan Agama,

Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa DaearaDlala Raga. Sedangkan di

322



SMA tanpa Bahasa Daerah. Bahan-bahan pengajaratidikam Kewarganegaraan
menurut Kurikulum 1968 tersebut digunakan sampangde ditetapkannya
Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 1975galennama “Pendidikan
Moral Pancasila” (PMP) sebagai nama bidang studitukun Pendidikan
Kewarganegaraan yang tujuannya adalah membentufanegara Pancasilais yang
beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esagdbe ditetapkannya
Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Payajhn dan Pengamalan
Pancasila (P4) maka materi bidang studi Pendidikaral Pancasila dilengkapi atau
bahkan didominasi oleh materi dan bahan-bahan Ra#mp@k selanjutnya P4
cenderung sebagai bahan indoktrinasi untuk peratiddan pelatihan warganegara,
sebagai produk formal yang dihasilkan oleh lembkggslatif dan oleh lembaga
eksekutif dijadikan instrumen yang birokratik untdigunakan baik di lingkungan
sekolah, pendidikan tinggi maupun di masyarakad(A#\zis Wahab, 2007: 699).
Perubahan Kurikulum 1968 menjadi Kurikulum 1975ydaenpak sebagai
berikut: Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegarat@s dasar Keputusan MPR
1978 diganti dengan nama baru yang dikenal dengemliéikan Moral Pancasila
(PMP). Pendidikan Moral Pancasila merupakan matajgsan yang menyangkut
Pancasila dan UUD 1945 dipisahkan dari mata pelajarang bersangkut paut
diantaranya mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, ele@nomi. Sedangkan gabungan
mata pelajaran sejarah, ilmu bumi, dan ekonomi awknpidang studi Ilimu
Pengetahuan Sosial, dan saat ini diberi nama H&adidlmu Pengetahuan Sosial.
Hal yang sama masih tetap berlaku saat diberlakyeatKurikulum 1984 sebagai

penyesuaian Kurikulum 1975 (Abdul Azis Wahab, 20001).
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Sesuai dengan amanat Ketetapan MPR No. IV/MPR/19&8 pelajaran ini
berubah nama menjadi Pendidikan Moral PancasilaP(Ppada kurikulum 1975.
Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1%@&tang P-4, maka
terjadilah perkembangan yang cukup substantif mesig®aateri pelajaran ini, yakni
sangat dominannya materi P-4 dalam PMP. Bahkamdaémjelasan ringkas tentang
PMP oleh Depdikbud (1982) dinyatakan bahwa: HakiRBMP tidak lain adalah
pelaksanaan P-4 melalui jalur pendidikan formall idatetap berlangsung hingga
berlakunya Kurikulum 1984 maupun Kurikulum1994, dma PMP telah berubah
nama menjadi PPKn. Dalam perkembangannya yandherakateri P-4 secara resmi
tidak lagi dipakai dalam Kurikulum Suplemen 199%alagi Ketetapan MPR
No.I/MPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengan etéggtan MPR No.
XVII/MPR/1998.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKrkfum 1994 adalah
merupakan: Wahana untuk mengembangkan dan mekestarilai luhur dan moral
yang berakar pada budaya bangsa Indonesia yangaplifaa dapat diwujudkan
dalam bentuk perilaku melalui kehidupan sehari-lséswa, baik sebagai individu
maupun sebagai anggota masyarakat, warganegarmakdntuk ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa. Perilaku-perilaku yang dimaksud di aw@alah perilaku seperti yang
tercantum di dalam penjelasan UU No. 2 Tahun 1988alP39 Ayat (2), yaitu
perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhaddéa Yang Maha Esa dalam
masyarakat yang terdiri dari berbagai golongan agaperilaku yang bersifat
kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku yangduk@ing persatuan bangsa

dalam masyarakat yang beraneka ragam kepentingaitakp yang mendukung
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kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersamaatas kepentingan
perseorangan dan golongan sehingga perbedaan pmmikpendapat, ataupun
kepentingan dapat di atasi melalui musyawarah dafakat, serta perilaku yang
mendukung upaya untuk mewujudkan keadilan sosigil ®aluruh rakyat Indonesia
(Kosasih Djahiri, 1997: 2).

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru pada tahun h9&8yebabkan isi dan
visi Pendidikan Kewarganegaraan perlu disesuaikamgah semangat reformasi.
Pendidikan Kewarganegaraan era Reformasi berdaB#&r 2004 dan KTSP 2006
ternyata juga menuai kritikan. Oleh banyak kalanBandidikan Kewarganegaraan
ini dinilai sangat kering dengan muatan nilai mpkhlususnya nilai moral Pancasila,
namun sarat dengan kajian konsep-konsep politikhnd&om.

Idealnya Pendidikan Kewarganegaraan untuk membeméuga negara yang
baik seharusnya bebas dari kepentingan politik§ampgndek dari rezim yang sedang
berkuasa. Dengan demikian, siapapun yang memeriatab apapun program
pemerintah, idealnya substansi kajian Pendidikawdfganegaraan tidak semata-
mata mengikuti perubahan haluan politik yang adstapi ditujukan untuk
memperkuat basis nilai-nilai dalam sebuah sistetitipgang disepakati dalam
konstitusi. Dari hasil pembahasan yang telah digapadi atas dapat disimpulkan
sebagai berikut:

a. Dinamika Politik Pendidikan era Orde Lama, CBdeu, dan Reformasi

Tahun 1945-1966 Indonesia di bawah pemerintahaka®oe (Orde Lama).

Politik pendidikan era Orde Lama dapat dibagi dateya periode seiring dinamika

politik yang mempengaruhinya. (1) Periode 1945-19%@arnai oleh semangat
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revolusi, pendidikan bertujuan untuk menanamkanasgat dan jiwa patriotisme.
(2) Periode 1950-1959, diwarnai oleh demokrasiréibependidikan bertujuan untuk
membentuk manusia susila yang cakap dan warga anggarg demokratis serta
bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakatdah air. (3) Periode 1959-
1966, diwarnai oleh Manipol USDEK, pendidikan bgraun melahirkan warganegara
sosialis Indonesia yang susila. Pendidikan nasigamla era Orde Lama yang
berlangsung sejak 1945 hingga 1966, tetap berlaadd2ancasila. Meskipun selama
periode ini Indonesia menggunakan tiga UUD, tetiglam perjalanannya megarah
pada bentuk demokrasi terpimpin dengan kepemimpinavolusioner untuk
membangun masyarakat sosialis.

Tahun 1966-1998 Indonesia diperintah oleh Soel{@tde Baru). Peralihan
dari Orde Lama ke Orde Baru membawa konsekuensbpban politik pendidikan
nasional. Implikasi dari pembubaran PKI, menimbolignutupan sekolah-sekolah
yang bernaung di bawah PKI dan organisasi yangdadaawahnya. Ketika PKI
dibubarkan, serta dilakukan pemurnian Pancasiaatupendidikan nasional berubah
menjadi "membentuk manusia Pancasilais sejati lsarlan ketentuan-ketentuan
yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945”. Perubaheendasar tersebut
menunjukkan bahwa ideologi Manipol USDEK telah digesecara tegas menjadi
falsafah Pancasila. Orde Baru diwarnai semangabaegunan ekonomi di satu sisi
dan di sisi lain meletakkan kembali Pancasila sabdgsar negara. Semangat itu
selalu ditekankan dalam pendidikan. Penataran Ryjib wdiberikan kepada setiap
siswa yang diterima di sekolah, di samping masingd mata pelajaran Pancasila.

Mata pelajaran PMP dan PPKn sangat didominasi matdr PMP termasuk yang
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mempengaruhi  kenaikan kelas dan kelulusan sekolabtelah EBTANAS
diberlakukan, PMP menjadi komponen bidang studigyanempengaruhi nilai
komulatif DANEM (Daftar Nilai EBTANAS Murni). DANEM berfungsi sebagai
standar memasuki jenjang pendidikan di atasnyaiafupendidikan diarahkan untuk
menyiapkan para siswa menjadi manusia pembanguraang ymemiliki jiwa
Pancasila.

Era Reformasi dimulai sejak 1998. Reformasi adalapembaharuan,
perubahan paradigma lama ke dalam paradigma bebagai langkah perbaikan
terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikangpagh Reformasi didasarkan pada
UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, yang menyatakanvlatujuan pendidikan
nasional adalah untuk, mengembangkan kemampuamméanbentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangkeerdaskan kehidupan bangsa,
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta digd&e menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha EsakHdak mulia, sehat, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis $ertanggung jawab. Politik
pendidikan pada masa ini lebih diwarai upaya membarkehidupan sekolah yang
demokratis, religius, berakhlak, cerdas, kreatf) chandiri.

b. Dinamika Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikas& dan Menengah era
Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Lar(@®: Tujuan
menanamkan semangat dan jiwa patriotisme, dalagkaamembentuk warga negara
yang baik, yakni warga negara sosialis Indonesiagysusila. (2) Materi/ isi

pelajaran didominasi oleh Manipol USDEK sehinggarakeilmuannya menjadi
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tidak jelas. Dirancang untuk mendukung penguatganae patuh kepada rezim, serta
pendukung setia status quo. (3) Metode pembelajggamenggunakan indoktrinasi
dan hegemoni.

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan era Orde Bafl} Tujuan
membentuk manusia pembangunan yang berjiwa Pamcasila manusia Indonesia
seutuhnya. Materi/ isi pelajaran mencakup P-4 datganinan, UUD 1945, GBHN,
dan Sejarah Kebangsaan. Sebagaimana Orde LamaQRlenBaru juga dirancang
untuk mendukung penguatan negara, patuh kepadm,rsarta pendukung setia
status quo. Metode indoktrinasi melalui penatara#h @lakukan kepada seluruh
siswa dan mahasiswa, bahkan PNS, Korpri, birolgaty, dan tokoh masyarakat.

Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada era Refsi (1) Tujuan
memberdayaan warga negara, Yyakni membentuk wargeneyang aktif
berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bemegberbudaya politik
kewargaan, berpikir kritis dan kreatif. (2) Matisii pelajaran terdiri dari politik,
hukum, dan moral. PKn pada era ini akar keilmuarjakss, intervensi rezim sangat
minim, berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, mkkah hukum, dan pendidikan
moral. (3) Metode pembelajarannya menggunakarogligiitis.

c. Dinamika Makna PKn pada Jenjang Pendidikan DdsatMenengah, era Orde
Lama, Orde Baru, dan Reformasi

Makna PKn pada masa Orde Lama sesuai dengan tpgrahdikan nasional
waktu itu, yaitu menanamkan jiwa patriotisme dansio@alisme, semangat

melakukan revolusi untuk menuju masyarakat sodiadisnesia.
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Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tpgragidikan nasional
waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan ymergwa Pancasila untuk
mendukung kemajuan ekonomi dan moral Pancasila.

Makna PKn pada era Reformasi sesuai dengan tujeadigikan nasional
pada saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga aggaewujudkan masyarakat
Indonesia yang demokratis dalam kemajemukan, mgmg tinggi hak asasi
manusia, taat pada hukum, dan berwawasan global.

2. Pengembangan Pendidikan K ewar ganegaraan ke Depan

Secara konseptual Pendidikan Kewarganegaraan tntuntuk menyiapkan
generasi muda menjadi warga negara yang baik, waegmra yang memiliki
pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai yang digarl untuk berpartisipasi aktif
dalam masyarakatnya. Pendidikan Kewarganegaraaask tibleh semata-mata
menjadi alat kepentingan kekuasaan rezim, tetapshmendasarkan diri pada politik

negara sebagaimana dimuat dalam konstitusi nasional

Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya menjadi tgerhsemua pihak,
pemerintah, LPTK yang memiliki Prodi PKn, KomunitB&n, maupun para guru
PKn di lapangan. Tidak ada tugas yang lebih pentiagi sebuah bangsa selain
mengembangkan warganegara yang bertanggungjawab,teddidik. Demokrasi
dipelihara oleh warganegara yang memiliki pengetaheemampuan, dan karakter
yang dibutuhkan. Tanpa adanya komitmen yang beadrwhrganegara terhadap
nilai dan prinsip fundamental demokrasi, maka midsat yang terbuka dan bebas,

tak mungkin terwujud. Oleh karena itu tugas daragzendidik, pembuat kebijakan,
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dan angoteivil societylainnya, adalah mengkampanyekan pentingnya Pedaaidi
Kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakageinua instansi dan jajaran

pemerintahan.

Saat ini Pendidikan Kewarganegaraan sudah mebgglan dari instrumen
pendidikan nasional. Mata pelajaran ini dibangungd& paradigma sebagai berikut:
Pertama secara kurikuler dirancang sebagai pembelajagang \bertujuan untuk
mengembangkan potensi individu agar menjadi waggnae Indonesia yang
berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertamggawab.Kedua, secara teoritik
dirancang sebagai pembelajaran yang memuat dimkognitif, afektif, dan
psikomotorik yang terintegrasi dengan nilai-nileaneasila, demokrasi, dan bela
negara.Ketiga secara pragmatik dirancang sebagai pembelajaaag pertujuan
mewujudkan perilaku sehari-hari warganegara dalahidkpan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara agar sesuai dengan mocaksPa

Akan tetapi sejak diimplementasikan pada berbggais dan jenjang,
Pendidikan Kewarganegaraan belum sesuai dengapamarindikasi dari terjadinya
salah arah tersebut antara lain sebagai berikyt:P€imbelajaran dan penilaian
Pendidikan Kewarganegaraan lebih menekankan pad@endi kognitif saja.
Pengembangan dimensi-dimensi lainnya belum mendagraatian yang memadai.
(2) Pengelolan kelas belum kondusif untuk memlagrigengalaman belajar yang
bermakna dalam mengembangkan perilaku siswa. Hadlidjar Pendidikan
Kewarganegaraan yang belum mencapai keseluruharendimsecara optimal

menunjukkan bahwa tujuan kurikulernya belum dapatapai sepenuhnya. Selain
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kendala internal, Pendidikan Kewarganegaraan jugagimadapi kendala eksternal
yaitu tuntutan dari berbagai lapisan masyarakatkdkan dengan semangat
demokratisasi yang semakin meningkat dengan segléesnya. Pendidikan
Kewarganegaraan yang seharusnya sarat dengan naiekaih namun dilaksanakan
secara kognitif. Pendidikan Kewarganegaraan digmggaat mujarab(panacea)
untuk mengatasi persoalan kehidupan para siswaugkhya yang menyangkut
perilaku dan moral. Namun demikian, kritikan damtttan tersebut sudah
seharusnya direspon dan diakomodasikan secara rpropal karena memang
pendidikan secara umum dan Pendidikan Kewarganegasacara khusus bukan
hanya tanggungjawab pemerintah saja tetapi jugggtargjawab seluruh komponen
masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tanggualgj bersama untuk
menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas pad&ikdtnya merupakan
perwujudan dari amanat nasional.

Kendala eksternal lainnya yaitu pendidikan di imelsia dihadapkan pada
berbagai persoalan dan situasi global yang berkeghbepat setiap waktu baik yang
bermuatan positif maupun yang bermuatan negatiftidklemampuan bangsa
Indonesia dalam merancang program pendidikan yangngakomodasikan
kecenderungan dan persoalan global tersebut bakarti menghilangkan kesempatan
untuk mengejar ketertinggalan untuk secara bertalteggat mensejajarkan dirinya
dengan bangsa-bangsa yang sudah maju dalam bidadglgkannya.

Untuk menjawab berbagai persoalan tersebut di, at@endidikan
Kewarganegaraan sebagai mata pelajaran di sekolatalf yang berperan sebagai

wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan peresdai slengan potensinya

331



agar menjadi warganegara yang cerdas dan baikikiPan ini didasari oleh asumsi
bahwa untuk mendidik anak menjadi warganegara yeargas dan baik harus
dilakukan secara sadar dan terencana dalam suzmdasppembelajaran agar mereka
secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuknifite kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecarmdaskhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakahgsa dan negara.

Pendidikan Kewarganegaraan ke depanshaerupaya memberdayakan
warganegara agar mampu berperan aktif dalam sispermerintahan yang
demokratis. Pendidikan demokrasi menjadi stratelgis mutlak bagi perwujudan
masyarakat dan negara demokrasi. Hal ini sejalagateadagium yang menyatakan
bahwa demokrasi dalam suatu negara hanya akan tusithwr apabila dijaga oleh
warganegara yang demokratis. Warganegara yang datisokanya bisa dibentuk
melalui pendidikan demokrasi.

Visi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan ke depatujben mewujudkan
masyarakat demokratis merupakan reaksi atas kesatahsa lalu (paradigma lama)
yang ketika itu berlabel Pendidikan Moral PancagPMP) ataupun Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Baik PMP mmaBPKn Orde Baru lebih
dimaksudkan untuk menciptakan warga negara yanghp&MP dan PPKn pada
masa itu sesungguhnya merupakan Pendidikan Kewsggeaan yang berfungsi
sebagai alat penguasa untuk melanggengkan kekudsaa@asar fakta tersebut tidak
aneh bila muncul penilaian bahwa PMP dan PPKn nadsappelajaran yang bersifat
politis daripada akademis. Akibat lebih lanjut mgklajaran ini kurang diminati

siswa.
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Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan ke depamerlukan
restrukturisasi kurikulum dan substansi materinjka pada masa Orde Lama dan
Orde Baru PMP dan PPKn seakan tidak memiliki ¥&s) kurang berdaya, dan
tidak dapat berfungsi baik dalam meningkatkan kdense kewarganegaraan para
peserta didik. Para siswa tidak banyak menyukaajgeln ini bahkan merasakan
bosan. Para guru sendiri tidak jarang bingung demganbelajaran yang dilakukan
karena tidak mantapnya arah, tujuan, dan isi mek@gran PMP serta PPKn. Salah
satu kelemahan mendasar dari PMP dan PPKn adaltgri ryang diajarkan tidak
memiliki batang keilmuan yang jelas. Materi yangjaikan bukan ilmu tetapi nilai,
seperti keadilan, kejujuran, gotong royong, daragalmya. Maka yang terjadi, PMP
dan PPKn bukanlah mata pelajaran yang bersifatalimatau lemah dalam hal
keilmuannya. Hal demikian justru menyusahkan gama yang mengajarkan dan
siswa yang menerimanya. Layaknya sebuah mata pelajanaka seharusnya
memiliki landasan ilmu yang jelas.

Restrukturisasi materi merupakan bagian yang pgntiahkan umumnya
dianggap terpenting dalam pembaharuan kurikulumdiglé&kan Kewarganegaraan ke
depan harus terus dikembangkan substansi materifWateri Pendidikan
Kewarganegaraan sebaiknya bersumber dari ilmuilgolimu hukum dan moral.
Dengan demikian, mata pelajaran ini nantinya akamitiki batang ilmu yang jelas.

Dengan memperhatikan konsep dan perkembangan Hemdid
Kewarganegaraan di Indonesia, nampaknya para pdmg&eputusan di bidang
pendidikan khususnya di bidang kurikulum, harusatlapenggunakan pengalaman

masa lalu itu untuk merancang masa depan Pendidikaarganegaraan secara lebih
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baik. Pengalaman masa lalu telah menempatkan RleaidKewarganegaraan
sebagai alat kekuasaan semata karena itu bersifiad vision serta rentan terhadap
perubahan-perubahan politik. Jika akan dilakukarbgkan terhadap Pendidikan
Kewarganegaraan lebih mengedepankan dan menempeatkeganegara sebagai
subyek untuk dikembangkan agar menjadi warganegarg lebih berpikir kritis dan
kreatif, proaktif, inovatif, demokratis, mengharg@&sama manusia, berbudaya serta
mematuhi berbagai hukum dan peraturan yang berlalgi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2008}. 7
Bangsa Indonesia tidak boleh lagi mengulangi lahdkagkah politik yang

keliru, yang cenderung lebih menekankan kepadadssdan dengan menomorduakan
rakyat dan masyarakat dalam sistem kehidupan bgshahean bernegara. Pengakuan
terhadap hak-hak individu yang didasari rasa tanggyawab harus terus
ditumbuhkan, penghargaan dan penghormatan terbmdapak dasar manusia serta
pada kemajuan dan kesejahteraan rakyat harus sudé&i menjadi dasar-dasar
kebijakan nasional dengan senantiasa membukaediradap perubahan global dan
dengan respon yang dilakukan secara cerdas. Paradigaru Pendidikan
Kewarganegaraan menuntut dilakukannya redefinisi devitalisasi implementasi
konsep Pendidikan Kewarganegaraan sehingga benar-leenjadi wadah yang
dapat membangun dan mengembangkan berbagai kemamyarganegara agar
dapat lebih sensitif, proaktif, inovatif, kreatifdan cerdas sehingga dapat
berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam kepahnya sebagai warganegara dan
warga masyarakat (Abdul Azis Wahab, 2007: 709). ddReisi dan revitalisasi

pengertian serta tujuan Pendidikan Kewarganegaed@m mendorong lahirnya
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paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan. Paradignu tersebut harus disusun
di atas pilar-pilar demokrasi, antara lain sebdgaikut: (1) Konstitusionalisme; (2)
Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa; (3) Warganegamg cerdas; (4)
Penghargaan terhadap hak-hak individu; (5) Perg pabas; (6) Supremasi hukum;
(7) Hak asasi manusia; (8) Pembagian dan pembataganasaan; (9) Peradilan yang
independen; (10) Desentralisasi dan otonomi; (ld9efahteraan sosial dan keadilan
sosial; (12) Patriotisme dan nasionalisme.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan terselemuntut adanya
perubahan dalam seluruh aspek pembelajaran mulai td@an sampai pada
pengembangan bahan ajar, metode mengajar dan igenyjla. Dari sisi tujuan
misalnya yang umumnya diketahui dari berbagaiditer bahwa tujuan Pendidikan
Kewarganegaraan adalah untuk membentuk warganegarggy baik. Yaitu
warganegara yang mampu melaksanakan hak-hak daajilk@mkewajibannya.
Warganegara juga dituntut untuk memiliki pengetahdan keterampilan serta nilai-
nilai sosial dan budaya yang berubah. Warganegarey yahu tentang hak dan
kewajibannya, tetapi juga mampu melakukan yandhldélms dari pada itu sebagai
akibat dari perubahan-perubahan yang cepat dalamnérmasi dan globalisasi
tersebut, yang oleh Cogan dan Derricott disebut garsegara yang
“multidimensional.” (Abdul Azis Wahab, 2007: 710).

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, baRedidikan
Kewarganegaraan pada era Orde Lama dan Orde Bagatsmiskin konsep dan
teori, sehingga lebih dominan unsur indoktrinasin@deh karena itu Pendidikan

Kewarganegaraan di era Reformasi ini harus digerjebnsep dan teori keilmuannya
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sehingga lebih bersifat ilmiah. Metode indoktrinharus diakhiri, metode dialogis
yang ilmiah harus dikembangkan dalam pembelajaediBikan Kewarganegaraan
di sekolah.

Pendidikan Kewarganegaraan pada era Orde Lama d#m EBaru saat itu
dikembangkan berdasarkan teori hegemoni, yakniaksssi politik dari negara
kepada warganegaranya untuk menguatkan rezim yatamng berkuasa. Cara seperti
itu harus ditinggalkan pada era Reformasi ini. Rikdn Kewarganegaraan harus
dijadikan sarana untuk memberdayakan warga negal@mdrangka membentuk
masyarakat madani, suatu masyarakat dimana negaravarga negara dalam posisi
seimbang. Hegemoni negara yang terlalu kuat mebgtdan otonomi guru dan
otonomi pendidikan pada pada era Orde Lama dan Oade sangat minim dan
bahkan hilang. Pada era Reformasi ini otonomi glam otonomi pendidikan dalam
batas-batas tertentu harus segera dipulihkan,pegalidikan tidak dijadikan alat bagi
rezim yang sedang berkuasa untuk kepentingannya.

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan harusilikiestruktur
keilmuan yang jelas yakni berbasis pada ilmu poliiukum dan filsafat moral
[filsafat Pancasila. Memiliki visi yang kuat mengeémation and character building,
untuk pemberdayaan warga negara, dalam rangka emdiapgkan masyarakat
madani. Perlu cara pandang yang sama, dari berb&gaiponen dalam
mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan di erarrRegi saat ini, antara
Dikdasmen, Pusat Kurikulum, Lemhannas, LPTK, seb@rbagai komunitas

Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia. Semua doamptersebut perlu duduk
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bersama untuk merumuskan Pendidikan Kewarganegayaag terbaik bagi

Indonesia.

Berdasarkan analisis terhadap hasil penelitiamge@inamika Pendidikan
Kewarganegaraan (PKn) yang terjadi sejak Orde La@rae Baru, hingga era
Reformasi, peneliti merekomendasikan, pengembamjém di masa depan yang
ideal bagi Indonesia adalah sebagai berikut: (Kn iang memiliki akar keilmuan
yang jelas, yakni politik, hukum, dan moral, selgadersifat ilmiah. (2) PKn yang
bebas dari hegemoni, indoktrinasi, dan kepentiggagmatis dari rezim yang sedang
berkuasa. (3) PKn yang mengadopsi nilai-nilai arsal, yang digunakan oleh
negara-negara demokrasi. (4) PKn yang tidak lepesihgkai filosofi Pancasila. (5)
PKn yang diwarnai identitas nasional, budaya Ind@eBhineka Tunggal Ika,
NKRI. (6) PKn yang berpedoman pada politik negaaa angsa yang ada dalam
konstitusi. (7) PKn yang mengembangkeinic knowledge, civic skill, dan civic
dispotition secara proporsional. (8) PKn yang menghasilkan avaepara religius,
yang menjadi pembeda dengan yang dikembangkan re@ghra-negara maju di
Barat. (9) PKn yang memberdayakan warga negaragrbURKn yang hanya
membentuk kepatuhan tanpa daya kritis. (10) PKngyarengantarkan menuju

masyarakat madani.
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BAB V
KESIMPULAN, REFLEKSI, DAN REKOMENDAS

A. Kesimpulan
1. Dinamika Politik Pendidikan Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Politik pendidikan pada setiap era merupakan jawabdnadap permasalahan
yang dihadapi era tersebut. Politik pendidikan sasiali tidak bisa dilepaskan dari
konteks politik yang berlaku saat itu.
a. Orde Lama

Politik pendidikan periode awal kemerdekaan 19450]19diwarnai oleh
semangat revolusi, pendidikan bertujuan untuk mam&kan semangat dan jiwa
patriotisme. Politik pendidikan periode 1950-1988yarnai oleh demokrasi liberal,
pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia syailg cakap dan warga negara
yang demokratis serta bertanggungjawab tentangadkeéseaan masyarakat dan tanah
air. Politik pendidikan periode 1959-1966, diwaroleh Demokrasi Terpimpin serta
Manipol USDEK, pendidikan bertujuan melahirkan vwearggara sosialis Indonesia
yang susila.
b. OrdeBaru

Politik pendidikan Orde Baru diwarnai semangat kntumelaksanakan
Pancasila secara murni dan konsekuen, serta semamgak melaksanakan
pembangunan ekonomi. Pendidikan bertujuan untuk beatnk manusia
pembangunan yang berjiwa Pancasila, yang dapat ukendg keberhasilan

pembangunan ekonomi.
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c. EraReformasi

Politik pendidikan era Reformasi diwarnai semangatuk mewujudkan
masyarakat demokratis yang taat pada hukum. Tupemdidikan yang tercantum
dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 bertujuan bestuk manusia yang
beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, ikreatindiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta bertanggung jawabg ydapat mendukung
terbentuknya masyarakat madani.

2. Dinamika Kurikulum PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
OrdeLama, OrdeBaru, dan Era Reformasi

Kurikulum PKn pada setiap era merupakan jawabamatEp permasalahan
yang dihadapi era tersebut. Kurikulum PKn tidalalddepaskan dari konteks politik
pendidikan yang berlaku saat itu.

a. Orde Lama

Kurikulum PKn era Orde Lama: (1) Bertujuan menanamkemangat dan
jiwa patriotisme, dalam rangka membentuk warga reegang baik, yakni warga
negara sosialis Indonesia yang susila. (2) Matelajaran didominasi oleh Manipol
USDEK sehingga akar keilmuannya menjadi tidak jel&®rancang untuk
mendukung penguatan negara, patuh kepada pemeystghsedang berkuasa, serta
pendukung setia status quo. (3) Metode pembelajgeamnenggunakan indoktrinasi.
b. OrdeBaru

Kurikulum PKn era Orde Baru: (1) Bertujuan membé&ntmanusia
pembangunan yang berjiwa Pancasila serta manusimésia seutuhnya. (2) Materi

pelajaran meliputi: P4 (sangat dominan), UUD 1945BHN, dan Sejarah
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Kebangsaan. PKn Orde Baru dirancang untuk mendukpegguatan negara,
stabilitas nasional, patuh kepada pemerintah yadgrgy berkuasa, serta pendukung
setia status quo, dalam rangka mensukseskan peorizang (3) Metode
pembelajarannya menggunakan indoktrinasi dan hegemB4 bukan saja
mendominasi PKn persekolahan, akan tetapi juga angkau pendidikan luar
sekolah. Penataran P-4 tidak hanya dilakukan kepaldmuh siswa dan mahasiswa,
akan tetapi juga dilakukan kepada PNS, Korpri,Kvath guru, dan tokoh masyarakat.
c. EraReformasi

Kurikulum PKn pada era Reformasi: (1) Bertujuan rbherdayaan warga
negara, yakni membentuk warganegara yang aktifabisgpasi dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara. (2) Materi pelajaran uatelgolitik (cukup dominan),
hukum (cukup dominan), dan moral Pancasila (samgaim). PKn pada era ini akar
keilmuannya mulai jelas, intervensi pemerintah yaseglang berkuasa minim,
berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, pendidikaum, dan pendidikan moral.
(3) Metode pembelajarannya menggunakan dialogg krit

3. Dinamika M akna PKn pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Orde
Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi

Makna PKn pada setiap era, merupakan cerminarpdbtik pendidikan pada
zamannya, dan tidak bisa dilepaskan dari kontekslkpgang berlaku saat itu.
a. OrdeLama

Makna PKn pada era demokrasi liberal lebih sebagata pelajaran Tata

Negara, agar siswa memahami ketatanegaraan Indongkan tetapi pada era
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demokrasi terpimpin makna PKn lebih sebagai aldoktrinasi bagi rezim yang
berkuasa dalam rangka mewujudkan masyarakat sokidbnesia.

PKn sebagai mata pelajaran di sekolah, pertamadiadrikan di SMA tahun
1957, bernama Kewarganegaraan. Pada saat itu lsidosedang berada dibawah
sistem Demokrasi Liberal. Makna PKn pada masaehihl sebagai mata pelajaran
Tata Negara. Tujuannya agar siswa dapat lebih mamiamak dan kewajiban warga
negara, serta tata negara Indonesia. Materinyaputeli(l) Cara memperoleh
kewarganegaraan, (2) Hak dan kewajiban warga ne¢@yalata negara dan tata
hukum Indonesia

Pada tahun 1962 mata pelajai@ivics lahir, menggantikan mata pelajaran
Kewarganegaraan dan diberikan dari SD hingga SM#laRaat itu Indonesia sedang
berada dibawah sistem Demokrasi Terpimpin. Makna p&da saat itu lebih sebagai
alat indoktrinasi. Tujuannya untuk menanamkan jpadriotisme dan nasionalisme,
semangat melakukan revolusi, untuk menuju masgarsdsialis Indonesia. Materi
PKn didominasi oleh Manipol USDEK, ditambah (1) &8eh kebangkitan nasional,
(2) UUD 1945, serta (3) Pidato-pidato politik keaegan Presiden Soekarno. Buku
"Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia” yang disuBleh Supardo, dkk. menjadi
rujukan utama PKn saat itu.
b. OrdeBaru

Makna PKn pada masa Orde Baru sesuai dengan tpgradidikan nasional

waktu itu, yaitu membentuk manusia pembangunan pangva Pancasila.
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(1) PKn Kurikulum 1968

Kurikulum 1968 mengubah mata pelajar&ivics menjadi Pendidikan
Kewargaan Negara (PKN). Materi PKn dalam Kurikul@868 masih sama dengan
materi Civics 1962, dengan menghilangkan materi yang berbauaboek Makna
PKn pada saat itu (kurikulum 1968) lebih sebagaidpmiikan Tata Negara, karena
materi yang bernuansa Soekarnois telah dihilangkan.

(2) PKn Kurikulum 1975

Lahirnya Kurikulum 1975 mengubah mata pelajaran PKhenjadi
Pendidikan Moral Pancasila (PMP). Materi PMP beRancasila, UUD 1945, dan
GBHN. Makna PKn pada saat itu (kurikulum 1975) mblkxrgeser dari pelajaran tata
negara menuju indoktrinasi membentuk manusia pegwwan yang Pancasilais,
dengan masuknya GBHN.

(3) PKn Versi P-4 (1978)

Dengan ditetapkannya Ketetapan MPR No. II/MPR/1&f8ang P-4, maka
terjadilah perkembangan yang cukup substantif, iyséngat dominannya materi P-4
dalam PMP. Bahkan dalam penjelasan ringkas terieng oleh Depdikbud 1982
dinyatakan bahwa, hakikat PMP tidak lain adalarakssnaan P-4 melalui jalur
pendidikan formal.

(4) PKn Kurikulum 1984

Lahirnya Kurikulum 1984, PMP berubah nama menjadferididikan
Pancasila dan Kewarganegaraan” (PPKn). Materi Befnakin dikokohkan dalam
PPKn 1984. Selain UUD 1945 dan GBHN, mulai masukemdak asasi manusia,

lembaga-lembaga negara, badan peradilan, seres&era internasional.
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(5) PKn Kurikulum 1994

PKn dalam Kurikulum 1994 masih bernama PPKn sebzgza Kurikulum
1984. Struktur materi PPKn dalam Kurikulum 1994 rnatrrincian penjabaran nilai-
nilai Pancasila dari P-4. Dengan demikian P-4 tetepjadi ruh dan mata air PPKn
sebagaimana dijelaskan dalam fungsi, tujuan, daarbajar. Makna PPKn 1994 ini
identik dengan pendidikan nilai.
c. EraReformasi

Makna PKn pada era Reformasi lebih dimaksudkangselaata pelajaran
pengembangan kepribadian bagi siswa. Sesuai dewgsn pendidikan nasional
pada saat ini, yaitu untuk pemberdayaan warga aggaewujudkan masyarakat
Indonesia yang demokratis dalam kemajemukan, mgmjg tinggi hak asasi
manusia, taat pada hukum, dan berwawasan globaljmmasyarakat madani.
(1) PKn Kurikulum Suplemen 1999

Reformasi 1998 berdampak pada pembaharuan PPKnl prsgkajian
Kurikulum 1994 mata pelajaran PPKn, merekomendasgalunya penataan materi
PPKn jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dasil pengkajian itu kemudian
lahir Kurikulum Suplemen 1999 sebagai penggantiikGlum 1994. Materi P-4
secara resmi tidak lagi dipakai dalam Kurikulum [8aopen 1999, karena Ketetapan
MPR No.lI/IMPR/1978 tentang P-4 telah dicabut dengéetetapan MPR No.

XVII/MPR/1998.
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(2) PKn KBK 2004

Puskur pada tahun 2004 menyusun kurikulum yang ndikesebagai
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Dalam KBK imnhata pelajaran PPKn,
diganti PKn.
(3) PKn KTSP 2006

KTSP PKn disusun berdasar Standar Isi (SK-KD) PEebagai standar
minimal yang bisa dikembangkan lagi oleh tiap satp@ndidikan. Secara substansial
standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn dalarkifum Tingkat Satuan
pendidikan (KTSP 2006) tidak berbeda dengan isiRl&an menurut KBK 2004.
B. Refleksi
1. Refleksi Tentang PKn

PKn sebagai bidang kajian ilmiah, ontologinya addlabungan antara negara
dan warga negara, oleh karena itu PKn di negarsapum tidak bebas nilai, akan
tetapi selalu terikat oleh ideologi masing-masiregara. Pandangan klasik hingga
modern yang dikemukakan para ahli menyatakan baRWa (Civics) adalah
berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga ae@deh karena itu PKn sangat
peka terhadap perubahan tentang 3 hal yaitu: gieali instrumentasi, dan praksis
kehidupan bernegara. Idealisme ada dalam ideolegana, instrumentasi ada di
dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangadang praksis ditemukan
dalam seluruh kehidupan warga negara. Dengan damiRKn akan selalu
mengalami dinamika seiring dengan dinamika ideglagnamika konstitusi, dan

peraturan perundang-undangan, serta dinamika Kedandonasyarakatnya.
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Sebagai ilmu ataupun sebagai bidang kajian, kecadi#n sesungguhnya
cukup kuat, karena diperlukan oleh setiap negabagse salah satu sarana untuk
membentuk warga negara yang baik. Tidak ada tugag kebih penting dari suatu
negara selain membentuk warganegaranya menjadian@ggra yang baik dan
bertanggungjawab sesuai filosofi dari masing-masiegara. Akan tetapi sebagai
mata pelajaran, PKn di Indonesia sering berubahandtewarganegaraan (1957),
Civics (1961), Kewargaan Negara (1968), PMP (1975), PMRB p4 (1978), PPKn
plus P4 (1984), PPKn minus P4 (1999), dan PKn (R0@dnisnya nama jurusan di
LPTK yang menghasilkan guru PKn juga ikut berubesuai nama mata pelajaran,
mestinya nama jurusan lebih tepat jika mengacu pattng ilmu dan kajian yakni
PKn.

Pasal 37 ayat (2) UU No. 20 Tahun 2003 tentang@i$endidikan Nasional
menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan wajib memBatdidikan Agama, PKn,
dan Bahasa. Pasal ini menempatkan PKn sebagai satahmata pelajaran yang
penting dan strategis. Pasal tersebut juga mevaajilBKn harus masuk kurikulum di
setiap jenjang dan jenis pendidikan dari sekolabaddingga perguruan tinggi.
Ternyata PKn bukamanya diberikan di Indonesia. Negara-negara laigetiiruh
dunia juga memberikannya, meskipun dikemas dalarbagai bentuk dan nama.
Civics atau Civics Educatiodiberikan di Amerika SerikatCitizenship Education
diberikan di InggrisTa’limatul MuwwatanahatauTarbiyatul Watoniyahdi negara-
negara Timur TengahEducacion Civicasdi Mexico. Sachunterrichtdi Jerman.

Civics atau Social Studiesli Australia. Social Studiesdi New Zealand.Life

345



Orientation di Afrika Selatan.People and Societgi Hongaria.Civics and Moral
Educationdi Singapura, da®bscesvovedinigi Rusia.

Para ahli menyatakan PKn itu termasuiybrid science maksudnya
merupakan hasil perkawinan dari berbagai bidangu.ilfdfKn adalahintegrated
knowledge yang memanfaatkan substansi dari berbagai bidiemgyg relevan guna
membentuk warga negara yang baik. Maka pertanyEanite cabang dari ilmu apa
menjadi kurang relevan. Ada kalanya PKn lebih d@mimpolitik karena memang
pada saat itu politik sangat dominan, ada kalamjaiin menjadi dominan, ada pula
saatnya moral menjadi dominan.

2. Refleksi Tentang K eter batasan Penelitian

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakargderseksama dan sungguh-
sungguh. Namun demikian penelitian ini tidak dapegpas dari keterbatasan-
keterbatasan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, sebagaimana dijelaskan pada bagian awal peneglitidas dari
penelitian ini lebih menekankan pada masalah dikamPKn pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah, sejak Orde Lam@dieg Reformasi. Sehingga
PKn untuk perguruan tinggi dan PKn di luar sekddalum tercakup. Oleh karena itu
terbuka kesempatan yang luas bagi peneliti laituikumengkaji PKn di perguruan
tinggi, serta PKn di luar sekolah.

Kedua, kajian penelitian ini dilakukan lewat dua persgfekgakni politik
pendidikan, dan kurikulum. Dengan demikian, tidakutup kemungkinan dinamika
PKn sejak Orde Lama hingga era Reformasi ini dBjada dari perspektif lain, seperti

kandungan nilai-nilai demokrasinya, perspektif ndetomengajarnya, maupun
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perspektif sistem penilaiannya. Oleh karena itthuka bagi para peneliti berikutnya
untuk mengkaji dari perspektif lain, dalam rangk&mmperkaya kajian tentang

dinamika PKn di Indonesia.

C. Rekomendasi
1. Rekomendas Umum

Dengan memperhatikan dinamika PKn di Indonesigks8jale Lama hingga
era Reformasi, para pengambil keputusan di bidaogklum, harus dapat
menggunakan pengalaman masa lalu itu untuk mergnoesa depan PKn secara
lebih baik. Pengalaman masa lalu telah menempd®kan sebagai alat kekuasaan
semata, serta rentan terhadap perubahan-perubahtik pPerbaikan terhadap PKn
harus menempatkan warganegara sebagai subyek uaikeknbangkan menjadi
warganegara yang kritis dan kreatif, proaktif, iatly demokratis, menghargai
sesama manusia, berbudaya, serta patuh pada hakupecaturan.

Pengalaman masa lalu mengajarkan kepada kita, bBKmuapada era Orde
Lama, dan Orde Baru sangat miskin konsep dan tegiingga lebih dominan unsur
indoktrinasinya. Oleh karena itu PKn di era Refagmai harus diperjelas konsep
dan teori keilmuannya sehingga lebih bersifat itmidMetode indoktrinasi harus
diakhiri, metode dialogis harus dikembangkan dgte@mbelajaran PKn di sekolah.

PKn pada era Orde Lama, dan Orde Baru saat itunizagkan berdasarkan
teori hegemoni, yakni sosialisasi politik dari neg&epada warganegaranya untuk
menguatkan rezim yang sedang berkuasa. Cara sipérdrus ditinggalkan pada era

Reformasi ini. PKn harus dijadikan sarana untuk itmenlayakan warga negara
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dalam rangka membentuk masyarakat madani, suatyana&st dimana negara dan
warga negara dalam posisi seimbang.

PKn ke depan harus terus dikembangkan substangrimat. Materi PKn
sebaiknya bersumber dari ilmu politik, ilmu hukurandmoral. Dengan demikian,
mata pelajaran ini nantinya akan memiliki batanguilyang jelas.

Perlu cara pandang yang sama dari berbagai kompodalam
mengembangkan PKn di era Reformasi saat ini. Dikeas Pusat Kurikulum,
Lemhannas, LPTK, serta berbagai Komunitas PKn dibhesia.perlu duduk bersama

untuk merumuskan PKn yang terbaik bagi Indonesia.

PKn seharusnya menjadi perhatian semua pihak, jpeaier LPTK yang
memiliki Prodi PKn, Komunitas PKn, maupun para gein di lapangan. Tidak ada
tugas yang lebih penting bagi sebuah bangsa selamgembangkan warganegara
yang bertanggungjawab, dan terdidik. Oleh karematugas dari para pendidik,
pembuat kebijakan, dan angotavil society lainnya, adalah mengkampanyekan

pentingnya PKn kepada seluruh lapisan masyara&atjagaran pemerintahan.

Idealnya PKn untuk membentuk warga negara yang $&salilarusnya bebas
dari kepentingan politik pragmatis dari rezim yasggdang berkuasa. PKn harus
mendasarkan diri pada politik negara sebagaimanaatidalam konstitusi nasional.
2. Rekomendas untuk Pengembangan PKn ke Depan

Berdasarkan analisis dan temuan hasil penelittartahg dinamika PKn yang
terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reei, peneliti

merekomendasikan, pengembangan PKn di masa depanigeal bagi Indonesia
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adalah sebagai berikut: (1) PKn yang memiliki akaiimuan yang jelas, yakni

politik, hukum, dan moral, sehingga bersifat ilmi§?) PKn yang berpedoman pada
politik negara sesuai konstitusi, serta bebas d@gemoni, indoktrinasi, dan

kepentingan pragmatis dari rezim yang sedang bsakuy@) PKn yang mengadopsi
nilai-nilai universal yang digunakan oleh negaeg@rara demokrasi, namun tetap
berada dalam bingkai filosofi Pancasila, diwarrdgntitas nasional yang Bhineka
Tunggal Ika. (4) PKn yang mengembanglavic knowledge, civic skill, dan civic

dispotition secara proporsional. (5) PKn yang menghasilkan avaepara religius,

yang menjadi pembeda dengan yang dikembangkan reghra-negara maju di

Barat. (6) PKn yang memberdayakan warga negaragrbURKn yang hanya

membentuk kepatuhan tanpa daya kritis, serta mammemgantarkan menuju

masyarakat madani.

Indoktrinasi dalam PKn memang merupakan sesuaty te terhindarkan,
khususnya yang menyangkut tataran idealisme. Skdangng terkait instrumentasi
dan praksis kehidupan berbangsa, dan bernegaradenahdoktrinasi harus
dihindarkan, metode dialogis harus dikedepankan.

Setiap rezim yang sedang berkuasa secara langsamgua tidak langsung
memiliki kepentingan terhadap PKn. PKn ibarat pgdarrmata dua, di satu sisi
dapat dijadikan sarana untuk memelihara dan mesftianasikan nilai-nilai politik
dari suatu sistem politik melalui proses pendidikiirsekolah Akan tetapi di sisi
yang lain PKn juga dapat dipergunakan sebagaiustatk memelihara kepentingan
kekuasaan rezim dalam bentuk indoktrinasi sert@megi melalui pendidikan. Sisi

yang pertama tadi harus diupayakan, sedang sig) kadua sebaiknya dihindari.
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Oleh karena itu PKn di Indonesia harus dikembanglargan mengacu pada politik
negara yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1k boleh mengacu pada
kepentingan jangka pendek dari penguasa.

PKn merupakan salah satu sarana untuk memberatganegara yang baik,
dengan meminjam istilah klasik Lodr Henry P. Browgh “mendidik warga
masyarakat yang gampang dipimpin tetapi sulit dspalgampang diperintah tetapi
sulit diperbudak” (Zamroni, 2007: 157). Oleh karénaPKn harus menekankan pada
kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

3. Rekomendas bagi Pihak-Pihak yang Terkait dengan PKn
a. Bagi Dosen PKn

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikaferensi bagi para dosen PKn
dan peneliti PKn di perguruan tinggi agar dapat gagarkan serta mengembangkan
PKn yang tepat bagi mahasiswa. PKn di perguruaggtirharus merupakan
kelanjutan serta harus ada benang merahnya dergarpd&la jenjang pendidikan
dasar dan menengah.

b. Bagi Guru PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan tefidbagi para guru PKn
pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, agat dnegajarkan PKn yang
mampu mengantarkan siswa menjadi warganegara yakg b
c. Bagi Komunitas PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah dadihan pertimbangan bagi
komunitas PKn di Indonesia untuk menyamakan pers#gos langkah untuk ikut

mengembangkan PKn yang sesuai dengan kebutuhamraksatdemokratis.
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d. Bagi LPTK Penghasil Guru PKn

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukagi penyelenggara
LPTK yang memiliki Prodi PKn agar dapat menyiapkamikulum yang tepat bagi
pembentukan guru PKn yang profesional.
e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan mier bagi pengambil
kebijakan pada Kementerian Pendidikan Nasionaly agampu mengembangkan

PKn yang tepat bagi Indonesia.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1
Panduan Wawancara

Judul Disertasi:DINAMIKA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN PADA
JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH: Studi Terhag Politik
Pendidikan dan Kurikulum, Orde Lama, Orde Baru, EenReformasi

A. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Peadidiksar dan Menengah pada

Era Orde Lama

Gambaran singkat tentang era Orde Lama.

» Situasi Politik pada era Orde Lama.

» Politik Pendidikan era Orde Lama.

e Kurikulum pendidikan dasar dan menegah pada eree Quama (Rencana
Pelajaran SR 1947, Kurikulum SD 1964, Rencana &wlaj SMP 1947,
Kurikulum SMP 1962, Rencana Pelajaran SMA 1947, iklum SMA 1952,
1961, 1964).

* Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikaar dan menengah di
era Orde Lama (visi, misi, tujuan, substansi, &elmuan, dan strateginya).

B. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Peadi@iksar dan Menengah pada

Era Orde Baru

» Gambaran singkat tentang era Orde Baru.

» Situasi Politik pada era Orde Baru.

» Politik Pendidikan era Orde Baru.

*  Kurikulum pendidikan dasar dan menengah padaCEde Baru (1968, 1975,
1984, dan 1994).

* Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidiksar dan menengah di
era Orde Baru (visi, misi, tujuan, substansi, &elmuan, dan strateginya).

C. Pendidikan Kewarganegaraan pada Jenjang Peadibi&sar dan Menengah pada

Era Reformasi

» Gambaran singkat tentang Era Reformasi.

» Situasi Politik pada Era Reformasi.

» Politik Pendidikan Era Reformasi.

* Kurikulum pendidikan dasar dan menegah pada erarfRei (Kurikulum
Suplemen 1994, KBK 2004, dan KTSP 2006).

» Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang pendidlkaar dan menengah di
era Reformasi (visi, misi, tujuan, substansi, d@lmuan, dan strateginya).
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Lampiran 2

I nstrumen Wawancar a

Rumusan

M asalah
Bagaimanakah
Pendidikan

Kewarganegaraan

pada jenjang
pendidikan dasar
dan menengah
pada era Orde
Lama?

Bagaimanakah
Pendidikan

Kewarganegaraan

pada jenjang
pendidikan dasar
dan menengah
pada era Orde
Baru?

Bagaimanakah

Mendeskripsikan
Kewarganegaraa
n pada era Orde
Lama dikaji dari

pendidikan dan
kurikulumnya.

Mendeskripsikan
Kewarganegaraa
n pada era Orde

Baru dikaji dari

pendidikan dan
kurikulumnya.

Mendeskripsikan

=

w

Lo

Materi
Pertanyaan

Nara
Sumber

Gambaran singkat tentang 8. Akademisi dari

era Orde Lama.

Situasi Politik pada era

Orde Lama.

Politik Pendidikan era

Orde Lama.

Kurikulum pendidikan
dasar dan menegah pada
era Orde Lama (Rencana
Pelajaran SR 1947,
Kurikulum SD 1964,
Rencana Pelajaran SMP
1947, Kurikulum SMP
1962, Rencana Pelajaran
SMA 1947, Kurikulum
SMA 1952, 1961, 1964).

Pendidikan

Kewarganegaraan pada
jenjang pendidikan dasar
dan menengah di era Orde
Lama (visi, misi, tujuan,
substansi, akar keilmuan,

dan strateginya).

Gambaran singkat tentang 11.

era Orde Baru.

Situasi Politik pada era

Orde Baru.

Politik Pendidikan era

Orde Baru.

Kurikulum pendidikan
dasar dan menengah pada
Era Orde Baru (1968,
1975, 1984, dan 1994).

Pendidikan

Kewarganegaraan pada
jenjang pendidikan dasar
dan menengah di era Orde
Baru (visi, misi, tujuan,
substansi, akar keilmuan,

dan strateginya).

1Gambaran singkat tentang
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10.

12.

13.

LPTK yang
terlibat
pengembangan
kurikulum PKn
di Pusat
Kurikulum
Balitbang dan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Dasar dan
Menegah.

Akademisi
yang menekuni
PKn di LPTK

Akademisi
yang memiliki
spesialisasi
PKn

Akademisi dari
LPTK yang
terlibat
pengembangan
kurikulum PKn
di Pusat
Kurikulum
Balitbang dan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Dasar dan
Menegah.

Akademisi
yang menekuni
PKn di LPTK

Akademisi
yang memiliki
spesialisasi
PKn
1Akademisi dari



Pendidikan

Kewarganegaraan Kewarganegaraa

pada jenjang

pendidikan dasar

dan menengah
pada era
Reformasi?

Pendidikan

n pada era
Reformasi dikaji
dari politik
pendidikan dan
kurikulumnya.

Era Reformasi.

Situasi Politik pada Era
Reformasi.

Politik Pendidikan Era
Reformasi.

Kurikulum pendidikan
dasar dan menegah pada
era Reformasi (Kurikulum
Suplemen 1994, KBK
2004, dan KTSP 2006).
Pendidikan
Kewarganegaraan pada
jenjang pendidikan dasar
dan menengah di era
Reformasi (visi, misi,
tujuan, substansi, akar
keilmuan, dan strateginya).
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15.

16.

LPTK yang
terlibat
pengembangan
kurikulum PKn
di Pusat
Kurikulum
Balitbang dan
Direktorat
Jenderal
Pendidikan
Dasar dan
Menegah.

Akademisi
yang menekuni
PKn di LPTK

Akademisi
yang memiliki
spesialisasi
PKn



Lampiran 3

I nstrumen untuk Data Dokumentasi

Rumusan

M asalah
Bagaimanakah
Pendidikan

Kewarganegaraan

pada jenjang

pendidikan dasar

dan menengah
pada era Orde
Lama?

Bagaimanakah
Pendidikan

Kewarganegaraan

pada jenjang

pendidikan dasar

dan menengah
pada era Orde
Baru?

Tujuan
Pendlitian

Mendeskripsikan

Pendidikan

Kewarganegaraa
n pada era Orde

Lama dikaji dari
politik
pendidikan dan
kurikulumnya

Mendeskripsikan

Pendidikan

Kewarganegaraa
n pada era Orde

Baru dikaji dari
politik
pendidikan dan
kurikulumnya.

1.

Dokumen
yang Diperlukan

Gambaran singkat 17.

tentang era Orde
Lama.

Situasi Politik pada 18.

era Orde Lama.
Politik Pendidikan era
Orde Lama.

Kurikulum pendidikan 19.

dasar dan menegah
pada era Orde Lama

(Rencana Pelajaran 20.

SR 1947, Kurikulum

SD 1964, Rencana 21.

Pelajaran SMP 1947,
Kurikulum SMP 1962,

Rencana Pelajaran 22.

SMA 1947,

Kurikulum SMA 23.

1952, 1961, 1964).
Pendidikan
Kewarganegaraan
pada jenjang
pendidikan dasar dan
menengah di era Orde
Lama (visi, misi,
tujuan, substansi, akar
keilmuan, dan
strateginya).

Gambaran singkat 24.

tentang era Orde Baru.
Situasi Politik pada

era Orde Baru. 25.

Politik Pendidikan era
Orde Baru.
Kurikulum pendidikan

dasar dan menengah 26.

pada Era Orde Baru
(1968, 1975, 1984,

dan 1994). 27.
Pendidikan
Kewarganegaraan 28.

pada jenjang

pendidikan dasar dan
menengah di era Orde 29
Baru (visi, misi,

Sumber
Dokumen
Buku yang
ditulis para ahli.
Peraturan
perundang-
undangan.

Dokumen
kurikulum

Jurnal

Laporan hasil
penelitian

Majalah

Surat kabar

Buku yang
ditulis para ahli.

Peraturan
perundang-
undangan.

Dokumen
kurikulum

Jurnal

Laporan hasil
penelitian

. Majalah

tujuan, substansi, akar Surat kabar
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Bagaimanakah Mendeskripsikan
Pendidikan Pendidikan
Kewarganegaraan Kewarganegaraa

pada jenjang n pada era
pendidikan dasar Reformasi dikaji
dan menengah dari politik
pada era pendidikan dan
Reformasi? kurikulumnya.

keilmuan, dan
strateginya).

Gambaran singkat 30.

tentang Era Reformasi.
Situasi Politik pada Era

Reformasi. 31.

Politik Pendidikan Era
Reformasi.
Kurikulum pendidikan

dasar dan menegah 32.

pada era Reformasi
(Kurikulum Suplemen

1994, KBK 2004, dan  33.
KTSP 2006).
Pendidikan 34.

Kewarganegaraan pada
jenjang pendidikan

dasar dan menengah di 35.

era Reformasi (visi,

misi, tujuan, substansi, 36.

akar keilmuan, dan
strateginya).
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Buku yang
ditulis para ahli.

Peraturan
perundang-
undangan.

Dokumen
kurikulum

Jurnal

Laporan hasil
penelitian

Majalah

Surat kabar



Lampiran 4

Glosarium dan Singkatan

APBN
APBD
AMS

: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
: Algemeene Middlebare Schogakni Sekolah Menengah

Umum berbah8glanda sebagai kelanjutan dari MULO.

Bataviaashe School: Sekolah Kristen yang didirikan oleh pemerinithhdia

BP KNIP
BP-4
Burger School

Burgerkunde
Caring

Cawu

CBSA
Citizenship

Belanda di Batavia, setingkat sekolah dasar yang
bertujuan rmebarkan agama berdiri tahun 1617.

: Badan Pekerja Komite Nasional Indoné&giaat
: Balai Penyelidikan dan Perancang Pendidilean Pengajaran
: Sekolah untuk warga masyarakat setingkat sklddaar

dengan tujusrtuk mendidik dan mengajarkan budi
pekerti, didan pemerintah hindia Belanda tahun 1630.

: Pendidikan Kewarganegaraan pada zaman koloeiahBa
: Kepedulian
: Catur wulan
. Cara belajar siswa aktif
: Kewarganegaraan

Civis Romanum Sum Aku warganegara Romawi, yakni sebuah kehormatan

Citizen
Citizenship
Citoyen
Civics/civitas
Civility
Civilization

Civic education
Civics

Civic knowledge
Civic skills

Civic dispositions
Civic commitment
Civic responsibility
Civic virtue

CCE

CICED

Content standard
DANEM

DI

Dikti

karena berkam dengan keikut sertaan seseorang dalam
pemerintaliRomawi.

: Warganegara (Inggris)

: Kewarganegaraan

: Warganegara (Perancis)

: Warganegara (Latin)

: Kesopanan

: Peradaban

: Pendidikan Kewarganegaraan

: llmu kewarganegaraan

: Pengetahuan kewarganegaraan

: Keterampilan Kewarganegaraan

: Watak atau karakter kewarganegaraan
: Komitmen warganegara

: Tanggungjawab warganegara

: Kebajikan warganegaraiyvic virtue pada masa Romawi

diartikan agli kemauan untuk kepentingan umum.

:Center for Civic Educatiogang berpusat di Calabasas,

California, Amerika Serikat.

:Center for Indonesian Civic Education
: Standar isi

: Daftar nilai Ebtanas murni

: Darul Islam

: Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
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Dikdasmen
DPAS

DPP

EBTANAS
Fairnees

GBPP

GBHN

Global citizen
Global capitalism

HAM
Hegemoni

HBS

Human rights

Human investment
lus civile

lus gentium

IKIP

INS

KBK
Kimigayo
KNIP
KTSP
Kurikulum

Kweekschool

Koo Mumin Gakkoo :
KPPN
Latijnsche School

Legalis Homo
Leisure

: Direktur Jenderal Pendidikan DasarManengah

: Dewan Pertimbangan Agung Sementara

: Dewan Pimpinan Pusat

: Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional
: Kejujuran

. Garis-garis Besar Program Pengajaran

: Garis-garis Besar Haluan Negara
: Kewarganegaraan global
: Kapitalisme global, dimana batas-batas dan Katau

negara semakin longgar

: Hak Asasi Manusia

: Suatu kondisi dimana kelompok kuat roemdasi
kelompok yang lemah

:Hogeen Burger Schooyakni sekolah ini merupakan

lanjutan dari sekolah rendah Eropa. Didirikan 1868sa
pendidikan selama 5 tahun dan meggunakan bahasa
pengantar Belanda.

. Istilah ini dikemukakan oleh Eleanor Rosevealhg

berarti “hak asasi manusia”.

. Investasi untuk mengembangkan sumber daya n&anusi
: Hukum yang mengatur warga Romawi

: Hukum yang mengatur di luar warga Romawi

. Institut Keguruan dan lImu Pendidikan

:Indinesische Nederlandsche Schaltlirikan 1926 oleh

Mohammad Syafei , mengajarkan bagaimana seoraaly an
dapat belajar dan bekerja, menciptakan kemandsrkap
hidup dan tidak tergantung pada pemerintah koloSkkolah
ini lebih dikenal dengan sebutan “Kayu Tanam”.

: Kurikulum Berbasis Kompetensi
: Lagu Kebangsaan Jepang
: Komite Nasional Indonesia Pusat
: Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
: Adalah seperangkat rencana dan pemngatmnengenai

tujuan, idan bahan pelajaran serta cara yang digunakan
sebagai pedarpenyelenggaraan kegiatan pembelajaran
untuk mendapgian pendidikan tertentu.

: Sekolah Guru dengan bahasa pengantar bahasalBelan

lama belajar 4 tahun, dan untuk menjadi guru S
HIS.
Sekolah rakyat 6 tahun pada jaman Jepang.

: Komisi Pembahuruan Pendidikan Nasional.
: Sekolah yang didirikan tahun 1642 di Batavia

mengajarkainasa Latin bagi pergaulan Eropa.

. Status hukum (jaman Romawi)
: Waktu luang
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L'Etat, C’est moi

LSM
LPTK
MBS
MGMP
MI
MTs
MA
MAK
MPK
Manipol
MULO

MENWA
Munisipal

MPR

MPRS

Nasakom

Nation and
character building
Nation state

Natural rights

NKRI
NU
Oikos
Orla

Orba
Orde Reformasi
PBB

PGRI
PPBN

: Ucapan Raja Louis XIV (1638-1715) yang bermakna

“negara adabaya”.

: Lembaga Swadaya Masyarakat

: Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan
: Manajemen Berbasis Sekolah

: Musyawarah Guru Mata Pelajaran

: Madrasah Ibtidaiyah

: Madrasah Tsanawiyah

: Madrasah Aliyah
: Madrasah Aliyah Kejuruan

: Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian

: Manifesto Politik

: Meer Uitgebreit Lager Onderwijsakni sekolah rendah

dengan pragngang diperluas dengan lama belajarnya
mula-mulaahtin lalu diubah menjadi 3 tahun.

: Resimen Mahasiswa

: Merupakan satuan-satuan wilayah yanditi atas
komunitas &ei@la sebagai suatu bentuk pemerintahan
lokal yang moul di Eropa abad ke-11

: Majelis Permusyawaratan Rakyat

: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
: Nasional, Agama, dan Komunis

: Pembangunan karakter bangsa
: Negara bangsa, konsep ini lahir pada akhir &kati8 dan

awal abadl&-negara bangsa adalah negara-negara
yang lahiréma semangat nasionalisme.

: Hak-hak alamiah dikemukakan oleh John Locke

(1632-170¥igang maknanya bahwa manusia itu
dilahirkarta® dan sama.

: Negara Kesatuan Republik Indonesia

: Nahdatul Ulama

: Harta/ benda

: Orde Lama, yakni suatu era pemerintahasiéen

Soekarno (A9966)

: Orde Baru, yakni suatu era pemerintahaniéen
Soeharto (B9®98).

: Yakni suatu era sejak pemerint&rasiden Habibie
sampai dengakarang (1998-sekarang).

: Perserikatan Bangsa Bangsa
: Persatuan Guru Republik Indonesia

: Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Perjanjian Westphalia : Perjanjian untuk mengalgerang di Eropa terjadi tahun

1648 yang matug pembagian teritori dan daerah
kekuasaanaragnegarEropa
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Polis : Negara kota/ Ruang publik

Participatory skills : Keterampilan berpartisipasi

PP dan K : Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
PJP : Pembangunan Jangka Panjang

PELITA : Pembangunan Lima Tahun

Performance standar Standar kinerja

PKn : Pendidikan Kewarganegaraan

PKN : Pendidikan Kewargaan Negara

PPKn : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
PMP : Pendidikan Moral Pancasila

P-4 : Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasil
PP : Peraturan Pemerintah

PSPB : Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa

PPP . Partai Persatuan Pembangunan

PDI : Partai Demokrasi Indonesia

PDIP . Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Permendiknas
PKKBI

: Peraturan Menteri Pendidikan Naion

. Praktik Belajar Kewarganegaraan, Kami Bseng

Indonesia.
PKI : Partai Komunis Indonesia
PNI : Partai Nasional Indonesia
PNS : Pegawai Negeri Sipil
PRRI : Pergerakan Rakyat Republik Indonesia
POMG : Persatuan Orang Tua Murid dan Guru
PPSP : Proyek Perintisan Sekolah Pembangunan
PPSI : Prosedur Pengembangan Sistem Instruksiona
PGSLTP : Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Tindtetama
Respect : Rasa hormat

Responsibility
RIS

: Tanggungjawab
: Republik Indonesia Serikat

REPELITA : Rencana Pembangunan Lima Tahun
Rule of law : Pemerintahan berdasar hukum

RUU : Rancangan undang-undang

SD : Sekolah Dasar

SR : Sekolah Rakyat

SMP : Sekolah Menengah Pertama

SMA : Sekolah Menengah Atas

SMU : Sekolah Menengah Umum

SLTP : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SLTA : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan
SMKTP : Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama
SPG : Sekolah Pendidikan Guru
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Salus populi
suprema lex
Seminari

Theologicum

Sisdiknas
SKB

SKS
Stovia

Staats Inrichting
TAP MPR

TAP MPRS
TUBAPI
Trustworthness
Tweede Klasse

Tl
uu
uubD
UuDS
UNY
UuUPP

UUSPN

USDEK

Volksraad

Zoon politicon

: Kepentingan rakyat adalah hukum tertinggi.

: Lembaga pendidikan ini bertujuan menghasilkardpén

agama Krisggas perintah VOC
: Sistem Pendidikan Nasional

: Surat Keputusan Bersama
: Sistem Kredit Semester
: Schole Toot Oplaiding Van Indishe Artsgakni sekolah

Dokter Jawa

: Tata Negara (Belanda)
: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Re&gaentara
: Tujuh bahan pokok indoktrinasi
: Rasa percaya
: Sekolah Bumi Putera Kelas Dua dengan bahasaptarg

bahasa daela lama sekolahnya 5 tahun.

: Tentara Islam Indonesia
: Undang-undang
: Undang-undang Dasar
: Undang-undang Dasar Sementara
: Universitas Negeri Yogyakarta
: Undang-undang Pendidikan dan Pengajagdmj WYUPP

No. 4 TahebD.

: Undang-undang Sistem Pendidikan Nasiga#hi

UUSPN Naiahun 1989 dan UUSPN No. 20 Tahun
2003.

: Undang-undang Dasar 1945, Sosialisme lesian

Demokrasi pienpin, Ekonomi Terpimpin, dan
Kepribadiamdbnesia.

: Dewan Perwakilan Rakyat pada zaman pemerintahan

Hindia Beland

: Makhluk berpolitik
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